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MASA kolonial adalah masa yang suram bagi perjalanan sejarah 

ke lahiran bangsa Indonesia . Tiga setengah abad rakyat Indonesia 

mengalami penjajahan dari bangsa lain. Hidup dalam suasana 

penjajahan tentunya san gat berbeda dengan suasana kemerdekaan. 

Buku ini mengulas bagaimana menata suatu wilayah di masa kolonial, 

yaitu daerah Mandar di Sul~wesi Barat. 

Dalam masa kolonial, menata suatu w ilaya h tentunya tidak 

mudah, karena masyarakat yang mendiami wi layah itu tidak 

semudah mau menerima apa yang diinginkan pihak kolonial, 

sehingga terjadi riak-riak sampai perlawanan. Pihak ko lonia l jelas 

menginginkan perubahan sesuai dengan kepentingannya sebagai 

penguasa, namun di pihak lain, mereka yang selama ini merasa 

berkuasa kemudian terpinggi rkan pasti akan memberikan reaksi, 

sebagai bentuk perlawanan . 

Buku yang mengupas tentang bagaimana pihak kolonial 

Belanda menata wilayah Mandar sangat baik dibaca oleh mereka 

yang peduli dengan kesejarahan Mandar. Penataan itu membuat 
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administrasi pemerintahan, manajemen pemungutan pajak hingga 

cara menge lola tanah jajahan lebih baik. Penataan itu juga membuat 

sistem pemerintahan, pembag ian wi layah diwariskan hingga 

masa kemerdekaa n, sehingga memudahkan pemerintah di masa 

kemerdekaan semakin memperbaiki sistem sosial, ekonomi, pol itik 

dan budaya masyarakat Mandar. 

Kehad iran buku ini tentu saja semakin memperkaya khasanah 

kesejarahan sebag ai bagian modal perjalanan seja rah bangsa 

Indonesia . Bahkan gene ras i se karang dan akan datang dapat 

mengetahui baga imana perjalanan sejarah bangsanya, t erutama 

di wi layah Mandar. Wilayah Mandar ada lah bag ian dari Negara 

Indonesia yang mempunyai pula perjalanan seja rahn ya sepert i 

termuat da lam buku ini . 

ARUSTIMUR 
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KOLONIALISME dalam kenyataannya hanya menjadi momok bagi 

kehidupan masyarakat. Tidak di Barat tidak pula di Timur. Begitu 

banyak implikasi negatif yang timbul karena pendudukan politik, 

militer, ekonomi dan budaya bagi suatu bangsa oleh bangsa lain. 

Tidak hanya di masa lampau pad a kurun fase tradisional, namun juga 

di masa sekarang pada abad moderen. Kolonialisme pada akhirnya 

hanyalah sebuah tanda besar akan kehancuran dan kemerosotan 

kehidupan manusia. 

Sejarah kolonialisasi di Kepulauan Nusantara juga merupakan 

narasi tersendiri bagi bangsa-bangsa di kawasan ini . Sebuah narasi 

yang banyak disertai tema pilu, namun sekaligus mengandung 

semangat baru yang mendorong untuk kebangkitan-kebangkitan 

masa depan. Sejumlah kerajaan yang pernah hadir sebagai suatu 

sistem politik tradisional masyarakat masa lampau, mengalami 

langsung kolonialisasi ini . Konsekuensinya juga nampak sebagai 

dampak negatif pada beragam bidang, baik bidang politik itu sendiri, 

bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga kultursecara umum. 
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Buku ini memberikan sebuah gambaran dari refleksi kesejarahan 

ko lonia lisasi yang pernah terjadi d i tanah air, dalam kesejarahan 

politik lokal di Su lawesi, khususnya di wilayah kerajaan Mandar. 

Mendeskripsikan bagaimana pol itik pasifikasi dijalankan oleh 

pemerintah kolonial, gaya penataan wilayah kekuasaan mereka, 

bagaimana desain pemerintahan khas kolonial dioperasionalkan, 

sistem keamanan masyarakat yang dijalankan, model sistem 

peradilannya hingga cara -cara pemungutan pajak, serta gambaran 

tentang pertanahan, pertanian, perkebunan, pendidikan dan 

kesehatan, dari kerajaan Mandar yang mengalami ko lonial isasi 

ketika itu. Khususnya pendudukan Belanda yang terjadi di sek itar 

kurun waktu ~905 sampai ~942 di Sulawesi. 

Buku ini menyebut tiga kategori hubungan politik kolonial 

dengan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi, yakni (pertama) "wilayah 

pemerintahan" (gouvernement Ianden). Pad a dasarnya negeri-negeri 

ini diduduki pad a waktu Perang Makassar (~666-~669) dan diperintah 

secara langsung. (Kedua) wi layah kekuasaan yang tidak diperintah 

secara langsung. Disebut "kerajaan pinjaman" (teen vorstendom) . 

Dan (ketiga) kerajaan sekutu atau sahabat (bondgenootschappelijke 

Ianden) . Kerajaan-kerajaan itu, berdasarkan Perjanjian Bungaya 

(~667) dinyatakan berkedudukan sebagai kerajaan yang merdeka dan 

berdaulat, tetapi harus menempatkan penguasa Belanda sebaga i 

"pelindung dan perantara". 

Kerajaan-kerajaan di daerah Mandar (Pitu Babana Binanga dan 

Pitu Ulunna Salu), termasuk dalam status hubungan politik kategori 

ketiga in i. Dalam proses kesejarahannya persekutuan-persekutuan 

kerajaan di wilayah Mandartersebut, menjadi cika l bakal penataan 

wilaya h pemerintahan nasional pasca kemerdekaan hingga, ketika 

era otonomi daerah makin menguat di zaman reformasi ini, wilayah 

viii I Muhammad Amir 



kerajaan-kerajaan terse but menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari 

induknya Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Barat. 

Panataan pemerintahan kerajaan-kerajaan Mandar era 

kolonial, memperlihatkan kompleksitas tersendiri . Terutama 

karena munculnya penentangan oleh kerajaan-kerajaan yang masih 

independen, sehingga memicu konflik antara penguasa lokal itu 

dengan pemerintah kolonial yang ingin menata dan menertibkan 

kekuasaannya di Sulawesi. 

Pad a akhirnya buku ini, memberikan kepada kita 'pembelajaran' 

mengenai suatu 'pola' dari suatu praktek pemerintahan daerah 

yang dijalankan oleh pemerintah kolonial di era ketika masyarakat 

kehilangan kebebasannya dalam menentukan masa depannya 

sendiri. Dan dapat menjadi semacam pembanding atas praktek 

otonomi daerah yang dikembangkan oleh pemerintah nasional ketika 

masyarakat ban gsa ini telah memiliki kebebasan dalam menentukan 

nasib kehidupannya sendi ri di era demokratisasi sekarang ini . 

Yang terpokok sesungguhnya ada lah bahwa dinamika 

kesejarahan era kolonial ini diwarnai penentangan-penentangan oleh 

penguasa lokal di w ilayah Mandar terhadap sistem pemerintahan 

yang bersifat menjajah. Sikap-sikap melawan yang diperlihatkan 

tersebut dapat menunjukkan betapa leluhur masyarakat bangsa 

ini di masa lampau memiliki nilai anti terhadap sistem penjajahan. 

Sehingga sikap-sikap seperti ini harus terus menerus dapat 

diwariskan dari generasi ke generasi o leh terutama kaum muda 

Indonesia. 

Makassar, Ju li 20~6 

Syafruddin Muhtamar, SH., MH. 

Editor 
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BU KU ini diangkat dari laporan hasil penelitian penulis, yang 

dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian rutin Balai 

Pelestarian Nilai Budaya Makassar. Secara spesifik buku ini t idak 

hanya memuat uraian tentang awal kekuasaan secara la ngsung 

pemerintah kolo·nial Belanda di Mandar, tetapi juga tentang tindak 

per law anan terhadap politik pasifikasi Belanda dan berbagai 

persoalan dalam penataan wilayah kekuasaan. Selain itu, juga 

memuat ura ian tentang perubahan sosia l, khususnya perubahan 

politik dan hubungan kekuasaan antara penguasa lokal dengan 

pemerintah kolonial Belanda. 

Buku ini tidak akan pernah terwujud seperti apa adanya 

sekarang, tanpa dorongan, bantuan, dan kebaikan hati dari semua 

pihak, baik sebagai instansi maupun sebagai pribad i. Untuk itu, pada 

tempatnya lah saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

yang setinggi-tingginya kepada mantan kepala BPNB Makassar, 

Dra. Lindyastuti Setiawati, MM. dan kepala Bala i Peletarian Nilai 

Budaya (BPNB) Makassar, Drs. Faisal, M.Si . yang telah memberikan 
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kesempatan dan kepercayaa n serta arahan dan bimbingan, mulai 

dari tahap awal proses pene litian hingga terwujudnya buku ini. 

Ucapan terima kasih yang sama saya haturkan seda lam­

dalamnya kepada Dr. Edward L. Poelinggomang, MA. dan Prof. Dr. A. 

Rasyid Asba masing-masing selaku konsultan dan pembahas. Beliau 

dalam kes ibukannya, teta p berupaya me luangkan waktunya untuk 

memeriksa dan menelaah serta memberikan nasehat dan dorongan 

kepada penulis untuk membenahi dan mewujudkan tulisan ini. Oleh 

karen a tanpa bantuan dan kebaikan hati beliau, pastilah buku ini tidak 

akan pernah t erwujud untuk sampai kepada pembaca sebagaimana 

adanya sekarang. 

Pernyataan terima kasih saya tujukan pula kepada Dr. Jumadi, 

M.Si. yang dalam kesibukannya mengajar dan mendidik generasi 

muda bangsa, beliau masih bersedia meluangkan waktunya ya ng 

berharga untuk membaca dan menged it buku in i. Banyak saran 

dan kritikan berharga yang kami peroleh dari beliau . Kebaikan hati 

dan kerama hannya di dala m memberikan petunjuk ya ng amat 

berharga pada penulis, tidak akan pernah saya lupakan. Semoga 

Allah senantiasa memberikan kejernihan pikiran dan kesehatan yang 

baik, sehingga beliau sela lu mampu untuk membimbing generasi­

generasi terdidik bangsa di masa mendatang. 

Terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada 

Pemerintah Provins i Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah 

Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah 

Kabupaten Mamasa, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. 

Juga kepada Kepala Arsip Nasional Rep ublik Indonesia Jakarta dan 

Kepa la Perpustakaan Nasional Jakarta serta Kepa la Bad an Arsip dan 

Perpustakaan Propinsi Sulawesi Se latan beserta seluruh stafnya 
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masing-masing yang telah bermurah hati membantu saya selama 

melakukan penelitian. Sebab, tanpa bantuan mereka semua, saya 

yakin tidak dapat mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam 

penulisan dan penerbitan buku ini . 

Pada ruang terbatas ini, penulis juga mengucapan terima 

kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya yang sama kepada 
pimpinan dan seluruh staf penerbit Arus Timur Makassar. Demikian 

juga kepada teman-teman peneliti dan seluruh staf Ba lai Pelestaran 

Nilai Budaya Makassar, serta kerabat dan semua pihak yang telah 

memberikan dorongan dan bantuan yang tak ternilai . Atas semua 

kebaikan hati mereka itu, tidak akan pernah saya lupakan dan tentu 

tidak dapat saya balas hanya dengan dengan ucapan terima kasih. 

Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal di sisiAIIah 

swt, atas segala a mal keba iknnya. 

Akhirnya, buku ini saya persembahkan kepada mereka semua 

sebagai wujud dari penghargaan dan terima kasih saya. Walaupun 

demikian, semua kesalahan dan kekurangan buku ini sepenuhnya 

menjadi tanggungjawab say a. Oleh karena itu, diharapkan saran dan 

kritik dari pembaca yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi penulis demi kesempurnaan buku ini . 

Makassar, Juli 2016 

Muhammad Amir 
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BALAI Pelestarian Ni lai Budaya (BPNB) merupakan unit pelaksana 

teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudaayaan yang 

bertugas melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup 

perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pendokumentasian 

aspek-aspektradisi, kepercayaan, kesenian, dan kesejarahan. Karena 

itu BPNB memiliki peran strategis dalam mendukung pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan serta kebijakan pendidikan karakter 

ban gsa . 

Salah satu tugas BPNB Makassar adalah melakukan kegiat­

an pene l itian mengenai aspek budaya dan sejarah dalam 

upaya mendeskripsikan dan memaknai nilai-nilai budaya serta 

mengungkapkan dan menjelaskan narasi sejarah yang pada topik 

yang ditel iti . Nilai -nilai tersebut dapat menjadi referensi bagi 

pembinaan dan penguatan karakter jati diri bang sa. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Muhammad Amir dengan judul "Penataan 

Mandar Pada Masa Kolonial Belanda 1905-1942" merupakan salah 
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satu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh staf peneliti BPNB 

Makassar, yang diterbitkan dengan anggara tahun 20~6. 

Penerbitan buku ini merupakan perwujudan visi misi BPNB 

Makassar yang menjadikan UPT (Unit Pelaksana Teknis) ini sebaga i 

bank data, khususnya mengenai kesejarahan dan kebudayaan dari 

tiga wilayah provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, SulawesiTenggara, dan 

Sulawesi Barat. Selain sebagai bank data yang berfungsi sebagai 

pusat data, penerbitan hasil-hasil penelitian BPNB Makassar juga 

dimaksudkan untuk mempublikas ikan dan menyebarluasan hasil­

hasil penelitian para peneliti dalam rangka menghindari duplikasi. 

Di sam ping itu, juga untuk meningkatkan kompetensi para peneliti 

dan kualitas penelitian. Penerbitan ini juga sebagai bentuk apresiasi 

terhadap para peneliti dan sekaligus memberikan kesempatan untuk 

mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan. 

Berbagai peristiwa yang telah mewarnai perjalanan panjang 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, tidak hanya dapat 

memberikan pemahaman dan pencerahan dalam memperkuat 

karakter dan jati diri bangsa, tetapi juga dapat meningkatkan 

semangat persatuan dan kesatuan bangsa . Selain itu, juga dapat 

membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai 

budaya bangsa, melestarikanjiwa dan semangat pantang menyerah 

serta menjadi bahan masukan dalam penataan pemerintahan dan 

penanganan berbagai persoalan otonomi daerah dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya menyambut 

baik penerbitan buku ini agar dapat lebih memperkaya khasanah 

historiografi Indonesia dan menambah bahan referensi pada bank 

data BPNB Makassar. 
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Semoga Allah Ya ng Maha Kuasa senantiasa memberkati 

set iap langkah dan kegiatan kita aga r dapat bermanfaat untuk 

kemas lahatan umat manusia. Atas penerbitan buku ini, say a ucapkan 

selamat dengan harapan dapat bermanfaat bag i masyarakat, nusa 

dan bangsa. 

Tabe ... kurusumange. 

Salamakki tapada salama. 

Makassar, Juli 2m6 

Kepala, 

Drs. Faisal, M.Si. 
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PEMERINTAH Hindia Belanda semakin menaruh perhatian atas 

pulau-pu lau yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura menjelang 

abad XX. Perhatian itu tidak saja semata-mata berlandaskan 

pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandaskan pada 

kepentingan politik. Pemerintah Hindia Belanda (selanjutnya, 

disebut pemerintah kolonial) merasa perlu untuk lebih dalam 

menanamkan kekuasaannya di daerah-daerah di luar Jawa, karena 

ada kekhawatiran bahwa daerah-daerah itu kelak akan melakukan 

hubungan dengan kuasakuasa asing lainnya.' Jika hal itu terjadi, 

maka dapatdipastikan bahwa pemerintah kolonial akan menemukan 

kesulitan untuk membangun satu kesatuan politik di wilayah bekas 

kekuasaan Vereenigde Oost-lndische Companie (VOC). Sehubungan 

dengan itu, pemerintah kolonial menginginkan agarterlebih dahulu 

dilakukan penguasaan politik atas daerah-daerah yang berada di 

luar Jawa. Untuk maksud itu, pemerintah kolonial harus melakukan 

satu tindakan militer, utamanya pad a daerah-daerah yang selama ini 

dianggap berbahaya. Tanpa penguasaan pada bidang politik, adalah 

' Akibat Revolusi lndustri yang dimulai di lnggris, bangsa Barat mulai rnemperluas 
wilayah pengaruhnya. Meskipun pada awa lnya bangsa-bangsa Barat itu rnelakukan dasar 
tidak campur tangan atas daerah-daerah yang beerada eli luar kekuasaannya, narnun hal 
itu kemudian tarnpaknya mulai berubah ketika dipandang perlu untuk menanamkan 
kekuasaan ya ng lebih dalam pada bidang pol itik untuk menguasai ekonorni. Hal ini 
dapat dilihat dari Dasar Tidak Campur Tangan lnggris di Malaysia kcmudian berubah 
ketika kepentingan ekonomi dipandang mendesak 1 Poclinggomang, Ed\\' a rei L. dkk., :!005. 
Sejarah Sulawesi Selatan Ji/id 2. 'vlakassar: Balitbangda PrO\ insi Sula\\esi Selatan, him.:! 1 .. 



satu hal yang mustahil untuk dapat menguasai bidang ekonomi.' 

Perluasaan pengaruh dan kekuasaan pemerintah kolonial 

melalui tindakan mil iter untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang 

berdaulat itu dikenal dengan "politik pasifikasi" (pacificatie politiek). 

Secara harafiah, po litik pasifikasi berarti politik perdamaian. Namun 

demikian, di ba lik kebijakan itu hal terpenting adalah bagaimana 

menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda yang 

telah dipandang secara de jure berada dalam kekuasaan pemerintah 

kolonial, tetapi secara de facto sejumlah kerajaan masih dinyatakan 

merdeka dan berdaulat. ltulah sebabnya pelaksanaan politik 

pasifikasi itu diikuti dengan tindakan pengiriman pasukan ekspedisi 

militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih mer~eka 

dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonia1 dtberi 

status kerajaan sekutu. Dampak kebijakan itu terjadi pula terhadap 

kerajaan-kerajaan di w ilayah ini yang berada di bawah kekuasaan 

pemerintah kolonial dengan sebutan "Pemerintahan Sulawesi dan 

Daerah Bawahannya" ( GouvernementCelebes en Onderhoorigheden). 

Wilayah Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya ketika 

itu, kenyataannya belum sepe nuhnya dikuasai oleh pemerintah 

kolonial. Hubungan politik dengan kerajaan -kerajaan di wilayah ini 

masih dapat dipilah dalam tiga kategori. Ketegori pertama adalah 

negeri -negeri yang dikuasai dan diperintah secara langsung yang 

disebut "wilayah pemerintahan" (gouvernement Ianden). Pada 

dasarnya negeri-negeri ini diduduki pada waktu Perang Makassar 

(~666-~669) dan diperintah secara langsung. Negeri-negeri yang 

masuk kategori ini adalah Distrik Makassar (District van Makassar), 

'Ada tiga alasan uta m.1 mengJpa Pc merintah Hindia Belanda memutuskan untu k 
memperluas wilayah kekuao;,,annva , yaitu: (1 ) untu k menc iptakan keamanJn scbaga i 
modal untuk menarik pcmodi!l a~ing menanamkan modalnya eli daerah ini; (21 untuk 
menguasai daerah-dacrah }•lng d,1ri segi ckonomi berpotensial untuk maju; (3) mcncegah 
,1danva pengaruh luar vang ingin mcnanamkan kekuasaann) a di daerah ini (ibid., him. 14L 
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Distrik-distrik Bagian Uta ra (Noorder Districten) yang meliputi 

daerah Maras dan Pang kajene, Distri k-distrik Bag ian Selatan (Zuider 

Districten) ya ng meliputi Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar.3 

Pelaksanaan pemerintah di wilayah ini diemban sepenuhnya oleh 

pejabat pemerintahan yang berkebangsaan Belanda. 

Kategori kedua adalah wilayah kekuasaan yang tidak diperintah 

secara langsung. Pelaksanaan pemerintahan dipinjamkan kepada 

penguasa lokal ya ng menyelenggara kan pemerintahan atas nama 

pe merintah kolonial . Karena itu di sebut "kerajaan pinjaman" 

(teen vorstendom) . Da lam hubungan ini penguasa lokal tetap 

melaksanakan pemerintahan secara tradisiona l. Kerajaan-kerajaan 

yang masuk kategori ini terwujud sete lah Perang Makassar. Kerajaan­

kerajaan yang dijadikan ke rajaan pinjaman adalah kerajaan-kerajaan 

yang setelah perang masih dikategorikan sebagai "kerajaan sekutu" 

(bondgenootschappelijke Ianden), tetapi da lam proses kesejarahan 

melakukan perlawanan sehingga didudu ki dan dikuasai. Oleh karen a 

kekurangan t enaga sehingga pelaksa naan pemerintahan tetap 

diembankan kepada pemerintah lokal. Kerajaan-ke rajaan yang 

tergolong kategori ini antara la in kerajaan : Wajo, Tallo, Parepare, 

Tanete, dan Bone. 

Kategori ketiga ada lah keraj aa n-kerajaan sekutu atau sahabat 

(bondgenootschappelijke/anden). Kerajaan-kerajaan itu, be rdasarkan 

Pe rjanjian Bu ngaya (~667) dinyata ka n be rkeduduka n sebaga i 

kerajaan yang merdeka dan berdaulat, tetapi harus menempatkan 

penguasa Belanda sebagai "pelindung dan perantara".4 Kerajaan-

1 Kartod ircljo, Sartono, dkk, 1973. lkhtisan Kc,ld,/<111 Politik /-/india Bclanda Tahun 
1839- /1148 (J abrtJ: ANRI, Pencrbi tan Sumber-Sumbcr Scjarah NO.5), him. 263. Sumber 
peneriJitan ini adalah dokumen pemerintah kolonia l yang disebut Algcmene Verlagen. 

' Hal inilah yang sering menimbulkan perbeditan pcnclapat tentang kcdudukan 
kcrajaan-kcrajaan sckutu antara penguasa lokal dcngan Pcmerintah H india Belanda. 
Bagi pcnguasa lokal, pcrnyataan kerajaan vang mcrdeka clan bcrclaulat menunjukkan 
pengakuan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda tcrhadap kedudukan kerajaan-kerajaan 
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kerajaa n yang tetap be rstatus kerajaan sekutu hingga awa l abad 

XX, antara lain: Kerajaan Gowa, Luwu, Soppeng, Suppa, Sidenreng, 

Rappang, Sawitto, Alitta, Barru, San robone, Buton, kerajaan­

kerajaan di Massenrempulu (Maluwa, Al ia, Batulappa, Buntubatu, 

Enrekang, Kassa, dan Maiwa), kerajaan-kerajaan Mallusettasi 

(Soreang, Bacokiki, Bojo, Nepo, dan Pa lanro), kerajaan-ke rajaan 

di daerah Mandar (Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu), dan 

kerajaan lainnya yang tidak tergolong dalam wilayah kekuasaan 

langsung dan kerajaan pinjaman. 

Kerajaan-kerajaan di daerah Mandar yang te rdiri atas 

persekutuan Pitu Baqbana Binanga (tujuh kerajaan di muara sungai 

atau pesisi r pantai) dan PituUlunnaSalu (tujuh kerajaan di hulu sungai) 

menjadi pula sasaran dari perluasan wi layah pemerintah kolonial 

keti ka itu. Persekutuan Pitu Baqbana Binanga meliputi Kerajaan 

Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mam uju, dan 

Binuang. Sementara persekutuan PituUlunna Salu meliputi Kerajaan 

Tabulahan, Aralle, Mambi, Rantebulahan, Matangnga, Tabang, dan 

Tu'bi atau Bam bang. Kedua persekutuan ini mengadakan kerjasama 

melalui Perjanjian Luyo pada abad XV I. Perjanjian Luyo antara 

persekutuan Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu sering juga 

disebut perjanjian "sipamandar" (sa ling kuat meng uatkan). Wilayah 

kedua persekutuan terse but pad a zaman pemerintah kolonia l disebut 

Afde ling Mandar yang membawahi em pat wilayah Onder Afdeling; 

Majene, Mamuju, Polewali, dan Mamasa.s 

cia lam clcrajat kesctaraan status. Scmentar;J pengakuan alas kecludukan Pemerintah Hind ia 
Rclanda scbagai pcl indung clan pcrantara itu mcncmpatkan d irinya sebagai protcktorat 
tcrh<Jdap kcrajaan-kcraja<Jn sekut u. ltulah scbabnya campur tangan pihak pcmerintah 
kolonia l Bclanda cia lam hubungan antar kerajaan, pemilihan dan pengangkatan penguasa 
baru, sering dipandang scbagil i usaha untuk mengancksasi sehingga menimbulkan konflik. 

' lnvcntaris Arsip Majcnc ( 195 1- 1961 ). Ko lcksi Badan Arsip dan Pcrpustakaan Propinsi 
Daerah Tingkatl Sulawesi Sclatan; Syah, H.M . Tanawali Azis. 1998. Sejarah Mandar }ilid 
II. Ujung Pandang: Yayasan "AI Azis", Cetakan Pcrtilma, him. 33. 

Penataan Mandar dalam Masa Kolonial Belanda 1905 - 1942 I 5 



Setelah Indonesia merdeka, Afdeling Mandar menjadi Daerah 

Swatantra Mandar sampai dengan diberlakukannya UU No. 29 Tahun 

1.959 tentang Pembentukan Daerah-Daera h Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Daerah Swatantra Mandar kemudian dimekarkan 

menjadi t iga Kabupaten Daerah Tingkat II; Majene, Mamuju, dan 

Polewali-Mamasa (Polmas). Pada era Otonomi Daerah (otoda) 

Kabupaten DaerahTingkat II Pol mas mengalami pemekaran wilayah 

menjadi Kabupaten Polewal i Mandar dan Kabupaten Mamasa 

(2002), serta Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju mengalami 

hal serupa menjadi Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara (2003). 

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2004 Propinsi Sulawesi 

Selatan dimekarkan menjadi Provinsi Su lawesi Selatan dan Provinsi 

Sulawesi Barat. Provinsi yang terakhir disebut ini meliputi Kabupaten 

Majene, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Utara.6 

Gambaran ringkas tersebut, tidak saja dapat memberi kan 

petunjuk tentang dinamlka kesejarahan kerajaan -kerajaan d i 

daerah Mandar, tetapi juga tentang penataan dan pelaksanaan 

pemerintahan di daerah itu pada periode kolonial. Karena itu, 

penelitian ini pent ing dilakukan untuk mengungkapkan dan 

menjelaskan dinamika kesejarahan di era kolonia l. Sebab, periode 

itu amat penting dalam lembaran sejarah Indonesia, namun masih 

kurang diketahui. Se lain itu,juga karena berbagai persoalan otonomi 

daerah dan gejolak sosial (konfl ik sosia l)7 yang terjadi akhir-akhir 

6 lnventarisasi Arsi p Majene, foe., cit. ; Tribun, )umal 27 Februari 2004, dan Tribun, 
Kamis 4 Maret 2004. 

7 Panorama kehidupan kenegaraan kila akhir-akhir ini , lcrusik olch sejumlah konflik 
sosial, seperti konflik el i Papua, Aceh, Ambon, dan A TM (Aral le, Tabula han, clan Mambi). 
Konflik yang terakhir clisebutkan ini, bukan saja menunjukkil n gcja la disintegrasi bangsa, 
tetapi terjadinya konflik itu juga tidak terl epas dari kebijakan pemcrintah pusat yang 
kurang tepat dalam proses pembentukan Kabupaten Mamasa. Scbab, pcmerintah pusal 
tampaknya mengabaikan aspiras i dari sebagian besar elemen masyarakal, dan kurang 
memperhatikan latar belakang sosial, budaya, clan scjarah daerah ilu. U raian lebih lanjul 
tentang hal ini dapat clibaca dalam hasil penel itian ya ng cli lakukan olch Nawair, "Konflik 
eli Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) Kabupaten Pol mas Pasca UU N. 11 Tahun 2002", 
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ini di daerah itu, tampaknya tidak terlepas dari latar belakang 

sejarah daerah itu, terutama pada periode kolonial. Di samping itu, 

juga dapat menambah referensi atau nuasa lokal (Mandar) dalam 

sejarah nasional yang hingga kini masih terasa sepi. Kenyataan 

itulah yang mendorong saya untuk meneliti lebih lanjut tentang 

"Penataan Mandar pada Periode Kolonial ~905-~942". Sebab bagi 

penulis, periode itu tidak saja memiliki keun ikan dan makna historis 

yang belum terungkap secara utuh, tetap i juga dapat memberikan 

pengetahuan yang amat penting dalam meningkatkan kesadaran 

berbangsa dan bernegara. 

Kajian tentang penataan Mandar pada per iode kolonial 

sesungguhnya sangat kompleks . Sebab, di daerah itu t idak saja 

terdapat sejumlah bekas kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri 

send iri, tetapijuga dalam penataan dan pelaksanaan pemerintahan 

pada periode itu diwarnai oleh sejumlah konflik antara penguasa­

penguasa lokal dengan pemerintah kolonial. Namun, hal ini belum 

banyak mendapat perhatian dari peneliti dan sejarawan. Kajian yang 

ada tentang itu, 8 hanya mengungkapkan secara sepintas dan pad a 

umumnya bukan dilakukan oleh sejarawan, sehingga periode itu 

belum terungkap secara utuh. Karena itu, penelitian ini diarahkan 

untuk mengungkapkan dan menje laskan tentang dinamika 

kesejarahan daerah itu pada periode kolonial. Bertolak dari uraian 

itu, maka yang menjadi pokok persoalan dalam kajian ini adalah 

bagaimana penataan dan pe laksanaan pemerintahan di daerah 

Mandar pada periode kolonial ? 

dalam jurnal Sejarah Sulesana Vol. I, No, 1, Makassar: Balai Kajian Sajarah dan Nilai 
Tradisional, 2007, him. 65-83. 

6 Misa lnya, Leyds, W.J, 1940. Memori van Overgave, Assistant Resident Mandar, Majene 
9 Februari 1940; Anon im, Nota van Toel ichting Betreffende het Landschap Balangnipa 
(Anonim), dalam Ph. S. Van Ronkel (ed.), 1912. Tijdschrift voor lndische Taai-Land-en 
Volkenkunde. Batavia: A lbercht M. Nijhoff, him. 503-535; Sinrang, A. Syaiful. 1994. 
M engenal Mandar Sekilas Lintas, Ujung Pandang: Pemda Tk. II Majene; dan Syah, Azis 
H.M . Tanawali. 1998. Sejarah Mandar }ilid I, II, dan Ill, Ujung Pandang: Yayasan AI Azis. 
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Mengacu pada pokok persoalan penelitian tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan berbagai 

hal menyangkut dinamika kesejarahan daerah itu, terutama 

pada periode kolonial. Sebab, persoalan-persoalan yang melatari 

penataan dan perubahan sosial yang menyertainya harus dijelaskan 

dan tidak dapat diabaikan dalam memahami secara utuh dinamika 

kesejarahan daerah itu pada periode tersebut. Selain itu, yang tidak 

kalah penting pula untuk diungkapkan dan dijelaskan adalah tentang 

terjadi sejumlah gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial 

pada periode itu. 

Oleh karena itu, tampak bahw a penel itian ini t idak hanya 

bertujuan untuk mengungkapkan apa, dimana, kapan, dan bagaimana 

penataan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah itu pada periode 

kolonial, tetapi juga untuk mengungkapkan dan menjelaskan 

mengapa terjadi gerakan perlawanan terhadap Belanda . Persoalan­

persoalan yang terkandung di dalamnya mengacu pad a hal-hal yang 

berkaitan dengan sebab-musabab dan faktor-faktor kondisional 

yang mendasari terjadinya gerakan perlawanan terhadap Belanda. 

Berdasarkan persoalan penelit ian dan tujuan penelitian 

tersebut, hasil penelitian in i diharapkan dapat memberi manfaat, 

baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini 

dapat menambah bahan referen si dan memperkaya khasanah 

historiografi Indonesia, khususnya sejarah lokal di Indonesia . Sebab, 

dalam sejarah nasiona l hingga kini masih kurang proporsional nuasa 

lokalnya, khususnya di luar Jawa. Se lain itu, hasil penelitian ini j uga 

bermanfaat untuk kepentingan kajian leb ih lanjut. 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan 

pembangunan bangsa dan negara, terutama di dalam membangun 

jati diri dan menggalang persatuan bangsa. Selain itu, penelitian ini 
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juga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah di dalam menentukan 

arah kebijakan di era otonomi daerah dewasa in i. 9 Sebab, realita s 

dewasa ini merupakan kela njutan dari masa lalu . ltulah sebabnya 

para sejarawan sering menampilkan pernyataan, bahwa studi 

sejarah tidak hanya suatu dialog antara sejarawa n dengan masa lalu, 

tetapi seharusnya da pat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan 

manusia .10 

Penggunaan metode dalam suatu penelitia n ilmiah merupa kan 

suatu keharusan . Di dalam suatu pene litian pada hakekatnya dapat 

menggunakan berbagai macam cara atau metode.11 Penggunaan 

metode tersebut, tergantung dari jenis, persoalan, dan tujuan 

penelitian. 12 Sejarah sebaga i bahagian da ri ilmu-ilmu sosial yang 

mengkaji peristiwa ya ng te rjadi pada masa lampau, memiliki metode 

tersendiri yang disebut metode sejarah (h istori ca l method) yang 

meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah. 

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penel it ian ini 

termasuk penel itian sejarah. Secara tematik dapat dikategorikan 

sebagai sejarah lokal, l) dengan fo kus perhatian penataan Mandar 

" Dalam konteks ini, me narik d iccrmati waca na pcmbc ntukan Kabupatcn Balanipa 
yang bcrkemba ngnya akhir-akhir in i. Ka re na scjak awal waca na itu diguli rka n, tcla h 
menimbulkan pro da n kontra eli kal angan masyarakat. )ika, hJ I itu d ilaksanJkan dcngan 
dasar kepentingan politik da n ekonomi scmata, tanpa mc mpcrtimbangka n Ia tar bclaka ng 
sosial, budaya, seja rah, dan aspirasi dari masyaraka t luas, bukan tidak mungkin l..onfli k 
serupa (eli ATM) akan terjadi pula eli w ilayah be;.:as Kerajaan Bala nipa. 

" Carr, Edward H. 1986. Whal is Hiswry ? Harmondsworth: Penguin Books, dalam 
Poelinggomang, Edward l. dkk., 2004. Sejarah Perkembdngan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi 
Selaran. Makassar: Laporan Hasil Penelitia n, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, him. 13. 

11 Sebenarnya me tode mc mpunyai hubungan erat dengan mc todo logi, namun d apat 
d ibedaka n a nta ra kedua nya. Me nu rut Sartono Ka rtodirdjo, ba hwa metode da n mc todologi 
ada la h dua fase kegiatan ya ng berbcda untuk tugas yang sa ma. Me tode adal ah "bagaima na 
mcmperoleh penge ta hua n" (how 10 know), seda ngka n me todologi adalah "mcngctahui 
bagaima na harus mengetahu i" (lo know how to kno w). Dalam ka itannya d e nga n ilmu 
sejarah, me tode sejarah adalah "bagaimana mengeta hui seja ra h", seda ngka n metodologi 
ada lah "mcngetahui bagaimana me ngetahu i sejara h (Kartod irdjo, Sartono. 1992, op. cit., 
him . ix; Sjamsuddin, Helius. 200 7. Metode Sejarah. Yogya karta; Ombak, him. 14. 

" Sumadi, Su ryabrata. 1992. Metode Penelitian. Jaka rta: Rajawa li Press, him. 15. 
11 Sejarah lokal dima ksudka n sebagai suatu peristi wa masa la lu d a ri seke lompok 
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pada periode kolonial ~905-~942 . Oleh karena itu, metode yang 

dipergunakan adalah metode penelitian sejarah. ' 4 Pada intinya 

metode penelitian sejarah ini, meliputi heuristik (mencarian 

dan pengumpulan sumber), kr itik (analisa sumber), interpretasi 

(penafsiran), dan historiografi (penu lisan sejarah). ' S Prosedur 

kerjanya di lakukan secara sistematis. Maksudnya, kritik di la kukan 

setelah data terkumpul, beg itu pula interpretasi d ilakukan sete lah 

melalui tahap penilaian atau kritik sumber. 

Prosedur penelitian mengikuti tahapan -tahapan kegi atan 

penelitian sejarah dan menyajikan dengan berpedoman pada prinsip 

penulisan sejarah, yaitu secara kronolog is. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah mencari dan pengumpulkan sumber, ba ik berupa 

dokumen dan sumber-sumber sejarah lainnya yang tersimpan pad a 

lembaga kearsipan, maupun berupa naskah /ontarak, surat kabar, 

majalah, hasil penelitian, dan sumber tertul is lainnya pada lembaga 

perpustakaan dan sejumlah instansi pemerintah yang bergiat 

dalam pendataan sejarah dan kebudayaan daerah. Antara lain, 

Arsip Nasional Republ ik Indonesia, Badan Arsip dan Perpustakaan 

Provinsi Sulawesi Selatan, Ba lai Kajian Sejarah dan Ni la iTradisional, 

Balai Bahasa, Balai Pe lestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 

dan Museum. 

komunitas yang hidup da n berkembang di daerah gcografi tertentu. Mengenai batas-batas 
dan asal mula scja rah lokal serta maknanya bagi penulisan seja rah nasional (Abdullah, 
Ta ufik. 1985. Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
h im. 310-323. 

,. Menu rut Gilberr ). Garraghan, ba hwa metode pene litian sejarah adalah seperangkat 
at uran dan prinsip untuk mcngumpul ka n sumber-sumber seja rah seca ra sistematis, 
menilainya, dan mengajukan sintcsa secara tertu lis (Garraghan, Gilberr ). 1957. A Guide 
to Historical M ethod. ' ew York: Fordam Un iversity Press, him. 33). Louis Gottschalk 
merumuskan metode penelitian sejarah sebagai suatu prosedur d a lam menyusun detail­
de tai l yang disimpulkan dari dokumen menjadi suatu kisah sejarah yang sa ling berkaitan 
(Gottsc hal k, Louis. 1986. Mengerti Sej arah (Diterjemahkan ug roho Notosusanto). 
Jaka rta: Universitas Indonesia Press, him. 18. 

" o tosusanto, ugro ho.1978. Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer. Jakarta: 
ldayu. him. 1 7; Gottscha lk, Louis, 1986, op. cit. , him. 18 dan 34. 
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Selain itu, juga dilakukan penelitian ke kabupaten-kabupaten 

, 3.am wilayah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengumpulkan 

surr.ber-sumber penulisan sejarah dan bahan dokumenter lainnya 

3ng tersimpan pada instansi pemerintah kabupaten, lembaga 

swasta, dan koleksi-koleksi pribadi. Di samping itu, dilakukan pula 

penelitian terhadap tradisi-tradisi lisan. Sebab, pada umumnya 

;·;kyatyang menyimpan tradisi lisan, selalu menuangkan kenyataan 

historis dan landasan kultur kehidupan politik dan sosial mereka 

dalam bentuk cerita rakyat, kalindaqdaq, dan sejenisnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari sikap memarjinalkan kenyataan 

historisyangtidaktertuang dalam naskah (dokumen dan manuskrip). 

Dokumen dan keterangan yang dikumpulkan terse but, sebelum 

diinterpretasi dan digunakan dalam penyusunan naskah, dikritik 

terlebih dahulu untuk memastikan otentitas dan validitasnya. Hal 

ini dimaksudkan untuk dapat memberikan keterangan dan ulasan 

yang bermanfaat dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat 

dipercaya dan dipertanggung-jawabkan secara akademik. 

Langkah selanjutnya, adalah melakukan penafsiran terhadap 

sumber yang telah dikritik atau lui us seleksi sebagai suatu fakta. 

Penafsiran ini dilakukan dengan jalan merangkaikan berbagai 

fakta dan memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta itu secara 

maksimal dan objektif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan 

arti dan makna fakta itu dalam rangka penyusunan naskah hasil 

penelitian. 

Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah 

penulisan naskah hasil penelitian (historiografi) dalam bentuk 

kisah sejarah yang bersifat deskripsi analitis, tanpa mengabaikan 

penggunaan bahasa yang baik dan benar. Karena itu, persoalan­

persoalan yang berkaitan dengan peristiwa itu dan perubahan sosial 
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yang menyertainya harus dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. 

Berbeda halnya dengan penul isan yang bersifat deskripsi narasi, 

yang hanya menampi lkan gambaran kisah sejarah dalam urutan 

wakt u (kronologis). Sebab, disadari bahwa penulisan sejarah yang 

hanya bersifat deskripsi narasi, kurang memberikan kepuasan bagi 

pemahaman peristiwa dan perubahan sosial yang menyertainya. 

Sehubungan dengan keinginan dan rea litas itu, maka faktor­

faktor penyebab akan ditelusuri dari dua aspek, ya itu aspek internal 

(faktor dari da lam) dan aspek eksterna l (fakt or pengaruh dari luar), 

baik yang tampak (manifest) maupun yang terselubung (Iaten). 

Dalam hal ini, perhatian tidak hanya tercurah pad a dinamika internal 

dalam masyarakat Mandar, tetap i juga pad a dinamika eksterna l yang 

berpengaruh.[] 
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FAKTA-FAKTA EKOLOGIS 

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang keadaan geografi, 

terlebih dahulu perlu diuraikan asal kata Mandar. Sebab hingga saat 

ini belum ditemukan adanya satu kesepahaman. ltulah sebabnya 

asal kata dan pengertian t entang Mandar belum dapat dipast ikan. 

Meskipun demikian, set idaknya asa l kata ini menunjukkan dan masih 

dipergunakan untuk menyatakan: 

a. Wilayah, yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda 

w ilayah ini d ikenal dengan nama Afdeling Mandar. Setelah 

Indonesia merdeka, wilayah ini kemudian menjadi Daerah 

Swatantra Mandar dan se lanjutnya dipecah menjadi tiga 

kabupaten, yaitu Kabupaten Polmas, Majene, dan Mamuju. 

b. Manusia, yaitu "orang Mandar" atau "suku Mandar". Di 

kalangan orang Bugis menyebut mereka dengan "To Menre", 

orang Makassar menyebut dengan "Tu Mandara ", dan orang 

Toraja menyebutnya dengan "To Manda", yang kesemuanya 

berarti orang Mandar. MenurutAib. C. Kruyt, di SulawesiTengah 

dikenal dengan sebutan To Mene yang diartikan Mandareesen. 

c. Bahasa, yaitu bahasa-bahasa Mandar yang disebutkan dalam 

Encyclopaedie van Nederlandsch lndie meliputi bahasa Mandar 

dan bahasa Mamuju. Sedang menurut Dr. S.J. Esser dalam 

peta bahasanya mengenai Zuid-Ce/ebes Tolen menyebutkan 
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Mandarsche Dialecten yang meliputi wi layah pema kaian dari 

Binuang di sebelah Tenggara Pol mas sampai mendekati Karossa 

di sebelah Utara Mamuju.16 

Daerah Mandaryang kini kenai dengan Provinsi Sulawesi Barat 

(2004) t erletak pada bagian sebelah barat jazirah selatan Sulawesi 

atau kurang lebih 300 km di sebelah utara Kota Makassar. Tepatnya 

ant ara 118° dan 119° BT dan antara 1° dan 3° LS. Provinsi yang baru 

te rbentuk ini memi liki luas wilayah 23 .130 kilometer persegi yang 

mel iputi Kabupaten Polewali-Mandar(Polman), Kabupaten Mamasa, 

Kabupaten Majene, Kabupaten Mamaju, dan Kabupaten Mamuju 

Utara.17 

Untuk mengetahui tentang latar belakang sosial budaya dan 

ekonomi masyarakat yang ada di daerah Mandar (Sulawesi Barat), 

maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ada lah menggambarkan 

letak dan keadaan geografisnya. Karena kondi si alam sangat 

berpengaruh dalam keh idupan man usia. Begitu j uga letak wilayah 

merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat latar belakang pola 

tingkah laku dan sikap masyarakat. Di samping itu, juga dapat 

menggambarkan analisis t indakan sosial masyarakat di daerah 

Mandar, sebagai faktor dalam mendukung aktivitas di segala bidang 

yang mendiami daerah tersebut. Letak daerah Mandar berbatasan 

dengan : sebe lah utara denga n Provinsi Sulawesi Tengah; sebe lah 

timurdengan KabupatenTanaToraja dan Kabupaten Luwu (Provpinsi 

Sulawesi Selatan); sebelah selatan dengan Kabupaten Pinrang dan 

"' Meskipun na ma Ma ndar telah d ipergunakan scjak dahulu, na mun hingga kini asal 
usul kala Mandar masih te tap dipertentangkan. D i kala ngan ra kyat Ma nclar, tcrclapa t 
bcbcrapa vcrsi yang mcnyangkut asal usu l kala Manclar. Dal<~m Kilmus Ma ndar-lnclonesia, 
hanya dimukakan pengertian te nta ng Manda r yang mel ipuli nama wilaya h, ~uku bangsa, 
dan sungai (Pelenkahu, R. A. , Abdul Muttalib, dan M. Zain S,1 ngi , 1977. Strukltlr Bahasa 
Mandar. Ujung Panda ng: Dcpdikbud, him. 11. 

M.T. Azis Syah, 1983. Biografi Ammana I Wewang Ber1uang Menentang PenJaJahan 
Belanda. UJung Pandang:YayasanTaruna Remaja, him. 37. 
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KabupatenTanaToraja (Provinsi Sulawesi Selatan)i dan sebelah barat 

dengan Selat Makassar. 

Topografinya daerah Mandar terdiri atas pegunungan, 

perbukitan, daratan rendah, dan I aut yang luas. Wilayah pegunungan 

Mandar terdapat di Kabupaten Mamasa (Kecamatan Mamasa, 

Sumarorong, Mambi, Pana, dan Tabulahan) yang ditutupi oleh 

tanaman kopi robusta dan arabika serta hutan yang menghasilkan 

kayu dan rotan, serta sayur mayur. Perbukitan di wilayah Polewa li 

terdapat di daerah Campalagian, Tinambung dan Tutallu, termasuk 

Kabupaten Majene di daerah Pamboang, Sendana yang dipenuhi 

pohon kelapa yang melambai dan sepanjang daratan rendahnya 

erbentang sawah dan ladang. Sebagian pesisir pantainya terhampar 

empang yang cukup luas sebagai sumber penghidupan petani 

tambak. Khusus di daerah Kabupaten Mamuju merupakan penghasil 

kayu terbesar di Sulawesi Barat hingga saat ini. Sepanjang pesisir 

barat daerah Mandar adalah merupakan laut (Selat Makassar) yang 

banyak menghasilkan ikan berbagaijenis. Berdasarkan kenyataan itu, 

menyebabkan penduduk daerah Mandar sebagian besar berprofesi 

sebagai pelaut (pedagang dan nelayan) dan petani em pang. 

Keadaan alam daerah Mandar yang dihiasi dengan bukit dan 

lembah yang dibarengi dengan hamparan tanah datar, yang dilewati 

oleh sungai dan kali . Hal ini mengakibatkan terciptanya udara sejuk 

yang merupakan perpaduan antara udara laut,lembah, dan bukit. Oleh 

karena daerah ini terletak di daerah khatulistiwa sehingga memili ki 

iklim tropis yang mengalami pergantian musim dari musim kemarau 

ke musim penghujan dan begitu pula sebaliknya. Ko ndisi a lam seperti 

itu, menyebabkan wilayah ini memiliki sumberdaya a lam yang besar, 

dan merupakan kekayaan alam yang terdiri atas kekayaan hutan, 

kekayaan laut, kekayaan sungai, dan rawa, kekayaan persawahan 

dan perkebunan serta kekayaan yang terpendam dalam tanah. 
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PEMBENTUKAN KERAJAAN 

Awal berdirinya kerajaan-kerajaan di daerah Mandar belum 

diperoleh penanggalan ya ng pasti hingga saat ini . Namun, 

be rdasarkan keterangan-keterangan li san dan naskah loka l 

berupa lontarak (naskah yang semula ditu li s pada daun lontar), 

t ampaknya asal mula kerajaan ini tidak terlepas dari kedatangan 

Tomanurung. Dikatakan Tomanurung karena t idak diketahui nama 

da n asal-muasalnya. Meskipun kedatangan Tomanurung di Mandar, 

t a mpaknya berbeda dengan kehadiran Tomanurung di daera h­

daerah lain, seperti Gowa dan Bone. Sebab, konsep Tomanurung di 

Gowa dan Bone menjadi tokoh pemersatu yang berhasil memulihkan 

keh idupan masyarakat yang sebelumnya dikisahkan da la m keadaan 

khaos atau kacau ba lau, dan membangun tatanan pemerintahan 

yang terorgan isir dalam bentuk kerajaan.'8 Sedangkan Tomanurung 

di Mandar dikisahkan sebagai toko h pemula pemukiman yang 

ke mud ian tersebar ke berbagai daerah . Dalam Lontarak Balanipa 

Mandardan Lontarak Pattodio/oang di Mandardiperoleh keterangan 

yang menyatakan bahwa man usia pertama yang disebut Tomanurung 

datang ke daerah ini mendarat di hulu Sungai Saddang .'s 

Leb ih lanjut dinyatakan dalam kedua lontarak terse but, bahwa 

Tomanurung di hu lu Sungai Saddang kawin dengan Tokombong 

di Bura yang kemudian melahirkan anak yang bernama Tobanua 

Pong. Lalu Tobanua Pong kawin dengan Tobisse di Tallang yang 

melahirkan beberapa orang anak, anta ra lain : I Landobelua , I 

'" Daeng Patunru, Abd. Razak , 1983 . Sejarah Cowa. Ujung Panda ng: Ya yasa n 
Kebuclayaan Sulawesi Sela tan; Ali, A. Muh ., 1984. Bone Selayang Pandang. W atampone: 
Dama i; Dacng Patunru, Abd. Ra:zak, dkk. , 1989. Sejarah Bone. Ujung Panclang : Yayasan 
Kebudayaan Sulawesi Sclatan. 

•• Kedua lontarak tersebut te la h ditransl iterasi da n diterjemahkan oleh : Mandra, A. 
Muis, dkk., 1991. Lontarak Balanipa Mandar. jakarta: De pdikbud, him. 1 07; dan Svah, 
M.T. Azis, 1991. Lontarak Pattodioloang diMandar. Uj ung Panda ng: YPK. Taruna Re maja, 
hi m. 2-1. 
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Lasokeppang, I Lando Guttu, Usu' Sabam-bang, dan Pa 'dorang .'0 

Dari hasi l perkawinan antara Pa'dorang dengan Rattebiang lahirlah 

em pat orang anak, yaituTusudidi, Sibannangan (tinggal di Mamasa), 

Pongkapadang (tinggal di Makbuliling), dan seorang yang tidak 

diketahui namanya tinggal di Massupu. Pongkapadang kawin 

dengan Sanrobone di Buttu Bulu dan lahirlah anak yang dinamakan 

I Bellotere. Anak Pongkapadang yang disebut I Bellotere kemudian 

kawin dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya datang 

dari Makka dan berlabuh di lereng Buttu Allo. 21 Hasil perkawinan 

mereka ini melahirlah anak yang dinamakan Tometeeng Bass i. 

Selanjutnya, Tometeeng Bassi melahirkan Daeng Lumalek, dan 

Daeng Lumalek melahirkan sebelas orang anak.22 Salah seorang 

diantaranya bernama Topali ' yang melahirkan Tobittoeng, dan 

Tobittoeng kemudian kawin dengan putra Tomakaka Napo, dan 

lahirlah Taurra-urra . Lalu Taurra-urra kawin dengan putri Tomakaka 

Lemo, yang kemudian melahirkan We Apas. Dari hasil perkaw inan 

'" Menu rut Mattulada bahwa dari perkawinan antara Tobanua Pong dengan Tobisse 
di Tallang mclahi rkan tujuh orang anak, namun hanya lima orang yang disebutkan 
namanya dalam lontarak. Kclima orang anak itu kcmudian tersebar ke berbagai daerah, 
yaitu I Landobelua ke Gowa, I Lasokeppang ke Belua Luwu, I Lando Guttu tinggal di 
Hulu Saddang, Usu'sambang tinggal di Karonnangan, dan Pa'dorang tinggal Bittuang. 
ltulah scbabnya orang Mandar menya takan cliri bersaudara dcngan orang Toraja, orang 
Luwu (Bugis), dan orang Gowa, Makassar (Mattulada, 1998. Sejarah, Masyarakat, dan 
Kebudayaan Sulawesi Selatan. Makassar: Hasanucldin University Press, him. 63 ). Oleh 
karena I Landobelua yang dikisah-kan dalam Lontarak Pattodioloang di Mandar, bahwa 
ia kawin dengan putra Raja Bone sehingga tidak jelas apakah ia terlebih dahulu ke Gowa 
baru ke Bone a tau sebaliknya. Seclangkan I Lasokeppang, I Lando Guttu, dan Usu'sambang 
tidak dikisahkan lebih lanjut dengan siapa mereka kawin (S)•ah, 1991 , op. cit., 25-27); 
Mandra, 1991, foe. cit. 

" Dikisahkan bahwa air !aut dahulu sampai di Buttu Bulu dan Buttu Allo (Syah, 1991 , 
op. cit., him 28). 

-- Kescbelas orang anak Daeng Lumalek tcrsebut, adalah: 1) Daeng Tumanang tinggal 
di Peurangan, 211 Lambercsusu tinggal di Makka, 3) Daeng Manganna tinggal Tabulahang, 
4) I Samba lima tinggal eli Tabang, 5) Pullaomesa tinggal di Ulu Salu, 6) Taandiri tinggal 
di Mamuju, 7) Daeng Palullung tinggal di Scndana, 8) Todipikung tinggal di Malakbo, 9 ) 
Taluwattu tinggal di Mambu dan melahirkan tiga orang anak (I Manriwa - neneknya orang 
Malanga, Sappawi\'a tinggal eli Tawang. dan vang ketiga tinggal eli Mambu- neneknya 
orang di Padangl, 1 0) Topanibulu pergi ke Bone, dan 11 ) Topali' tinggal eli Lemo, apo. 
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antara We Apas dengan Puang di Gandang, putra Tomakaka Napa, 

lahirlah I Manyambungi yang kemudian dige larTodi laling. 23 

Gambaran yang dikisahkan dalam kedua lontaraktersebut, tidak 

hanya menunjukkan bahwa Tomanurung di hulu Sungai Saddang 

sebagai tokoh pemula adanya pemukiman di kawasan Mandar 

pad a umumnya dan di daerah Balanipa pad a khusunya, tetapi juga 

memberikan petunjuk bahwa pada prinsipnya penduduk Mandar 

(Sulawesi Barat) dan Su lawesi Selatan, bahkan Sulawesi Tengah 

memil iki latar kesejarahan yang sama dan bersaudara. Se lain itu, 

gambaran tersebut j uga menunjukkan bahwa pemukiman di daerah 

ini telah berlangsung jauh sebe lum terjadi penurunan permukaan 

laut (masa glasia l) . Di samping itu, juga dapat dipahami bahwa 

penghuni daerah in i adalah kelompok migran yang datang dari 

daerah lain, diperkirakan dari daerah Cina Se latan, yang kemudian 

menetap dan membangun persekutuan masyarakat. Hal inilah yang 

mendasari sehingga penduduk daerah pesisir (babana binanga) 

dan daerah peda laman (ulunna sa/u) bercikal bakal pada keturunan 

yang sama dan bersaudara. Namun karena berbagai alasan, seperti 

pertambahan penduduk, bencana alam, wabah penyakit ataupun 

karena persoa lan adat dan sistem kekuasaan, sehingga mereka 

berpindah dan membangun pemukiman baru.24 

13 Mandra. 1991, op. cit. , him. 107-108; Syah, 1991, op. cit.,h lm. 28-37; Meskipun 
nama-nama tersebut ada sedikit perbedaan antara lomarak Balanipa Mandar dan Lonlarak 
Pattodioloang di Mandar, tctapi substansinya dapat d ikatakan tctap sama . Demikia n pula 
halnya dengan kisah ya ng bersumber dari keteranga n-keteranga n lisan dari Pitu Ulunna 
Salu yang dikemukakan o leh leyds, namun pad a prinsipnya terdapat cukup banyak 
persamaan, m isalnya nama Pakdorang, Pongkapadang, sebelas bersaudara, Tobittoeng, 
dan Taurra-urra (l eyds, op. cit., him. 9-1 6); Bandingkan juga dengan Syah, M.T. Azis, 
1998. Sejarah Mandar jilid Ill. Ujung Pand ang: Yayasan AI Azis, him. 43-44. 

' ' Poelinggomang, Edward L., 2004. "Mandar Dalam Pcrspektif Kcsejarahan". Makalah 
yang d isampaikan pacla Seminar Sehari Menggagas Perubahan Nama Kabupaten Polewali 
Mamasa Pasca UU 11 20 02 . 
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Persebaran pemukiman ke berbagai tempat d i daerah Mandar 

terse but, lam bat laun berkembang menjadi persekutuan masyarakat 

yang disebut banua atau negeri-negeri di bawah seorang pimpinan 

yang dikena l dengan tomakaka.25 Maksudnya, adalah orang yang 

dituakan dan memiliki kelebihan dan kea rifan yang dapat dijadikan 

sebagai teladan atau panutan dalam kehidupan masyarakat. Para 

tomakaka yang te rsebar di daerah Mandar, pada umumnya terkait 

atau merupakan keturunan dari Tomanurung di hulu Sungai Saddang. 

Dalam tulisan dari Leyds yang bersumber dari lontarak Muhamma, 

mantan Kepala Laumesa, disebutkan bahwa tomakakayang pertama 

menetap di Ulu Saddang, dan terdapat em pat puluh satu tomakaka 

di daerah Mandar, yang masing-masing memerintah d i daerah 

domisilinya. 26 

Tomakaka-tomakaka ya ng terse bar di daerah Mandar terse but, 

terdiri atas : ~) Tomaka ka di Ulu Sa 'dang, 2) Tomakaka di Motting 

(Botang, Rantebulahan), 3) Tomakaka di Rantebulaha n, 4) Tomakaka 

di Lembang Api (AIIu), s )Tomakaka di Makula (Pambusuan g), 6) 

Tomakaka di Salimbo'bo (Sambo'bo, Ulu Mandak), 7) Tomakaka di 

25 Menurut Darmawan bahwa tomakaka dalam pengertian sehari-hari berasa l dari 
kata toma-kaka, artinya orang yang dianggap kakak, lebih tua atau orang yang dituakan 
di elalam masyarakat. Dapat juga cliartikan sebagai orang yang punya kesanggupan elalam 
segala hal atau sanggup mengayomi masyarakat. Selain eli daerah Mandar isti lah tomakaka 
juga clikenal eli Tanah Toraja dan Luwu . Tomakaka tidak hanya diartikan sebagai orang 
yang elianggap kakak, namun lebih elari itu. Sebab, kata itu menganelung makna yang lebih 
dalam dan mempunyai arti simbol ik pada konotasinya apabi la kata kaka itu mendapal 
awalan "ma" sehingga rnenjaeli kata "makal:a" eli belaka ng kata "to ". j adi tomakaka 
bermakna orang yang dituakan clan mempunyai banyak kemampuan sehingga diangkat 
rnenjadi pernimpin. Dengan kata lain tomakaka adalah sosok pemimpin yang sanggup 
.nenyelesaikan segala per-rnasalahan rakya t melalui sifat pengayoman. Tomakaka juga 
berarti Tomakkelita, artinya orang yang mem iliki /ita atau negeri (Rahman, op. cit. , him. 
155 ei<Jn 164-172; Maltulada, op. cit. , him. 66; Syah, 1998, op. cit., him. 58). 

26 Leyds, op. cit. , him. 18; Rahman, op. cit., him. 165. Leb ih lanjul rncnurut Leyels 
bahwa meskipun lontarak Muhamma tidak menyebutkan nama tomakaka eli U lu Sadelang, 
tetapi cia lam lontarak-lontarak lain dinyatakan bahwa yang datang atau tinggal eli Ulu 
Sacldang adalah seorang yang bernama Pullaomesa, sa lah seorang elari sebelas bersauelara 
anak Daeng Lumalck tersebu t eli atas (Mandra, 1991 , op. cit., him. 1 07; Syah, 1991, op. 
cit., him. 29). Leyels menya kini bahwa Pu l lomesa ini lah sebagai tomakaka yang pertama. 
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Lenggo (Mapi ll i), 8) Tomakaka di Batuwu lawang, g) Tomakaka di 

Garombang (Bu lo, Mapilli Utara), 10) Tomakaka di Tamaranu, 11) 

Tomakaka di Pojosang (Napo), 12) Tomakaka di Saragian (AIIu), 13) 

Tomakaka di Ambo' Padang (Tubbi), 14) Tomakaka di Kelapa Dua, 15) 

Tomakaka di Passokkorang, 16) Tomakaka di Malandi (Campalagian), 

17) Tomakaka di Karamangang, 18) Tomakaka di Titie (Mapilli), 19) 

Tomakaka di Leranglerang, 20) Tomakaka di Napo, 21) Tomakaka di 

Pangale (Samasundu), 22) Tomakaka di Sajoang (AIIu), 23) Tomakaka 

di Sa larri (Limboro), 24) Tomakaka di Leppong (Renggean), 25) 

Tomakaka di Puttanginor (AIIu), 26) Tomakaka di Patui (Tandassura), 

27) To-makaka di Tande (Majene), 28) Tomakaka di Buttupau 

(Pamboang), 29) To-makaka di Salabose (Majene), 30) Tomakaka 

di Sonde (Tappalang), 31) To-makaka di Selumase (Tappalang), 32) 

Tomakaka di Puttade (Cenrana), 33) Tomakaka di Seppong (Uiu 

Mandak), 34) Tomakaka di Tabbang (Sebelah Timur Mamasa), 35) 

Tomakaka di Balobang (Pamboang), 36) Tomakaka di Puabang 

(Majene), 37) Tomakaka di Binuang, 38) Tomakaka di Lebbani 

(Mamuju), 39) Tomakaka di Kalukku (Mamuju), 40) Tomakaka di 

Kalumpang, dan 41) Tomakaka di Lomo (Mamuju)! 7 

Meskipun kepemimpinan tomakaka yang pada awalnya dapat 

menjadi teladan atau panutan dan diharapkan dapat mengayomi 

masyarakat secara konsekuen dan kont inyu, tetapi kenyataannya 

dalam perjalanan waktu tidak berlangsung sebagaimana yang semula 

diharapkan oleh masyarakat. Sebab, dalam perkembangannya 

sejumlah tomakaka, seperti Tomakaka Passokkorang, Tomakaka 

" R;1hman, op. cit., him . 166-167. Lebih lajut mcnurut bcliau bahwa nama-nama 
dacra h tersebut, sebagian besar masih tersisah scbagai nnmo:t dcsa, lingkungan, rLJkum 
kampong (RT), rukun tetangga (RT) eli dalam kawasan Mandar sampai dewasa ini . 
Scmcntara nama tomakaka juga masih terpatri dalam benak orang Balanipa, dibuktikan 
dcngan banyaknya kuburan keramat yang tidak bcrnama, dan mereka scbut kuburan 
tomakaka, seperti yang terlctak eli Lampoko, Pa rappc, Ca mpalagian, Tammanga lle, 
Pambusuang, Samasundu, dan lain-lain; Leyds, op. cit., him. 19-20. 

Penataan Mandar dalam Masa Kolonial Belanda 1905 - 1942 I 21 



Lerang, Tomakaka Lenggo, dan Tomakaka Lempong, justru berbuat 

semena-mena atau bertindak sholim terhadap masyarakat, 28 dan 

bahkan ada yang berambisi untuk menguasa i tomakaka la innya. 

Hal ini menumbuhkan gejolak dan pertentangan antara tomakaka 

yang satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidaktentraman 

dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan itu mendorong sejumlah 

tomakaka, seperti Tomakaka Napo, Samasundu, Mosso, dan 

Todatodang untuk mempersatukan d iri dalam suatu ikatan 

kebersamaan atau persekutuan yang kemudian dikenal appe banua 

kaiyang (empat negeri besar). 29 

Persekutuan appe banua kaiyang tidak hanya dimaksudkan 

untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi 

juga bertujuan untuk menghadapi ancaman atau gangguang 

dari tomakaka lainnya, seperti Tomakaka Passokkorang, Lenggo, 

Lempong, dan Tande. Sebab, para tomakaka yang disebutkan ini 

merupakan tomakaka yang agresif dan ingin menguasai tomakaka 

di sekitarnya .Jo Oleh karena persekutuan appe banua kaiyang, 

tampakn ya t idak mampu mengatasi ancaman dan gangguan 

itu, sehingga mereka kemudian mencari seorang pemim pin 

yang dapat membantu untuk menyelamatkan rakyat dan negeri 

atau mempertahankan keutuhan wi layahnya da ri ancaman 

tomakaka tersebut .l' Usaha pencarian itu akhirnya tertuju kepada I 

' " Asdy. Ahmad, 2003. M,mdar Dalam Kenangan Tentang Latar Belakang Keberadaan 
Arajang Balanipa Ke-52. Makassar : Yavasan Maha Pu rta Mandar, him. 39; S\ ah, 1991 , 
Lomarak Pauodiolo.lllg di M<1ndar; op. cit. , him. 3 7; Syah, 1997, op.cit. , him. 28. 

'" Menu ru t Darrn;:nvan hahwa ikatan dppe banua kaiyang sebenarnya tclah didahului 
o leh suatu ika tan kcluarga mela lu i perkawinan exogami sccara timbal balik (reciprocal 
group exogamy). Dcnga n ,1danya ikatan perkawina n mernudahkan terjadi nya dialog 
kebersa rnaa n, unt uk rnc nahan bcrbaga i gcja la ya ng akan rncngha nc urkan mere ka 
(Ra hman, op.,cil. him. I 74). 

' 0 Ibid. 
11 Ancaman clan ganggu.tn itu, ticl<:tk hanya berupa percbutan dan pencluclukan 

wi layah, tetapi juga bcrupa pcrnbunuhan dan perampasa n harta benda rakyat yang 
clilakukan olch 1omakak,1 yang agre if itu tcrhaclap appe banua kaiyang (ibid. , him. 183). 
Bahkan dalam Lontarak Pcl/lodioloang eli Mandar dikisahkan bahwa orang Napo sudah 
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Manyambungi karena dianggap mampu dan cakap untuk menjadi 

pemimpin berdasarkan pengalaman di Kerajan Gowa Y ltulah 

sebabnya, mereka juga berusaha menjalin hubungan dengan 

Kerajaan Gowa, suatu keraj aan yang telah membangun hegemon i 

kekuasaan di jazirah selatan Suawesi sejak awal a bad ke-16. 

Usaha -usaha itu akhirnya melapangkan ja lan bagi mereka 

untuk memanggil pu lang I Manyambungi yang sementara berada di 

Kerajaan Gowa . Oleh karena itu, appe banua kaiyang memutuskan 

mengirim utusan atau delegasi di bawah pimpinan Tomakaka Mosso 

ke Gowa untuk meminta izin agar I Manyambungi diperkenankan 

pu lang ke Napo untuk memu lih kan keamanan dan ketertiban. 

tidak tahan lagi, scbab kalau ke Passokkorang. Titie, Sajoang. Lombok, dan Pabusuang 
mcrcka dibunuh. Kalau mereka pergi mencari kcrang ham a diloloskan turun ke I aut kalau 
air pasang, dan sejumlah tindak kckcrasan lainn)•a (S)•Jh, 1991 , foe. cit. }. 

- I Manvambungi adalah putra dari Puang di Gandang, seorang tomakaka dari 
'-apo) ang a mat bijak, pcmbcrani , dan amal discgani , serta ibun)•a bernama \'Ve Apas 
turunan dari tomakaka di Lemo. amun tcrdapal scjumlah \Crsi tentang keberangkatan 
I \I an\ ambungi ke Gowa. Pertama, ketika usia 1 Mam ambungi bcranjak em pat bel as 
tahun , ia tcrlibat dalam suatu pembunuhan yang dilakukannya sccara terpaksa tcrhadap 
scpupunya. saat mereka melakukan sabung ayam eli halaman rumah ncneknya. Rakyat 
mcnilai bahwa peristiwa itu merupakan perbuatan tcrcclah clan mclanggar adat, sehingga 
harus mcnclapat hukuman dtpatei(clibunuh) a tau dtpa/i'(diasingkan). Walaupun ncneknya 
scbagai tomakaka yang dise-gani , namun kehend~k or~ ng banyak harus dilaksanakan. 
Tomakaka Mosso yang menyaksi-kan peristi wa itu mcnil ai bahwa ha l itu terjadi karena 
I Manyambu ngi menclapa l pcnghinaan ya ng cli lontMkan olch sepupunya, setelah 
ayamnyil k() i()h dalam sabung a yam itu . Deng()n us<1 h01 ya ng keras dari Tomakaka Mosso, 
I Manyilmbungi akhi rnya dikirim ke Gow<J. Versi kedua, b<Jhwa sif<Jt yang sela lu ingin 
tahu, bcbas dan ingin mcnclapat peng<~la m<~n ya ng lcbih luas, membawa I Manyambungi 
nckad naik ke perahu orang Makassar yang scdang bcrla-buh eli pclabuhan Balanipa. dan 
bcrsembunyi di ruang barang. Sementara pcrahu scd;mg bcrl ayar tanpa diketahui oleh 
siapapun, ia tiba-tiba muncul cligelaclak dan mcngagetkan scmua awak perah u. Scusai 
tanya jawab, nahkoda memutuskan untuk mengembillikilnnya ke Balanipa. Namun, 
kcputusan itu ditolak olch I Manyambungi. Olch karcna pada dirinya tampak suatu 
kcanchan bcrupa pancaran sinar yang keluar clari tubuhnya dikala sedang tidur, sehingga 
nahkoda menganggap bahwa ia bukan orang biasa. Sc ampainya di Gowa, ia langsung 
cliantar ke istana Gowa, dan akhirn}'a ia diterirna dan dianggap sebagai warga istana dan 
mcndapat pcrlakuan scrupa dcngan anak-anak raja eli istana (Rahman, op. cit. , him. 205-
206}. Scdangkan versi lainnva tcrclapat cia lam tulisan LC\ ds. op. cit .• him. 23; Syah, 1997, 
op. cit., him. 10-13. Terlepas dari bcrbagai vcrsi itu, namun tcrdapat juga persamaan dari 
scjurnlah sumber di atas bahwa I Manyarnbungi mcnjadi salah scorang panglima dalam 
angkatan perang Kerajaan Gowa clan pemimpin pcrang kc Tambora. 
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Utusan itu mendapat tanggapan yang positif, baik dari Raja - .,a 

Tumapa'risi Kallonna maupun I Manyambungi . Ba hkan untuk 

mempererat hubungan antara Gowa dengan appe banua kaiyang, 
Raja Gowa menyerahkan sejumlah benda pusaka sebagai tanda 

keakraban antara kedua belah pihak. Benda-benda itu berupa: Gong 

Tabilobe, Tombak lnaga, Bendera lsorai, TombakTrisula Dowe Pakka, 

Senapan ttata, Mahkota Saloko Kati, Seruling lkeke, Gong ldato, 

Gendang (Ganrang), Perisai Utte, dan semacam alat musik yang 

dinamakan Jalappa .33 

Se la in benda-benda pusaka tersebut, dilakukan pula 

ikrar kesepakatan yang diucapkan oleh Raja Gowa, sewaktu I 

Manyambungi bersama istri dan anak-anaknya sudah hendak 

berangkat meninggalkan Gowa .J' lkrar yang diucapkan di depan 

delegasi appe banua kaiyang dan para pemangku adat Kerajaan 

Gowa itu, berbunyi sebagai berikut : 

" Besok lusa, nama kala Gowa dalam keadaan bahaya, 

hendaklah engkau datang membantu, kecuali j ika 

bahaya tersebut hanya dalam negeri saja, anda tidak saya 

harapkan terkecuali keinginanmu sendiri. Demikian juga 

jika Mandar dalam keadaan bahaya di pag i hari hendaklah 

segera mung kin memberi tahu di sore hari, demik ian juga 

halnya j ika kena bahaya di sore hari maka hendaknya 

memberi tahu di pagi hari. Besok lusa jika ada orang 

yang menyatakan Gowa dan Mandar berselisih, cari dan 

" Benda-benda tcrscbut, kcmuclian clijaclikan scbagai benda-benda pu;,ak,t • tu 
kebesaran Kerajaan Ba lanipa tSaharuddin, 1985. Mengenal PiwBabana Bindnsa (,\/,u 1 

dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan D<1erah di Sulawesi Selatan. Ujung Pa ndam;. L.\. 
Mallomo Kana. him. 44 ); Rahmdn, op. cit .. him. 21 0; Le1 ds. op. cit., him . .::!3-2-1. 

3' Ketika tinggal di Go11 a, 1•\\anvambungi dik;m inkan dengan Karacng Sun d, putri 
dari Karaeng Sanrobone dan c uc u dari Raja Gm1a. Dari pcrkawinan itu, lahir scur.lllfo\ 
putra vang dinamakan Tomepavung 1kemudian menjadi Vla ra 'dia Balanipa 1 ang kedua 
dan tiga orang putri } ang masing-masing ber uami ke Tanete, Allu, clan Banggae IS1 .:~h 
1991 , op. cit., him. 38; Saharuddin, 1985, op., cit. , him. 43; Levels, op. cit. , him. 24 l. 
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bunuhlah. Jika orang Gowa mengatakan demikia n, maka 

Mandarlah yang harus membun uhnya, j ika orang Mandar 

yang mengatakan demikian, maka Gowalah yang harus 

membunuhnya. Demikian pembuktian bahwa Mandardan 

Gowa t idak berselisih".3s 

lkrar kesepakatan tersebut, t idak hanya sebagai pe rnyataan 

ikata n dalam kebersamaan dan persaudaraan antara kedua belah 

pihak, tetapi juga dapat dipahami sebagai upaya bag i Kerajaan 

Gowa untu k menanamkan pengaruh dan memperluas wilayah 

ke kuasaa nnya di daerah Mandar pada khususnya. Sela in itu, yang 

tidak ka lah pentingnya bahwa pernyataan itu membesarkan hati 

para delegasi appe banua kaiyang, serta membulatkan te l< :Ja n 

memberikan motivasi kepada I Manyambungi kemba li ke Na pa 

untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. 

Ketika kembali ke negeri kelahirannya- Napa, I Manyambungi 

segera memerang i para tomakaka yang mengancam appe banua 

kaiyang atau yang membuat kekacauan di Mandar. Atas dukun gan 

dan bantuan dari Ke rajaan Gowa dan appe banua kaiyang, ia 

berhas il mengalahkan dan menaklukkan, antara la in Tomakaka 

Lera ng, Lenggo, Lempong, Poisang, Tande, Batu, dan Kadake Lette 

yang se lama ini membuat keonara n di Mandar. 36 Keberhasi lan I 

Manyambungi dalam memul ihkan dan menentramkan masyarakat, 

menyeba bkan ia kemudian dipilih dan diangkat menjadi pemimpin 

atau pemegang kendali kekuasaan pemerintahan atas persekutuan 

appe banua kaiyang dan neg eri -nege ri yang ditakl ukkan . 

Sja riffudin, Amicr, 1989. Perjanjian Antarkerajaan Mcnurut Lontarak. Discrlasi 
!bclum diterbitkan ) FakultiiS Pascasarja Universi tas llasanuddin, him. 2 78-2 79; 
Saharuddin, 1985, op. cit. , him. -1 5; Rahman, op. cit. , him. 21 I. 

' S\ ,1h, 199 7, op. cit. , him. 25-28; Ra hm<tn, op. cit. , him. 183; Asdv, foe. cit. ; 
S,1 haruddin, foe. cit. D<tri scjumlah sumber ini, pada umumnv<t mengisahkan bahwa I 
,\.lanvambungi berha~il mengalahkan dan membunuh paril tomakaka tersebul. 
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Pembentukan kesatuan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi 

dasar berdirinya Kerajaan Balanipa, dengan pusat pemerint ahan di 

Napo - suatu wilayah yang sejak lama dikenal sebagai bandar niaga 

di daerah Mandar. 

Perubahan bentuk persekut uan appe banua kaiyang menjadi 

Kerajaan Balanipa, berak ibat terjadinya pu la perubahan pad a nama 

gelar pemimpin banua kaiyang atau banua yang sebelumnya dikenal 

dengan tomakaka menjadi papuangan (yang dipertuan a tau seseorang 

yang disapa dengan puang) yait u Papuangan Napo, Papuangan 

Samasundu, Papuangan Mosso, dan Papuangan Todatodang Y 

Mas ing-masing papuangan in i, mempunyai kekuasaan mengurus 

dan mengat ur daerahnya sepenuhnya sesuai dengan kepercayaan 

yang diberikan oleh rakyat kepadan ya. Dalam perkembangannya 

para pappuangan da ri appe banua kaiyang, selain sebaga i ketua 

persekutuan adat atau penghulu ada' di daerahnya masing-masing, 

juga menjadi anggota dari lembaga adat yang dikenal dengan dew an 

ada' kaiyang (ad at besar}. 38 Dewan ada' kaiyang inilah yang kemudian 

berhak mem ilih dan mengangkat serta memberhent ikan seorang 

raja yang disebut dengan mara'dia dalam Kerajaan Balan ipa. ltulah 

sebabnya Kerajaan Balanipa seringjuga disebut dengan Amara'diang 
Balanipa. 

,. Leyds, op. cit., hi m. 77; Saharuddin, 1985, op. cit., hi m. 6; Menurut Darrnawan bahwa 
papuangan in i merupakan kclanjutan dari kepemimpinan ton1<tkc1ka. 1 amun berbeda dengan 
apa Vilng telah dilakukan oleh tomakaka yang terpusat pada kckuasaan yang bersifat indi' idu 
kharismatik. Sedangkan kepcmimpinan papuangan yang tcrpusat kcpada indi\idu yang 
mempunyai otoritas terbatas. Sebab, pengangkatan seorang papuangan harus mendapat 
persetujuan dari lembaga yang telah ada pada masa kepemimpinan tomakaka. Mereka itu adalah 
tomabubeng, andongguru, sa'bo, punggawa, dan poambi. Mcrcka men-dampingi papuangan 
cia lam mcnjalangkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari (Rahman, op. cit., him. 178-1 79). 

'" Adat kaiyang (aclat besar) adai<Jh p<!ra papuangan yang bcrasal dari Appe Banua Kaiyang 
(cmpat ncgeri bcsar), yaitu apo, Samasundu, Mosso, dan Todatodang. ltula h sebabnya 
Ada' Kaiyang ini seri ng juga disebut dengan dewan ada' appe banua kaiyang. Masing­
masing ncgeri ini mempunyai ana' banua (anak negcri), dan juga mempunyai lembaga adat 
yang dikcnal dengan ada' kecw (adat kecil), yang biasan)'a tcrdiri iltils: tomabubeng, sa'bo, 
poc1mbi, andongguru, dan imang !Rahman, op. cit., him. 1 74 diln 270); Mattulada, Joe. cit. 
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Sebelum I Manyambungi secara resmi memangku jabatan 

sebagai Mara 'dia Balanipa, ia terlebih dahulu harus dilantik oleh 

Puang Dipoyosan .39 Ia adalah penghulu ada ' kaiyang (ketua adat 

besar), yang mewakili appe banua kaiyang dan atas nama rakyat. Pad a 

upacara pelantikan inilah I Manyambungi diparakkai (dimahkotai), 

yaitu dipasangkan mahkota kebesaran di atas kepalanya, yang 

di rangkaikan dengan pengucapan ikrar oleh Puang Dipoyosan, 

yang berbunyi bahwa, "Upakaiyangngo 'o, mupakaraja ', madondong 

duang bongi anna marrattoso'o wake', maruppu-ruppu'o batu, uwalai 

membali akaiyangan ". 40 Artinya, kami angkat engkau menjadi 

pemegang tampuk pemerintahan, tetapi engkau harus hormati 

kami, besok lusa manakala engkau memutuskan sendi -sendi adat 

dan menghancurkan aturan dan kebiasaan adat negeri, maka kami 

akan mengambil kembali kebesaran yang telah kuberikan. Setelah 

itu, dilakukan perjanjian yang disebut assitalliang antara Mara'dia 

Balanipa I Manyambungi dengan Puang Dipoyosan yang mewakili 

rakyat . Masing-masing berpegang pada tiang payung kebesaran 

dengan mengucapkan sumpah setia, sebagai berikut: 

a. Mara'dia (I Manyambungi) berkata; Malewu parri'di' mo'o ? 

(Apakah kalian semuanya sudah bersepakat ?) 

Puang Dipoyosang menjawab; Malewu Parri 'di ' mang (Kam i 

telah sepakat seluruhnya). 

b. Mara 'dia (I Manyambungi) berkata; Jari lappar lapparumo 'o? 

(Apakah seluruh daratan akulah yang punya ?) 

19 Puang Dipovo~an adalah nama parriba ada '(pem;:mgku ad all dari dacrah Poyosan. 
"ama dae rah Po}o~an kcmudian berubah menjadi Limboro, ~chingga pemangku adatn}•a 
kemudian juga dr~ilpa dcngan Puang Limboro. Puang DipO}'OSan inilah va ng menjadi 
pemang!.u ada ' Papu.mgan Limboro yang pertama d an merupakan tokoh ada' ya ng 
sejaman dengan I M,mya mbungi. Hubungan kekeluargaan mcrcka scring disebutkan ber­
scpupu scka li dan ada juga yang mcnyeb utkan bahwa I Man}'ambungi adalah kcmanakan 
Puang Dipoyosan (R,1hman, op. cit., him. 271 ). Ha l inilah yang mendasari sehingga pelan­
tikan Mara 'dia13alan ipa berikutnya dilakukan oleh Papuangan Limboro ya ng biasa disapa 
dcngan Puang Limboro. 

•o Sah;mrddin, 19115, op. cit. , him. 12; Rahman, op. cit. , him. 213. 
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Puang Dipoyosan menjawabi 0 diada' o dibiasa (Bena r, asalkan 

hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan). 

c. Mara'dia (I Manyambungi) berkatai Buttu-buttu'u mo'o (Apakah 

semua gunung akula h yang punya ?) . 

Puang Dipoyosan menjawabi 0 diada' o dibiasa (Benar, asalkan 

hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan). 

d. Mara 'dia (I Manyambungi) berkatai S asi sasi'u mo'o ? (Apakah 

seluruh laut, lautkukah ? 

Puang Dipoyosan menjawai 0 diada' o dibiasa (Benar, asa lka n 

hal terse but sesuai dengan ad at dan kebiasaan). 

e. Mara 'dia (I Manyambungi) berkatai Tau tau u mo'o (Apakah 

seluruh rakyat, rakyatkukah ?) 

Puang Dipoyosan menjawabi 0 diada ' o dibiasa (Benar, asalkan 

hal terse but sesua i dengan ad at dan kebiasaan). 

f. Mara 'dia (I Manyambungi) berkatai lri'ma na daun aj u mo'o 

(Anginlah saya dan kalian adalah daun kayu) 

Puang Dipoyosan menjawabi 0 diada' o dibiasa (Benar, asalkan 

hal te rse but sesuai dengan ad at dan kebiasaan). 

g. Mara 'dia (I Manyambung i) berkatai Rarumma'na buttang mo'o 

(Jarumlah saya dan kalian adalah benang) 

Puang Dipoyosan menjawabi 0 diada' o dibiasa (Benar, asa lkan 

hal terse but sesuai dengan ad at dan kebiasaan) Y 

Jika disimak ikrar dan assitalliang (perjanjian) terse but, tampak 

bahwa antara ra kyat dengan mara'dia telah terikat suatu pe rjanjia n 

atau kontra k pemerintahan seja k awal terbentuknya Kerajaan 

Balanipa. Perjanj ian pemerintahan ini merupakan suatu persetujuan 

bersama atas dasar mufakat antara rakyat dengan mara'dia yang 

4 1 Menu ru t Darmawan bahwa, istiiah o diada ' o dibiasa dirnaksudkan adaiah adat­
istiadat yang meiiputi aturan, norma, undang-undang iisan yag dipcgang ckm dipatuhi dan 
tidak dapat d iubah scpanjang kebiasaan itu masih rnemcnuhi tuntuta n nman (Rahman, 
op. cit. , h im. 226-227 dan 273); Saharuddin, 1985, op. cit., him . 13-14 . 
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akan memangku tampuk pemerintahan. Dalam perjanjian terse but, 

telah diatur dan ditetapkan batas-batas antara ked ua belah pihak, 

baik menyangkut hak dan kewaj iban mara'dia terhadap rakyatnya, 

maupun hak dan kewajiban rakyat terhadap mara'dia atau rajanya. 

ltulah sebabnya ikrar dan assitalliang itu, senantiasa pula diucapkan 

pada pelatikan Mara'dia Balanipa berikutnya. Maksudnya, setiap 

kali seorang Mara'dia Balanipa dilantik, diulangi lag i pembacaan 

"perjanjian atau kesepakatan" terse but, untuk ditaati oleh mara'dia 

dan rakyat Ba lanipa. 

Setelah terbentuknya Kerajaan Balanipa, terbentuk pula 

sejumlah amaaradiang atau kerajaan di muara sungai atau pesisir 

pantai. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kerajaan Sendana, 

Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang. Dalam 

perkembangannya Kerajaan Balanipa memprakarsa i pertemuan 

dengan kerajaan-kerajaan itu, yang kemudian melah irkan suatu 

keputusan bersama yang dikenal dengan Assitalliang Tammajarra 

atau Perjajinan Tammajara. Perjanjian inilah yang mendasari 

terbentuknya persekutuan kerajaan Pitu Ba 'bana Binanga (tujuh 

kerajaan di pesisir pantai, disingkat PBB), yang terdiri atas Kerajaan 

Balanipa, Sendanan, Banggae, Pamboang, Tappa lang, Mamuju, 

dan Binuang . Demi kia n pula di daerah-daerah pedalaman atau 

pegungungan, terbentuk sejumlah kerajaan atau lembang misalnya 

Rantebulahan, Tabulahan, Aralle, Mambi, Matanga, Tabang, dan 

Bambang. Ketujuh kerajaan di daerah pegunungan itu, kemudian 

membentuk pula pesekutuan yang dikenal dengan Pitu Ulunna Salu 

(tujuh kerajaan di hulu sungai, disingkat PUS). 

Selain kedua persekutuan itu, masih terdapat pula sejumlah 

kerajaan lainnya di daerah Mandar. Salah satu diantaranya adalah 

Kerajaan Passokorang di lembah aliran Sungai Maloso di daerah 

Mapilli. Karen a raja Passokorang ini Ia Iim tidak satu pun kerajaan yang 
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dapat menandinginya, maka ia berbuat semaunya. Keti ka Todilaling 

menjadi Mara'dia Balan ipa, ke rajaan ini kemudian berkembang 

menjadi besar dan dapat menandingi Kerajaan Passokko rang. 

Bahkan Kerajaan Balanipa dapat menaklukannya, pada masa 

pemerintahan Mara'dia Balanipa II Tomepayung (putra Todilal ing). 

Raja Passokorang melarikan diri ke daerah Langnga dan menetap di 

sana sampai kepada anak cucunya. Kemudian Kerajaan Passokorang 

ini dijadikan daerah taklukan (palili) di bawah kekuasaan Kerajaan 

Balanipa. 

HUBUNGAN ANTARKERAJAAN 

Ke rajaan Ba lanipa setelah mena k lukkan Ke r ajaan 

Passokkorang, tidak hanya menjad i kerajaan yang semakin besardan 

kuat, tetapijuga sema kin disegani dan memegang peranan penting 

dalam percaturan politik di daerah Mandar. Sebab, se lain melakukan 

penaklukan dan sejumlah kerajaan kecil di sekitarnya yang secara 

sukarela bergabung dan menjadi bag ian dari Balanipa, juga bergiat 

menjal in hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan la in d i 

daerah Mandar. ltulah sebabnya ke rajaan-kerajaan yang t erletak 

di pesisir pantai Manda r sepakat memenuh i undangan pertemuan 

yang dip raka rsa i Mara 'dia Balan ipa, untuk saling mem bantu dan 

bekerjasama dalam rangka memajukan kesejahteraan dan keamanan 

di wi layah it u. Pada pertemuan yang diselenggarakan diTammajarra 

(Napo-Balanipa) tersebut, berhasil melahirkan suatu kesepakatan 

yang disebut dengan perjanjian atau Assitalliang Tammajarra. 

Assitalliang inilah yang mendasari te rbentuknya persekutuan 

kerajaan-kerajaan d i pesisir panta i, ya ng dalam perkembangannya 

d ikenal dengan persekutuan "Pitu Ba'bana Binanga"(tujuh keraj aan 

d i pesisir pantai), yaitu terd ir i atas Kerajaan Balan ipa, Sendana, 
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Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang . Dalam 

Lontarak Pattapingan Mandar, antara lain disebutkan bahwa: 

"Berkumpullah orang di Tammaja rra. Hadirlah Sendana, 

begitu juga yang la innya. Maka berkata Mara 'dia Balanipa, 

"Ada pun sebabnya kalian kupanggil, kerabatku, sebaiknya 

bersekutu kita bertujuh, karen a bersaudara kita semua dari 

satu asal, satu nenek kita bersama, kita semua adalah cucu 

Tokombong Dibura. Siapa yang empunya cucu Mara'dia 

Mamuju, dan juga Mara'diaTappalang, (j ika bukan)Taandiri. 

Siapa yang empunya cucu Mara'dia Sendana beg itu 

pula Mara 'dia Pamboang, (jika bukan) Daeng Palulung. 

Tokombong Dibura juga asalnya . Mara 'dia Banggae dan 

Mara 'dia Binuang, lbongkapadanglah yang memperanak 

kannya, Tokombo ng Dibura juga asal-muasalnya". 

ltulah sebabnya Mara 'dia Balanipa berkata, "Kita semua 

bersaudara, karena kita semua berasal dari satu ne nek". 

Bagaimana pendapat kalian wahai saudara-saudaraku 

? Kemudian berkatalah yang lima kepada Sendana, 

"Engkaulah yang berembuk dengan Balanipa". Berkatalah 

Balanipa, "Engkaulah yang besar, Sendana". Berkatalah 

Sendana, "Sekali engkau katakan, sepuluh kali saya 

bergembira . Kecuali satu hal, saya yang besar tetapi 

eng kau lah sambolangiq (penutup lang it, sejenis burung). 

Engkaulah (sebagai) suami, saya lah (sebagai) istri, 

dan sebagai anaklah Banggae, Pamboang, Tappalang, 

Mamuju, dan Binuang, sebab dikhawatirkan bangkitnya 

kembali kekuatan Passokkorang". Berkata lag i Sendana, 

"Mati di pagi hari Balanipa, mati d i sore hari Sendana 

bersama anaknya. Demikianjuga, Sendana sehidup semati 

dengan Pitu Ba 'bana Binanga". 
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Begitu lah kesepakatannya Sendana (dengan) Balanipa, 

kemudian masing-masing mem egang kalump ing 

(semacam daun siri yang dil ipat khusus) dan telur, lalu 

dipecahkan bersama-sama, dipersaksikan kepada dewata 

di atas dan di bawah. Barangsiapa yang mengingkari 

perjanjian, dibal ikkan bubungannya, dibalikkan tiang 

(rumahnya) . 

Dikatakan pula oleh Tomepayung, "lni juga kupanggilkan 

kepadamu (hai) istriku, apa yang hidup keti ka perangkapmu 

terpasang, j ika masuk semua segenap j anganjangan 

manriqbaqnya (burung merpati terbangnya, musuh yang 

melarikan diri ke daerah lain) Balanipa ke dalam negerimu, 

itu sudah menjadi milikmu, (waha i) istriku, ambillah 

olehmu". ltu lah pemberian Balanipa (kepada istrinya), 

maka istri lah Sendana, anaklah Lima Ba 'bana Binanga, 

bersama (dalam) keburukan, bersama (dalam) kebaikan, 

sehidup, semati . Menjamulah Balanipa kepada istri dan 

anak-anaknya, masing-masing memperoleh kerba u 

seekor, dan beras sepu luh balasse (tempat beras terbuat 

dari daun nipa). 

lnilah yang masuk mengada kan perjanj ian di Ba lanipa. 

Dialah yang bernama Tomepayung Mara 'dia Balanipa, 

Puatta di Kuqbur Mara 'dia Sendana, Daetta Melantoq 

Mara 'dia Banggae, Tome lake lake Bulawang Mara 'dia 

Pamboang/ Puatta Dikarenamo Mara'dia Tapalang, 

Tomejammeng Mara'dia Mamuju 1 dan cucu Tokombong 

Dibura Mara 'dia Binuang"Y 

' ' Lontarak Pattappingan Mandar. Majene: Koleks i Museum Mandar, h im. 8-9; 
Sjar ifuddin, op. cit. , h im. 283-284. M enurut Mandra bahwa perjanj ia n ini adaiah 
merupakan Perjanjian Tammajarra II, dan pada Perjanjian Tammajarra I Kerajaan Binuang 
beium disebutkan (Mandra, A.M., 1987. Beberapa Perjanjian dan Hukum Tradisi Mandar. 
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Jika disimak sumber tersebut, tampak bahw a pertemuan di 

Tammaj arra, bukan hanya karena ketujuh kerajaan itu berasal­

muasal yang sama (Tokombong Dibura) sehingga bersaudara, 

tetapi juga karena adanya kekhawatiran Kerajaan Passokkorang 

bang kit kembali .43 Pertemuan itu kemudian melahirkan kesepakatan 

yang dikenal dengan Assita/liang atau Perjanjian Tammajarra, 

yang mendasari terbentuknya persekutuan Pitu Ba 'bana Binanga. 

Persekutuan ini menempatkan Kerajaan Balanipa sebagai ketua 

dengan status ayah (suami), dan Kerajaan Sendana sebagai waki l 

ketua dengan status ibu (istri), serta yang lainnya sebagai anggota 

dengan status anak dari persekutuan terse but. 

Perj anji an Tammaj arra d iperbaharu i kembal i setela h 

Todiboseang menjadi Mara 'dia Balanipa yang keenam. Pembaharuan 

perjanj ian in i, tid ak hanya mempertegas kembali perj anjian 

Sendana, Majene: Yayasan Saq-adawang, hlm.31-35). amun versi ini berbeda dcngan 
versi Saharuddin dan Rahma n, scbagaimana berikut in i "Marilah kita bcrsama-sama 
melakukan apa yang tcrbaik untuk kepenti ngan negeri kita masing-masing khususnya 
kepentingan menjaga kcamanan, kcsejahtraan demi keba ikan rakyat kita sckal ian. Marilah 
kita bersama-sama untuk mcnca ri jalan yang baik demi kepentingan bersama dan tidak 
mengusahakan ja lan yang buruk untuk keseluruhan. Andaikata kita hanyut, rcbah, dan 
runtuh marilah bersama-sama untuk sa ling tolong menolong, andaikata kita khilaf marilah 
kita saling mengingatkan. Baik eli gunu ng dan di darat ticlak ada scsuatu yang dapat 
memisahkan akan kckeluargaan kita sckalian. Besok I usa rnanakala ada kcsusahan yang 
akan menghancurkan ncgcri, dan tidak dapat lagi dilangkahi , dilewati, dihindari juga 
sangat sukar, maka mari kita mernbulatkan tekad yang teguh setegLJh mungkin scbagai 
satria perkasa clan siap mcmpcrtahankan negeri walau hancur scka lian. 

Siapa-siapa yang mcnghindari kata sepakat ini dan merusak perjanjian )'ang telah 
disepakati berarti ya ng bcrsangkutan tidak akan membela ncgcri . Dia akan kcluar 
dari persekutuan ini mclihat ke clalam clan akan kena sumpah ncnck moyang turun 
temurun. Seanclainya pi ring bcrbulu, ticlak akan berbulu kejadian dari kcmanusiaannya, 
menginjakkan kaki di tanah, tanah akan runtuh, berpegang di dahan kayu, dahan kayu 
akan rcbah bila bcrakar akarnyapun akan putus bertunas akan hancur juga, bila beranak 
akan lahir anak tidak punya kcpala atau akan beranak tanpa kaki" (Rahman, op cit. , him. 
235-236; Saharuddin, 1985, op. cit., him. 36-39). 

•> Kekhawatiran itu karena adanya sebagian pasukan Kerajaan Passokkorang ya ng 
melarikan diri (janganjangan manriqbag) dan mendapat perlindungan d<Jri ker<Jjaan lain 
di Mandar, baik di wi layah y<~ng kcmudian dikenal dengan persekutuan Pitu Ba'bana 
Binanga, maupun eli wilayah persekutuan Pitu Ulunna Salu. ltulah scbabnya persoalan 
jangan-jangan banribaq ini , menjadi salah satu pokok pembicaraan dai<Jm pcrtcmuan eli 
Tammajarra tersebut. 
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persekutuan Pitu Ba 'bana Binanga, tetapi juga menetapkan 

peraturan yang berlaku bagi masing-masing kerajaan, serta tata cara 

jika ada musuh dan perselisihan atau konfl ik di kalangan mereka. 

Dalam pembaharuan perjanjian itu, anta ra lain disebutkan bahwa : 

"Besok lusa manakala ada persoalan yang mu ncul di 

dalam daerah masing-masing, maka diharapkan dapat 

diselesaikan sendiri. Andai-kata hal tersebut tidak dapat 

dilakuka n maka hendaknyalah datang ke ibu ada'mu 

(sendana). Bi la hal tersebut belum se lesai di dalam waktu 

tujuh hari tujuh malam, maka engkau boleh datang 

bersama ibu ada'mu ke bapak ada 'mu (Balanipa) dan 

bersama-sama pu la akan menyelesaikan segala persoalan 

ini dengan tuntas".44 

Pembaharuan perjanjian tersebut, semakin memperkuat 

kedudukan Kerajaan Balanipa Sebab, selain berkedudukan sebagai 

ayah atau ketua yang bertanggungjawab mengadakan hubungan ke 

lua r untuk kepentingan persekutuan, juga menjadi penentu terakhir 

jika sang ibu (Sendana) tidak sanggup menye lesaikan persoalan 

yang dihadapi oleh anggota persekutuan . ltulah sebabnya Balanipa 

dianggap sebagai hakim tertinggi 45 atau tempat memutuska n 

perkara. Meskipun dem ikian, kedudukan itu juga sering menyulitkan 

Balanipa dalam perkebangannya, karena harus bertanggung-jawab 

terhadap segala persoalan yang muncul, khususnya dalam konflik 

dengan pemerintah kolonial Belanda. 

" Madondong duangbongi anna diang api di n<~ung b<~kama napideitoi tia alabena, 
mua andianni mala napiddei pendoamo 'o l<~o diindo ada'mu, m ua pitumbongi 
pitungallo andianni mala mupiddei siola indo ada'mu, pendoa mo'o di ama ada'mu 
apa nasiolamoo mappiddei (Rahma n, op. cit. , him. 2 i6-237; Saha ruddin, 1985, op. cit .. 
him. 39). Pembaharu-an Perjanjian Tammajarra tc rscbul, diki sahka n pula dalam Lontarak 
Pauodioloang Mandar (him. 84-86); Mandra, 1987, op. cit. , him. 11 5-121. 

" Saharudd in, 1985, Joe. cit. 
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Berkaitan dengan kedudukan Kerajaan Balanipa te rsebut , 

sehingga kerajaan ini sering dilanda konfl ik, baik dengan keraj aan­

keraj aan lain maupun dengan pemerintah kolonial. Mengenai konfl ik 

Balan ipa dengan keraj aan-kerajaan lain, antara lain disebabkan 

adanya sebagian pasukan Kerajaan Passokkorang yang melarikan 

diri dan mendapat perlindungan dari kerajaan lain di Mandar, 

te rutama di wilayah yang kemudian dikenal dengan persekutuan 

Pitu Ulunna Salu. Pelarian perang yang demikian ini disebut dengan 

j anganjangan manriqbag, dan senant iasa dilakukan pengejaran 

te rhadap nya . ~6 Dalam upaya pengejaran terhadap para pelarian 

perang itu, t ampaknya bukan hanya j anganjangan manribaq yang 

dihadapi, melainkan kekuat an mil iter Pit u Ulunna Salu. Akibatnya, 

kontak senjata antara pasukan Balanipa dengan Pitu Ulunna Sa /u 

tidak t erel akkan, sehingga t erj adilah Perang Lahakang, Sungkiq, 

dan Damada maq . Serangkaian peperangan ini diakhiri dengan 

perjanj ian yang secara berurutan dikenal dengan Passu/larang Bassi 

di Lahakang, ~7 Pura Lao di Sungkiq, ~a dan Pura Lao di Damadamaq.~9 

•• Menurut Limbugau bahwa pengejaran terhadap janganjangan manribaq tersebut, 
dimulai di Lahakang dan ditcruskan ke Sungkiq, Ulu Mandaq, Papuangan Topasa, Matanga 
hingga ke Damadarnaq (Lirnbugau, Daud, 1987. Federasi Kerajaan-kerajaan Lokal Pitu 
Ulunna Salu dan Piw Baqbana Binanga. Makalah pada Seminar Kebudayaan Man dar yang 
diselenggarakan di Polcwali tanggal 25-28 ovember 1987, him. 8); Sjariffudin, op. cit., 
him. 288; Renggong, op. cit. , him. 50, 

· - Passullarang Bassi (mcnyuluk di bawah senjata) di Lahakang atau Perjanjian 
Lahakang, antara lain bcrisi bahwa j ika janganjangan manribaqna Balanipa berada di 
Pitu Ulunna Salu, maka sudah mcnjadi miliknyalah, tetapi harus diberitahukan kepada 
Balanipa. Boleh dikcmbali"an kepada Balanipa, tetapi atas kemauan sendiri Pitu Ulunna 
Salu, tanpa disuruh clan climinta. Tiga perempatnya paliliq Massedan termasik wiiayah Pitu 
Ulunna Salu, dan seperempatnya termasuk ke daiam Pitu Ba'bana Binanga (Sjariffudin, 
op. cit. , him. 288-290; Manclra, 1987, op. cit. , him. 85-88); 

'" Pura Lao di Sungkiq (Pcrjanjian Sungkiq), antara lain menyebutkan bahwa Paliliq 
Massedan menjadi Kakaruanncl Tiparittiqna Uhai (titisan air ya ng kedeiapan) di Pitu 
Ulunna Salu, mak<1 jacli l <~h ungkapan Pitu Ulunna Salu Kakaruanna Tiparittiqna Uhai Piw 
Ba'bana Binanga (Mandra, 1987, op. cit., him. 89-91 ; Sjariffudin, op. cit. , him. 291-292. 

"" Pura Laodi Oamadamaq (Perjanjian Damadamaq), antara lain menyebutkan bahwa 
janganjangan manribaqnil Billanipa, kemana saja ia hinggap di si tulah sangkarnya, dan 
akan dikuasai olch penguasa negeri tempatnya hinggap. Namun, harus diberitahukan 
kepada Balanipa, karen<~ akan diambil rellanya oleh negeri Balanipa (Sjariffudin, op. cit. , 
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Peperangan-peperangan yang dipicu oleh janganjangan 

manribaq tersebut, sesungguhnya dilatari perbedaan pandangan 

tentang hukum yang berlaku di Pitu Ulunna Salu dan di Pitu Ba'bana 

Binanga, te rutama di Kerajaan Balanipa. PituU/unnaSalu memegang 

konsep ade' tuho (hukum hid up), sedangkan Pitu Ba'bana Binanga 

menganut konsep ade' mate (hukum mati) 5 0 ltulah sebabnya 

janganjangan manribaq yang senantiasa dikejar oleh Balanipa, selalu 

pend a pat perlindungan di Pitu Ulunna Salu, sehingga timbul konflik 

berupa perang antara kedua belah pihak. Kenyataan itulah yang 

mendorong Tomepayung (Mara'dia Balanipa) sebagai ketua Pitu 

Ba'ba na Binanga dan Tomampu atau Londong Dehata (Tomakaka 

Rantebu lahan) sebagai ketua Pitu Ulunna Salu, memprakarsai 

pertemuan untuk mengatasi konflik dan sekaligus menjalin hubungan 

kerjasama antara kedua belah pihak. 

Usaha-usaha itu akhirnya melapangkan jalan bagi 

terselenggaranya pertemuan antara persekutuan Pitu Ba'bana 

Binanga denga n Pitu Ulunna Sa/u. Pada pertemuan yang 

diselenggarakan di Luyo dan dihadiri oleh semua anggota dari kedua 

persekutuan itu, 51 berhasi l melahirkan suatu kesepakata n yang 

kemudian dikenal dengan Allamungan Batu di Luyo atau Perjanjian 

Luyo. Salah satu dari sejumlah versi tentang isi perjanj ian ini,52 antara 

him. 293-294; Mandra, 1987, op. cit. , him. 92-9-ll. 
;o Maksud dari ade' tuho lersebul, ada lah bahwn jika tcrdapnl pelanggaran, maka 

sanksi yang d ijatuhkan (ba ik ringan maupun be rat) dapat dialihka n kepaela barang-barang 
ya ng dimiliki sesuai dengan kemampuan si pelanggar hukum. Misaln)'<l, orang ya ng von is 
hu kuman mali , dapat diganti dengan kerbau . Sebaliknya clcngan ade' mate karena se­
seorang yang divonis hukuman mali, maka ia harus eli bunuh (Manelra, 1987, op. cit., 
him. 36-39 dan 141 ). 

" Dari Pitu Ba'bana Binanga adalah Keraj aan Balan ipa, Scndana, Banggae, Parn­
boang, Tappa lang, Mamuju, dan Binuang. Seme nla ra clari Pitu Ulunna Salu adalah 
Kerajaan Ranlebulahan, Aralle, Mambi, Tabulahan, Ma ta ngnga, Tabang, dan Bambang. 

" Menurul A. Muis Mandra bahwa rumusa n isi perjanj i.tn ini aclalah: tal Sudah ter­
bukli kesaktian moyang lel uhu r, menyatu bulatkan anak cucunya eli Pitu Ulunna Salu 
dan Pitu Baqbana Binanga, disaksikan Dewata eli alas, Dewata eli bawah, Dewata eli 
kanan, Dewala di kiri, Dewata di muka, Dewata eli belakang, bcrsawlah selu ruh Mandar. 
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lain menyebutkan bahwa: 

"Uiu Salu memmata di sawa, Baqba Binanga memmata di 

pearappeanna mangiwang, sisaraqpi mata malotong anna 

mata mapute, anna sisaraq Pitu Ulunna Salu anna Pitu 

Baqbana Binanga (Uiunna Salu mengawasi ular sawah 

(musuh dari arah gunung), Baqba Binanga mengawasi 

tempat terdamparnya ikan hiu (musuh dari arah laut ), 

setelah bercerai mata hitam dengan mata putih, barulah 

berpisah Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Baqbana Binanga)".53 

(b) Ticl,lk bcrpclak, lidak berpcmbalas, berbanlal salu, bertikar selembar, scpembalul 
lubuh, <t'langil-lilngil, lidak sa ling memberi makanan yang berlul ilng, lidak saling 
membcn minuman yang beracun, lidak saling meninggalkan dalam kesusahan, lidak 
;a ling mclujl<lk,m cia lam kebaika n. (c) Saling menghormali hukum dan peraluran masing­
mosing, hukum hidup eli Pitu Ulunna Salu, hukum mati eli suami adalnya PiiU Baqbana 
Binanga (B;danipa). (ell Dcslar (ikal kcpala) di Pitu Ulunna Sa/u, sanggul eli Pitu Baqbana 
Binang,l. (C') Pilll Ulunna Salu menjaga ular, Pitu Baqbana Binanga mcnjaga ikan hiu. (f} 
Nanli bcrpis.1h mala hilam dengan mala putih, baru juga bisa berpisah PiiU Ulunna Salu 
dcnga n Pitu 8c1qbana Binanga. (g) Barang siapa yang bermimpi mengidamkan seorang 
laki- lak i yang bakJI memisahkan Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Baqbana Binanga, 
berscpakilliJh unluk segera membelah perut yang hamil ilu, lalu keluarkan cabang bayi 
lai-la ki ilu , kcmudian hanyulkan ke air agar lidak kembali lagi (Mandra, 1987, op. cit. , 
him. 96-97; SjMiffud in, op. cit. , him. 295; Renggong, op. cit. , him. 66). Dalam vcrsi 
yang lai n discbulkan bahwa "Adal hidup di Pitu Ulunna Salu, adal mali eli Pitu Baqbana 
Binanga. enek eli Pilu Ulunna Salu, cucu di Pitu Baqbana Binanga. Piw Ulunna Salu 
lidak bcrkckuatan di Pitu Baqbana Binanga, Pitu Baqbana Binanga lidak bcrkekuatan eli 
Piw Ulunna Salu. A yam janlan menghadap ke Baral, ayam bet ina menghadap ke Timur. 
Piw Ulunna Salu di bawah pemerinlahan Tomakaka, Pitu Baqbana Binanga eli bawah 
pcmcrin-lahon Mar.1qdia (Mulhalib, dkk., 1985/1986. Pappasang dan Kalindaqdag 
(N,1skah Lontarak). Ujung Panelang: Depdikbud, him. 26-27). Semcntara menurul 
Darmawan .vtas'ud Rahman bahwa isi pokok Perjanjian LU}'O masih segar elibcnak turunan 
elari pcmangku-pcmangku ada' eli berbagai wilayah bekas Amara'diang Balanipa. Hal 
ini dibul..tikan dengan ban} aknya naskah perjanjian yang ditemukan lerscbar di daerah 
tcrscbul, ~aitu nasl..ah dari Tahir di Desa Lampoko; naskah dari H.A. Saharibunga Puang 
Monda, manlan Mara 'd1a l:lalampa eli LJesa I inambung; naskah dan A. I anroadJI. man tan 
Mara'dia Onang, Sendana; naskah dari H. Mahmud Ismail, turunan pemangku adat Desa 
Bonde, Campalagiang; dan naskah dari Tumpang, pemangku adat dari i\tambi (Rahman, 
op. cit., him. 237-2431. 

' Sjariifudin, op. cit. , him. 294; Saharuddin, 1985, op. cit., him. 4 1. Se ungguhya 
rumusan ini termasuk pula di dalam versi yang disebutkan oleh A. Muis Mandra di atas, 
yaitu pada poin c dan f. Demikian pula dengan kel ima naskah yang disebutkan olch 
Darmawan Mas'uel Rahman eli atas, rumusan kesepakatan ini juga terdapat di dalamnya. 
Mcskipun nwmiliki pcrbcdaan da lam redaksi nya, namun maknanya sama atau tidak 
bcrbcda. 
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Berdasarkan sum ber t e rsebut, tampa k bahwa isi pokok 

Perjanjia n Luyo adalah kesepakatan be rsama untuk menjamin 

ketent raman bagi kerajaan- kerajaa n dalam kedua pe rsekutuan 

itu. Hal ini tercermin dari tugas yang diemban oleh masing-masing 

persekutuan, yaitu Pitu Ulunna Salu berkewajiban menangkal musuh 

yang datang dari arah gunung atau pedalaman, sementara Pitu 

Ba'bana Binanga bertangg ungjawab terhadap musuh yang datang 

dari arah laut. Kesepakatan antara kerajaan-kerajaan di Pitu Ulunna 

Sa/u dengan di Pitu Ba'bana Binanga ini, diibaratkan bagai kan sebuah 

pupil mata ya ng berpadu warna hitam dan putih, yang paduannya 

memfungsikan mata. Hal ini mengandung makna dan nilai persatuan 

dan kesat uan da lam membangun tatanan keh idupan bersama yang 

a man dan terti b anta rkerajaan di kawasan Mandar. ltulah sebabnya 

sejumlah penulis berpendapat bahwa Perjanjian Luyo inilah yang 

mendasar i seh ingga dikenal dengan istilah "sipamandar", ya ng 

bera rt i sa ling memperkuat atau memperkokoh persatuan dan 

kesatu a n. s~ 

Selain itu, jika disimak versi yang lain juga memberikan 

petunjuk bahwa Pe rj a nji a n Luyo mengandung nilai toleransi 

dan persaudaraan. Nil ai toleransi ini tercermin dari isi perjanjian 

yang a nta ra lain menyebutkan bahwa "Sipatuppu diadaq sipalete 

dirapang, adaq tuho di Pitu Ulunna S alu, adaq mate di Pitu Baqbana 

Binanga", ss yang berarti sa ling menghormati hukum dan peraturan 

masing-masing, yaitu hukum hidup (ade' tuho) di Pitu Ulunna Salu 

dan hukum mati (ade' m ate) di Pitu Ba'bana Binanga. Sementara 

5' Hamsah, M. Darwis, 1987. Hakekat Budaya Mandar. Makalah ya ng disampa ika n 
pada Seminar Kebudayaan Manda r, tanggal 26-27 ovember 1987, di Polewa li, him. 6; 
Saharuddin, 1985, /oc. cit..;Sjariffudin, op. cit., him. 385. Penciapat ini seja la n dengan 
versi Mandra te ntang isi Perjanjian Luyo, yang antara lain menyebutkan bahwa "menjarimi 
passemandarang'', yang berarti "menjadilah persemandaran" (satu Mandar). Mandra , 
1987, op. cit., him. 95; Sjariffudin, op. cit., him. 294-295. 

55 Mandra, 1987, loc. cit. 
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nilai persaudaraan tersebut tercermin pada pernyataan "Nenek di 

PituU/unna Sa/u, cucu di Pitu Ba'bana Binanga".56 Dengan demikian, 

Perjanjian Luyo bukan hanya merupakan kesepakatan bersama 

antara kerajaan-kerajaan di Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Ba'bana 

Biananga dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kesejahtraan 

di kawasan Mandar. Akan tetapi, perjanjian ini juga mengandung 

nilai persatuan dan kesatuan serta nilai toleransi dan persaudaraan 

diantara kedua belah pihak. 

Gambaran singkat tersebut, menunjukkan bahwa hubungan 

antara Kerajaan Balanipa dengan kerajaan-kerajaan lainnya, 

terutama ke rajaan-kerajaan di daerah Mandar, tidak hanya dilandasi 

oleh sikap persatuan dan kesatuan, tetapi juga oleh sikap toleransi 

dan persaudaraan di dalam menata kehidupan bersama di daerah 

itu . Sikap inilah yang mendasari sehingga lahir sejumlah ikrar atau 

perjanjian persahabatan yang dikenang oleh masyarakat sebagai 

suatu konvensi dalam kehidupan dan hubungan antarkerajaan di 

daerah iniY Sebagai contoh perjanjian antara Kerajaan Balanipa 

dan Bone, yang dinyatakan dalam /ontarak bahwa apabila orang 

Balanipa (Mandar) ke Bone dan bermalam maka ia menjadi orang 

Bone, demikian pu la sebaliknya apabila orang Bone ke Balanipa 

dan bermalam maka ia menjadi orang Mandar. lkrar yang sama 

dijumpai antara Balanipa dan Gowa, Balan ipa dan Sawitto, dan 

antara kerajaan- kerajaan lainnya.s8 1tulah sebabnya ketika Kerajaan 

Balanipa diserang oleh Belanda, kerajaan ini senantiasa mendapat 

dukungan dan bantuan, baik dari Kerajaan Gowa, Bone, dan Sawitto, 

;,, Mutha lib, op. cit., him. 26. 
·, Da la m kaj ian d ilakukan o le h Am ie r Sja riffudi n tcntang pe rjan jian a ntarkerajaa n 

bcrdasa rkan /ontarak, d iscbutka n ba hwa sedikitnya terdapa t 75 pe rjanjian hubungan 
anta rke rajaan di Sul awesi Selatan, termasuk d i daera h Manda r (Sja riffud in, op. cit., hi m. 
187-360). 

' Syah, 1992, Lontarak Pattodioloang di Mandar, op. cit. , him. 13-1 5; Sjariffudin, op. 
cit., him. 2 78-2 79 dan 346-350; Mandra, 1987, op. cit. , him. 59-61. 
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maupun dari keraj aan-kerajaan lain di daerah Mandar. Demikian 

pula sebaliknya keti ka kerajaan-kerajaan itu diserang oleh Belanda, 

Kerajaan Ba lanipa senantiasa pula memberikan dukungan dan 

bantuannya. Hal itu t entu berkaitan dengan sikap yang dianut dalam 

memandang kerajaan-kerajaan lain sebagai bag ian yang terpisahkan 

dari keberadaannya.[] 
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PEM ERINTAH Hindia Belanda semakin menaruh perhatian atas 

pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura menjelang 

abad XX. Perh atian itu tidak saja semata-mata berlandaskan pada 

kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandaskan pada kepentingan 

politik. Sebab, tanpa penguasaan pada bidang politik, adalah satu hal 

yang mustahil untuk dapat menguasai bidang ekonomi. Sehubungan 

dengan itu, pemerintah kolonial Belanda merasa perlu terlebih 

dahulu melakukan penguasaan po litik untuk lebih menanamkan 

kekuasaannya atas daerah-daerah yang berada di luar Jawa . Sela in 

itu,juga karena ada kekhawatiran bahwa daerah-daerah yang belum 

dikuasai secara langsung kelak akan melakukan hubungan dengan 

kekuasaan asing lainnya. Jika hal itu t erjadi, maka dapat dipastikan 

bahwa Beland a akan menemukan kesulitan untuk membangun satu 

kesatuan politik di wilayah bekas kekuasaan Vereenigde Oost lndische 

Companie (VOC). ltulah sebabnya pemerintah kolonial Belanda harus 

melakukan satu tindakan mil iter, terutama terhadap daerah-daerah 

yang selama in i dianggap sering menentang Belanda. 

Per luasaa n pengaruh dan kekuasaan pemerintah Hindia 

Be Ianda melalui tindakan mil iter terhadap kerajaan-kerajaan yang 

berdau lat dikenal dengan "pol itik pasifikasi" (pacificatie politiek) . 

Secara harafiah, pol itik pasifikasi berarti politik perdamaian. Namun 

demikian di ba lik kebijakan itu hal terpent ing adalah bagaim ana 
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menguasai secara langsung seluruh wi layah Hindia Belanda yang 

telah dipandang secara de jure berada dalam kekuasaan pemerintah 

kolonial Belanda1 tetapi secara defacto sejumlah kerajaan masih 

dinyatakan merdeka dan berdau lat. ltulah sebabnya pelaksanaan 

politik pasifikas i itu d iikuti dengan t indakan peng iriman pasukan 

ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih 

merdeka dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonial 

d iberi status kerajaan sekutu dan kerajaan pinjaman. 

Pemerintah Hindia Belanda di Makassar pada tahun 1 9 00/ 

mulai menyebarkan informasi kepada kerajaan-kerajaan sekutu di 

j azirah selatan Sulawesi1 bahwa kebijakan "pelabuhan bebas" akan 

dihapuskan1 dan kepada mereka akan dibebankan uang gant i rug i 

atas pungutan pajak impor1 ekspor1 cukai 1 pajak pe labuhan1 paja k 

jangkar1 dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pelayaran 

dan perdagangan.59 Ganti rug i itu pada dasarnya merupakan langkah 

politik untuk menegaskan bahwa wilayah-wilayah kerajaan sekutu 

dan pinjaman di kawasan ini berada di bawah kekuasaan pemerint ah 

kolonial Belanda. Tentu saja kerajaan -kerajaan sekutu dan pinjaman 

menolak kebijakan itu karena akan mengurangi sumber pendapatan 

dan w ilayah kekuasaan mereka . Sikap kerajaan-kerajaan sekut u 

'"Makassar dinya takan scbagai pelabuhan bebas mulai 1 j anuari 1847 dan bcrubah 
menjadi pc labuhan waj ib pajak mulai pada t<~ngga l 1 Agustus ·1 Y06. Kajian leb ih lanjut 
mengenai hal ini baca, Poel inggomang, Edward L. , 2002. M akassar A bad XIX Studi 
Tentang Kebijakan lvlaritim Uakarta: Kcpustakaan Populer Grameel ia, Cctakan Pcrtama). 
Patut dikemukakan bahwa kcti ka pemerintah kolonia l Belanela ingin membatalkan 
kedudukan Makassar sebagai pclabuhan bebas pacla 1872. Banyak pi hak beranggapan 
ba hwa kebijakan itu pasti merugikan kcduclukan ckonomi pemerintah karena pelaut dan 
pcdagang dari Sulawesi Selatan yang ketika itu d ipandang mernainkan peranan penting 
dalam dunia perdagangan mari tim akan mengalihkan kegiatan mereka ke bandar niaga 
asing, khususnya Singapura, Pcnang, dan banclar-bandar di Semenaj ung Melayu. Pcran 
penting mcrcka i tu berkaitan dengan penguasaan perdagangan proeluksi laut yang 
sangat el ibutuhkan o leh pedagang Eropa untuk menja lin perelagangan mereka dengan 
Ci na, penghasil proeluksi teh yang sa ngat laris eli Eropa. Sejarah mcncatat peran mereka 
elalam membangun kawasan nelayan yang d ikembangkan o leh Thomas Stan ford Raffles 
menjadi Banelar tcrpenting eli 1\sia Tenggara yaitu Singapura (Wong Lin Ken, The Trade 
of Singapore, 1819- 1869 (Si ngapore: Tie W ah Press, 1961, JMB RAS Vol. XXXI II, No. I ). 

Penataan Mandar dalam Masa Kolonial Belanda 1905 - 1942 I 43 



dan pinjaman itulah yang antara lain menyebabkan pelaksanaan 

kebijakan pelabuhan wajib pajak di Makassartertunda.60 

Sikap kerajaan-ke rajaan sekutu dan pinjaman itu lah ya ng 

mendasari pemerintah Hindia Belanda dalam perluasan pengaruh 

dan kekuasaan ko lonialnya di w ilayah in i, berkesimpulan bahwa 

satu-satunya pemecahan terhadap "keresahan" yang menyusahkan 

pemerintah kolonial Belanda yang sudah berlangsung bertahun­

tahun di wi layah yang diju luki "pulau keonaran" (de onrust eiland), 

ada lah "kampanye pengamanan" atau penaklukan secara m iliter, 

serupa dengan yang di lakukan di Aceh. 6
' Sehubungan dengan itu, 

Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya, Corneli s Alexander 

K:roesen (~903-~906), memberikan pertimbangan kepada pemerintah 

pusat di Batavia (surat tertanggal n Februari ~904) untuk melakukan 

tindaka n militer t erhadap kerajaa n-keraj aan yang menentang 

kebijakan ganti rugi pemungutan paj ak.6' ltu lah sebabnya ket ika 

Johan nes Benedictus van Heutsz tampil mengganti kan Willem 

• Salah satu ker<~jaan pinjaman yang mcnentang kcbijakan itu, ia lah Kcrajaan Bone. 
Kcndati pun Gubcrnur Sulawesi scndiri yang menginformasikan rcncana tersebut dengan 
berkunjung langsung ke kerajaan itu. Kcmudian masih d ijelaskan lagi o lch residen yang 
ditempatkan di Ronc <sesuai sural Gubernur tertanggal 19 Maret 1900L Sebab-sebab 
lain tcrtundanya pelaksanaan kcbi jakan wajib pajak di Makassar; Pert,m1d, mcnurut 
basil penelitian Vermeulen (1896) dan laporan Gubcrnur Sulawesi, Gcrrit W.W.C. Baron 
Kocvcl l (1 898-1903) pada 1900, penduduk Sulawesi Sclatan memegang pcran penting 
clalarn kegiatan niag.1 el i w ilayah Kepul ;w an Hindia Bclanda bagian tirnur. Kcdua laporan 
in i rnenyebabkan pcrncr intahan rneragukan kctcrang;m bahwa keb i jak,lll pclabuhan 
wajib pajak hanva ak<lll rnengurangi volume perdagangan eli Makassar scbcsar 22 perscn. 
Kedua, kerajaan-kerajaan burniputera dapat rnemblokilde pelayaran pcndudul.. ke bandar 
niaga pemer intah. f..etiga, diperkirakan pcndapatan d<1r1 kerajaan-kcr,lJaan bumiputera 
tidak dapat dipenuhi. Keempat, kerajaan-kcrajaan burniputera dapat mcngcmbangkan 
banclar niaga merck,, untuk bersa ing clcngan bandar niaga pemerintah schingga muncu l 
pcrdagangan gclap. Kelima. kerajaan-kcrajaan burniputcra dapat meningkatkan hubungan 
po litik dan ekonorni dcngan negara asing sehingg<~ rncngancam kccludukan pol itik clan 
ckonorni pemerintah (Poclinggornang, 2002. op. c it. , him. 90-91 ). 

"' Harvey, Barbar,, Sillars, 1989. Pemberontakan K<1har Muzakkar Odri Trddisi Ke 01/ 
Til. j akarta: Pustaka Utarna Grafi ti, hlrn. 46. 

"' Kroesen rnenyarankan untuk mclakukan tindJkan militer, tcrutama terhaclap 
Kcrajaan Bone dan Luwu. Karena kcdua kerajaan iini mcmi liki pengaruh kuat el i Sulawesi 
dan gigih menentang kcbijakan ganti rugi pemungutan pajak (Poelinggomang, 2002. op., 
c it. , him. 91 ). 
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Roosenboom (~899-1904) sebagai Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda pada tanggal 1 Oktober 1904, ia mulai mencanangkan 

suatu kebijakan untuk menguasai secara langsung seluruh wi layah 

Hindia Belanda. Van Heutsz memberikan label kebijakannya itu yang 

secara hal us disebut sebagai politik perdamaian (pacifica tie politiek) . 

Sesungguhnya kebijakan ini dirancang untuk menguasai sepenuhnya 

atas wilayah koloninya di Indonesia, termasuk di Sulawesi dan Daerah 

Bawahannya. 

Setelah situasi di Aceh dapat dikendalikan, pemerintah 

Hindia Belanda mengalihkan perhatiannya ke Sulawesi dan Daer<lh 

Bawahannya untuk segera menyelesaikan segala hambatan ya ::J 

dihadapinya, termasuk dalam merealisasikan kebijakan wajib pajak 

di w ilayah ini . Berkaitan dengan itu Menteri Koloni memberikan 

saran bahwa apabila perundingan dengan kerajaan -kerajaan 

berdaulat tentang jumlah ganti rugi t idak terselesaikan, ia tidak 

melihat motif untuk menyudahi perundingan penyelesaian berbagai 

kesulitan yang dihadapi dengan mereka".63 Mengikuti pernyataan 

Menteri Koloni tersebut, Gubernur Jenderal Johannes B. Van 

Heutzs (1904-1909), dalam suratnya kepada Direktur Departemen 

Keuangan (tertanggal 25 Januari ~905), menyatakan bahwa sesuai 

dengan keinginan Menteri Ko loni, maka secepat mung kin dilakukan 

kontrak dengan penguasa kerajaan-kerajaan berdaulat di wilayah 

Sulawesi dan Daerah Bawahannya untuk mengambil alih hak pajak 

perdagangan, dan semua yang berkaitan dengan masalah terse but, 

dan segera mempersiapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak 

perdagangan dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1906 . 

Direktur Departemen Keuangan, dalam pertimbangan dan sarannya, 

menyatakan bahwa demi menjamin kepentingan perdagangan maka 

'" Sumber Ar~ rp ; ANRI, Arsip rinanc ien o. 706, "Missive v.u1 den Minister van 
Kolonien ... 19 ovcmbcr 1904"; Poclinggomang, 2002. op., cit. , him. Y I dan 240. 
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kerajaan-kerajaan berdaulat di wilayah itu harus bersedia mengakui 

hak pemerintah Hindia Belanda untuk memungut pajak perdagangan 

di wi layah kekuasaan mereka.64 

Kegagalan perundingan yang mereka alami, mendorong 

Gubernur Jenderal Van Heutzs mencanangkan politik pas ifikasi 

dengan langkah- langkah militer. Untuk mewujudkan kebijakan 

itu, dipersiapkanlah suatu pasukan pendudukan atau ekspedisi 

militer Belanda, guna menaklukkan dan memaksa kerajaan­

kerajaan yang menolak memenuhi tuntutan yang diajukan oleh 

pemerintah Hindia Belanda, terutama terhadap kerajaan-kerajaan 

yang masih berkedudukan sebagai kerajaan sekutu dan pinjaman 

ketika itu. Sehubungan dengan itu, Gubernur Sulawesi Alexander 

Kroesen mengajukan kepada Van Heutzs pada April 1905, agar 

selain Kerajaan Bone dan Luwu dilakukan pula tindakan penaklukan 

terhadap Kerajaan Gowa. Sebab, Kerajaan Gowa dianggap gagal 

memenuhi kewajiban menurut perjanjian atau dianggap telah 

melanggar perjanjian yang sudah ditandatanganinya, yaitu dengan 

mengirimkan sej umlah pasukan bersenjatanya untuk membantu 

Kerajaan Sawitto, suatu daerah yang bang kit memberontakterhadap 

kekuasaan pemerintah Hindia Be Ianda. 65 

Menanggapi usulan itu, Gubernur Jenderal Van Heutzs dalam 

pertimbangan dan sarannya, menyatakan bahwa ia tidak yakin 

pelanggara n yang dilakukan itu dapat dijadikan alasan untuk 

menaklukkan Kerajaan Gowa, terutama tanpa peringatan terlebih 

dahulu. Karena itu Van Heutzs memperingatkan bahwa harus 

bersikap hati-hati agar tidak memancing timbulnya perlawanan 

atau menghindari kesan bahwa pemerintah Hindia Belanda hanya 

mencari-cari alasan untuk menguasai secara langsung seluruh 

64 Poelinggomang, 2002. op._ CIL him. 92. 
" Harvey, 1989. op. cit. , him. -! 7. 
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wilayah Sulawesi dan Daerah Bawahannya. Lebih lanjutVan Heutzs 

menyatakan bahwa tindakan militer yang pertama harus dilakukan 

terhadap Bone karena d ianggap sebagai "kerajaan yang pa ling kuat 

dan yang paling berbahaya" ketika itu.66 

Gubernur Kroesen setuju tindakan m i liter yang pertama 

dilakukan terhadap Ke rajaan Bone. Karena se lain kerajaan paling 

kuat dan berbahaya, j uga karena "sikapnya yang kurang ajar". Hal 

ini d idasarkan pada kenyataan bahw a ke rajaan ini sesungguhnya 

berstatus sebagai kerajaan pinjaman namun menolak tuntutan 

yang diajukan oleh pemerintah kolonial untuk menguasai pelabuhan 

BajoE dan Pallime. Menurut Kroesen bahwa demi menegakkan dan 

mempertahankan kewibaw aan pemerint ah Hindia Belanda, dan 

untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam 

hubungan dengan para penguasa bumiputra, serta persetujuan 

terhadap tuntutan -tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Hindia 

Belanda harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan. 67 

Kenyata an itu m endorong Van Heutsz untuk segera 

m elaksanakan kebija kannya (pacificatie politiek) dengan t indakan 

militer di wi layah ini . Dalam suratnya kepada Gubernur Sulawesi 

C.A. Kroe sen tertangga l ~4 Juli ~905, tampak jelas keinginan dari 

pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan tindakan penaklukan 

dan menguasai secara langsung seluruh wilayah Sulawesi dan 

Daerah Bawahannya . Pada int inya, surat itu beris i per intah 

kepada Gubernur Sulaw esi C.A. Kroesen, untuk memaksa semua 

penguasa atau raja -raja dari kerajaan-kerajaan di w ilayah in i agar 

menyerahkan kekuasaan pemerintahannya, yaitu tunduk, patuh, 

dan taat sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda dengan 

"" Ibid. , him. 48. 
,,. Sumbcr Arsip. C. A Krocscn, "Memori van O vergav<•" (Ap ri i1 903-Scptcmber 190(,); 

Harvel . ibid. 
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menandatangani korte verklaring (pernyataan pendek) dalam waktu 

yang singkat.68 Rumusan korte verk/aringtersebut, dipengaruhi oleh 

perubahan kebijakan po litik pemerintah Belanda berdasarkan Pi data 

Tahta (Troom Rede) Ratu Belanda pad a ~90~, yang menjadi landasan 

Politik Etis di Hindia Belanda sekaligus pernyataan diplomatis untuk 

membenarkan penguasaan terhadap kerajaan -kerajaan di wilayah 

Sulawesi dan Daerah Bawahannya.69 

Berkaita n dengan itu tida k berlebihan j ika Dirk Fock, yang 

kemud ian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (~92~-~926), 

menyatakan bahwa ekspedisi militer tersebut dilakukan karena 

para raja atau penguasa dari kerajaan-kerajaan di wilaya h itu t idak 

mentaati perjanjian dan bersikap tidak adil te rhadap rakyatnya, 

dan khusus terhadap Kerajaan Gowa ditambahkan tuduhan sebagai 

tempat pelarian para pencuri dan dedengkot penada h barang 

curianJ• Sementara menurut Cramer, bahwa pemerintah Hindia 

Belanda berkewajiban melakukan tindakan bersenj ata ka rena 

bertanggungjaw ab atas kepulauannya .71 Pernyataan-pernyataan 

in i seakan -akan membenarkan tindakan mil iter yang dilancarkan 

pemerintah Hind ia Belanda keti ka itu sebagai tugas suci untuk 

mengada kan, memajukan, dan memaslahatkan penduduk 

bumiputra seperti rumusan Politik Etis KabinetA. Kuiper pada ~go~J, 

66 C.A. Kroesen, op., cit., him. 9; Pocli nggomang, 2004, Perubahan Politik dan 
Hubungan Kekuasaan Makassar 7906-7 942. Yogyakarta: Ombak, him. 46; Baca, j.M. 
Somer, De Korte Verklaring !Breda: Corona, 1934). Korte Verklaringterdiri dari tiga pasa l. 
Pasal satu memuat pernyataan men)'erhkan wilayah kckuasaan kepada pemerintah 
Hindia Belanda da n menytakan kese tiaan dan ketaatan kepada pemerintah Belanda 
dan perwakilannya di Hind ia Belanda. Pasal clua mem uat janj ia untuk tidak melakukan 
hubungan dcngan ke rajaan a sing, musuh pemcrintah juga mcnjacli musuhnya da n sahabat 
pcmerintah mcnjadi sahabatnya. Pasal ketiga, mengaku i dan menjalankan emua perintah 
clan peraturan vang dibuat oleh pemerintah. 

69 Poclinggomang, 2002, op., cit., him. 92; Harvey, op., cit. , him. 46. 
-o H. van Kol , Nederlansch-lndie in de Staten Ceneraal 1897-1909. s'Gravenhae : 

Marti nus Nijhoff, 19 11 , him. 300-301. 
" Ibid, hi m. 301. 
-, Poelinggomang, 2002, op., cit. , him. 93. 
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Gambaran itu menunjukkan bahwa kebijakan politik pasifikasi 

hanyalah sebuah kedok. Hal ini tampak dari tuntutan yang diajukan 

kepada penguasa kerajaan-kerajaan di wil ayah ini. Terhadap 

Kerajaan Bone misalnya, dituntuttiga hal, yaitu : kerajaan diharuskan 

menandatangani penyera han wilayahnya kepada pemerintah 

Hindia Belanda, dan menyetujui ganti rugi penarikan pajak ekspor 

dan impor, serta mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk 

menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi di 

pelabuhan itu. Karena tuntutan itu ditolak oleh pihak penguasa 

Bone sehingga pemerintah Hindia Belanda segera memerintahkan 

persiapan pemberangkatan pasukan pendudukan atau ekspedisi 

mil iter untuk menaklukkan ke rajaan-ke rajaan di wilayah in i. Ekspedi 

mil iter Belanda yang kemudian dikenal dengan sebutan " Eksped isi 

Militer Sulawesi Selatan 1905" (Zuid Celebes Expeditie 1905) itu, 

mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan di wi layah Sulawesi 

dan Daerah Bawahannya.73 

Penggunaan kekuatan mil iter untuk memaksa penguasa 

lokal menerima dan menandatangani pernyataan pendek yang 

disodorkan, dilakukan ka ren a berbagai upaya diplomasi atau jalan 

damai yang ditempuh tidak berhasil. Bahkan kerajaan pinjaman 

juga bertekad menolak tuntutan pihak pemerintah Hindia Belanda 

untuk menguasai langsung kerajaannya, seperti yang ditunjukkan 

oleh penguasa Bone. ltulah sebabnya J. H. van Kol dan C. Th . va n 

Deventer menyatakan bahwa pengiriman pasukan pendudukan 

merupakan suatu "kewaj iban", kerena pemerintah Hindia Belanda 

bertanggungjawab bag i ketertiban dan keamanan di seluru h 

Kepulauan Nusantara .74 Hal ini lah yang mendasari surat perintah 

yang dikirim oleh Gubernur Jenderal Van Heutzs kepada Gubernur 

- [.B. Kielstra, lndisch Nederlandsch Ceschiedkundige Schetsen. Haarlem: De Erven F. 
Bohn, 1910, him. 357; H . van Kol, /oc., cit.; Poelinggomang, 2002, op., cit. , him. 93 dan 240. 

"" Poelinggomang, 2004, op.cit., him. 48; H. van Kol, op.cit., him. 300-301. 
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Kroesen ditindaklanjuti dengan pengiriman pasukan ekspedisi dari 

Jawa ke Sulawesi Selatan. Pengiriman pasukan ini pertama-tama 

ditujukan untuk menaklukkan Kerajaan BoneJs 

Setelah Bone berhasil ditaklukkan dan diduduki, aksi militer 

selanjut nya diarahkan kepada kerajaan-kerajaan lainnya, seperti 

Kerajaan Gowa, Luwu, Sidenreng, Wajo, Barru, Suppa, Sawitto, 

dan lainnya. Menurut Gubernur Kroesen bahwa "sukses gemilang 

75 Pengiriman pasukan militer itu di laksanak;1n pada pcrtcngahan bulan Jul i 1905. 
Pasukan dari )awa Barat diberangkatkan dari Tanjung Priok pad<~ tanggal 11 clan 13 Juli 
1905. Pasukan bantuan dari Jawa Tengah diberangkatkan dari Scmarang pacla tanggal 
13 dan 15 Jul i 1905. Sementara pasukan dari Jawa Timur d ibcrangkatkan dari Surabaya 
pada tanggal 13 clan 15 Juli 1905. Seluruh armada pcrang clan pasukan itu bcrangkat 
dengan tujuan pertama adalah ke pelabuhan Bajoc dan Pa l lime (Kcrajaan Bone}. Armada 
perang yang dikirirn itu telah berhasil berkumpul eli pcrairan Kcrajaan Bone pada tanggal 
19 Juli 1905. Hal itu menunjukan bah\\a sasaran pertama tinclakan penaklul..an adalah 
terhadap Kerajaan Bone. Pili han pertama pada kcrajaan ini diclasarkan pada kem ataan 
bah\\ a kcrajaan ini sesungguhnya berstatus sebagai kerajaan pinjaman namun mcnolak 
tuntutan pcmcrintah kolonial untuk menyerahkan kckuasaan dan tunduk pacla pcmerintah 
Belancla. Sikap raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri (1895- 190 5) itu mengisyaratkan 
pada pemerintah kolonial bahwa kerajaan itu telah merniliki p<'ngaruh vang luas dan 
mendapat dukungan dari sejumlah kerajaan sahabat. )ika tidak demikian pasti Ra ja Bone 
ini tidak bersikap menentang, karena pengangkatan dan penob,1t,1nn1·a mcnjadi Raja Bone 
itu atas dukungan dan bantuan pihak pemerintah kolonial. O lch karcna itu, pasukan 
ekspedisi dipusatkan untuk menyerang Bone dengan perhitungan hila kcrajaan ini berhasil 
dipaksakan mem erahkan kekuasaannva dan menanclatangani Pcrnyataan Pcndek maka 
kerajaan-keraj aan lain akan mudah ditakluk J..an. Ekspcdisi mi l iter ini dipimpin olch 
Kolonel lnfa ntri C.A. van Loeren dan sebagai wakil komandan ,1dalah Kolonel K;~valeri 
L.D.C. de Lannoy. Jumlah armada yang berkumpul eli perairan Ker.1 jaan Bone ttu terdiri 
dari 7 kapal perang, 1 kapal pengintai, 7 kapal KPM, I kapal pemt•rintah, dan I k.1pal polisi . 
Jumlah anggota pasukan seluruhnya adalah 1.331 orang, tcrmasuk 88 perwira dan 576 
anggota non tempur. Komandan mi l iter Van Loercn, sctc lah semua armada bcrkumpul, 
mengirim utusan untuk men} ampaikan sural tuntutan. lsi pokok tuntutan itu memuat 
t iga hal: pertama, penguasa kerajaan diharuska n menandatangani akte pen} erahan 
w ilayahnya kepada pcmerintah Hindia Belanda; '-cdua, menyctujui ganli rugi penarikan 
pajak impor dan ckspor; dan ketiga adalah mengakui hak pemcrintah H india Bclanda 
untuk menguasai pelabuhan kerajaan dan menempatkan polisi eli pe:abuhan itu. Tuntutan 
ini sudah harus dipenuh dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika tidal.. maka pihak militer akan 
melancarkan pen} erangan. Tuntutan itu ditolak oleh pihak pemcrintah kerajaan, sehingga 
pada d ini hari, 21 Ju l i 1905, pihak mi liter Belanda memulai mclancarkan scrangan. 
Meskipun serang itu mendapat perlawanan yang gigih dari laskar Bone yang mendapat 
bantuan pasukan dari kerajaan Gowa, Soppeng, dan Wajo namun akhirm a berhasil 
ditaklukkan. Poelingomang, 2004, op. cit. , him 4 6-49 dan 75-90; Amir, Muhammad. 
2003. Perlawanan Bone Terhadap Belanda Tahun /905. Makassar: Era Media; Daeng 
Patunru, Abel. Razak. 1989. Sejarah Bone. Ujung Pandang: Yayasan Kcbudayailn Sulawesi 
Selatan, 1989. 
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tindakan militerdi Bone, hanya menyelesaikan separuh pekerjaan".76 

ltulah sebabnya setelah tindakan penaklukan terhadap Kerajaan 

Bone, dilakukan pula tindakan penaklukan terhadap ke raja an­

kerajaan lainya di jazirah selatan Sulawesi te rse but. Selain itu, juga 

karen a pad a umumnya penguasa lokal bersikap menolak tuntutan 

Belanda sehingga t indaka n militer terus dilancarkan. Meskipun 

demikian tindakan militer yang dilancarkan pemerintah akhirnya 

berhasil memaksa kerajaan-kerajaan itu untuk tunduk di bawa h 

kekuasaan pemerintah Hindia Belanda . Sementara ke rajaan ­

kerajaan kecil tidak melakukan perlawanan yang berarti. Bahkan 

sebagian langsung bersedia menerima dan menandatangani 

pernyataan tunduk yang disodorkan oleh Belanda. Hal itu tentunya 

didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan besar dan kuat 

saja tidak mampu menghadapi agresi mil iter Be Ianda. 

Kenyataan itu pula yang menyebabkan para penguasa kerajaan 

di daerah Mandar (sekarang, Sulawesi Barat) tidak dapat menolak 

pe rj anjian yang disodorkan oleh pemerintah Hindia Belanda . 

Kerajaan Balanipa misalnya terpaksa harus menandatangani 

"tambahan perjanjian" (supplementair) tentang hak pemerintah 

untuk memungut pajak impor dan ekspor, cukai, pajakjangkar, pajak 

pelabuhan, dan pajak lainnya yang menyangkut pelayaran, serta 

hak pemerintah untuk mengawasi pelabuhan pada uAgustus 1.905. 

Perjanjian yang sama dilakukan pula terhadap ke rajaan-kerajaan 

lainnya, seperti Banggae (1.3 Agustus 1.905), Pamboang (1.4 Agustus 

1.905), Binuang (21.Agustus 1.905), Mamuju (5 Oktober1.905), Sendana 

(6 Oktober 1.905), dan Tappalang (8 Desember 1.905). Perjanjian 

itu masing-masing mendapat persetujuan dan pengesa han dari 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Februari 1.906.17 

' '' Harvey, op., cit., him. 49. 
'' Penandatangan Tambahan Perjanjian antara para pcnguasa (mara 'dia) bersama 

hadatnya dengan Pe merintah Hindia Belanda tersebut, baca, Pemda. 1991 . Sejarah 
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Sesungguhnya perjanjian itu merupakan tambahan dari 

perjanjian-perjanj ian yang te lah ditandangani sebelumnya antara 

para penguasa Mandar dengan pemerintah Hindia Be landa. Karena 

menjelang akhir abad XIX, pemerintah Hindia Belanda mulai 

mendesak dan berhasi l memaksa kerajaan-kerajaa n di Mandar 

agar mengakui dan menyatakan berada dan merupakan bagian 

dari wilayah pemerintah Hindia Belanda. lni jelas dapat diketahui 

dari ketentua n-ketentuan yang terdapat da lam perjanjian yang 

disodorkan dan ditandatangani kepada dan oleh para penguasa 

Mandar.78 ltu lah sebabnya ketika Residen Brugman dan Kontrol ir 

Dhomen dalam perja lanan dinasnya untuk mengetahui berbaga i 

persoalan politik dan lainnya di daerah Mandar, tidak mengalami 

hambatan atau kesulitan dan bahkan dinyatakan berhasil dengan 

baik .79 Hal ini je las dinyatakan dalam kawat yang dikirim oleh 

Gubernur Sulawesi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 

sebagai berikut: 

Perkembangan Pemerintahan Propinsi Sulc~wesi Selatan. Ujung Pandang: Pemeri ntah 
Prop insi D acrah Tingkat I Sulawesi Sel<:~tan, him. 181 -19 7; Nootcboom C. Kcr.1Jaan 
Balanipa-MJndar (terj) "NOli! van toelichting betreffende het Lanssc.:hap Balangnipa Tajd. 
LI V 503-535, 1912" . Ujung Pandang: Laporan Penel il ian BKSNT, 1994/ 1995, hi m. 25; 
Poelinggomang. 2002, op., cit .. him. 9-1. 

• Perjanjian-perjanj ian itu misalnya: Kc>rajaan Balanipa oleh M ara'dia I 1\ \anda\\ari 
bersama hadatnya pada 18 Januari 1873 cl<m 21 )uni 1897; Kerajaan Cendana oleh Matte 
Ambo Cello Pappuangang Puttada-Pengganl i Mada'dia Cendana dan Hadatnya pada I-I 
Oktober 1862 dan La Gulig<:~ -Pemerinta h Cendana dan para pembcsar negerinva pada 
29 September 1896; Keraja<Jn Banggae oiC'h Mara'dia I )uawara bersama Hadatn} a pad a 
10 Agustu 1892; Kerajaan Pamboang olch l'vlara' dia Latta bersama Hadatn\'a pada 3 1 
Oktober 1892; Keraj aan Tappa lang olch Mara 'dia Andi Musu bcrsama Hadatnya pada 
31 Oktober 1892; Kerajaan Mamuju olch Mara'd ia Karancnc bcrsama Hadatnya pada 30 
Sepetember 1896; dan Kerajaan Binuang olch Mara' dia La Magga D<~eng Si lasa bersama 
Hadatnva pada 2 Oktober 1888 dan 19 )uni 1897 <Sejarah Perkembangan Pemerint,lhan. 
foe.. c it. ). 

- , Berdasarka n Sural Keputusan No. 2580/2 tert. I )uli 1905, Controleur Dhomcn 
diangkat menjad i Con trolcur Mandar dan sckal igus tugas untuk mcncmani Rcs iden 
Brugman, ynng diperbantubn pada Gubcrnur dai;Jm perja lana'l d inasny;, un tuk 
mcngctahui pcrkara-pcrkara penting dalam masalah pol itik sebelum memamngl..u 
jabatannva (LC\ cis, "Memori 'an O verga' e" . op .. cit. , him. 45. 
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No. 340. Makassar, ~8 Juni ~905 

Gouverneur Generaal Buitenzorg. 

"Residentterug Mandharsche landschappen gingen aile nieuw 

contract a an bedregen schade/oosstellingeng uit-voerrechten 

avera! vastgesteld onderteekening overeen-komsten rechten 

later door in Mandhar te plaatsen die avera! welkom was" 

(Residen kem ba li dari kerajaan-kerajaan Mandar dan 

semuanya membuat perjanjian baru tentang sejumlah 

ganti rugi atas bea cukai ekspor-impor yang ditetapkan 

dengan menandatangani perjanjian yang akan ditentukan 

kemudian oleh kontrol ir yang ditempatkan di Mandar, 

dimana-mana kedatangannya diterima dengan baik) . 

Gouverneur. so 

Kesepakatan itu kemudian di realisasikan deng an di ­

tandatanganinya "perjanjian tam bahan" tentang hak pemerintah 

untuk memungut pajak impor dan ekspor, cukai, pajakjangkar, pajak 

pelabuhan, dan pajak lainnya yang menyangkut pelayaran, serta 

hak pemerintah untuk mengawasi pelabuhan di daerah tersebut. 

Meskipun demikian bagi yang menolak perjanjian itu turut pula 

menggalang ke kuatan untuk me lakukan perlawanan terhadap 

Belanda . Pe rlawanan itu antara lain pada November ~905, sekitar 

seratus orang bersenjata di bawah pimpinan I Sanjata melakukan 

gerakan perlawanan yang dianggap mengganggu keamanan da n 

ketertiban d i Campalagian .81 Karena itu pemerintah mengirim suatu 

pasukan yang terdiri dari lima puluh orang serdadu untuk menumpas 

80 Leyds, "Memori van Overgave", ibid. 
8 ' Sesungguhnya pc rlawanan itu dipicu oleh campur tanga n Belanda dalam 

pengangkatanl Ramang (cucu Mara'dia Balanipa dan juga kemanakan Mara 'dia Majenc) 
menjadi M ara 'dia Campalagiang. Pengangkatan itu rncndapat protcs dari I Sanjata (anak 
dari rnantan Mara' dia Carnpalagiang, La Tongae yang ditirukan karcna terl ibat cia lam 
penculikan manusia dan pcrclagangan budakl yang juga merasa bcrhak atas jabatan itu 
(Sinrang, op., cit., him . 207-208; baca, Lcyds, op., cit. , him. 45-46). 
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gerakan itu pada Desember 1905. Pada mulanya usaha itu tidak 

berhasil karena I Sanjata bersama pasukannya mengundurkan 

diri ke arah utara. Mereka kemudian bergabung dengan gerakan 

perlawanan yang dipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang dan I 

Kaco Ammana Pattolawali yang menentang kehadiran Belanda 

dan perjaj ian tambahan itu. Kedua putra Mara'dia Allu, I Gaang itu 

masing-masing berkedudukan sebagai mara'dia malolo (pang lima 

perang) Balanipa dan Banggae . Namun pada akhir Januari 1906, 

pasukan mil iter Belanda berhasil menumpas gerakan perlawanan I 

Sanjata pad a suatu benteng (Tandung) yang berjarak sekitar dua jam 

perjalanan dari Balanipa.82 

Kenyataan itu mendorong para penentang perjanj ian 

mengadakan pertemuan diTimbogading Adolang. Pada pertemuan 

itu dihasilkan suatu kesepakatan yang kemudian dikenal dengan 

Assamalewuang di Timbogading, untuk melancarkan serangan 

balas terhadap kedudukan Belanda di Majene.83 Pada 6 April1906, 

gabungan pasukan (Balanipa, Banggae, Pamboa ng, Allu, Tubbi, 

Taramanu, dan lainnya) melancarkan serang secara mendadak 

terhadap tangsi militer Belanda di Majene . Atas serangan itu 

Kontrolir Ketting Olivera melarikan diri dengan kapal ke Makassar.84 

Karena itu pemerintah segera mengirim bantuan pasukan ke Mandar 

untuk menumpas gerakan perlawanan itu. Sementara para pejuang 

82 Menurut laporan Belanda bahwa "gerombolan perampok" itu berjumlah sekitar 
delapan puluh orang, dan pada peristiwa itu pihak Belancla dintanyatakan t idak 
mengalami kerugian apa-apa. sedangkan pihak gerombolan 14 orang meninggal dan 13 
orang mengalami luka-luka baik berat maupun ringan (l eyds, op., cit., 46; baca, Sinrang, 
op., cit., him. 212-2 13). 

81 Pada pertcmuan itu antara lain d ihacliri o leh Mara 'dia Banggae I juwara, Mara'dia 
Pamboang I Latta, Mara'dia Al lu I Gaang, I Calo Ammana I Wewang, dan I Kaco Am mana 
I Pattolawalo (Sinrang, ibid, hlm.203-205) . 

... Dalam laporan Belanda peristiwa disebutkan bahwa "Lang heef Dhomen hier niet 
gewert, van het is Controleur Ketting die hier b1j de overval op het etablissement op 6 April 
1906 moet vluchtenH. (Dhmen sekian lama tidak dapat bekerja. karena Kontrolir Ketting 
Olivera te lah melarikan diri pada waktu ada serangan secara t iba-tiba terhadap tangsi 
mil iter (Belanda) tanggal 6 April 1906). Baca, Le}'ds,, Joe., cit. 
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mengundurkan diri ke markas atau benteng pertahanan masing­

masing di daerah padalaman.8s 

Setelah peristiwa itu, para penguasa dan rakyat Mandar mula i 

menunjukkan "sikap baik" terhadap Belanda, sehingga sebag ian 

pasukan Belanda di Mandar ditarik kembali ke Makassar. Namun 

beberapa hari sete lah penarikan pasukan itu, sekitar 150 orang 

pasukan bersenj ata di bawah pimpinan antara lain I Calo Ammana 

I Wewang dan I Kaco Ammana Pattolawali melancarkan serangan 

te rhadap pusat pemerintahan Belanda di Majene pada malam 6 

dan 7 Juni 1906. Mereka itu sebagian besarterdiri dari orang-orang 

Allu-Balanipa dan Majene. Pada peristiwa itu pihak penyerang 

bNhasil membakar pesanggerahan yang dipakai sebaga i tempat 

kediaman kontroli r dan rumah sahbandar yang te lah memihak pada 

Be Ianda. Oleh karena itu Kontrolir Mandar terpaksa melarikan diri 

dengan menggunakan "samang" (perahu bersayap atau bercadik 

kecil) ke Parepare. Sementara pegawai kontrolir yang bernama 

Schmidthamer dan seorang opas polisi ditangkap dan dibawa ke 

pedalaman lalu dibunuh. Selain itu, pihak penyerangjuga dilaporkan 

merampas barang-barang dan banyak uang .86 

Gerakan perlawanan itu dengan cepat meluas ke berbagai 

penjuru wilayah Mandar. Sebagian raja-raja yang semula memberi 

dukungan t erhadap kehad iran Belanda, berlahan-lahan memihak 

85 Sinrang, op., cit., hlrn. 217. 
•• Medeclingen Betrcffende Ecnige Mandharsche Landschappcn, "Bijdragen Tot De 

Taal-, Land-En Volkenkunde van ederlandsche- lndie", 62: 649-746, 1909, hlrn. 666; 
Leyds, "Mernori van Overgave, op., cit., hlrn. 46. Kedua sumber as ing ini mernberikan 
penanggalan bulan ya ng berbecla tcn tang peristiwa itu, namun berdasarkan proses 
kes~jarJ h<~ n sclanjutnya rnaka tanggal 6 j alan 7 juni 1906lebih dapat d ipercaya daripada 
tanggal 6 jalan 7 ju li 1906. Sementara perampokan atau perampasan barang-barang itu 
da~at clipcroleh clari berbagai sumber lokal yang menyebutkan bahwa pihak penyerang 
ber,asil mcnyita: 81 pucuk senjata api, 42 peti peluru, 8 peti uang kertas, 2 peti uang 
per.1k, clan I 0 ekor kuciJ; Syah, H.M. Tanawali Azis. 1989. Sejarah Mandar ji/id II. Ujung 
Panclang: Yayasan "AI Azis", hlm.74- 75; Sinrang, op., cit., him. 221. 
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kepada gerakan perlawanan yang dipimpin oleh I Calo Ammana I 

Wewang dan I Kaco Am mana Pattolawali. Patut dikemukan bahwa 

kedua kakak-beradik ini bersepupu satu kali dengan I Juwara Mara'dia 

Banggae. Bahkan I Kaco Am mana Patolawal i adalah menantu dari 

Mara'dia Banggae dan Pamboang (I Juwara dan I Latta). Karena 

itu kedua mara'dia ini t idak dapat dipungkiri kete rlibatannya 

dalam gerakan perlawanan tersebut.87 Untuk menumpas gerakan 

perlawanan itu, pemerintah Hindia Belanda segera mengirimkan 

pasukannya ke Mandar demi untuk memulihkan keamanan dan 

ketertiban di wilayah itu . Namun serangan pasukan Belanda yang 

dipimpin oleh Kapten Lenshoek ke pusat perlawanan di Allu dan 

daerah sekitarnya, mendapat perlawanan dari pasukan I Calo 

Am mana I Wewang di Paropo. Karen a itu pad a 13 Juni 1905 pasukan 

Belanda in i mengundurkan diri kembali ke Balanipa.88 

Kenyataan itu mendorong pemerintah Hidia Belanda untuk 

lebih meningkatkan tekanan karena gerakan perlawanan itu ternyata 

lebih besardaripada dugaan semula. ltulah sebabnya ketika bantuan 

pasukan dari Makassar di bawah pimpinan Mayor Lanz ing tiba di 

Mandar (Majene) pada 19 Juni 1906, Asisten Residen Vermeulen 

segera memerintahkan pasukan itu untuk melancarkan serangan 

terhadap pusat-pusat gerakan perlawanan .89 Tanggal 22 Juni 1906, 

s· Dalam Medeelingeng Betreffende .. . disebutkan bahwa "Met uitzondering van I 
Djoewara en I Latta, de Maradia's van Madjene en van Pembaoeang, die oogluikend de 
overall te Madjene in den nacht van 6 op 7 }uni I 906 toelieten, waren het hoofdzakelijk 
lieden van buiten hetlandschap Madjene ... " (Kecuali I Juwara dan I Latta Mada'd ia 
Majene (Banggae) dan Mara 'dia Pamboang yang secara sembuny i-sembuny i menyetujui 
pemneyerbuan di Majene pada malam tanggal 6 jalan 7 juni 1906, pihak peneyang 
tersebut terutama terdiri dari orang-orang d i luar w ilayah Kerajaan Majene" . Ibid. , him. 
666; Leyds, op., cit., him . 46). 

88 Leyds, ibid; Sagimun M.D., 1961. Perang Sulawesi Selatan. jakarta: Pantia Museum 
Sejarah Tugu 1 asional, him. 533; Abduh, Muhammad dkk., 1985. Sejarah Perlawanan 
Terhadap lmperialisme dan Kolonialisme Di Sulawesi Selatan. Jakarta: Dcpdikbud, 
hlm.166. 

89 Abduh, Muhammad, dkk., ibid.; Syah, H.M. Tanawali Azis, op., cit., him. 76. Asisten 
Residen Vermeulen tersebut, masih menjadi tanya bagi penuli s apakah ia Asisten Reiden 
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mulailah terjadi serangkaian pertempuran antara pasukan Belanda 

dengan pasukan Mandar. Namun pada penghujung peperangan itu 

pasukan Mandardi bawah pimpinan I KacoAmmana Patto lawali yang 

mengundurkan dari ke pedalaman dan bertahan di Benteng Galung 

Adolang, akhirnya harus mengakui keunggu lan musuh (Belanda) 

pada 26 Juni 1.906. Pada peristiwa itu, 5 orang pasukan Belanda 

mengalami luka-luka, sedangkan di pihak pasukan Mandar1.7 orang 

meninggal termasuk di antaranya I Kaco Ammanna Pattolawal i 

(a nak menantu Mara'dia Banggae, IJuwara dan Mara'dia Pamboang 
I Latta ).9° 

Atas kekalahan itu, Mara'dia Banggae I Juawara dan 

Mara'dia Pamboang I Latta (suami istri) bersama sisa pasukannya 

-nengundurkan diri ke Onang, salah satu wilayah bawahan dari 

<e rajaan Sendana . Sedangkan pasukan Mandar la innya yang 

d ipimpin oleh I Calo Ammana I Wewang tetap melanjutkan 

perlawanan terhadap Belanda, berpindah dari tempat ke tempat 

lainnya .9' Mereka juga menjal in hubungan kerajasama dengan 

Mandar kctika atau dacrah (bagian Pemerinta han) lainnya. 
90 Da lam Memori van Ovcrgavc Leyds, disebutkan bahwa "Den 22 sten juni geraakten 

<>nze trocpen slaags met den goed gewapenden vijand, die teruggedreven en tot den 26 
sten in het binnenland vcrvolgd werd. Wij kregen 5 gewonden, terwijl de vijand 17 dooden 
tiel liggen, onder wic Katjoepoeang, schoonzonn van de Maradia van Bembaoeang . .. " 
(Pada tangga l 22 juni terjadi kontak senjata antara pasuk.111 kita (Belanda) dengan musuh 
) ang berscnjata lengkap, yang dapat dipukul mundur dan sampai tanggal 26 juni mereka 
diburu ke pcclalaman. Pihak kita (Belanda) ya ng luka 5 orang, sedangkan pihak Ia wan ya ng 
rnati 1 7 orang yang clibiarkan bigitu saja, di antaranya tcrdapat I Katjupuang, menantu 
hki-laki Maril'dia PJmboang). Lcyds, op., cit., him. 47; baca, Midedcelingen .. . op., cit. , 
~ lm. 660-669. Sedang menu rut sumber lokal bahwa kekuatan Belanda sckitar 500 orang 
1 •asukan dan pada peristiwa itu di pihak Belanda 15 orang mati dan 25 orang mcngalami 
I Jka-luka. Semen tara persenjataan pasukan Mandar terdiri dari bebcrapa pucuk (9) 
mcriam dan ku rang lcbih 200 pucuk senjata (Sinrang, A. Syaiful, op., cit., him. 187 dan 
229; Sya h, M.T. Azis. 1980. Biografi I CaloAmmana I Wewang Topole Di Balitung. Uj ung 
Fandang: Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan, him. 97). 

•• Kendatipun dcmikian keclua mara'dia itu akhirnya bcrhasil pula ditangkap oleh 
musuh pacla bulan )uli 1907. Mcreka kemudian dipec:at dari kecludukannya sebagai 
mara'dia (S K. Gubernur No. 21 ta nggal 16 Desembcr 1907) dan diJsingkan ke Ujung 
Pandang (SK Gubernur o. 22 tanggal 5 Descmber 1907); Le)•ds, loc., cit. 
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kerajaan-kerajaan di Pitu Ulanna Salu (tujuh hulu sungai) dalam 

menghadapi pasukan Belanda. Sementara itu pasukan Belanda 

tetap pula melakukan mengejaran untuk menangkap dan menawan 

I Calo Am mana I Wewang bersama pasukannya, sehingga terjadilah 

serangkaian pertempuran antara kedua belah pihak, seperti kontak 

senjata di Parrewuang, Pal ipi, Salabose, Parribuang, dan Allu Y 

Dalam laporan Belanda, Allu bahkan disebut-sebut sebagai pusat 

gerakan perlawanan dan Kerajaan Balanipa tidak mampu bertindak 

terhadap wilayah bawahannya itu.93 

Gerakan perlawanan itu t idak dapat bertahan lama, sela in 

karena terjadinya perpecahan di antara pemimpin -pemimpin dan 

;Jara penguasa Mandar, juga karena semakin intensifnya patroli 

pasukan Belanda .94 Pada tanggal1o Oktober 1906, I Gaang atau 

Singaang, Mara'dia Allu (ayah dari I Calo Ammanna I Wewang dan 

I Kaco Ammana Pattolawali), salah satu unsur pimpinan gerakan 

perlawanan ditangkap oleh pasukan Belanda.95 Sementara pasukan 

Mandar yang mengundurkan diri ke Onang di bawah pimpinan 

Mara'dia Banggae I Juwara dan Mara'dia Pamboang I Latta akhirnya 

berhasil pula ditangkap oleh pasukan Beland a pada Juli 1907. Dengan 

"' Abduh, clkk., op., cit., him. 189-169; Sagimun M.D., foe. , cit., S)'ah, op., cit. , him. 
83-89; Sinrang, op., cit. , him. 227. 

" Le)'ds, op., cit., him. 46. 
"' Perpecahan itu misaln\'a. antara kelompok I Calo Ammana I VVewang dcngan 

kelompok pemangkuh hadat tcntang nasib para tawan.1n perang tcrutama Schmidthamer 
dan kawan-kawan. Dalam hal ini kelompok pernangkuh hadat tidak mt'nghendaki 
tawanan itu dibunuh, tetapi kclompok I Calo Ammana I Wewang menentangnya dan 
bahkan mcmbunuhnva karcna dikhawatir~an akan melarikan diri. Demikian pula terhadap 
pembunuhan Mara 'dia Onang, I Rukkalumu pada tanggal 14 jul i 1907 olch pa~ukJn I Calo 
Ammana I Wewang karena dianggap tidak bckcrajasama dengan para pejuang Mandar 
yang mengundurbn diri ke O nang (Sinrang, op., cit. , hal 224-228; Mcdcclcelingeng 
Bctrcffcnde .. . op., cit., hal. 676). 

" Dalam "Memori van Ovcrgave" clisebutkan b,1lm a " De hoofd aanlegger van de 
onlusten, Singaang, en de Maradia van Aloe en vader van Katjoepoeang en Tjalo, werd 
den 10 October 1906gevangcng genomen H( Biang kcladi dari pembcrontakan ini adalah 
Singaang, Mara'clia Allu dan ayah dari Katupuang d;m Calo ditangkap pada tanggal 10 
Oktober 1906). Ba<.a, Levels, op., cit. , him. 4 7. 
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alasan demi keamanan dan ketertiban mereka kemudian diasingkan 

ke Ujung Pandang (SK. Gubernemen No. 22 tertanggal 5 Desember 

1907).96 Pasukan Mandar lainnya di bawah pimpinan Muhammad 

Kanna Baso mengundurkan diri ke Mamaju dan bergabung dengan 

gerakan perlawanan ya ng dipimpin oleh La'lang Langi Parrimuku, 

Pattolo Lipu, M attona Pattana Pitu, Mantaroso Pattana Bone, dan 

Sirullah Daenna Maccirinnae. Gerakan perlawanan di Mamuju ini 

baru dapat dipadamkan pada ~908.97 

Berbagai usaha yang di lakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda 

untuk mematahkan gerakan perlawanan I Calo Am mana I Wewang 

bersama pasukannya, akhirnya membuahkan hasil seiring dengan 

t=rtangkapnya musuh utama Belanda itu pada November ~907. 

Dengan alasan demi keamanan dan ketertiban pula, I Calo Am mana 

I Wewang diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke Tanjung 

Pandang, Pulau Balitung (SK. Gubernemen No. ~s tertangga l n 

Maret ~908) .9~ Meskipun demikian tidak berarti ba hwa gerakan 

perlawanan te rhadap Belanda telah berakhir, karena sisa-s isa 

pasukan I Ca loAmmana I Wewang yang tidak berhasil ditangkap atau 

t idak sudi h menyerah tetap berusaha menjalin kerjasa ma dengan 

96 Di antara mereka ya ng diasingkan itu termasuk juga I Kuradc Dacng Mattuttu 
Puang Tondo Pabicara Adolang. Sebelum itu Mara' dia Banggae I )uwa ra dan Mara' dia 
P.1mboang I Latta dipecat dari kedudukannya sebagai mara'dia (SK. Gubernemen No. 
2 I tertanggal 16 Desembcr 1907). I Juwara kemudian diagantikan o leh Rammang Patta 
Lolo, Mara'dia Campalagian, putra Mara'dia Majene Sangkilang (Sukkil ang Tomadio di 
Masigil sebagai Mara'clia Banggae atau Majene (SK. Gubernemen No. 3118 tertanggal 
16 Desembcr 1907). Sedangkan I Lalla digantikan oleh Simanangngi Pakkarama, putra 
Mara'dia Balanipa Tokape sebagai Mara 'dia Pamboang (Mededeelingeng Betreffende . .. 
op., cit., him. 660-669; Leyds, foe., cit. 

97 Pcmbahasan lebih lanjut tentang gerakan perlawanan di Mamuju tersebut, baca 
Sinrang, op., cit., him. 229 dan 239-272; Syah, op., cit., him. 96-100. 

•s Leyds, foe., cit. , Syah, op. cit. , him. 145. Pada masa pendudukan Jepang, I Calo 
Ammana I Wcwang dibebaskan (1944) dan atas usaha keluarganya ia dapat kembali ke 
Mandar setclah menjalani pahit getirnya sebagai seorang taw a nan di tempat pembuangan 
a tau pengasingan selama kurang lebih 36 tahun. Sebagai peringatan alas pengasingan itu, 
I Calo Am mana I Wewang kemudian digelar Topole eli Bali tung. Beliau wafat pada ta nggal 
1 · April 1967 dan dimakamkan di pekaranagan Masjid Limboro, Kecamatan Tinambung, 
Kabupaten Polewali Mandar (Sinrang, op., cit., him. 237). 
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para pejuang Mandar lainnya, terutama di wi la yah Pit u Ulunna Salu 

untuk melanjutkan perlawanan. Pemerintah Hindia Belanda baru 

dapat memadamkan gerakan perlawanan itu pada ~gog , namun 

tetap disebut-sebut dianggap sebagai ancaman bag i patroli pasukan 

Belanda hingga tahun ~g24.99 [] 

.,., Hal itu ditandai dengan tertangkapm a Tomakaka SumiJfororng pad a bulan juli 
1909, dan menyusul Daeng Majannang tenangkap pada bulan Agustus 1909 (Le yds, 
"Mcmori van Ovcrgave", op., cit., him. 55). Sedangkan sumbcr lilin menyebutka n bahwa 
gcrakan perlawanan terhadap Belanda di wilayah Pitu Ulunna Sa lu berlangsung hingga 
tahun 1924 (Sinrang, op., cit., h im. 274-288; Syah, op ., cir .. him. 100- 10 1 08; Abduh, 
dkk., op., cir .• him. 171-1 77). 
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SERANGAN militer yang dilancarkan oleh pemerintan Hindia 

Belanda pada 1905, tidak saja berhasil menaklukkan kerajaan­

kerajaan di Sulawe si dan Daerah Bawahannya . Akan tetapi juga 

merupakan babakan baru dalam sejarah kekuasaan langsung 

pemerintah kolonial Be Ianda atas se luruh wilayah in i. Setelah berhasil 

menduduki kerajaan-kerajaan besardan berpengaruh, seperti Bone, 

Gowa, dan Luwu yang kemudian diikat dengan pernyataan pendek 

(korte verk/aring), hampir dapat dikatakan kerajaan-kerajaan itu 

sudah t idak memiliki kekuasaan lagi. Pemerintah Hindia Belanda, 

memandang dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya 

telah berkuasa penuh atas se luruh wilayah ini. Meskipun demikian 

dalam usahnya untuk melakukan penguasaan atas seluruh wilayah 

ini, untuk sementara waktu pemerintah Hindia Be Ianda menjalankan 

sistem pemerintahan sipil-militer.'00 

Pelaksanaan pemerintahan sipil- militer itu, pada mulanya 

diserahkan kepada Gubernur H.N.A. Swart (Agustus 1906 - Mei 

2908) yang tampil menggantikan C.A. Kroesen (2903 -1906). 

100 Pemerintahan Sipii -Militer itu didasarkan pacta Sural Keputusan Pcmerintah 
tertanggal 9 juli 1906. Hali ini dimaksudkan antara lain untuk meredam gejolak yang 
mungkin muncul akibat ketidakpuasan eli ka langan para bangsawa n. Karena d isadari 
bahwa apa yang terjadi sekarang ini merupakan sesuatu yang sangat asing bahkan tidak 
terpikirkan sama sekali oleh para bangsawanan yang eli Sulawesi Selatan, Tenggara dan 
Barat (Arsip Nasional jakarta, Rapport van het Departement van oorlog No. 1 N il , bi jlagen: 
Afschrift dagboek van Collonne Heldering van met 23 October tot en met 26 October 
1905; Baca, Poelinggomang, 2004, op., cit., him. 96). 
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Dalam menjalankan kekuasaannya, Swart mengangkat setiap 

pimpinan pasukan Belanda yang berada di bagian (ajdeeling) 

dan cabang (onderafdeeling) pemerintahan menjadi pimpinan 

pemerintahan di wilayah pengawasan masing-masing. Penerapan 

sistem pemerintahan sipil- mi liter itu, dimaksudkan untuk dapat 

memperkuat dan mempertahankan pemerintahan dan kekuasaan 

::Jemerintah Hindia Belanda. Selain itu, juga untuk dapat menghadapi 

dan mengatasi tanggapan penolakan dan perlawanan yang 

diperkirakan aka n muncul dari pihak penguasa dan bangsawan 

di daerah ini aki bat penguasaan wilayah dan pengambila lihan 

kekuasaan mereka . Bangsawan yang memberikan tanggap 1 

penolakan dan perlawanan dikejar dan ditawan, jika perlu diasingkan 

dengan alasan demi kete ntraman dan keama nan. Sementara 

bangsawan yang tidak menunjukkan tanggapan penolakan dan 

perlawanan senantiasa diawasi gerak langkah mereka. Bangsawan 

yang bersedia menjalin kerjasama dilindungi dan diberi jabatan 

tertentu. 1 01 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terse but, 

tentu saja tidak dapat diterima oleh kelompok bangsawan yang 

clirugikan dan secara trad isional memiliki kekuasaan ya ng sangat 

besar. ltulah sebabnya pada awal kekuasaannya, pemerintah Hindia 

E:elanda memberlakukan sistem pemerintahan sipil- mil iter. Selain 

itu kebijakan lainnya adalah mewujudkan keinginan yang te lah 

dicetuskan pada tahun 1872, yaitu rencana pembatalan kedudukan 

Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan be bas. Sehubungan dengan 

itu Gubernur Jenderal Van Heutzs menerbitkan Surat Keputusan 

tertanggal 27 Juni 1906, yang isi pokoknya menyatakan bahwa 

mulai 1 Agustus 1906 kedudukan Pe labuhan Makassar berubah 

'"' Poclinggomang, 2004, ibid, him. 97. 
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menjadi pelabuhan wajib pajak (to/ gebied) ! 0 1 Kebijakan wajib pajak 

itu kemudian be rl aku pula terhadap pelabuhan kerajaan-kerajaan 

taklukan lainnya, seperti Balan ipa, Majene, Pambuang, Cenrana, 

Tappalang, Mamuju, Sumbawa, Bima, Sanggar, dan Dom pu.10
3 

Setelah berhasil menduduki dan menguasai kerajaan-kerajaan 

besar dan berpengaruh, seperti Kerajaan Gowa, Bone, Luwu, 

Soppeng, Wajo, Sidenreng, dan kerajaan-kerajaan di daerah Mandar, 

pemerintah Hind ia Belanda memanda ng telah menguasai dan 

berkuasa sepenuhnya atas wilayah ini pad a 1.906. ltulah sebabnya pad a 

31. Desember1.906, GubernurSipil dan Mil ite r, Henricus Nicolas Alfred 

Swart (1.906-1.908) menge luarka n surat keputusan tentang penataan 

;> emerintahan di wil ayah pemerintahan yang dikenal dengan 

pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya (Gouvernement 

Celebes en Onderhoorigheden). 004 Penataan pe merintahan ini 

dipanda ng bersifat sementa ra, karena usaha untuk memaksakan 

kerajaan- kerajaan di wilayah ini untuk menandatangani pernyataan 

pendek masih terus berlangsung. Sebagai contoh tercatat sejumlah 

penguasa kerajaan yang belakangan menandatangani pernyataan 

pendek (korte verk/aring) antara lai n: Sinanangi Pakarama (penguasa 

101 Staatblad van Nederlandsch-Jndie (Lembariln Negara Hindia Belanda) tahun 1906 
o. 300. Baca juga: Poelinggomang, 2002, op., cit., him. 93 . 

101 Poelinggomang, 2002, ibid, him, 93·94. Kebijakan ini diiJksanakan !..arena 
pemcrintah tclah yakin dapat mcmbendung kegiatan pcrd;~ga ngan maritim penduduk 
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat ke pelabuhan-pe labuhan asing. Kevakinan 
pemerin tah itu didukung oleh beberapa hal, an tara lain pcrusahaan pel a' aran niaga 
yang dikelolah oleh pemerintah, Koninlijk Paketvaart Maschappij (KPM) yang didirikan 
pada 1891 tc lah berhasil mempcrluas jalur pcl;~yarannya dan menguasai pelayaran 
perdagangan maritim. Kedu-dukan bandar Maka~sar sebagai ~entra kcgiatan perdagangan 
untuk kawasan Kalimantan dan 1ndone ia bag1an timur telah dialihl..an ke Semarang dan 
Surabaya. Pemerintahan d i Sulawesi Selatan tciJh beralih dalam gcnggaman kckuasaan 
Pemerintah Hindia Beland« sehingga dapat mcmbendung kcgiatan pcrd;~ga ngan maritim 
penduduk ke pelabuhan a sing, seperti Singapura, )ai lolo (ban dar Kesultanan Sulu, Philipina 
Selatan) dan pelahuhan-pelabuhan lainnva di Semenanjung tvtelayu dan Australia. 

•• Sumber Arsip. ANRI, H.N .A. 5" art. "mcmorie van Ovcrgave" (Agustus 1906-Mei 
1908). Baca juga: H.]. Fricclcricy, "De Gowa-Fcdcratie ( 1928)", dalam: Adatrechtbundel 
(XXXI, 1929), h im. 374; Poelinggomang, 2002, op., cit. , him. 89. 
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Famboang pada 13 Pebruari 1908); Rammang Petta Lolo (atas nama 

pemerintah Majene pada 15 Pebruari 1908); Karanene (penguasa 

Mamuju pada 1908); Lorong (penguasa KerajaanAIIa pada nJanuari 

1909); dan I Pancaitana Arung Pancana (penguasa Kerajaan Tanete 

pad a 7 Agustus 1912).'0 s 

Setelah perlawanan di Mandar, terutama di daerah pantai (pitu 

babana binanga) dianggap berhasil dipadamkan pada 1908, maka 

mulailah dilakukan penataan pemerintahan. Berdasarkan Surat 

Keputusan GubernurSulawesi, Nom or 28, Tanggal3 September1908, 

daerah Mamuju dan Tappa lang dijadikan satu afdeling tersend iri di 

bawah pimpinan seorang penguasa sipil -m iliter, sedangkan daerah 

Nlandar lainnya dijadikan cabang pemerintahan (subafdeling) 

dari Afdeling Parepare di bawah pimpinan seorang kontrolir. 

Namun keputusan yang didasarkan atas pertimbangan karena 

ILasnya wilayah itu, sehingga Mamuju dan Tappalang dipisahkan 

d3ri Mandar, mendapat protes dari Kepala Afdeling (Controleur 

Afdeelingschej) Mandar Kontrolir Breedveldt Boer (Desember 1907-

Desember1908) dan KontrolirCaron (Januari 1909-Desember1911). 

C3ron bahkan mengusulkan bahwa sebaiknya di Mandar diangkat 

seorang asisten residen dengan beberapa orang kepala subafdel ing 

(cnderafdelingschejs).'06 Hal ini menunjukkan bahwa pada mulanya 

Kepala Afdeling Mandar diembankan kepada seorang kontrolir dan 

bukan kepada asisten residen. 

Selain mendapat protes dari Kepala Afdeling Mandar, keputusan 

pembagian wilayah Mandar itu juga tidak mendapat persetujuan 

dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ka rena itu dilakukanlah 

perubahan yang ditandai dengan dikeluarkannya sebuah surat 

' 0' Mcnyangkut pcnandatanganan pernyataan pendek kerajaan-kerajaan eli Sulawe~i 
Se alan, il<lLa: Pemcrintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Sclatan, op.cit., hal. 181-
197. 

""' W.J. Lcyds, op., cit. , him. 42-45. 
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keputusan tertangga l 5 Juli 1909, bahwa Mandar kembali dijad ikan 

satu afdeling tersendiri di bawah pimpinan seorang kontrol ir (kepa la 

afde ling), dan wi layahnya terdiri dari dua subafdeling, yaitu: 1) 

Mandar langsung dipimpin seorang Kepala Afdeling (Ajdeelingscej) 

meliputi landschappen Binuang, Balanipa, Majene, Pamboang, 

dan Cenrana, dan 2) Mamuju di bawah seorang penguasa sipil­

mil iter. Tahun 1910, pada kepa la afdeling diperbantukan dua orang 

penguasa sipil (civie/- gezaghebber) sebagai pengawas harian yang 

satu ditempatkan d i Campalagian (Ba lanipa) dan yang la innya d i 

Polewa li (Binuang). ' 07 

Penataan pemerintahan secara resmi baru berlaku sete lah 

dikeluarkan Lembaran Negara Tahun 1910 No. 573 yang dinyatakan 

berlaku 1 Januari 1911. Pada dasarnya penataa n pemerintahan 

yang d it uangkan dalam Lembaran Negara ini hanyalah merupakan 

penguatan dan pengesahan pengaturan wilayah pemerintah menurut 

surat keputusan sebelumnya (Surat Keputusan Gubernur Swart 

No. 6041/2 tertanggal31 Desember 1906). Berdasarkan peraturan 

penataan pemerintahan yang diundangkan dalam Lembaran Negara 

(Staatb/ad) 1910, No. 573, wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, 

dan Ba rat (sekarang) dijadikan sat u wi layah pemerintahan yang 

kem udia n di kena l dengan Pemerinta han Sulawesi dan Daerah 

Bawahannya (Gouvernem ent Celebes en Onderhoorigheden). 

Kepala pemerintahannya diembankan kepada seorang pejabat 

pemerintahan yang disebut gubernur (gouverneur). ' 08 

Wilayah pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahannya 

dibagi ke dalam tuj uh bagia n pemerintahan (ajdeeling) ya itu : 

Makassar, Bonthain, Bone, Parepare, Lu wu, Mandar, serta Buton 

10 ' Ibid, him. 46. 
108 A.j . Baron Quarles de Quarles, "M emori van Overgavc" (M ei 1908-Agustus 191 0), 

(bahan arsip, Den Haag: ARA, kotak AA. 205), him. 1-4; Staatblacl191 0, o. 573; baca, 
Poeli nggomang, 2004, op., cil., hlrn. 83-84. 
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dan PesisirTimur Sulawesi (Boeton en OostkustCe/ebes). Pad a setiap 

bag ian pemerintahan (ajdee/ing) ditempatkan seorang asisten 

residen (assistent resident) yang berkedudukan sebagai pimpinan 

pemerintahan dan bertanggungjawab penuh atas segala hal di 

wi layah itu kepada gubernur. Setiap bag ian pemerintahan dibagi ke 

dalam beberapa cabang pemerintahan (onderafdeeling). Pada setiap 

caba ng pemerintahan ditempatkan seorang kontro li r (controleur) 

untuk melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan. Setiap cabang 

pemerintahan dibagi lagi ke dalam beberapa wi layah administrasi 

pemerintahan yang disebut d istrik (district). Penguasa atas distrik 

d ipegang oleh seorang pejabat pemerintah bumiputra.'0 9 

Berhubungan dengan dikeluarkannya Staatblad 1910, No. 

S73 tersebut, maka pada bag ian pemerintahan (afdeling) Mandar 

cliangkat seorang asisten residen sebagai kepala pemerintaha n. 

Berdasarkan Surat Keputusan No. 52 Tahun 1912, dinyatakan bahwa 

sejak 1 Januari 1912 bagian pemerintahan Mandar diemba nkan 

kepada seorang asisten residen dan wilayahnya terdiri dari empat 

cabang pemerintahan atau subafdel ing (onderafdeling), yaitu 

Majene, Ba lanipa, Binuang, dan Mamuju. Sementara di Campalagian 

da n Polewali yang sebelumnya masing-masing ditempatkan 

seorang penguasa sipil (civiel- gezaghebber) yang diperbantukan 

sebagai pengawas harian diganti dan ditempatkan polisi bersenjata 

(gewapende politie). Setiap cabang pemerintahan dibag i lag i ke 

dalam beberapa distrik . Pada setiap distrik inilah berfungsi seorang 

pejabat pemerintah bumiputra."0 

Penerapan sistem distrik pada aw al kekuasaan pemerintah 

Hindia Belanda menemui banyak hambatan seh ingga belum 

"'" Staatblacl I <J I 0, No. <;?l; A.). Baron Quarles de Q uarles, op., cit., him. 1 1; Poeling­
gomang, 2004, op., cit., him. 84-85. 

'" Levcls,op., cit., him. 47. 
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terlaksana dengan baik. Kelompok bangsawan yang se lama ini 

menikmati begitu besar keuntungan dalam hubungan sosial1 

politik1 dan ekonomi1 merupakan kelompok yang sangat dirugikan 

dengan penerapan sistem baru itu. Dalam tingkah laku sehari-hari 

yang berhubungan dengan pemerintahan memperlihatkan suatu 

pemandangan yang kurang mengenakkan. Para kepala distrik tidak 

memiliki kekuatan untuk menerapkan aturan pada rakyat nya yang 

secara sosial memiliki t ingkatan sosial yang lebih tingg i. Demikian 

pula seba liknya1 para bangsawan yang memiliki derajat yang lebih 

tinggi 1 juga menunjukkan sikap tidak patuh pad a kepa la distrik yang 

memi liki tingkatan sosial yang lebih rendah . Hal ini lah yang antara 

lain menyebabkan sistem pemerintahan tidak berjalan sebagaimana 

yang diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tugas yang 

diberikan kepada kepala distrik tidak berjalan efektif karena rasa 

enggan1 malu1 dan bahkan tidak sepantasnya memerintah orang 

yang leb ih t inggi derajatnya.m 

Pad a tahun ~9~5 Komisaris Pemerintah (Regeringscommissaris) 

Coenen mengusulkan untuk segera menempatkan seorang 

pamong praja di daerah pengunungan Mandar (Pitu Ulunna Salu) 

dan memperluas kekuatan militer di Majene. Selain itu, ia juga 

mengusulkan untuk menyatukan Ba lanipa dan Binuang ke dalam 

satu cabang pemerintahan (subafdeling atau onderafdeling) dan 

menghapuskan polisi bersenjata di Campalagian dan Polewali. 112 

111 Sumber IJin menycbutbn bahwa sistem distrik itu belum terlaksan,1 dengan 
baik karena bangsawan di daerah itu belum ciapat menerimah sepenuhnva clominasi 
Pernerintah Hindia Belancla dan bersikap men~>ntang. Selain itu juga pcrnerintah lebih 
mcmusatkan perhatian pada penyusunan dan pertahanan pengawasa n dan kura ng 
memberikan perhatian pada penyempurnaan achn inistrasi (Edward L. Poelinggomang, 
2004 , op., cit. , him. 8-1 -85; baca, A.j. Baron Quarles de Quarles, op., cit., hlrn. 11; baca, 
Leyds, op., cit., hlm.38. 

"' Sesungguhnya kchad iran Coenen pada tahun 1915, ada lah untuk meneliti tcntang 
faktor-faktor pcnyebab terjadinya gerakan perlawanan (pemberontakan) di wila)'ilh pitu 
ulunna salu pada tahun 1914 (Leyds, ibid. him. -1 7). 
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Berdasarkan usulan itu, maka bagian pemerintahan Mandar 

tAfdel ing Mandar) dengan Surat Keputusan No. 49, tertanggal 27 

April ~9~6 (Staasb/ad~9~6 No. 352) dipecah dalam beberapa cabang 

pemerintahan (onderafdeling), yaitu: (~) Majene, (2 ) Balanipa dan 

Data ran Rendah Binuang (meliputi landschap Balanipa dan Binuang) 

dengan pusat pemerintahan di Polewali, (3) Binuang Atas dan Pitu 

UlunnaSalu dengan pusat pemerintahan di Malabo, dan (4) Mamuju. 

Demikian pula poli si bersenjata di Campalagian dan Polewa li ditarik 

clan ditempatkan tiga brigade mil iter di Mamasa."3 

Seta hun kemudian dengan Surat Keputusan No. 43, tertanggal 

:18 Juni ~9~7 (Staatsb/ad ~9~7 No. 247), dinyatakan bahwa bukan 

Melabo tetapi Mamasa sebagai pusat cabang pemerintahan Binuang 

Atas. Juga ditentukan dalam Lembaga Negara itu bahwa Kepulauan 

Paternoster yang sebelumnya ada lah daerah di bawah kekuasaan 

pemerintahan langsung akan ditempatkan di bawah kekuasaan 

pemerintahan Subafdeling Mamuju."'" Se lain itu, dalam Lembaran 

I'Jegara itu juga ditentukan bahwa cabang pemerintahan Binuang 

Atasdan PituU/unnaSaludipecah menjadi dua cabang pemerintahan, 

yaitu: (~) Binuang Atas dengan pusat pemerintahan di Mamasa, 

dan (2) Pitu Ulunna Sa/u dengan pusat pemerintahan di Mambie. 

f\lamun Asisten Residen Hondius van Herwerdener menyatakan 

dalam notanya pada ~9~8, bahwa pemisahan tidak diperlukan . Ia 

bahkan ada pemikiran untuk memindahkan pusat pemerintahan di 

Polewali ke Balanipa dengan alasan kepadatan penduduk di sekitar 

Tinambung. Tercatat pula pada waktu itu bahwa penduduk daerah 

Pitu Ulunna Salu (orang-orang To raja) yang biasanya mengembara 

rnula i dikonsentrasikan d i kampung-kampung. Namun tidak 

LC\ cis, ibid., him. -18. 
' [),,lam perkcmbangannya kepulauan ini climasukkan pada Lanschap Mamu1u 

IJl'rdas<~rkan Sural Keputusan Residcn Sclebes dan Daerah Bawahannya. o. 1, tanggill 
3 lanuari 1940. 
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diperoleh keterangan yang melaporkan bahwa dengan pemukiman 

konsentras i paksaan di kampung-kampung memungkinkan 

pemindahan penduduk di pegunungan turun menetap di pesisir."s 

Sesungguhnya jauh sebelumnya, Caron (~gog) menolak 

pemindahan itu yang diusulkan oleh salah sat u pendahulunya, 

Gubernur Quarles de Quarles menamai pemikiran tentang 

pemindahan itu tidak manusiawi dan pemerintah Hindia Be landa 

tidak mem punyai ha k untuk itu, dan sepuluh tahun kemudian 

pemindahan paksaan it u sudah terlaksana. Hal itu terjadi dengan 

paksaan militer dan rumah-rumah penduduk di gunung-gunung 

di baka r, dan kemudian sikap penuh kekerasan itu tak dapat 

dipertahankan, penduduk yang telah tersiksa itu kembali ketempat 

mereka di gunung-gunung (sementara itu terjad i wabah influwensa 

atau spaanse griep). 

As isten Residen Burgdofferyang sudah tidak bertugas, menulis 

pada ~g~g tentang situasi dan kondisi politik bahwa diperlukan 

pengawasan yang berkelanjutan di daerah Pitu U/unna Salu untuk 

menghidari orang-orang Toraja yang khusus menempati daerah­

daerah perbatasan akan menghidupkan kembali kebiasaan 

pengembaraan mereka dan menjauhi jangkauan tang an pemerintah 

Hindia Be landa dengan melarikan diri memasuki rimba raya di 

pegunungan yang belum pernah dijejaki orang. 

Atas berbagai pertimbangan tersebut, akhirnya kedua cabang 

pemerintahan Binuang Atas dan Pitu U/una Sa/u disatukan kembali 

pad a ~g24 (Staatsb/ad ~g24 No.467), sesudah berlaku hanya seta hun. 

Sela in itu, juga dalam Lembaran Negara itu ditentukan bahwa pusat 

pemerintahan atau tempat tugas kontroli r untuk Balanipa dan 

Dataran Rendah Binuang adalah Tinambung dan bukan Polewal i 

"' Leyds, ibid.. him. 55. 
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lagi. Dengan pengertian bahwa selama kompleks perumahan 

pemerintahan di Tinambung belum selesai, Polewali masih menjadi 

tempat bertugas kepala subafdeling. Namun kompleks perumahan 

pemerintahan di Tinambung tidak pernah selesai. Sebab, tidak 

tersed ia tempat yang baik untuk pembangunan tempat tinggal 

kontrolir. Di dataran rendah tidak sehat, sementara di bukit-bukit 

ticlak ada atau kuran g tersedia ai r. 116 

Tentang letaknya Polewali yang kurang menguntungkan itu 

ticlak ada berbedaan pendapat. Karena itu antara tahun-tahun ~924-

~930, subafdeling itu diatur dari Majene. Pada tahun ~930 sesudah 

jalan sudah agak baik, kembali lagi ke Polewali. Bagi kontrolir 

kedudukan yang eksentrik dari Polewal i sekarang ini tidak berupa 

halangan besar lagi, tetapi untuk rakyat adalah lain. Sebaiknya pusat 

kegiatan dari subafde ling ini karena adanya kolonisasi lebih banyak 

pindah kembali ke Polewa li. Tambahan pula tempat ini adalah tempat 

yang baik sekali dan sangat menyenangkan dari semua kampung di 

pesisir. 

Dengan besl it tanggal n April ~93~ No. ~ss/C2/~3 sebagai 

ke·:entuan penghematan, maka pemerintahan dari Binuang Atas dan 

Pitu Ulunna Salu dibebankan kepada Kepala Subafdeling Balanipa 

dan Binuang Dataran Rendah dengan bantuan dari Komandan 

Destasemen Mamasa sebagai perwira penghubung. Hal ini berarti 

bahwa kedua subafdeling disatukan atau digabungkan. Pada tahun 

~932 detasemen itu ditiadakan, maka kepa la dari Subafdeling 

Ba lanipa dan Dataran Rendah Binuang diganti dengan seorang 

perwira penghubung, tetapi diperbantukan seorang pegawai 

administratif. Pada tahun ~936 penggabungan itu d itiadakan dan 

kedudukan Subafdeling Binuang Atas dan Pitu Ulunna Salu, serta 

• Ibid. 
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Subafdeling Ba lan ipa dan Binuang Dataran Rendah yang masing­

masing berdi ri sendiri dan dipul ihkan kembali. Pada akh irnya perlu 

dikemukakan bahwa yang selalu bertugas ada lah orang-orang milite r, 

kecuali dari tahun 1910- 1916, berturut-turut bertugas sebagai 

kepala subafdeling adalah orang penguasa sipil (gezaghebber). Ha l 

ini terjadi di Mamuju. Di daerah la in seperti subafdel ing Majene dan 

Mamasa bergantian bertugas mil iter dan sipi l, di Polewali selalu yang 

sipil.117 

Pemerintah Hindia Belanda dalam menata pemerintahan di 

w ilayah Mandar menempatkan seorang pejabat Belanda baik di 

w ilayah bag ian pemerintahan (afdeling) maupun di w ilayah cabang 

pemerinta han subafdel ing). Di w ilayah bag ian pemerintahan, 

pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada asisten residen dan 

dibantu oleh beberapa orang pembantu, antara lain seorang aspiran 

kontrolir dan seorang j uru tuli s. Dalam menjalankan tugasnya, 

seorang asisten residen bertanggungjawab terhadap segala daerah 

kekuasaannya dan mempertanggungj aw abkan segala sesuatunya 

kepada gubernur.118 Sementara di cabang pemerintahan yang 

dibentuk ditempatkan seorang kontrol ir. Cabang pemerintahan 

merupakan wil ayah pemerintahan terkecil bag i pejabat pemerintah 

Belanda dan pimpinan pemerintahannya merupakan pimpinan 

pemerintaha n Belanda terendah. Di wil ayah daerah adat dan 

kampung ditempatkan seorang pejabat bumiputra dan pimpinan 

pemerintahan daerah adat merupakan pimpinan pe merintahan 

bumiputra tertinggi. 119 

Asisten residen memba wahi beberapa orang pejabat 

kontrolir yang ditempatkan sebagai pimpinan pemerintaha n 

w Ibid., hlrn. 56. 
"" Scwaktu terjadi perubahan struktur pcrncrintahan pada tahun 1938, scorang asisten 

residen rnempertanggungjawahkan segala scsuatum a kepada residen. 
"" Poelinggornang, 2004 . op., cit., him. 94-95. 
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pada cabang pemerintahan dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Kontrolir adalah pejabat pelaksana pemerintahan Belanda yang 

berhubungan langsung dengan pejabat pimpinan pemerintahan 

bumiputra dan mengawasi segala pelaksanaan pemerintahan 

di wilayah pemerinta hannya. Seorang kontro lir menguasai kas 

cabang pemerintahan, memimpin pasukan po lisi, melakukan 

pengaturan pemungutan pajak, menentukan kerja wajib, melakukan 

pengadilan dan lain-la in menyangkut pelaksanaan pemerintahan 

dan kekuasaan.''0 

Seorang kontrolir dibantu ole h beberapa orang pegawai 

oumiputra, seorang jaksa, juru tuli s dan juru bicara. Pegawai 

:>U miputra ini bertugas sebagai penghubung antara seorang 

<ontrolir dan pejabat pemerintah bumiputra. Dalam menjalankan 

·:ugasnya sering menimbulkan kebobrokan karen a kemampuan yang 

dimiliki oleh asisten res iden atau kontrolir pada waktu itu. Pejabat 

pemerintahan tidak dapat memahami dan mengerti kehidupan 

rakyat dan hanya menggantungkan segala kegiatan pemerintahan 

kepada pegawai bumiputra yang diperbantukan kepada mereka . Hal 

yang demikian ini dimanfaatkan pula oleh pegawai tersebut untuk 

rnenarik ke untungan . Para pejabat pemerintah Hindia Belanda 

(kontrolir) hanya mengandalkan pegawai-pegawai bumiputra 

tanpa melakukan pengawasan, seh ingga dengan leluasa pegawai­

pegawai itu dapat melakukan penyimpangan dan mengkhianati 

pimpinannya. 121 

Rendahnya tingkat pengetahuan para pejabat pemerintah 

Hindia Belanda tentang masya rakat dan perasaan kemartabatan 

rnenyebabkan mereka terj erumus hanya pada satu usaha untuk 

"' R. Venema, "Tendentie in het Na Oorlog Staatsrecht dcr Lagcre Rechtsgcmeen­
sdlappcn in Indonesia", Indonesia, thn. 3 ( 1949/1950), hal. 291; baca, Pocl inggornang, 
cp. cit., hlrn. 98. 

-' A.J. BaronQuarlcsdeQuarlcs, op. cit., him. 12; Poclinggomang,2004, op. cit. , him. 98-99. 
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dapat menjalin kerjasama dengan kelompok kekuatan kekuasaan 

yang ada dalam masyarakat dan kurang memperhatikan pelaksanaan 

pemerintahan dan kekuasaan yang ba ik, teratur dan memenuhi 

tujuan. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan timbulnya 

penyimpangan-penyimpangan dalam banyak segi di pemerintahan. 

Di bawah kontrolir terdapat satu jabatan yang dikenal dengan 

nama kepala distrik yang biasa disapa dengan papuangan atau 

pabbicara. Seorang kepala dist rik dipilih dan diusulkan oleh dewan 

hadat dari daerah adat. Seseorang yang diusulkan menjadi kepa la 

distrik biasanya didasarkan pada kebangsawanannya, wibaw a, 

1engaruh, dan juga pendukungnya. Oleh karen a kepala distrik ini juga 

mendapat surat keputusan dari pihak pemerintah Hindia Belanda, 

maka persyaratan lain yang harus dimiliki pula adalah apakah dapat 

atau tidak bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. 

Seorang kepala distrik secara teratur waj ib memperkuat 

polisi rakyat, siap melaporkan dengan jelas dan lengkap hal ikhwal 

pemerintahan di daerahnya, melangsungkan dan memberikan 

perintah kepada bawahannya, kepala kampung atau polisi kampung. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang kepala distrik 

memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Selain itu untuk 

menggairahkan dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala distrik 

juga memperoleh penghasilan tambahan berupa jumlah tertentu dari 

penarikan pajak (t iga persen), tanah jabatan, kemudahan, bantuan 

dan dukungan serta hak-hak istimewa tertentu dalam menjalankan 

t ugasnya . Pemerintah Hindia Belanda berharap bahwa dengan 

beberapa ke istimewaan yang didapatkan oleh seorang kepala distrik 

akan berdampak pula pada kinerja yang tinggi dari seorang kepala 

distrik. 

Seorang kepala distrik biasanya dilengkapi seperangkat 

lam bang untuk digunakan dan dimi liki agar terlihat wibawa di mata 
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rnasyarakat, tempat mereka bertugas. Mereka biasanya memiliki 

lambang-lambang yang populer di kalangan masyarakat, memilik i 

~ak-hak istimewa, cara hidup serta ke pangkatan. Peran lain yang 

diemban oleh seorang kepala distrik adalah sebagai perantara po litik. 

Oleh karena itu, seorang kepala distrik biasanya adalah seorang 

bangsawan yang memiliki penga ruh dan wibawa di tempat ia 

menja lankan tugas. Sela in itu pula seorang kepa la distrik selayaknya 

adalah seorang yang berpendid ikan ka rena ia sangat berkaitan 

dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Untuk menopang 

tugas dan fungsi itu kepada seorang kepala distri k diperbantuka n 

pegawai -pegawai administrasi, yaitu dua orang sekretaris d 

beberapa orang pegawai administrasi pajak. 

Kepala kampung ada la h struktur pemerintahan ya ng berada di 

b3wah kepala distrik. Seorang kepala kampung bertugas menjamin 

kt~tenteraman dan keamanan, me laksanakan perintahan dan 

peraturan yang diembankan kepadanya, serta menjaga kebersihan 

kampung. Sekal i sem inggu seorang kepala kampung harus 

rrenghadap kepala distrik untuk memberikan perkembangan tugas 

yang diberikan kepada nya. Seorang kepala kamp un g mendapatkan 

penghasilan berupa gaji setiap bulan, tanah ja batan dan jumlah 

te rtentu dari hasil pemungutan pajak, umumnya tujuh persen dari 

jumlah pajak. Oleh karena itu, dapat dipasti kan bahwa penghasilan 

seorang kepa la kampung antara satu dengan lainnya tidak sama 

besar. Besar keci l gaji ditentukan oleh besar kecil dan kemakmuran 

satu kampung. 

Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah Hind ia Beland a 

sehubungan dengan tugas dan fungsi dari seorang kepa la kampung 

adalah ti ngkat pengetahuan dan kemampuan seorang kepala 

kampung. Kebanyakan kepala kampung tidak berpendidikan dan 

kurang pengetahuan serta kemampuan ya ng rendah. Kekurangan 
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yang dimiliki baik oleh kepala kampung maupun kepa la distrik 

yang merupakan ujung tombak pemerintahan di daerah pedesaan, 

mengakibatkan administrasi pemerintahan kurang ba ik. Keadaan 

yang demikian itu berimbas pada kurangnya pemasukan pemerintah 

dari sektor pajak. 

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia 

Belanda di jazirah selatan Sulawesi tampaknya kurang dapat berjalan 

dengan baik. Pemerintah Hindia Belanda tidak mengetahui secara 

mendalam perbedaan sejarah dan budaya kerajaan-kerajaan yang 

ada di kawasan ini secara keseluruhan. Kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah Hindia Belanda di wilayah bekas Keraj aan Ba lanipa 

'lli salnya dianggap tidak berhasil. Meskipun diketahui bahwa 

pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk melenyapkan peran 

besar yang se lama ini dipegang oleh bangsawan tinggi kerajaan, 

namun usaha itu tidak berjalan. Apa yang dinama kan dengan 

Kerajaan Balanipa yang pada awalnya dibangun atas kesepakatan 

em pat negeri besar (appe banua kaiyang) yang kemudian menyatu 

menjadi Kerajaan Balanipa, untuk daerah lainnya tidaklah sama. 

Banyak daerah yang kemudian menyatakan masuk dalam kekuasaan 

Kerajaan Balanipa dikarenakan ditakluk atau juga dengan sukare la 

menyatakan kesediannya untuk bersatu.122 Ha l ini menunjukkan 

bahwa pengaruh dan wibawa penguasa pusat belum tentu memi lik i 

hal yang sama di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, ketika 

penguasa Belanda menempatkan seorang bangsawan di luar dari 

"' i\pa >•ang dilakukan olch Pemcrinlah Hindia Beland.1 eli daerah kckuasaan Kera jaan 
Gowa bi~a dikata~an sedil..illebih berhasil jil..a dibandingl..an dengan apa 1 ang diterapl..an 
di Kerajaan Balanipa. Kcrajaan Gowa membangun pcngaruh dan l..ckuasaannya lewat 
pcnaklukan yang dilakukan alas bebcrapa daer.1h yang kcm uclian menyatak;m tunduk dan 
masuk clalilm lingl..ilran Kerajaan Gowa. Oleh karcna ilu, ini bcr.1r1i pula bah\\ a wib;ma 
dan kekuasaan b.1ngsawan tinggi eli pusat kerdjaan sudah mcresap j.lllh ke ci,1Crah-dacrah 
pcclalam.111 . Para b,mgsawJn y<~ng dilantik dan cli,mgkat di cbcrah scbagai kcp.1la kampung 
alau dbt rik tidak bcgitu mcngalami banyak hambatan, !..arena kep.1tuhan penguasa lokal 
terhadap pengua~a pusat kerajaan SCJil~ a\\altclah terbinil . 
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areal kekuasaannya menjadi kepala kampung atau distrik, maka ia 

berhadapan dengan kelompok para bangsawan lokal yang memiliki 

wibawa dan pengaruh sosial yangjauh lebih besar. 

Pada awal-awal tahun ~930-an muncul pandangan baru 

terhadap kelompok bangsawan yang ada di daerah ini. Pemerintah 

Hindia Belanda sangat merasa khawatir terpinggirnya kelompok 

b3ngsawan dalam sistem sosial dan politik di daerah ini akan 

berakibat fata l bagi kelangsungan pemerintahan Hindia Be landa. 

Ketidakpuasan yang ditunjukkan dengan muncul gerakan-gerakan 

rr esianis yang melibatkan banyak bangsawan menjadi bukti tenta rv·· 

hal itu. Selain itu pula, gerakan nasionalisme yang mulai berhemt _, 

di Sulawesi Selatan sangat menghawatirkan pemerintah Hindia 

Be landa. 

Gerakan nasionalisme di Indonesia mulai nampak pada awal 

abad XX. Gerakan itu banyak dipelopori oleh para pelajar Indonesia 

yang berada di luar negeri, utamanya yang berada di Be Ianda. Para 

pemuda yang menimba ilmu penget ahuan itu mulai menyadari akan 

pentingnya kemerdekaan. Dalam usaha mencapai kemerdekaan 

itu ada berbagai jalan yang dapat ditempuh. Ada yang melakukan 

secara terang-terang tetapi ada pula yang secara sembunyi. Dalam 

pE rjalan annya kemudian paham komunis yang sangat dikhawatirkan 

oh:!h pemerinta h Hindia Belanda j uga mulai mendapat tempat di 

kalangan rakyat. Hal yang demikian ini sudah begitu meluas di Jawa. 

Sarekat Islam yang sejak berpegang teguh pad a ajaran Islam kini juga 

te ah dipengaruhi oleh paham komunis. 

Kekhawatiran akan meluasnya pengaruh paham itu memaksa 

pemerintah Hindia Belanda untuk melirik kembali ke lompok 

bangsawan yang selama ini dikesampingkan. Demikian besarnya 

pengaruh faham itu se hingga akhirnya dikenal adanya Partai 
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Sarekat Islam Kiri dan Kanan. Pemerintah Hindia Belanda merasa 

khawatir paham itu akan menyebar luas di Sulawesi Selatan. Oleh 

karena itu, pihak pemerintah Hindia Belanda mula i mendekati 

kembali kelompok bangsawan yang selama ini terpinggirkan. 

Hal in i yang antara lain mendorong pemerintah Hindia Belanda 

untuk memulihkan kembali kedudukan bekas kerajaan-kerajaan di 

kawasan ini. Pemul ihan kembal i kedudukan bekas kerajaan-kerajaan 

itu, pertama-tama dilakukan terhadap bekas Kerajaan Bone menjadi 

Swapraja pada ~93~, dan kemudian disusul pula dengan bekas 

kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan ini . Sejak itu, pengaturan 

wilaya h dan pelaksanaan pemerintah Hindia Belanda di jazirah 

selatan Sulawesi terdi ri atas dua jenis. 

Kedua jenis wilayah pemerintahan Hindia Beland a di daerah­

daerah Sulawesi Selatan tersebut adalah: 

~ - Wilayah Pemerintahan Swapraja (Zelf Bestuurende 

Landschappen ). Daerah-daerah ini pada awalnya ada lah 

kerajaan-kerajaan lokal utama, seperti Kerajaan Bone, Gowa, 

Luwu, Soppeng, Wajo, Ajattapareng, Massenrempulu, dan 

Mandar. Dikatakan daerah-daerah Swapraja karena daerah 

ini diperintah oleh raja- rajanya sendiri dengan supervisor 

pejabat Belanda. Di daerah Swapraja ini t idak saja diperintah 

oleh rajanya sendiri, tetapi juga tetap dipertahankan hirarki 

masyarakat atas dasar pelapisan masyarakat, yaitu ( ~) kaum 

bangsawan, (2) kaum adat, dan (3) rakyat umum . 

2 . Wilayah pemerintahan langsung (gouvernement gebieden). 

Dalam wilayah pemerintahan langsung ini terdapat daerah­

daerah bawahan dist rik, yang sebelum itu adalah kerajaan­

kerajaan bawahan yang diperintah oleh kepala-kepala distrik 

ketu runan raja- raja bawahan (palili). Kedudukannya dalam 

wi layah gubernemen di sebut daerah ad at gemeenschap. Pad a 
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wilayah -wilayah yang bukan adat gemeenschap ditetapkan 

pejabat-pejabat bumiputra yang sudah dididik melalui sekolah 

pamong praj a menjadi bestuur assistent atau hulp bestuur 

assistent. 

Kedua jenis daerah t ersebut, sejak tahun 1938 berada dalam 

wilayah administrasi Residentie Zuid Celebes en Onderhoogrigheden, 

dipimpin oleh seorang pejabat Belanda yang disebut residen. Di 

bawah Residentie terdapat w ilayah afdel ing yang dipimpin oleh 

seorang pejabat Belanda yang disebut asisten residen. Wilayah 

afdeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeling yang d .pin oleh 

~;eorang pejabat Belanda yang disebut kontrolir. Oran~ aumiputra 

rnenyebutnya tuan petoro. Setiap onderafdeling dibagi lagi ke dalam 

distrik yang dipimpin oleh seorang kepala distrik.[] 
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AFD Ell N G Man dar secara formal terdiri da ri tujuh landschap, ya itu : 

Balanipa, Sendana, Pamboang, Majene (Banggae), Tappalang, 

Mamuju, dan Binuang . Sepanjang perjalanan sejarahnya, pemerintah 

(maksudnya, pemerintah Hind ia Be la nda) dan Kompeni (maksudnya, 

VOC) ya ng me ngadakan pe rja nj ian dengan ketujuh landschap 

tersebut. Keti ka pemerintah Hind ia Belanda mulai mencampuri 

secara langsung pe laksanaan pemerintahan pada 1905, hanya 

dengan ketujuh landschap itu diadakan perjanj ian. Ha l ini didasa rkan 

pad a perkiraan bahwa seluruh daerah Mandar diliputi oleh ketujuh 

landschap itu. Sehubungan dengan itu, para wakil pemerintah perlu 

memperhatikan bahwa daerah tersebut semata-mata d ilihat dari 

satu sisi dan mere ka sebenarnya lebih baik berhubungan dengan 

ketujuh landschap itu daripada dengan yang lainnya. Sebab keadaan 

sebena rnya adala h ketujuh landschap itu bersama dengan semua 

daerah tak lukannya, ternyata belum meli put i keselu ru han dae rah 

Afde ling Mandar. Di samping ketujuh landschap itu ada kerajaa n­

kerajaan kecil d i Pitu Ulunna Salu pad a sisi lai nnya, seperti Landschap 

Rante bulahan, Tabulahan, Aralle, Mambie, Matanga n, Messawa, 

Bam bang, dan semuanya itu bersahabat dengan tetangganya dan 

berdiri-sendiri. 123 

' 1 Pembahasan ini merupakan terjemahan dan tulisan clari \\ .). Le' ds, A'1sten Re,iden 
•'-'landar 'ang ditu l1~ I <J-1 0, op. cit. him. '-askah a~ lim a mul.1i da ri halaman 85-91. 
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Selain itu, juga di bawah pemerin tahan Hindia Belanda 

rnenyeba r secara wajar pengaruh raja-raja terhadap daerah­

daerah yang bukan derahnya send iri, seh ingga dengan sendirinya 

p•~mimpin-pemimpin daerah itu berada di bawah pengaruhnya. Hal 

ini pernah mengakibatkan perselisihan, yang berhasil diselesaikan 

dengan menempatkan landschap yang pernah berdiri-sendiri itu di 

bawah kekuasaan dari salah satu dari ketujuh /anschap itu, sehingga 

pNsahabatan itu menjadi lebih besar (misalnya, Tu'bi dan Malunda) 

atau dengan membebaskan satu dari daerah taklukannya dan 

menempatkannya sebagai satu dari bagian dari ketujuh landschap 

itu secara bersama-sama. Penggabungan in i biasanya terj ad i pada 

bctg ian terbesar dari daerah-daerah di Pitu UlunnaSaluyang terdapat 

di Mandar. Karena /andschap-/andschp yang disebut itu semuanya 

keci l-kecil dan tidak begitu penting, maka jalan yang ditempuh itu 

acalah yang sebaik-baiknya. Dalam perkembangan selanjutnya 

pertentangan dan kendala-kenda la itu sudah mulai diatasi dan kini 

hanya t ertinggal kesulitan-kesulitan yang kecil-kecilan saja. 

Landschap-landschap itu semuanya telah te rbagi dalam 

beberapa distrik. Namun pembagian dalam berbagai distrik it u t idak 

se alu sam a dengan adanya pelbagai masyarakat hukum. Oleh karena 

dengan adanya distrik-distrik dalam sebuah daerah t aklukan, maka 

terlihat suatu gejala yang sama seperti yang ca ra penyatuan sebuah 

landschap yang berdiri-sendiri . Sering kali yaitu sebuah distrik terdiri 

dari beberapa daerah takluk yang sama sekali be bas merdeka antara 

satu dengan yang lain. Pemimpin mereka adalah yang terpenting 

da ri daerah-daerah taklukan itu atau pemimpin daerah takluk itu 

yang tinggal di sebuah jalan raya dijadikan pemimpin distrik.124 

• '- .1mun mPnurut Lc\ cb b,lh\\'a masih terdapat sejuml,lh ke,ulnan ' ang sui it 
tl'ri<'S<IIk,111 antar.l 1.1111 b,1h'' ,1 Perlu 'clalu dipcrhatd,an sudut pan dang dari pemimpin 
m,"' arak,ll hukum ilu ocnclir1 clengan orang-orangnv.J dan rangan scm.11.1-mata dcngan 
~udut p.111d.1ng k('p,1la distrik Tentang pengadilan dipcrjuangk.111 tcrutam,l tcntang clialik-
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PE M ERINTAHAN PRIBUMI 

a. Balanipa 

Struktur pemerintahan Landschap Balanipa terdiri atas sejumlah 

jabatan. Jabatan penting sesudah mara'dia (raja) Balanipa) adalah 

mara'dia matoa. Ia berada langsung di bawah raja yang memimpin 

pelaksanaan pemerintahan. Dari dahulu seorang seorang anak raja 

sering d iangkat menjadi mara'dia matoa. Namun ia bukan anak 

atau keluarga dekat dari raja yang sedang memerintah. Sebaliknya 

seorang anak raja tidak boleh menjadi anggota had at. Hal in i tampak 

jelas dari kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa "kaiyang 

tammacina ken de· -kende ·, ken de '-kende' tammacina kaiyang" 

(yang besa r t idak menginginkan kecil, demikian pula yang kecil tidak 

menginginkan yang besar). Maksudnya, mara'dia atau raja bersama 

keturunan nya tidak mengingkan jabatan pemangku ad at, demikian 

pula sebaliknya pemang kuh adat tidak menginginkan jabatan 

mara'dia. Jabatan mara'dia matoa telah dihapus dari 1.907-1.937· 

Namun ketika jabatan itu diadakan kembali pada 1.938, mara'dia 

Campalagian (Abd. Madjid) yang bukan seorang anggota hadat dan 

hanya seorang kepa la distrik dijadikan mara'dia matoa Balanipa. 

Pengangkatan ini dila kukan karena ia tidak diangkat menjadi 

mara'dia, walaupun ayahnya (La'dju Tomatindo di Judda) pernah 

menjabat sebagai mara'dia Balanipa (1.907-1.926). 

Pada masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, jabatan 

mara'dia matoa sudah kurang berarti, d ibanding sebe lum campur 

tangan pemerintah kolonial. Sebab pada waktu itu mara'dia matoa 

menye lesaikan semua urusan de ngan hadat pada setiap hari dan 

tanpa menarik pe rhatia n (zich ep de achtergrondhouden). Sekarang 

dialik adat, untuk mendcngar opi ni dari kcpala tcrtuduh. Scbenarnya ;:~cla lah suclah ticlak 
adil untuk beranggapan bahwa orang-orang dari bermacam-macam bekas claerah vang 
berdiri sendiri. kini harus dihadir!..an pacla pengadilan \ ang asing baginva (ibid., him. 861 
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jabatan itu sudah mempunyai arti, kare na mara'dia itu sendiri telah 

berlaku sebagai seorang pemimpin puncak atau kepala pemerintahan 

y3ng semestinya (reifaimeant, laki -laik sejati) dan mara'dia matoa 

menjadi mayor- demus (kepala rumah tangga istana). Di bawah 

kedua pejabat penting ini (dignitarissen), terdapat ke lima anggota 

h3dat, di mana keempat yang pe rtama kira-kira mempunyai derajat 

yang sam a, ya itu: pabicara kaiyang dan pabicara kenje. Mereka dahulu 

p ·~ngatur rumah tangga mara'dia, dan papuangan Limboro dan 

papuangan Biringlembang (dahulu disebut pa(p)puangan, menurut 

swapraja tidak tepat, namun yang lain menentang ). ltulah sebabnya 

dengan keputusan ta nggal 27 Juni ~938, No. p 4/q/25 dibenarkan 

oleh Residen Selebes bahwa selanjutnya kata papuangan menurut 

mereka akan dipakai untuk membedakan papuangan yang sekarang 

hanya menduduki sa la h satu fungsi adat, selebihnya kadang kala 

sEbagai kepala kampung. 

Para papuangan dahulu adalah sebenarnya pengatur 

pemerintahan sehari-ha ri dari bagian terbesar dari asal mulanya 

nE!geri (keraland) adalah, appe banua kaiyang (Napa, Samasund u, 

Mosso, danTodatodang).Yang kelima adalahpapuanganTenggeleng 

dc:dam derajat agak rendah, semula adalah salah satu dari keenam 

anggota hadat pada tingkat kedua. Sedangkan lima papuangan 

la1nnya sudah dihapuskan. Sekarang anggota hadat itu masing­

m3sing ditugaskan memimpin sebuah d istrik : 

1.. PabJCara Kaiyang, Pasilong adalah kepala Distrik Batu Laja, 

2. Pabicara Kenje, Badulu adalah kepala Distrik Kenje, 

3· Papuangan Limboro, Husain adalah kepala Distrik Limboro, 

4· Papuangan Biringlembang, Yahyaddin adalah kepala Distrik 

Biringlembang, 

s. Papungan Tenggeleng, Salaedin adalah kepala Distrik 

Tenggeleng. 
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Tempat tinggal dan kantor mereka masing-masing secara 

berturut-turut: d i Tina mbung, La peo, Tinambung, Karama, dan 

Lumbelotong. 

Patut dikemukakan bahwa pada 1.907-1.91.0 terdapat 

banyak se kal i distrik dan mulai pada 1.91.0 atau 1.91.1. diadakan 

suatu pembagian distrik baru di mana batas distrik-di strik itu t idak 

diadakan seenaknya saja, dalam pengertian bahwa seharusnya 

memperhatikan pembagian yang lama (appe banua kaiyang dengan 

ana'-ana' banua-nya). Sedangkan daerah-dae ra h taklukan yang 

kecil -kecil dan kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung secara 

sukarela dengan Balanipa, perlu diperhatikan batas-batasnya untuk 

dijadikan distrik atau digabungkan me nj adi distrik di mana kepala 

distriknya bukan anggota hadat (kecuali Campalagian) dan digelar 

mara'dia matoa. Sementara Campalagian, Mapil i, Tapango (Nepo) 

yang dulu membentuk Tallumbanua atau Tallumpanua, disebutka n 

bahwa asal-usul ketiga daerah ini pernah berada di bawah pengaruh 

kekuasaan Gowa dan Bone, seh ingga ada pengaruh Makassar dan 

Bugisnya. Semula berada di bawah kekuasaan Gowa dan selanj utnya 

daerah-daerah ini berada di bawah kekuasaan Arung Pa lakka sejak 

1.673.125 

Allu dan Taramanu, kedua-duanya ini adalah suatu kombinasi 

dari tiga daerah yang tergabung dengan Tal lubocco atau Boccotallu, 

1 ; Kapan hubungan pe nah. lukan itu clicabut ticlak berhasil dipcrol ('h ketcrangan. 
Da la m Lonlarak Pallurioyoloangnga ri lu Cowayc~, alenia 75 (Ko l('ksi Yavasan Ke­
budayaa n Sulawesa i Selatan l, anta ra lain di kisahkan bahwa flu ngka. Map illi . Pocla­
Poda, dan Campalagian adalah cfa('rah palili ara ri kale dari Go" a t 1 560- 1 593!. Akan 
tetapi ketika perang penJklukan Bone, penguasa dan rakyat Ma ndar nl('mberikan <uatu 
pcngorbanJ n yang besor kep<lCia Gowa , schingga statusn ya sebagai daer;th palili ala ri 
kale berbubah menjacli palili ala melene rMukhlis, 1971. Slwktur Birokrasi Kerajaan 
Cowa }aman Pemerin-rahan Sul1an Hasanuddin ( 1653-1 (,69). Yog~ a karta: Thes is 
(b('lum terbit ) Universitas Gadj,lh Mada, him. 67 dan 1-1 9). Sedangkan m('n urut Lcyds, 
bahwa berddsa rka n perjaj ian tilh un 167-l , Campa lagian, Map illi, Takaticlung, dan Ujung 
merupakan dacrah anreapina Bone dan dttcmpatkan langsung cit ba\\ ah kckuasaan t\rung 
Palakka !Levels, Memori van 01 erg ave. op. cit.. him. 3 1-32 '· 
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yang ketiga itu adalah Sendana. All u selalu mas ih tetap berusaha 

untuk dijadikan landschap yang berdiri-sendiri . Allu yang sebenarnya 

adalah agak kecil dari distrik yang mengatur diri sendiri, tetapi 

terlalu kecil untuk merdeka. Sementara Tu'bi adalah sebuah daerah 

peralihan antara kawasan Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Babana 

Binanga. Namun mara'dia Tu 'bi ' t idak mempunyai hubungan 

keluarga (seperti yang lain-lain) dengan keluarga Kerajaan Ba lanipa, 

.tdlu, Taramanau, atau Sendana. Sebaliknya ia mempunyai hubungan 

kelurga dengan Indo Lembang dari Rantebulawan. Selanjutnya 

ia mengakui tanpa ragu-ragu bahwa ia seorang Pitu Ulunna Sa/u. 

1u'bi menurut adat tuanya, dapat menghadap ke Balanipa atau 

menghadap ke Rantebulawan. Karena selama bertahun-tahun 

menghadap ke Balanipa dan orang-orangTu'bi' itu adalah bukan asli 

Toraja dalam semua hal, m aka menurut Leyds bahwa sebaiknyaTu'bi 

itu jangan dimasukkan pada kemungkinan pembentukan federasi 

Toraja, dengan kata lain disankan untuk pada waktunya jangan 

dimasukkan Tu'bi pad a Pitu Ulunna Salu.126 

b. Majene 

Seperti halnya Balanipa, pembagian Landschap Majene atau 

Banggae dalam pe lbagai d istr ik dimula i pada waktu pemerintahan 

Hindia Belanda mencampuri secara langsung daerah ini pada 

1905. Di bawah mara'dia terdapat empat anggota hadat yang 

sekaligus sebagai kepala distrik, ya itu pabbicara Banggae, pabbicara 

Totoli, pabbicara Pangaliali, dan pabbicara Baru. Dahulu pabbicara 

Pangalia li adalah bawahan dari Banggae . Sementara pabbicara 

Baru adalah ajudan atau wak il dari pabbicara Totoli . Pada mulanya 

t erj adi penyatuan dari dua ke luarga mara'dia (Banggae dan Totoli ) di 

"" Lc\CI~ . Memori van O vergave, op. cit., him. 79. 
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landschap ini. Kemudian mereka memilih seorang mara'dia sebagai 

pemersatu. Penempatan atas derajat yang sama dari pabbicara 

Pangaliali dan Baru dengan pabbicara Banggae dan Totoli terjad i 

pada ~907 . 127 

Gambaran singkat tersebut di atas, merupakan perubahan 

struktur pemerintahan Landschap Majene sejak berada di bawah 

kekuasaan pemerintah kolonia l Belanda . Persekutuan kecil -kecil 

atau palili, tida k dimiliki oleh Majene, karena kampung-kampung 

sebagai bawahan langsung dari setiap banua yang dipimpin oleh 

seorang mara'dia. ltulah sebabnya pad a waktu pembentukan distrik­

distrik di landschap ini perlu memperhitungkan latar kesejarahan dan 

hubungan kekuasaan, sehingga penentuan batas dan pembentukan 

batas distrik-distriktidak simpang siur. Oleh karen a tiga dari keempat 

kepala d1strik itu tinggal di Kota Majene, yang berdekatan jaraknya 

dan letaknya di pertengahan kota dan tidak menimbulkan persoalan. 

Oleh karena itu, pemerintah kolonia l mengusulkan sebaiknya 

dibangun satu kantor saja untuk keempat kepala distrik terse but. 

c. Pamboang 

Kerajaan Pamboang dahulu terdi ri atas Bonde dan Adolang, 

yang sejak awal kekuasaan kolonial Be Ianda sudah dijadikan distrik 

masing-mas1ng (Dist rik Bonde dan Distrik Adolang) di bawa h 

pimpinan yang disebut pabbicara (dahulu disebut papuangan), yaitu 

pabbicara Bone dan pabbicara Adolang . Selain kedua distrik ini, 

terdapat lagi sebuah distrik yang terdiri atas kelompok-kelompok 

masyarakat setempat. Distrik yang ketiga ini pun di bawah pimpinan 

seorang fungs ionaris istana yang disebut dengan pabbicara 

Lalampanua. Ketiga pabbicara inilah yang menjadi had at Landschap 

'' Ibid., him. 80. 
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=>amboang. Termasuk dalam landschap ini ada lah Malunda, sebuah 

<awasan yang penting, dan dianggap sebagai "ad ik laki-laki" (jonge 

broer) dari Pamboang yang dari dahulu mempunyai hubungan 

keluarga dengan mara'dia yang memerintah dengan gelar puatta 

IV1alunda.128 

Cukup menarik perhatian adalah para pabbicara yang kurang 

penting dan memiliki gelar adat yang rendah di Pamboang. Mereka 

turut memerintah dengan hal-hal yang mancakupi seluruh daerah 

landschap di mana puatta Ma lunda tida k mempunyai ha k suara 

clan fungsi dan tidak sama sekal i, walaupun secara khusus Malunr 

turut terlihat. Sebenarnya Malunda mempunyai hadat send,,., 

tetapi tidak dibiayai, tidak diakui, dan tidak diberi pelbagai jabatan 

pemerintahan, akibat dari semuanya ini mengakibatkan Malunda 

1- ilang dari perhatian . ltulah sebabnya diusulkan suatu penataan 

untuk Malunda, yaitu dibent uk sebuah landschap dengan mara'dia 

sebagai orang pertama dan puatta sebagai orang kedua, masing­

masing dilengkapi dengan adatnya sendiri-sendiri, tata cara 

pemilihan diatur terpisah seperti semula. Mara 'dia itu, dengan atau 

tanpa adatnya, dilarang mencampuri masalah internal Malunda.129 

d.Sendana 

Seperti halnya dengan landschap-landschap lainnya di Mandar, 

mara'dia matoa dalam struktur pemerintahan landschap Sendana 

juga sudah dihapus. Namun dalam perkembangannya mara'dia 

S=ndana telah meminta jabatan itu diadakan kembali . Usulan mi 

seja lan dengan dipulihkannnya kembali jabatan mara'dia matoa di 

B31anipa pada ~938. Menanggapi usulan itu, pemerina h kolonial 

Ibid. , him. 81; Saharuddm. 1985. Mengenal Pitu Bahana Binanga, op. cit., him. 91 . 
.... , Leyds, Memori van Overgave, np. cit. , him. 82. 
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Belanda memandang tidak begitu diperlukan. Wilayah as li Landschap 

Send ana juga terbagi atas distrik-distrik yang masing-masing dengan 

seorang pabbicara sebagai pemimpinnya dan sekaligus adalah 

anggota hadat, yaitu sebagai berikut: Samba di bawah pimpinan 

pabbicara Kaiyang; Pandau di bawah pimpinan pabbicara Kenje; 

Limbua di bawah pimpinan pabbicara Tangga; dan Tammerodo di 

bawah pimpinan pabbicaraTappabaru. '3° 

Walaupun untuk keempat distrik itu telah ditentukan bagi 

keluarga dari hadat, tetapi dalam beberapa hal mara'dia te lah 

berhasil menempatkan sanak keluarganya, antara lain: sebagai 

pabbicara Kaiyang adalah kakak tirinya dan pabbicara Tangga itu 

juga adalah sanak keluarganya. Selanjutnya masih ada ke-mara 'dia­

an Onang yang dianggap adalah sebuah kerajaan kecil yang terkait 

pada Sendana (ajhan -kelijkrijkje). Onang sudah tidak memiliki 

hubungan keluargaan dengan mara'dia Sendana . Kebanyakan 'lang 

memerintah adalah anggota keluarga baru dari keluarga swapraja 

yang sedang memerintah. Pada masa kekuasaan kolonial Belanda, 

daerah ini dipimpin oleh anak dari mara'dia Majene sebagai mara'dia 

dan kepala Distrik Onang. Sementara Tubo adalah yang paling akhir 

digabungkan dengan Sendana. Sebenarnya daerah ini adalah sebuah 

kerajaan kecil yang bebas merdeka dengan pemerintahan kerajaan 

sendiri dan kelua rga mara'dia sendiri pula. Tampaknya sudah terjadi 

pula suatu perubahan, di mana saudara dari mara'dia Sendana sendiri 
yang menjadi mara'diaTubo. 

Pemerintah Hindi a Be landa pada 1907, akhirnya meng­

gabungkan Ulu Mandak dengan Sendana, sebuah dae rah yang 

sejak dahulu tidak pernah bergabung padanya dan t idak memiliki 

hubungan keluarga dan adat dengan Sendana. Padahal Ulu Mandak 

"'SahNuddin, 1985, op. cil., him. 88. 
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terdiri atas pel baga i pengelompokan Toraja (di antaranya Ulu 

Mandak, Pamusean, Popenga, Rantebulawan, Sambaho) dan di 

antara kelompok terdapat beberapa keluarga yang menuntut bagi 

dirinya urusan kepemimpinan, sehingga diangkatseorang tomakaka 

sebagai kepala distrik pada 192o.lbu kota dan kantordari para kepa la 

distrik dari landschap Sendana ditempatkan : ya itu Distrik Somba 

di Somba, Distrik Pandau di Binanga, Distrik Lim bung di Totolisi, 

Distrik Lamerodo di Pe latoan, Distrik Onang di Onang, Distrik Tubo 

di Lombana, dan Distrik Ulu Mandak di Soppeng (Ta nde). '3' 

e. Tappa lang 

Landschap Tappa lang merupakan landschap yang tergolong 

kecil yang pada 1930 hanya terdapat 1300 wajib paj ak. Di samping 

11emil iki seorang mara'dia,landschap in ijuga memiliki sebuah hadat 

dengan tiga orang anggotanya yang sekaligus adalah kepala distrik: 

(1) Punggawa Jayangina (yang memerintah Distrik Galung); (2) 

Punggawa Orobatu; dan (3) Punggawa Baligau Dungkait. Walaupun 

di Orobatu ada kampung bernama Tappalang, akan tetapi mara'dia 

Tappa lang tinggal di Kampung Galung, di mana juga berdiam kepala 

Disrtik Galung. Baligau tidak tinggal di Kampung Dungkait, tetapi di 

Pasabu. Punggawa Orobatu tinggal di Kampung Galung . 

f. Mamuju 

Di Landschap Mamuju pernah memerintah dua orang mara'dia 

penuh w ibawa, otoritas, bersemangat dan dengan jalan pikiran yang 

tertata baik selama kurun waktu sepanjang 70 tahun. Mereka telah 

'-ola \ \'.). I C\ cis lC'nl.lng pcrhalasan anlara 1_, lu \ \anclal.. dt>ngan l'itu Ulunna Sa/u, 
ll'rlangg.ll 26 ),lnuari I 9 lll dan sural men\ ural an lara lain langgal 17 ).lllllari I <J 33 i"o. 
-1 58/!ll d,1n 12 i)(•scmiJPr 19J9 No. l ~'l/rah,l <o i ~ . 
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membantu institusi-institus i adat begitu rupa menurut keinginan 

mereka. Berarti bahwa dipe rlu kan banyak t enaga dan kemampuan 

untuk dapat me lihat adanya perbedaan pad a hubungan ad at antara 

sesamanya di daerah-daerah lain . Pada sisi lainnya perbedaan itu di 

si ni ku rang dipe rlukan, justru karena hubungan antara sesamanya 

itu yang kurang berkembang tetap dipelihara disebab kan oleh 

ke pemimp1nan yang kuat dan sentra li stik. Selanjutnya Mamuju 

merupakan daerah yang masih koso ng, sehingga memungkinkan 

pendatang-pendatang baru di sejumlah bag ian dari landschap ini. 

Para pendatang-pendatang baru it u, a ntara la in dari Makassar, 

Bone, Mandar, Donggala, danToraja. Mereka merupakan kelompok 

terbesar yang melebihi penduduk asli dan bangsawan setempat. 

Suatu yang agak aneh di landschap ini, bahwa menurutmara 'dia 

yang selalu dan sekaligus adalah satu-satunya tempat untuk bertanya, 

karena banyak orang leb ih ba ik t idak mau bicara atau karena takut 

aka n bertentangan dengan mara'dia . Padahal ada beberapa kepala 

disrtik di Mamuju, menurut ketentuannya adalah murni pejabat yang 

sudah dapat di pindahka n dan di antaranya adalah menjadi anggota 

hadat . Pangkat yang tertinggi di antara pa ra anggota hadat adalah 

baligau, dah ulu merupakan pemimpin pengatur pemerintahan 

kerajaa n, yang dari dah ulu berdiam di Kaluk ku, lbukota Lom bang 

Lembang, yang berkuasa sebagai kepala distrik . Kemud ian menyusul 

keempat anggota hadat ; yaitu Poena Pepe sebaga i kepala Distrik 

Lariang, Poena Bulung sebagai kepa la Distrik Budo ngbudong, Poena 

To Bone-Bone sebagai kepala Distrik Simboro, dan Poena Tokasiwae 

se bagai kepa la Distrik Bombu. Sedangka n distrik-distrik yang lain 

(Mamuju, Sempaga, Lumu, Karassa, dan Taluma) dipimpin oleh 

seorang kepala distrik, namun mereka bukan anggota hadat, dan 

mereka juga tidak memiliki sebuah gelar khusus. 1 32 

' • <,umber 1\rsip, ~ural CcYagnebbcr "v\amu JU. llijee 1<-rlanggal <; Mei 1 'l22 N o. 
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Selain itu, Kalumpang (dahulu biasanya ditulis Galumpang) juga 

·:ermasuk Mamuju. Menurut pemerintah kolonial Belanda bahwa 

l<alumpang dahulu tidak memiliki pemimpin bersama, yang ada 

hanya 40 orang kepala kampung, sehingga seharusnya diperintah 

oleh seorang hu/fbestuurs assistent. Sekarang sudah diganti oleh 

~;eorang bestuurs mantri (mantri pemerintahan). Maksudnya 

kemudian diganti oleh seorang dari daerah itu sendiri yang akan 

diangkat menjadi kepala distrik. Sedangkan sekitar pertegahan 

tahun 1938, juga dipi lih t iga orang wakil kepala distrik, asli kepala 

~. uku yang digelar kepa/a /omopo, dan digaji sekitar f. 2o.l33 

Hubungan Distrik Ka lumpang dengan Mamuju adalah sel, 

renggang, wa laupun menurut beberapa orang sudah terjadi dari 

c1bad ke-18. Akibat pemerintahan penuh wibawa dari Mara'dia Nae 

Sukur dan Mara'dia Jalalu Amanna lndi sebagai mara 'dia Mamuju. 

Tampaknya bahwa penduduk Kalumpang, telah menyerah kalah 

kepada mara'dia Mamuju dan kepadanya pada setiap tahun diberi 

L peti berupa sebuah tanduk kerbau penuh em as (di Karam a 

l1tas ada tambang emas). Pada tahun 188o praktek semacam itu 

ciakhiri. Sejak itu kekuasaan Mamuju hanya tingga l namanya saja di 

l<alumpang. Pada 1907 Mam uju m encampuri kembali Kalumpang . 

k.arena itu, pada akhirnya di Kalumpang ditempatkan seorang 

in/andsche bestuurs assistent (pamong praja bumiputra) pada 1920. 

Sejak itu menjadi jelas bagi mara'dia Mamuju bahwa ia sudah tidak 

t urut mencampuri hal ikhwal Kalumpang lagi. Hanya penduduk 

SJbdistrik Hau yang mengakui bahwa mereka ditaklukkan oleh 

Mamuju, sedang penduduk dari dua subdistrik lainnya tidak pernah 

mengalami hal sperti itu, hanya kadang jelas mereka memakai 

1 1!!5/01. 
' Sumbl'r Arsip, Surat Residen Celebes, '-o. A. R 25 ,\pril1938 'Jo. 275 1 Ill dan 

Sural Residen 'Jo. B 3/b/2, tanggal 23 juni I 938. 
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mara'dia Mamuj u sebagai hakim agung.'34 

Sa lah satu distrik di Mamaju yang perlu j uga dikemukakan 

adalah Distrik Taludu. Di distrik ini juga tinggal orang Toraja dan 

sebenarnya dari Boheng (Rantebulawan). Tetapi mereka di sana 

masih baru dalam perjalanan sejarahnya, kedatangannya atas 

permint aan mara'dia Mamuju. Dia memberi perlindungan kepada 

mereka terhadap penyerangan dari penduduk pesisir, sebaliknya 

mereka melindunginya dari penyerangan dari selatan dan timur. 

ltulah sebabnya mereka mengakui juga mara'dia Mamuju sebagai 

pemimpin m ereka. Selanj ut nya karena pemindahan m ereka 

t erlep as dari rasa sesuku, alasan mana pula yang dipa kai menolak 

penggabungan distrik mereka pada federasi Toraja Mandar yang 

akan dibentuk. 

Sebegitu jauh pendudukTaludu selalu menerima kandidatyang 

ditunjuk mara'dia Mamuju untuk dijadikan kepala distrik. Mara'dia 

mengakui mereka sebaga i keluarga dekatnya . Sewaktu mereka 

dibujuk oleh seorang dari keturuna n hadat di waktu lalu, mereka 

toh memilihnya, tetapi hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Untuk 

itu sebagai pengganti ditunj uk Mara 'dia Andi Pel lang, ana knya 

dari perkawinan yang tidak sederajat (nie tebenburtig huwelijk) da ri 

mara'dia, sehingga roda pemerintahan menjadi baik kembali. Andi 

Pellang seka ligus anggota hadat dan digelar Poena Pepa. Tetapi pad a 

waktu yang bersangkutan dipindahkan (overgep/aatst) ke Lariang 

dan kembali seorang anggota keluarga diajukan, namun kepa la­

kepala kampung menca lonkan salah seorang di antara m ereka 

sebagai ca lon tandingan, dan dengan suara bulat calon para kepala 

kampung yang akhirnya t erpilih. 

IE'\ d~. OfJ. cit., him. 98; Sumber Ar;1p, Surat Gc?aRhebberl\ \amuju langgal 31 )uli 
192·1 ' o. /74 'K. 
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9· Binuang 

Kerajaan ini yang lebih bercorak Bugis daripada pengaruh 

lv1andar. Menurut peninggalan sejarah nya bahwa jauh sebe lum 

kerajaa n ini bergabung atau te rmasuk dalam persekut uan Pitu 

Babana Binanga yang kemudian membentuk persatuan Mandar atau 

Konfede rasi Mandar (Mandarbond) . Keturunan keluarga kerajaan 

adalah lebih rendah d iband ing dengan landschap-landschap lainnya 

el i Manda r. Sama dengan keadaan para anggot a hadatnya . Kin i di 

Polewali terdapat banyak orang Bugis yang datang menetap dar i 

tempat lain, bahkan ada d i antaranya dari keluarga atau keturun? '"' 

bangsawan tinggi . Pada 1919 seorang pendatang baru dari keturun_n 

raj a dijadikan kepala Distik Takatidung, d i mana terletak Distrik 

Polewal i. Sekarang anaknya yang menggatikannya, meskipun 

mendapatkan banyak rintangan dari pihak kerajaan. 

Fungsionaris hadat yang penting adalah arung malolo, ia adalah 

kepala Distrik M iring, sebuah d istrik yang tidak begit u penting d i 

landschap ini . Fungsionaris-fung sionar is hadat lai nnya dengan 

t ingkat gelar yang kira -kira sama adalah arung matoa (Takatidung), 

pabbicara lotong (Binua ng) dan pabbicara bulan (Anreapi). Dist rik 

Anreapi mempunyai sebuah Subd istrik Kelapa Dua. Tempat tinggal 

sekaligus sebagai kantor masing-masing distrik t ersebut adalah: 

T:Jkatidung di Polewali; Binuang di Binuang; Miring di Paku; An rea pi 

d i Kunyi, dan Kelapa Dua d i Kelapa Dua. 

h. Daerah Pitu Ulunna Salu 

Nama sebenarnya dari subafde ling (onderafdeling ) adalah 

B nuang Atas dan Pitu Ulunna Salu. Hal ini tampaknya kurang tepat 

karena termasuk Pitu Ulunn a Salu menurut orang Toraja adalah 

Lembah Mamasa dan Rantetangga. Lagi pula Binuang t ida k pernah 
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membawahi atau mel iput 1 ...~a erah Pitu Ulunna Salu. Apa lagi dengan 

turut terbawa-bawa ke,' ' nt ingan pemerintah Hindia Belanda . 

Pada waktu d iadakan kontrak dengan kerajaan-keraj aan d i pesisir 

dan memberi hak kepada mereka yang leb ih luas tentang adanya 

pengaruh me reka di daerah Pitu Ulunna Sa /u. Sebab, menurut 

Kontrak Pol it ik tanggal 6 Juli ~9051 disebutkan bahwa yang hanya 

t akluk pada Binuang adalah Nossu, Pana, Sim buang, Mappasaruna, 

Sima, dan Garogo. Lima tempat yang disebut terakhir itu letaknya 

ada di Subafdeling (Onderafdeling) Maka le-Rantepao dan Pinrang. 

Daerah-daerah ini t ampaknya adalah kampung-kampung kecil d i 

pegunungan yang did iami oleh para pendatang dari daerah Toraja 

M aka le. Seluruh nya --Jalah hanya dua distrik dari jumlah n buah 

kampung yang ditent ukan sebagai Binuang Atas yang dianggap 

sebagai daerah taklukan Binuang.13s 

D istik-distrik in1 dari onderafdeling tersebut begitu sed ik it 

pend uduknya, sehi ngga dianggapnya sebagai sebuah kampung 

besar atau sebagai sebuah negara keci l. Nama d istrik yang diberi 

kepadanya meli hat dari arti d ibandi ngkan dengan yang ditemukan 

di la in t empat, agak te rlampau bagus untuk kesatuan tersebut, 

tetapi para kepa la distrik di sini juga mendapat gaji pa li ng banyak 

sebesar f .25 . Kebanyakan di ant ara mereka ada lah buta aksara . 

Distrik-distrik in i lebih besar dari kampung-kampung yang sebag ian 

ada lah terit oria l dan bag ian lainnya te rbagi-bagi dalam m asyarakat 

Toraja. Unt ungya diadakan penentuan kem bali, seh ingga banyak 

distrik berha si l diam --nkan dan dist rik-distrik it u adalah yang sepert i 

dapat dilihat seka r;.,IIJ yang pada umumnya didasarkan pa da 

adat. Walaupun IT' " ka hanya dalam keadaan darurat , khususnya 

dalam keadaan pe ang, membent uk suatu federasi yang normal 

;, Distrik-d istrik Ulu Salu, 1'.1na-Manipi, clan Nossu terhitung menu rut adat lebih bam ,, k 
kc Makalc-Rantepao, sebuah onderafdeling 'ang letaknya eli perbatas;m Afdeling L U\\ u. 
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tanpa sebuah ikatan di atasnya, kebanyakan distrik-distrik itu (dari 

Piru Ulunna Salu) mempunyai fungsi khusus, seperti: Tabulahan 

seJagai tempat asal mulanya; Arale sebagai juru bicara; Bambang 

seJagai kekuasaan rokhaniyah yang tertinggi (dibantah); Mambie 

sebagai tempat berkumpul (musyawarah); Mesawa sebagai pen jag a 

keamanan; dan Melaboh sebagai pemegang prinsip.'36 

KOLONISASI MAPILLI 

PadaApril1937 diminta penyusunan daftartentang daerah yang 

cukup luas di Mandar yang mung kin akan dipakai sebagai daerah 

kolonisasi bagi orang Jawa . Disebutkan bahwa di Mamuju terdapat 

t iga buah Ia han cukup luas, dan secara khusus disebutkan jangan 

di lahan dekat Mapilli, karena cukup banyak terdapat kebun buah­

buahan milik penduduk asli. Mereka (penduduk asli) itu dipindahkan 

oleh Kontrolir Dieudenne dan Abe Harahap untuk t inggal di Mapilli . 

Selain itu, juga karena baru saja cukup banyak transmigran yang 

dengan susah payah diajak untuk bertempat tinggal di daerah 

ter;ebut. Untuk kedua kelompok itu dibikin em pat buah bendungan 

irigasi sawah dan kesemuanya itu menjanjikan suatu pemukiman yang 

pa~.ti. Sesungguhnya kawasan ini sudah lama bahkan sudah seratus 

tahun tidak dihuni (di masa lalu di data ran antara Campalagiang dan 

Mapilli) pernah ditinggali orang, karen a masih terdapat bekas-bekas 

persawahan. Tetapi menu rut keterangan orang para pemukim waktu 

itu t elah tinggalkan daerah terse but karen a selalu dipaksa membayar 

pajak, jika t idak rumahnya akan dibakar oleh orang-orang yang suka 

me -ampok (reefzieke).'37 

Walaupun demikian, rencana penempatan kolonisasi di daerah­

daerah yang telah disediakan di Mamuju untuk sementara telah 

.,, leyds, M emori van Overgave, him. 90. 
,,. l eyds, M emori van O vergave, him. 96. 
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dibatalkan. Oleh karena residen telah menentukan daerah dekat 

Mapilli yang selanjutnya telah dipersiapkan oleh Swapraja Balanipa 

per beslit tanggal 22 April ~937 No. 4· Pemerintah kolonial Be Ianda 

selanjutnya memeriksa dan menilai untuk kemungkinan pembuatan 

irigasi atas keadaan tanah di lokasi tersebut. Hasil penelitian dari 

instansi i lmu tanah dan kesehatan ternyata cukup baik. Pada awal 

Juni 1937 diberitakan akan dimulai dengan penempatan bag ian yang 

penting (kern= inti) ~so orang kolonis pertama dan mereka akan tiba 

pada akhir Agustus 1937. Pada waktu itu luar biasa kerja kerasnya 

untuk menyelesaikan tepat pada waktunya pelepasan hak-hak atas 

tanah kebun-kebun, karena diteliti dengan sebaik-baiknya dan 

penaksiran ganti kerungian yang harus dibayar lunas. 

Pad a awal penempatan para kolonis terdapat sekitar 6o hektar 

sawah yang baru dicetak. Sawah-sawah tersebut, sekitar dua 

sampai tiga tahun baru dapat dimiliki oleh para penggarap dengan 

pembelian tunai. Demikian pula dengan pekarangan rumah dan 

kebun dibeli dengan tunai. Pad a mulanya mereka disediakan los-los 

tempattinggal dengan kamar-kamar tersendiri, gudang penyimpan 

makanan, alat-alat pertan ian, bibit-bibit tanaman, termasuk juga 

untuk semen, atap1 dan sebagainya . Selain itu, j uga tersedia sebuah 

pendopo atau baruga, sebuah pasar, dan sebuah poliklinik. Juga 

sebuah rumah untuk seorang pejabat asisten wedana. Sumur-sumur 

harus digali, irigasi, dan perencanaan penya luran air serta penggalian 

atau perbaikan terlebih dahulu dilakukan penjelajahan ke daerah 

yang akan di lewati, j alan dibuat dan buruh harus dicari. Di samping 

itu, makanan, alat-alat pertanian dan bibit pelbagai tanaman, serta 

atap untuk rumah para kolonis, harus dibeli dan kadang kala tidak 

terhitung kehilangan waktu pada saat mencarinya. Jumlah hasil 

pemesanan atap, misalnya melebihi jumlah seluruh pesanan yang 

pernah dikerjakan dan perlu dibagi kepada empat distrik, semua 
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kampung digerakkan serentak membuat atap . 

Semua pe kerjaan yang beg itu banyak dan bertumpu k 

tersebut, ternyata dapat dise lesaikan tepat pada waktunya, berkat 

adanya kerja keras dari pemerintah dan ta npa mengena llelah dari 

Gezachebber(penguasa) Polewali G. F. de Graaff, dan semangat kerja 

teman sejawat dan bawahann ya. Dengan sendirinya beredar cukup 

banya k uang di antara penduduk di mana-mana dibuka banyak 

warung dan toko-toko kecil, semua para pedagang memperoleh 

Janya k keuntungan . Karena itu dengan senang hati set iap ora ng 

menanti ke datangan orang-o rang Jawa. Me reka diangkut dengan 

kapal KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) dan tiba di dermaga 

Polewali pada 1 September 1937. Sesuda h direg istrasi dan di sunti k, 

rnereka diangkut dengan mobil ke lokasi penempatan para kolonis di 

1\ll apilli . Setelah sampai pad a tempat ya ng sudah disediakan, mereka 

diberi minum secangkirteh panas pada tengah hari dan makan nasi . 

Penduduk setempat terhe ra n-he ran melihat mereka, sehingga 

daerah itu dilarang dimasuki untuk sementa ra . Pada sore harinya 

rnereka menarik undian untuk memperoleh halaman rumah masing­

rnasing, sesudah ditentukan pembagian kelompok dan kepada 

~;etiap kelompok diberi satu kempleks halaman rumah. Sementara 

tana h untuk persawahan, setengah hektar pertama baru ditentukan 

kemudian .'38 

Berdasarkan ketentuan pemerintah kolonial Belanda ketika itu, 

bahwa setiap kelonis sebagai kepala keluarga akan memperoleh satu 

hektartanah persawahan dan seperl ima hektar halaman rumah. Pa ra 

kolonis pertama (1937), mula-mula memperoleh ta nah persawahan 

seperdua hekta r dan sisanya yang seperdua hektar menyusul 

kemudian. Namun para kolonis berikutnya (1938 dan seterusnya), 

"" Ibid., him. 97. 
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mem peroleh seperdua bouw pertama dan seperdua bouw berikutnya 

atau bukan lagi sepe rd ua hekta r.'39Sesungguhnya para kolonis dapat 

saja menggarap sawah lebih dari itu, tetapi dari kebanyakan di 

antara mereka satu bouwsudah sangat berat, dan ada juga di antara 

mereka yang menolak pemberian tambahan setengah bouw yang 

kedua, karena penggarapan yang pertama saja belum selesai. Para 

kolonis dari ~937 dan ~938 ditetapkan di dekat jalan raya Polewali 

- Majene, dan kolonis dari ~939 ditempatkan di Labuku (sekarang, 

Bumiayu ) sebagai tempat tinggal mereka yang ba ru, yaitu sekitar 

lima kilometer dari jalan raya menyusur jalanan mobil yang baru 

dibuat menuju selatan. 

Demikianlah gambaran singkat mengenai kedatangan para 

kolonis di Mapilli . Mereka semua adala h kolonis petani, yang 

memperoleh sela in t anah yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga 

makanan selama diperlukan. Diberikan kelonggaran kepada mereka 

sebagai panjar selama ~937 dan ~938. Singkatnya, semua harus 

dibayar kembal i, termasuk ongkos perja lanan dan bahan-bahan 

lainnya kepada negara . Selanjutnya yang penting adalah bahwa 

sejak kedatangan mereka sem ua sudah dianggap sebagai kaula 

landschap (landschaponde-horigheden) dan sesudah tiga tahun sejak 

kedatangan mereka telah menjad i wajib pajak dan wajib kerja rodi. 

Mereka da ri ~937 mulai bekerja rodi pada ~940 sebanyak 26 hari 

dan sima (pajak) bad an sebesar f. 3.20. Berdasarkan statistik jumlah 

penduduk Koloni sasi Map illi pada akhir Desember ~940 adalah 

sebanyak 5·490 jiwa. ~40 

Seta hun setelah kedatangan para seorang kolonis yang tinggal 

di sebuah rumah sederhana yang dibangun secara tergesa-gesa, 

sebagian telah berhasil mengganti rumahnya secara berangsur-ansur 

' ., Satu bouw sam a dengan ~eki lar 0,71 heklar dlau sckii.Jr 7 .096, 50 meter persegi 
''" Sumber Arsip, Kcmcnterian Penerangan Rcpublik Indonesia pacla 195.! . 
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yang lebih bai k. Beberapa kolonis membangun rumah batu, tetapi 

keba nyakan masih rumah kayu . Biasanya sebuah rumah dengan 

dinding bambu dan tiang-tiang dari kayu. Sementara pekarangan 

atau halaman rumah mereka, dimanfaatkan atau ditanami dengan 

bermacam-macam tanaman, seperti ubi kayu, jagung, pelbagai 

jenis kacang-kacangan, dan pisang. Bah kan beberapa di antara 

mereka yang menanam padi di halaman ruma hnya. Meskipun panen 

pertamanya kurang memuaskan, teta pi mereka telah menikmati 

hasilnya . Hasil pa nen pertama sawa h para ko lonis, juga t idak 

beg itu memuaskan. Demikian pu la has il rata-rata dari penanama n 

keduanya, juga ku rang sedikit dari persawahan yang sudah lama 

dikerjakan pada tanah yang sedang-sedang saja . 

Ternak ke rj a ya ng diperl ukan dala m pengolahan sawah para 

koloni s diberikan oleh landschap sebaga i panjar. Juga sebaga i 

"thesangan" berupa kerbau oleh penduduk asli yang kaya . Namun 

hanya kerbau yang diberikan sebagai terna k kerj a semata- mata. 

Sekarang bahwa tanah itu telah me njadi cukup kering, karena semua 

genangan ai r sudah disalurka n melalui saluran irigasi. Kare na itu 

menurut W.J. Leyds bahwa t ibalah saatnya di sam pi ng kerbau dipakai 

juga sap i. Sapi sesungguhnya tidak menuntut ba nyak perhat ia n, 

prestasinya pada ta nah kering banyak sekali, daya t ahannya besar 

sekali, di samping mampu melawan pengaruh yang berba haya 

dcri iklim basah, dan "last but not least" sa pi itu juga berkembang 

biak sangat cepat. Tambahan pula sebagian besa r da ri para kolon is 

sudah sang at terbiasa bekerja dengan sa pi. Sela in itu, juga yang agak 

penting bahwa kerbau yang dapat dibeli d i si ni seringkali tidak biasa 

dipekerjakan da n juga t idak jinak seperti di Jawa. ' 4' 

Pemerintahan di daerah kolonisasi pad a awalnya diatur berbeda 

sama seka li dengan kepala distrik da n pemimpin swapraja. Asisten 

., Leyds, Memori Vd n Overgave, op. cit. , him . I 00 
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wedana barada la ngsung di bawah penguasa kolon ial Belanda d i 

Polewali. Pejabat ini memiliki kapas itas khusus untuk melaya ni 

sesama orang Jawa. Pimpinan langsung mengenai urusan sehari-hari 

ditangani dengan baik. Di sampingnya dan berada langsung sebaga i 

bawahan adalah wak il penasehat pertan ian dan seorang pengawas 

pertanian, yang sekaligus merangkap satu-satunya petugas 

pengawasan atas orang-orang transmigrasi (bukan kolonisasi) yang 

tinggal berdekatan dengan orang-orang kolonis Jawa. Sementara di 

bidang pend idikan telah dibuka di daerah kolonisa si sebuah sekolah 

rakyat dengan murid sebanyak n2 orang murid pad a Desember1939. 

Selanjutnya akan dibuka sekolah yang kedua di Labuku pada 1940. 

Demikian pula dengan kesehatan para kolonis dapat dikatakan cukup 

baik, malaria harus diakui seringka li diderita penduduk, untungnya 

t ida k begitu parah. Jumlah kematian pada balita dan anak-anak 

adalah cukup besar, tetapi perbaikan pada keadaan masyarakat 

setempat dengan orang-orang kolonis pasti turut mempengaruhinya 

dan mendapat perhatian pemerintah. 

Perlu dikemukakan bahwa sebelum para kolonis Jawa akan 

dibawa ke Mapilli, telah ditempatkan juga orang-orang t ransmigrasi 

di daerah Mapi l li atau sekitar kolonisasi. Terhadap mereka dan 

temasuk daerah kolonisasi, disediakan empat dam atau bendungan 

irigasi untuk mengairi seluruh daratan di Mapi ll i dan daera h 

sekitarnya . Keempat pengairan itu, yaitu Gamoga mo, Andau, 

Tumpiling Kecil, dan Tumpiling Besar. Orang -orang transmigras i 

it u kemu dian semuanya di pinda hkan ke tanah yang harus diairi 

oleh penga iran Andau. Pemeliharaan pengairan tersebut adalah 

dalam tangan pemerintah kolonial, karena pengairan yang baik 

yang dahulu d iperuntukkan bagi para transmigrasi, ya itu pengairan 

Gamogamo. Namun pengairan tersebut, kemud ian diperuntukkan 

bagi seluruh daerah kolonisasi. Pada mulanya sumber ai r d isuplai 
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dari beberapa sungai-sungai kecil kira-kira s - 8 km, di sebelah utara 

jalan ray a. Untuk itu dibangun sebuah tanggul yang panjang, tanggul 

Gamogamo di satu pihak berfungsi sebagai tempat penyimpan air, 

di lain pihak untuk mencegah seluruh dataran itu t idak dibanj iri 

oleh air yang tidak dikehendaki. Tanggul ini se lesai pad a ~939 dan di 

kemudian hari air dari Sungai Malosso akan dialirkan melalui sa luran 

Gamogamo.' 42 

ULU MANDAK 

Penataan pemerintahan dan semua bidang di Disrti k Ulu 

Mand ak, juga tidak luput dari perhatian, sebagaimana ya ng 

dikemukakan oleh W.J. Leyds dalam perjalanan dinasnya pada 

september ~937 · Menurutnya, bahwa penduduk Ulu Manda k 

semuanya adalah orangToraja dari asal mulanya yang sama dengan 

rnereka dari Pitu Ulunna Sa/u. Namun mereka beragama Is lam dan 

rnengenai syarat-syarat hidup mereka dan melihat keadaan tanah 

ikl in akan berada pada keadaan yang sama dengan penduduk Pitu 

Ulunna Sa/u. Mereka dilihat dari semua sudut dibanding dengan 

rnereka sangatterbelakang. Jalan-j alan yang baik untuk pengiriman 

produksi dan untuk pela ksanan pemerintah yang sangat diperlukan 

tidak ada. T idak dapat m enjalanka n perja lanan dinas dengan 

rnenunggang kuda. Jalan-jalan setapak ada lah rawa -rawa dan 

berj alan tanpa membuat sebuah rencana untuk turun dan naik 

9unung (satu-satunya kekecua lian atas gambaran di atas adalah 

bagian setengah darija lan dari panta i sampai Kabi raan) .'43 

Kondisi inilah yang turut mempengaruhi perkembangan daerah 

ini, hidup mereka juga san gat miskin. Walaupun karena kebutuhan, 

1
" Leyds, Memori van Overgave, op. cit., him. 102. 
'" Ibid. 
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misalnya pakaian mereka harus dapatkan melalui daerah-daerah 

yang berdekatan dengan pantai, di mana mereka selalu ke sana untu k 

kerja rod i. Juga ka ren a beragama Islam, dan cukup banyak sekali yang 

perlu di perhatikan. Penduduk tidak pernah menikmati penyuluhan 

pertanian, dan sekola h pun tidak ada. Pelaksanaan pemerintahan 

adalah selalu pa ling t idak sempurna. Dari semua distrik yang ada di 

Onderafdeling Majene, Ulu Mandak sejak bertahun- tahun lamanya 

se lal u yang terbelaka ng . Ba ik dalam soal pajak mau pun dalam hal 

kerja rod i. 

Ke pa la Dist rik Ulu Manda k ada lah orang Toraja ya ng 

berdasarkan adat menurutjabatan itu, dania seorang yang cukup 

terpandang . Tampa knya disukai o leh pend uduk, tetap i ia tidak 

mempunyai kemampuan untuk mengembangkan daerahnya 

sehingga begitu terbe lakang . Sebab utama dari keterbela kangan 

itu tidak terlepas dari perjalananya sejarah dari bag ian Manda ryang 

hamp ir terl upakan. Pad a waktu patroli pemerintah kolonial Be Ianda 

datang dari utara dan selata n untuk menga khi ri adanya perlawanan 

di daerah Pitu Ulunna Salu, tida k dapat dinafikan bahwa pend ud uk 

da ri Ulu Manda k adalah as li orangToraja. Karen a itu tetap d isatukan 

dengan Pitu Ulunna Sa lu, sesuai dengan pelbagai kontrak po lit ik 

dengan Balanipa. Tetapi demi untu k memudah kan perhubungan, 

daerah in i digabungkan pada Sendana se buah landschap ya ng 

selama ini tidak perna h berusaha untuk menaklukkan Ulu Mandak.144 

Orang-orang Ulu Mandak sewa ktu berhadapan dengan W. 

J . Leyds, mere ka memaka i kata "t ipu" unt uk menggamba rkan 

bagaimana mereka ditarik bergabung pada Sendana, dan Mara 'dia 

Senda na pernah berkata bahwa be liau dengan senang hati ingin 

' " Di antaran}'a, 'o ta Penjc lasan dari Kontrak Politik pada 1909. Demikian pula 
dcngan tul isan tentil ng perbatasan dari Kaptcn van Genderen Start tanggal 12 juli 1907, dan 
juga dari Kontrolir C non pada juli 1909 (Leyds, Memorivan Overgave, op. c it. , him. 1 03). 
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be bas dari orang-orang Ulu Mandak (dat hi} gaarne deo/eoe mandak 

kwijt wi/de). Meskipun demikian tetapi pada akhirnya Ulu Mandak 

tetap disatukan dengan Sendana. Para swapraja dan anggota ­

anggota hadat jarang atau tak pernah berkunjung ke daerah in i. 

Demikian pula dengan pejabat Onderafdeling Majene, di mana 

kapten-kontrolir sangat sibuk dengan tata cara pemerintahan di 

sepanjang jalan raya dan di antara orang-orang Mandar di pesis ir, 

sehingga hampirtidak ada seorang pamong praja berkunjung ke Ulu 

Mandak. 

Sekiranya Ulu Mandak digabung dengan Pitu Ulur ..)alu pada 

~907 - ~909, maka pasti akan digabung pada Onderafde11ng Mamasa 

pada ~9~6-~9~9 yang pada waktu itu dibentuk dan pasti akan 

mengalami suatu perkembangan yang menguntungkan. Karena itu 

daerah ini seperti semula, ada sesuatu yang memberatkan (iets aan 

het been hebben), dari Onderafdeling Majene, terasing dan dengan 

sebuah jalan penghubung yang jelek ke sana, sehingga su liL unlu k 

dihubungi. Penduduk sebagai pengembara dengan asa l mulanya 

yang jauh berbeda de ngan seluruh penduduk da ri Onderafdel ing 

Majene. Pernah diusahakan untuk ditempatkan pad a sebuah daerah 

yang tidak bertuan . Atas perintah Asisten Residen Hondius van 

Herweden, rakyatnya dipindahkan ke daerah pesisir (Tamarimbi, 

antara Tandia llu dan Malunda) atau ke Pitu Ulunna Salu pad a ~9~6 . 14s 

Karen a tidak biasa dengan ikl im di pesisir, sehingga banyak penduduk 

yang meninggal. Sisanya lari meninggalkan tempat dan bertahun­

tahun lamanya mengembara di daerah Ulu Mandak, karena ta kut 

untuk menetap di suatu tempat atau untuk membangun sebuah 

rumah. Baru pada tahun ~929 kepada penduduk secara resmi 

diizinkan untuk menetap di Ulu Mandak, dengan syarat membangun 

' Kampung Sappan dijadikan sebagi ibukota, namun setengah tahun kcmudian 
:libakar oleh tcntara . Bertentangan dengan Sural Edaran Gubernur Selebes Frijling 
.ertanggal 8 Dcsembcr 1906 No. 1 0. 
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sebuah tempat t ingga l ya ng tetap pad a jalan ray a yang sudah ada. 

Pada tahun-tahun sebe lumnya 1929 penduduknya menjadi asing 

sama sekal i dari pemerintahan kolonial Belanda .146 

Sejak 1929 penduduk sibuk dengan pengolahan ladang yang 

t idak teratur. Hanya beberapa yang memiliki rumah permanen yang 

pantas, banyak be rpindah dari ladang ke ladang (van /adang naar 

/adang) . Hanya beberapa saja yang memilik i penanaman halaman 

yang baik dan bervariasi. Terdapat be berapa kebun kopi, tetap i 

sama sekal i tidak terpilihara, karena tidak secara teratur diadakan 

penanama n baru, lagipula kop i juga sudah tidak berharga. Pajak 

dibayar sesudah ada hasil dari pengumpulan, transportasi dan 

penjualan, jika dibanding dengan hasil dari pekerjaan yang sam a yang 

dikerjakan oleh rakyat Pitu U/unna Salu, di daerah mereka sendiri 

ada lah sangat tidak menguntungkan. Pada 1936 untuk beberapa 

bulan lamanya telah ditempatkan seorang hu/p bestuurs-assistent 
(pembantu bestuur asisten) . Pendudu k di tiga tempat dipaksa 

mengerjakan sawa h. Sewaktu petugas ini meningga lkan tempat 

pe kerjaan nya, hanya t inggal satu desa ialah Bababatulotong yang 

tetap melanjutkan penggarapannya, ki ni terdapat delapan hektar 

sawah yang indah. Adalah suatu kenyataan bahwa terlal u si ng kat 

petugas ini t inggal di Ulu Mandak dan tindakan yang diprakarsainya 

itu nampa knya terlalu keras seh ingga dapat diperkirakan bahwa 

perubahan dari kehidupan pengembaraan ke kehidupan seorang 

penggarap sawah bagai kebanyakan di antara mere ka adalah terlalu 

sulit. 

Adalah suatu kesalahan besar, jika kepada mereka tidak 

diajarkan untuk bekerja sawah yang baik, sebab pada umumnya 

sudah merupakan suatu lapangan kerja baik daripada membiarkan 

••t• Satu dan la innya da pat d ibaca pada no ta d ari Pj. Kontrolir Van Oriel tcntang Ulu 
Mandak tertanggal 5 September 1929 o. 325/XVV. 
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mereka dengan tidak mempedulikannya. Sikap demikian dapat 

mengakibatkan hal-ha l yang sangat fatal bagi kelestarian hutan, 

dan juga untuk keadaan hidrologi. Apabila rakyat selalu dibiarkan 

untuk tetap mengembara dengan sega la kesu litan bagi pelaksanaan 

pemerintahan dengan kemungkinan meningkatnya kriminalitas 

dan penyakit-penyakit menu lar, dan tanpa kesempatan untuk 

pengangkatan rohani dan kebutuhan badan i. Seharusnya penduduk 

tersebut dibiasakan tinggal di rumah-rumah permanen dengan 

rnenanami halaman-halaman rumah mereka. Termasuk di antaranya 

rrungk in ada beberapa pohon kopi dan tanaman lainnya terikat 

pada suatu peredaran wa ktu untuk kerja ladang yang teratur (een 

geregelde ladangom/ooptijd). Bisa dimungkinkan di beberapa desa 

untuk menetapkan peredaran waktu untuk ladang-ladang antara 

8- ~o tahun lamanya, karena tesed ianya areal tanah yang sangat 

luas dan ta npa batas yang dapat ditanami. Di kampung-kampung 

lainnya seharusnya ada pada tempatnyalah turut diperhitungkan 

bahwa di sana sini hutan ditanggalkan dan diusahakan penduduk 

unt uk mena nami tanah itu secara tetap, setia p orang mendapat dua 

petak tanah yang ditanaminya dengan tanaman untuk makan dan 

untuk pemupukan atau kesuburan tanah . 

Selain itu, untuk sementara pendudu kjuga tidak pernah datang 

untuk bekerja pada pembuatan jalan Majene- Ui u Mandak-Mamuju 

(yang untuk dia sama sekali tidak menguntungkan pengangkutan 

produksi), tetapi dengan sekuat tenaga diusahakan memperbaiki 

jalan-jalan serapak (jalan hanya untuk orang berja lan kaki) yang 

terjal Kabiraan-Seppong dan Ma lunda- Seppong ya ng dapat dipakai 

sebaga ijalan kuda. Pada akhirnya tunggakan pajak harus ditagih dan 

da n disiplin pembayaran dan disiplin kerja rodi perlu memperbaikinya. 

Ide-ide yang dibentangkan di atas dijelaskan dalam garis besar pad a 

Januari ~938 dan diberi tugas untuk mengerjakannya. Untuk itu 
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setiap orang sibuk bekerja da lam waktu singkat, menyusun sebuah 

program tentang rencana ke rja untuk Ulu Mandak,'47 yaitu sebagai 

berikut: 

~- Konsentrasi tempat tinggal (kampung), setiap orang harus 

mempunyai tempat tinggal dan mempunyai rumah di salah 

satu kampung yang diaku i. Diperlukan hal semacam itu untuk 

memungkinkan pelaksanaan pemerintah secara praktis dan 

untuk meningkatkan perkembangan pemiki ran antara sesama 

warga dem i peningkatan kemajuan. Hanya dengan jalan 

demikian dapat dikembangkan kehidupan beragama, bantuan 

kesehatan sekali-seka li vaksinas i, penerangan pertanian dan 

batuan dalam keadaan darurat. 

2. Penanaman peka rangan, maksudnya bahwa pada mulanya 

pekarangan itu han ya ditanami dengan tanaman untuk 

makanan, t erutama ub i kayu, kacang- kaca ngan, jagung dan 

pisang, tetapi juga memikirkan untuk penanaman pohon-pohon 

berumur satu tahun, khusus untuk buah-buhan . Pemerintah 

ko lonial ragu bahwa apakah penduduk asli dar i kamp ung­

kampung itu akan bertahan, j ika semua pohon untuk bernaung 

di bawahnya sudah t idak ada. 

3· Membuka kebun-kebun kopi atau kebun-kebun lainnya d i dekat 

perkampungan. Kini penduduk lebih bergiat dengan cari uang 

buat bayar sima atau pajak. 

4· Mempertahankan adanya peladangan yang meru pakan suatu 

keb iasaan dari dahu lu, tetapi perlu diatur sebegitu rupa yang 

setidak-tidaknya tidak merusak keadaan hutan d i dekatnya. 

Kecua li izin untuk be rlada ng di tengah-tengah hutan dan tidak 

, ,- Mereka i tu di antranya; Kontrolir Duursma dan calon Kontroli r W olholf dengan 
pejabat sementara M antri Pamong Praja Pangalai , clibantu olch siswa pol isi hutan Silas 
Ma lia, clan kemuclian o lch Kont ro li r M r. Hoen clengan H BA (hulp bestuurs asistent) 
Zainoeddin clengan siswa polisi hutan Karel Poca ng Iring 
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pad a batas antara hutan dan daerah alang-alang. Kepada setiap 

kampung ditent ukan sebuah area l ya ng sekali da lam tujuh 

tahun diganti . 

5· Mendisiplinkan penduduk, hal ini tidak dapat diteruskan dalam 

pengertian bahwa penduduk harus melunaskan tungga kan 

yang sebelumnya tak pernah dibayar. Dengan cara dem ik1an 

penduduk tidak diajarkan untuk tidak bekerja secara terat ur 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapa i. Dalam keadaa n 

demikian penduduk didorong untuk secara teratur membayar 

uang sima, kehadiran kerja rodi, menemui pan .1 unt uk 

menghadap, menghukum atas pelanggara . , misalny~ 

tentang hal berladang dan pembakaran, tanpa izin me ncar i 

damar di daerah yang bukan miliknya, pindah alamat, tanpa 

pemberitahuan, ketindakhadiran yang berulang-ulang pada 

kerja rodi . Jumlah pelanggaran dalam distrik t idak dapat 

dihitung, praktis setiap orang bekerja men urut kehendak nya, 

t idak ada yang mempedulikan tetangganya atau pemerintah. 

Sebaliknyajumlah pelanggaran nara pidana secara praktis nihil. 

6. Perbaikan jaringan jalan, sehingga diadakan beberapa jal an 

kuda yang saling menghubungkan kampung-kampung yang 

pad at penduduk yang memudahkan jalannya pemerintahan dan 

para dokter, pegawai pemerintah, pol isi dan pegawai pamong 

praja yang memungkinkan perjalanan dinas cukup memuaskan. 

Terkait dengan hal-hal terse but adalah perbaikan baruga yang 

perlu diperbaiki da n diganti. Untuk memperbaikijari nganjalan 

perlu menanti terkirimnya peta topografi, jika tidak akan terjadi 

pengulangan pekerjaan. Tetap i untuk itu perlu menanti cukup 

lama. Jalan-jalan yang tidak begitu memerlukan peta topografi 

la ngsung diperba iki. 

7· Reboisasi, penanaman selama diperlukan untuk memel ihara 
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cenrana, tomako, kopi, lantera, crate/aria, thephoresia atau 

jati yang dipelihara oleh Dinas Haminte (gemeentedinest) atau 

sebagai suatu kewajiban dari seorang peladang yang sudah 

tinggalkan ladangnya atau ya ng sementara masih mengerjakan 

ladangnya. 

8. Mewujudkan pembangunan persawahan baru dan mengerjakan 

persawahan yang sudah tidak dipakai lagi. Untuk masalah ini 

perlu si kap penuh berhati-hati, karena peralihan dari pola hidup 

berpindah-pindah (nomaden Ieven) ke ke hidupan pe rsawahan 

yang begitu teratur mung kin terla lu berat, sehingga hasilnya 

sangattidak memuaskan,jika terpaksa harus melaksanakannya. 

g. Memajukan pemeliharaan unggas dan kambing, untuk 

memperoleh pupuk terhadap penanaman pekarangan. Usa ha 

pemeliharaan tambak ikan dihapus dari rencana terse but, juga 

penanaman sagu, sehubung dengan keberatan dari pihak dinas 

kesehatan . 

Jika dimungkinkan rencana terse but, juga dapat dilaksanakan 

di Distrik Tu'bie dan Taramanu dan di bag ian utara dari Distrik Allu, 

Tenggeleng, Mapilli dan Tapango. Sela in itu, juga untuk Kalumpang 

dan sebagian besar daerah-daerah lain di Mam uju dari rencana 

ini dapat digunakan . Di samping telah tersusun jadwal pekerjaan 

untuk mengetahui kapankah penduduk mulai menggarap tanah 

pertanian atau mulai dengan reboisasi, dan kapankah kerja rodi harus 

ditingkatkan dan kapankah diperlukan waktu untuk cari uang sima 

dan kapankah rumah mereka akan dipindahkan ke suatu tempat 

yang lebih ba ik. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa masing­

masing t erikat erat pad a ketentuan terse but, kare na jika tidak tak 

akan terjadi sesuatu yang baik segala perbaikan yang diadakan itu.[] 
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KEPOLISIAN 

Pelaksanaan tugas kepolisian te rletak dalam tangan para 

f..nmpinan. Untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan, 

swa praja (kerajaan) menggunakan orang-orang tertentu dengan 

tugas khusus, misalnya maradia malo/a, andongguru, sariang, 

tomabubung dan ke'de. Mereka terse but tidak berfungsi lagi dalam 

pemerintahan kolonial sejak tahun 2905 - 2907. Mereka tidak 

diperhat ikan lagi, dan hanya bertugas pada upacara adat. Kini 

mereka diganti dengan beberapa agen polisi pemerintah ko lonia l 

Belanda. Kemudian turut bergabung beberapa mantri polisi 

landschap dan anggota polisi landschap . Para mantri polisi itu d i 

samping menjalankan tugas kepolisian, mengerjakan juga tugas 

pemerinta han . Khusus di Pasangkayu di sebelah utara Mamuju 

karena perubahan terse but, ge lar jabatannya diganti dengan mantri 

pemerintahan . Sementara dua orang yang bertugas di Subafdeling 

Polewali berusaha juga memperoleh kedudukan yang serupa. Mereka 

r .. eninginkan untuk menggantikan pekerjaan para mantri itu secara 

perlahan-lahan dan pekerjaan mereka akan dikerjakan sendiri oleh 

para kepa la distrik di bawah pimpinan ze/fbestuur. 

Perbedaan anta ra agen polisi landschap dengan agen polisi 

pemerintahan kolonial Belanda mengenai tujuannya tidak ada . 
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P:=rbedaannya hanya pada jum lah gaji yang diterima .' 48 Karena 

itu disara nkan penggaj iannya agen pol is i pemerintah kolonial 

dtsamakan dengan agen polisi landschap. Pada 1939 ditempatkan 

di Parepare seorang inspektur polisi antara lain untuk mendidik dan 

rrelatih para agen polisi di Afdeling Parepare dan Afdel ing Mandar. 

Keberadaan agen-agen polisi itu langsung di bawah pimpinan 

p1~jabat-pejabat polisi (yang menengah) dan yang tinggi. '49 Selain 

itu, ada juga suatu cara baru untuk menyelesaikan masalah terse but, 

ialah untuk menjad ikan semua agen polisi itu menjadi agen polisi 

landschap. Namun j ika hal ini diset ujui, tentu j uga tidak da pat 

secara langsung menyelesaikan persoalan, sebab agen-agen pol isi 

pe!merintah kolonial t idak mau keh ilangan hak pensiun mereka dan 

tidak mau mengabaikan dinas kesatuannya. Juga karena mereka 

mempunyai perjalanan dinas yang secara teratur selama lima sampai 

sepuluh hari. Bahkan seluruh perlengkapan, cara berpakaian, t ingkah 

laku, dan tata cara bekerja para agen polis i sangat diperhatikan, 

sementara para polisi landschap kurang diperhatikan dan kurang 

berpend idikan . 

Mengikuti pendidikan mantri polisi di Sukabumi bag i para 

pejabat di Mandar sampa i kini belum perna h tercapai, hanya 

t erti ngga l sebagai sebuah cit a-cita belaka. Sebagai perbandingan 

hanya sedikit sekali yang t erpilih unt uk mengikuti pend idikan 

terse but . Jika ada yang cocok, harus melalui kursus percobaan selama 

dua bulan di Makassar, yang kemudian berubah menjadi enam bulan 

larnanya. Tiga orang pemuda dari Mandar pernah mengikut i kursus 

tersebut, namun hanya dua di antara mereka yang berhasil dengan 

ba k, dan memperoleh tanda lulus dengan pujian. Salah satu dari 

' 'vlisalm il agen polisi pemcrintah kolonial Beland,l ~cbe<.u i.13 wmcntarJ Jgen 
poli<i landschap ~cbe<M i.ll. 

''' Dalam perkernbangannva, dengan bes l it d ilfi re~1 den gaji para agen pulisi itu 
kernudian dap.ll ditamb,1hkan t. 1 sampai dengan 1 2. -. 
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mereka berdua tinggal di Makassar dan diangkat menjadi mantri 

pol isi yang sebenarnya bukanlah maksud peng irimannya mengikuti 

kursus percobaan itu . Se lanjutnya pengangkatan-pengangkatan 

semacam ini, jika di daerah-daerah luar yang bersangkutan tidak 

mempunyai tenaga terdidik, maka Mandar da la m hal ini turut serta 

merasakan akibatnya dan masyarakat kurang terlayani. 

PERADILAN 

Men yangkut tentang pe radila n d i Mandar, juga sangat rum it 

bagi orang asing. Sebab terjadi dualisme antara peradilan Eropa 

dengan peradi lan pribum i. Semakin kompleks lagi karena di sam ping 

pengadilan negeri dan penga dil an adat, terdapat perad ilan agama 

dan peradilan kampung atau desa. Bahkan terdapat pe radilan militer 

dan peradilan yang khusus d iadakan untu k orang-orang dengan 

kedudukan yang istimewa . Sebagi contoh, seo ran g pribumi yang 

bertempat tinggal di pekarangan sebuah rumah gubernemen karen a 

tanah pada bangunan tersebut sudah diserahkan oleh landschap 

masih teta p diperlukan sebaga i warg a landschap terte nt u. Sampai 

pada~Janua ri ~939 orang bumiputra seperti itu di sana sini dikenakan 

pembayara n paja k gubernemen, teta pi kem udian dikena kan pajak 

penghasilan mereka. 1 so Ole h karena semua pegawai pemerintahan 

ditentukan sebagai pegawai negara . 

Susunan dan organi sasi peradila n dimuat pada peraturan 

pe laksa naan zelfbestuursregelen ~938, bahwa peke rjaan residen 

dengan dibantu oleh swapraja. Ketentuan itu terkait erat denga n 

pe raturan pelaksanaa n Staatsblad (Lembaran Nega ra) ~932, No. 

1 " Ha l ini mengakibatka n tcrbentuknya sebuah latus "disim" d i kantor" berlawanan 
elengan disima el i kampu ng" . Demi kian juga tcntang rnasa lah "jongos" scorang as isten 
residen dikatakan "disima eli kantor". Baca , pasal-pasal Zelfbcstuursregelen Stb l. 1938 
1'-o. 529. 
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8o yang mengatur peradilan bumiputra di daerah pemerintahan 

langsung (rechtstreeks bestuurd gebied) dan mulai berlaku pada 

1 Februari 1940.'s1 Atas dasar ketentuan tersebut telah tersusun 

peradilan landschap sebagai berikut : perkara-perkara besa r 

(pembagian ini disusun menurut susunan peradilan gubernemen) 

adalah wewenang hadat besar yang terdapat di daerah masing­

masing swapraja; perkara-perkara kecil seperti di Onderafdeling 

Mamasa oleh peradi lan hakim t unggal adalah kepa la onderafdeling; 

dcm di daerah-daerah lain di Mandardiadakan di setiap distrik sebelum 

tahun 1937. Sedangkan perad ilan yang diperuntukkan untuk desa 

bedum ada. Walaupun sementara in i sedang diteliti kemungkinan 

untuk pembentukannya. Oleh karena ada peraturan baru, peradilan 

he: kim t unggal diganti dengan had at kecil, sebab Mama sa t idak 

m=menuhi persyaratan untuk diadakan sebuah peradilan landschap 

(lc;ndschapsreehter). Pengadilan desa (dorpsrechtbanken) diperlukan 

ketentuan-ketent uan undang-undang, jika ingin membentuknya. 

Kesulitan-kesulitan dalam pratek terdapat di Kalumpang, 

di mana penduduk atau pemimpin-pemimpin mereka, menurut 

keterangan yang disampaikan kepada pemerintah kolonial Belanda 

bahwa mereka berkeberatan tentang pengajuan oran g-orangToraja 

di muka peradilan adat di Mamuju. Sebab mereka dahulu (sebelum 

ca 11pur tangan pemerintah Hindia Be Ianda) dapat menyelesaikan 

perse lisihan antara mereka, tak pernah mereka m inta pertolongan 

mcrra'dia untuk membantu. Permintaan bantuan ke Mamuju itu 

menimbulkan banyak rint angan, sebab t ernyata di Mamuj u tida k 

terdapat seorang pimpinan yang kompoten dan selama ini perkara­

pe-kara itu diselesaikan di Kalumpang. Karena perkara-perkara 

sernacam itu jarang sekali terjadi di Kalumpang, sehingga hal itu 

' " Pcraturan ini cleng.1n ~endiri nya mcmbatalkan ketenruan rechwrceks bestuurd 
gebied tcrtanggal I 8 September 19:!6 '-o. 1-J.1 811 1. 
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bukan sesuatu hal yang mendesak. Menurut W. J. Leyds ba hwa 

perlu diadakan sebuah bad an untuk menyelesai kan perkara menurut 

hukum, di mana "kepa/a Iampo" dari Karama Atas adalah ketua bad an 

tersebut dan kedua tema n sejawatn ya adalah anggota. Penasehat 

ada lah kepa la onderafde/ing. Pe rkara-pe rkara te rsebut harus 

d is im pan sampai mantri pamong praja tiba di Ka lumpang untuk 

menghadiri perkara itu dengan dua tugas. Tugasnya yang pertama 

sebagai penuntut umum dan tugas lainnya sebagai sekretaris 

peradi lan . Tugas yang pertama tida k bersifat resmi, sebab kemudian 

mantri pamong praja dapat diganti oleh seorang kepa la distrik 

untu k Kalu mpang. Kare na itu kepala d istrik tersebut dijadikan ketua 

dewan.l52 

Pembentukan lembaga pe rad ila n masya ra kat yang disebut 

hadat kecil mulai diadakan pada ~937· Meski pun menurut para kepa la 

subafdel ing bahwa pengetahuan para pemimpin it u sed ikit sekali dan 

sikap memihak dari afdeling ini belum mantap untuk membentuk 

hadat-hadat kecil. Hasil pe rcobaan tel ah membu ktikan bahwa 

sela lu terdapat kesal ahan -kesalahan kec il, namun badan-badan 

peradilan tersebut tetap dapat berdir i. Untuk itu sangat diperlukan 

ketelitian para kepala subfdeling untuk memeriksa secara kritis 

daftar-daftar registrasi untuk me ncegah terjadinya ketidakadilan . 

Kepala afdeling harus mengawasi daftar-daftar reg istrasi itu dengan 

ca ra pengontrolan dengan cara cek dan ricek. Selanjutnya perlu 

diperhatikan fungs i adat dari anggota dewan. Pada akhirnya untu k 

memperoleh data-data ya ng diperlukan telah disusun sebuah nota 

sehubungan dengan adanya masalah peradilan desa. Hal ini memuat 

cukup data untuk menentukan pengangkatan anggota dari badan­

badan pe radilan masyarakat atau hadat kecil di Balanipa dan Majene. 

'" Leys, W.J. 1940. Memori van Overgave, op. cit., hlrn.111. 
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Lembaga disebut sebelumnya mengandung seka ligus data 

tentang daerah asal Mandar yang diperlukan untuk membentukan 

lernbaga perad ilan rendahan jika d imungkinkan. Struktur 

ket atanegaraannya adalah sang at rumit,jika kita persis mengikutinya, 

mcka antara lain sampai empat kali bisa na ik banding . Dengan 

menghapus atau mengkombinasikan instansi-intans i tertentu dan 

sekedar perubahannya adalah pasti untuk Majene, Balanipa dan 

Mamasa memungkinkan suatu perkembangan bagi pembentukan 

peradilan desa. Di Mamuju sebali knya sangat sedikit kemungkinan 

adanya sisa-sisa peninggalan dari instansi-instansi semacam itu di 

masa la lu untuk pembentukan peradilan desa di daerah tersebut. 1s3 

Sela in itu, juga terdapat peradilan agama di sejumlah swapraja. 

Peradilan ini d ibentuk atau disahkan oleh swapraja, misalnya 

peradilan agama Sendana, Majene, dan Pamboang pada tanggal13 

Nopember 1920, peradi lan agama Mamuju pad a tanggal15 Februari 

1921, peradilan agama Balanipa pada tanggal 20 Februari 1922, dan 

per3dilan agama Binuang pad a tanggal 20 Februari 1922. Sedangkan 

di Tapalang tidak ada peradilan agama. Pembentukan-pembentukan 

tersebut, kemudian di lengkapi dengan ketentuan ba hwa daftar­

daftar reg istras i yang disimpan di kantor kejaksaan pada 1939. 

Ketua peradilan agama di setiap landschap adalah seorang kadi . 

Ia merupakan pemegang otoritas kerohanian terti nggi di sebuah 

landschap dan dalam bidang keagamaan dekat sekali dengan 

pemangku adat. Jika seorang mara 'dia diganti, maka kat a orang 

kad i tertentu itu juga harus digant i. Para kadi menurut ad at dila ntik 

mengikuti suatu tata cara yang lain seka li, be rlainan seka li dengan 

ketentuan me nurut peraturan. Jabatan kadi menurut adat hanya 

dap3t didudu ki oleh anggota keluarga terte nt u. 

Sura t \V J. Le\ d~ tt-rta ngga l 11 'iopember 1 'l l9 \. o. 8267/11, tl·ntang usul 
pe mrt•ntukan pt•rad ilan dP,a. 
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Selanjutnya majelis hakim peradilan agama terdiri atas dua 

sampai enam orang anggota. Mereka mempunyai wewenang untuk 

memutuskan sebuah perkara dari dahulu, tetapi berupa sebuah 

instansi yang diadakan pada waktu mulai pemerintahan Hindia 

Belandaturutmencampuri dan berkuasa di daerah ini . Perkembangan 

le mbaga pengadilan ini kurang baik, karena malah dapat dikatakan 

pengawasannya tidak ada sama seka li. Juga tidak ada keharusan 

untuk tunduk pada peradilan tersebut, seandainya salah satu da ri 

kedua pihak yang perkara itu memi ntanya, maka instansi tersebut 

terabaikan dan perkara tersebut dipindahkan ke pengadilan negeri. 

Pada akhirnya sebuah keputusan dari saraktidak bisa di laksanakan. 

Untuk itu sebelumnya perlu suatu keputusan dari hadat besar. 

Walaupun terjad i hal-hal seperti itu, kebanyakan orang masih 

pergi meminta pertimbangan pada mereka. Orang-orang itu ada lah 

orang Islam yang baik dan taat beragama dan juga terhitung orang­

orang yang tidak mau mengabaikan instansi yang sah diadakan oleh 

pemerintah. Wa rga yang sholeh pasti meminta pertimbangan dan 

keputusan sarak pada hampi r semua perkara wa risa n, perkawinan 

dan percera ian. Keadaa n sekarang tida k begitu memuaskan. 

Diharapkan pe rbaikan, apabila ketentuan tentang pengawasan. 

Registrasi tentang putusan peradilan dengan perantaraan pemangku 

adat diserahkan sekali dalam tiga bulan kepada kepala subafdeling 

untu k di ketah ui. Pengad il an agama harus mengikuti dan petunjuk 

yang diberikan oleh kepala subafdel ing atau oleh pemangku adat. 

Le mbaga lainnya ya ng perlu dikemuka kan adalah inlandsch 

notariaat. Lembaga pribumi in i sang at bermanfaat untuk kepentingan 

masyarakat setempat . Bagi mereka yang ingin mengadakan suatu 

perjanj ian antara sesamanya, maka ha l itu diadakan di depan kepala 

distrik dengan membayarf. o,2o yang dimasukkan ke kas landschap. 

Perjanjian t ersebut ditulis pada formulir bercetak rang kap dua dan 
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didaftarkan pada sebuah register. Dari formu lir tersebut masing­

rnasing pihak pendapat bagiannya, catatan pada register tidak 

berbeda dengan yang ada di formulir. Formulir tersebut se lama 

ini ditulis dengan aksara Bugis yang hanya dipakai di Polewali dan 

Majene. Namun semakin berkurang pemakaiannya karena semakin 

rneningkat pendidikan rakyat, karena para murid diajarkan baik 

c:1ksara Bug is maupun aksara Latin. Karena itu kemud ian lebih disukai 

rnenggunakan aksara Latin dan Bahasa Melayu da lam mengadakan 

suatu perjanjian dan untuk urusan lainnya yang penting. Di Mamuju 

lebih banyak dipakai aksara Bugis dan di sekolah Zendingjuga ti dak 

c iajarkan aksara Arab, sehingga hanya dipakai formulir yang tertulis 

oalam bahasa Melayu. Untuk semua distrik dapat dipilih nama 

yang disukai formulir yang dicetak da lam aksara Bug is atau bahasa 

Melayu. 

Pada pengadilan adat misalnya, alat kekuasaan pemerintahan 

harus tidak tinggal diam. Mereka harus turut aktif untuk 

memungkinkan terciptanya sebuah perjanjian, jika kedua belah 

pihak ingin mengadakan perjanjian tentang sebuah petak tanah 1 

terutama harus jelas letak batas-batasnya1 juga harus disebut pohon­

pohon apa saja yang tumbuh di atasnya. Demikian pula dengan 

ji 1<a seekor kerbau ganti pemilik, maka "pusat"nya harus dicari 

d3n disusun seteliti mungkin. Sela lu disebut dalam akta tersebut 

keterangan-keterangan itu diberikan oleh siapa dan apakah pihak 

lawannya sudah mengontrol dan sudah turut mengikut inya sendiri 

at:au semuanya itu tidak dibenarkannya. Semua persyaratan terse but 

dan pelbagai nasehat lainnya harus diberitahukan kepada para 

kepala distrik dan juga bahwa pekerjaan ini tidak boleh disarankan 

ke!pada bawahannya. Sebab1 ada di antara kepala distrik yang 

membiarkannya, malah menugaskan bahwa kedua belah pihak harus 

menghadap pad a juru tulisnya dan mereka (para kepala distrik) turut 
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menandatanganinya begitu saja. Hal ini harus dicegah, wa lau pun 

biayanya ha nya f. 0 , 2 0 ni lainya, pekerjaan in i adalah sangat penting, 

untuk itu mereka harus turut bertanggung jawab. 

Lembaga pemasyarakatan juga disebut -sebut satu dua tahun 

lalu sebagai penjara di Mandar, tanpa kecua li kepengurusannya 

diatur oleh pemerinta h landschap Mandar. Ketentuan kepenjaraan 

dari pemerintah Hindia Belanda hanya dipakai sebagai penuntun, 

pelbagai tuntutan antara laintentang sandang dan pang an dan hal-hal 

administrasi sudah tidak perlu lagi mengikuti ketentuan-ketentuan 

terpaka i pada lem baga pemasyara kata n peme ri ntah Hindia 

Belanda. Juga hampir pada semua bidang, termasuk keterlibatan 

da ri pemerintah landschap disederhanakan pengatu rannya . Yang 

perlu diperhatikan bahwa yang diperoleh di penjara atau di lembaga 

pemasyarakatan adalah t idak kurang dari waktu hu kuman mereka 

tidak dianggap sebagai suatu paksaan . Atas catatan tersebut 

terkesan adanya suatu yang menarik perhatian bahwa cukup banyak 

individu yang dit emukan d i da lam penjara maupun yang seda ng 

diad ili yang bertahun-tahun lebih suka hid up dalam penjara daripada 

dibebaskan, malah sudah pembebasan mereka membuat suatu 

pelangganan ke mbali . 

Masalah administras i adalah lebih sede rhana dibanding 

dengan pemerintahan. Daftar-daftar yang memuat nama-nama 

para hukuman yang dipe kerj akan di instansi- instans i tertentu 

tidak perlu dimasukkan, juga tidak untuk para pidana gubernemen, 

karen a menganggap bahwa para nara pidana gubernemen yang tidak 

banyak itu yang dipekerjakan dipelbagai instansi atau diperkerjakan 

di pekerjaan-pekerjaan landschap. Mereka tidak termasuk orang­

orang hukuman landchap yang tanpa regularisasi dipekerjakan di 

objek-objek pemerintah antara la in seperti kantor, pekarangan, 

pemeliharaan rumah-rumah gubernemen dan yang semacam itu 
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tidak ada daftar regulasinya, juga tidak ada peke rjaan tahunan, 

hanya pada pekerjaan-pekerjaan la in yang mengu lang diusahakan 

untuk mem pe roleh pengurangan, tet api tidak berhasil. 

Di Majene terdapat sebuah perad ilan negeri, daerah 

kekuasaannya meliputi daerah afdeling, ketuanya adalah asisten 

residen, para anggota adalah: Zelfbestuur Majene bernama Rachma n 

(mantan anggota had at Pangkajene yang sudah pensiun dan juga 

sebagai mantan kepala Distri k Baru), Mohammad Taijeb (penasehat 

agama Islam Kadi Majene yang sedang diproses pemberhentiannya, 

karena sudah masuk surat permohonannya), penasehat ketururnan 

Cina Kho Hin Goan, sebagai Plk, Wijkmeester ketururnan Cina 

setempat. Griffier adalah seorang komisi peradilan negeri Majene 

masih tetap aktif, sementara harus dipikirkan tentang pelbagai 

Formalitas dan menemuinya karena adanya banyak pekerjaan rutin, 

Tlalah sebal iknya baik asisten res iden maupun Griffier berkali-kali 

Jelum pernah sebe lumnya menerima pekerjaan terse but. 

PERPAJAKAN 

a. Sima Assaparang A tuwong 

Gubernur Frijling memberi kepada pemerintah Mandar pada 

:.918 sebuah peraturan pajak "sima assaparang atuwong", yang dalam 

bahasa Bugis berarti "penarikan pemasukan untuk pemeliharaan 

kehidupan". ' 54 Peraturan ini antara lain menegaskan bahwa 

pemasukan dari seorang penduduk biasa dari sebuah kampung 

tidak diperhitungkan, tetapi ia dike nakan pajak yang disebut sima 

bad an. Oleh ka rena sejumlah pemasukan yang tidak bisa dibuktikan 

pada peraturan pajak sima assaparang atuwong. Pada umumnya 

'·' ';ura l edara n penwrinta h tc•ntang pcratu ran pajak pcnghasilan pada t.mggal z­
r:cscmbcr 1918. '- <>. 454'> H6. 
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penghasilan minimal sebesar f. so. Sedangkan untuk penarikan 

seluruhnya adalah sebesar 4 persen, besar pajaknya adalah f. 2, 

jumlah minimum setempat untu k para pekerja laki-laki. Jad i jumlah 

normal dari pemasukan yang tidak bisa dibuktikan pad a setiap tahun 

diajukan kepada residen. Sima badan untuk calon pekerja laki-la ki 

bervariasi antara f. 4 sampai f. 5,6o sesuai daerah itu kaya atau miskin 

dan kemu ngk ina n mendapatkan pekerjaan sulit atau mudah . Dari 

seorang bujang baru dikurangi f. so, dari penghasilannya, jadi f. 2, 

dari pajaknya, untuk kedua f. 20, jadi f. o,8o dari paja knya. Angka­

angka terse but bagi penetapan pajak yang paling kecil untuk seorang 

wajib pajak mempunyai sifat sebagai pajak perorangan yang pada 

daerah-daerah yang keadaan kemakmurannya tidak jauh berbeda 

antara penduduk yang satu dengan yang lain dalam keseluruhannya 

akan membentuk penetapan pajak yang teratur. 

Untuk mereka yang menonjol melebihi penduduk desa lainnya, 

maka kelebihan itu ditentukan sebaga i sima harta. Jadi seseorang 

yang memiliki 30 pohon kelapa yang bisa menghasilkan 30 x f.1 

seta hun dan di sam ping itu mengerjakan sawah dan berkebun. Oleh 

karena penghasi lan dari persawahan dan perkebunannya tidak 

dapat dibuktikan, sehingga ia harus membayar sima badan da n 

untuk pohon-pohon ke lapa itu membayar sima harta. Sebaliknya 

bagi seorang ya ng hanya mempunyai 30 pohon kelapa dikenakan 

sima badan, dan seorang yang memiliki 300 pohon kela pa dan 

memeliharanya dan selanjutnya tidak mempunyai penghasilan la in 

harus membayar 1 sima bad an dan 2 sima harta untu k selisih antara 

penghasi lan kebun kelapanya dengan jumlah penge luaran untuk 

keperluan rumah tangga (makanan dan minuman) bag i diri dan 

keluarganya. 

Pada waktu W.J. Leyds menjadi Asisten Residen Mandar, maka 

paja k itu sebagai berikut, untuk sima badan f. 6, dan di daerah 

122 I Muhammad Amir 



pegunungan f. 5, dan semua yang dapat ditentukan berupa kebun 

kelapa dan kebun kopi ditentukan sebagai sima harta.155Tak ada angka 

yang tepat tentang jumlah pohon ke lapa yang dimiliki, sehingga 

lebih banyak yang tidak diberitahukan. Jadi diadakan perhitungan 

pohon ke lapa dan kopi oleh sebuah komisi terd iri dari tiga orang, 

ya itu seorang mantri pajak atau seorang mantri pemerintah, seorang 

AlB atau H.B.A atau seorang kepala distrik, seorang kepala kampung 

dari kampung lain, atau seorang anggota komisi pajak swasta dari 

daerah lain, dan kepala kampung atau wakil nya dari kampung itu 

;endiri. Jadi akan dihitung dengan diawasi oleh seorang pengawas, 

1asilnya dari sejumlah daerah berbeda jauh dari hasil semula ya • 1 

sudah diketahui dan sudah diregistrasi. 

Akibat dari semakin intensifnya pekerjaan registrasi, sehingga 

ba nyak orang berhasil diregistrasi yang tidak pernah tercatat 

~;ebelumnya. Umpamanya karena ia adalah pembantu atau anggota 

ke luarga dari pada para pemimpin dan sebagainya sehingga 

dibebaskan dari penentuan pajak.Tanpa melihat bahwa hal semacam 

itu sangat merugikan pemasukan Mandar. Penurunan penentuan 

;ima badan yang dianggap terlalu tinggi, sebenarnya belum cukup. 

Sebab lebih banyak memperhitungkan dengan pengurangan harta 

yang perlu bagi mereka yang tidak mempunyai kebun, sawah, kebun 

sayur atau pekerjaan sendiri. 

Pegangan dasar dari hal pajak adalah daftar-daftar regi strasi 

yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. Penentuan pajak 

c itentukan pada akhirtahun sebelumnya, dan diadakan pada bulan 

"' Kcsa lahan }'ang suda tcrjacli aclalah bahwa sima badan p<~cla tahun-tahun I 920 -
I :no din<~ikkan clari f. 5 menjadi f. 6, da n melupakan untuk mcnurunkannya kemhill i pad,, 
12 hun-lahun krisis sewaktu uJng dan tcnaga kcrja dengan produknya luar biasa murahnya. 
Sekiranva waklu itu peningkalan penentuan pajak dinJikkan dari .J menjadi 7 atau 8, maka 
S!•muan, a sudah mcnjadi beres, sckJrang diperkirakan bah\\ a pcnghasilan \ ang tidal.. bisa 
d tcntuJ..an pada tahun-tahun 1932 - 1935 adalah suatu ha\ alan bel aka, pada waktu itu 
terlalu banyak y.:1ng dibayar. Lihattulisan W.j. Leyds tanggal21 )anuari 19J7 o. 4 72/A6. 
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Ja nuari atau bula n Februari. Turut membantu penentuan pajak 

adalah pegawai pamong praja pemerintah Hind ia Belanda untuk 

beberapa distrik da n sudah sewajarnya berganti pada setiap tahun. 

Selebihnya ditentukan oleh kepala distrik bersama kepala kampung 

yang bersangkutan dengan dibantu oleh sejumlah anggota komisi 

pajak swasta yang sedapat-dapatnya turut dihadiri zelfbestuur. 

Selanjutnya seorang mantri pajak, H.B.A. atau mantri pemerintahan. 

Penentuan sima bad an sudah ditentukan sebe lumya, dan penentuan 

sima harta ditentukan dengan bantuan banyaknya ta rif sebelum 

tahun 1.940. ' 56 

Di Mamuju terdapat seorang pe re mpuan berna ma And i 

Ta so, manta n pembantu rumah tangga kontrolir Mamuju. Ia 

mempercayakan kepada Adrian i selama 30 tahun sebagai penguasa 

kebun kelapa miliknya untuk mengawasi pengembangan kebun 

kela pa itu menjadi sangat besar berkat kemampuan berorganisasi 

dan penghematannya, sehingga dapatlah ia membuka kebun-kebun 

baru atas nama wan ita itu. Wan ita terse but seperti biasanya dan t idak 

berbeda dengan yang lain dikenakan pajak rata- rata f. o,o6 untuk 

pohon kelas satu dan f. o,o4 untuk pohon kelapa kelas dua. Adriani 

menentang putusan ini sampai pada tingkat residen, yang kemudian 

memutuska n untuk tetap melanjutkan cara t ersebut, tetapi wanita 

itu tetap meng inginkan pengurangan gaji yang akan diberikan 

kepada para pengawas kebun- ke bunnya. Adriani menging inkan 

bahwa hasil sebenarnya kebun-kebun itu yang jumlahnya sangat 

kurang diband ing dengan penghasilan ya ng diperhitungka n yang 

dijadikan patokan dasarta riftersebut, tetapi tidak disetujui. l<arena 

surat edaran Gubern ur Frijling tentang hal ini adalah san gat jelas 

bahwa penghasilan yang a kan dia terima, jika semua pohon-pohon 

kelapa miliknya secara intensif dieksplo1tasi. 

'"' LL'yds, I 940, Memori van 01 ergal'e op. cit .. hlm.136. 
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Untuk Mandar secara keseluruhan bahwa pengertian utama 

dari sima harta dini lai berlebihan. Satu-sat unya usaha yang penting 

di pesisir adalah penanaman kelapa dan Mandar disinyalir sebagai 

pulau kelapa dari Selebes. Jumlah pohon-pohon kelapa yang sudah 

dihitung adalah sebagai berikut: di Majene sebanyak 1.52.847 

pohon; di Polewali sebanyak 1.89.433 pohon; di Mamuju sebanyak 

1.39.066 pohon; dan di Mamasa sebanyak 1. .350 pohon. Jumlah 

keseluruhannya sebanyak 482.51.6 pohon kelapa. Diperkirakan 

bahwa seperempat bagian dari jumlah tersebut t idak dikenakan 

pungutan pajak, karena dimasukkan dalam sima ba r Sisanya 

sebesar36o.ooo pohon kelapa menghasilkan sekarang 1 _a-rata lima 

sen per sima, adalah f. 1.8.ooo. Menurunkan ta rif kelapa dengan satu 

sen, selebihnya hanya sebesar f. 3.6oo dari jumlah besar pada 1.939 

sebesarf. 31.6.258,68. 157 

Sebagian besardari penghasilan pohon-pohon ini adalah untuk 

ekspor. Jumlah pohon-pohon kelapa dari daerah itu menurutjumlah 

angka dari subafdeling adalah kira-kira sebesar 50o.ooo pohon 

kelapa. Seandainya sekarang setiap pohon ke lapa itu rata- rata 

pertahun dipetik 6o buah akan mengasilkan per tahun 3o.ooo.ooo 

buah. Dari jumlah tersebut sesudah dikurangi dengan yang akan 

dipakai untuk keperluan keluarga berupa pembuatan minyak kelapa 

dan untuk dijual di pasar sebanyak 200 buah kelapa per keluarga 

per tahun dan jumlah keluarga daerah itu adalah sebesar 30.000 

<eluarga, maka akan terpakai 30.000 x 200 buah kelapa = 6.ooo.ooo 

Juah kelapa, sisanya adalah sebesar24juta buah kelapa (30 juta buah 

kelapa- 6 juta buah kelapa) akan diekspor. 

Jumlah pohon-pohon kelapa yang sedang berbuah diperkirakan 

!iebanyak satu juta pohon ke lapa. Seperlima dari jumlah itu tida k 

.,- Ibid., him. 1 39. 
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dikenakan pajak, karena sudah masuk perhitungan sima badan. 

Sisanya sebanyak 8oo.ooo pohon kelapa itu dengan 4 sen harganya 

rata-rata perpohon jumlah f.32.ooo untuk pajak yang berarti ~o 

persen dari perhitungan seluru h pajak sebesar f. 3~6,250,68 pada 

tahun ~939 · Kemudian dikurangi tarif dengan satu sen per pohon 

kelapa, sehingga hanya menghasilkan angga ran be lanja sebesar f. 

8.ooo saja. Juga dengan kopi tidak jauh berbeda. Satu-satunya usaha 

yang dapat mempengaruhi pungutan ada lah perubahan secara 

prinsipi l yang diadakan pada sima badan. 

b. Migrasi dan Kir Registrasi 

Pada waktu penentuan pajakterdapat kecenderungan pada para 

pemimpin untuk tidak mengemukakan penduduk kam pung yang 

tidak ada di tempat, sebab jika mereka didaftar ada kemungkinan 

pajak mereka tidak dapat dit agih. Dahulu masi h dibenarkan sikap 

untuk mendiamkan mereka yang suka mengembara karen a terjamin 

oleh adanya semboyan yang mengatakan bahwa dengan diadakan 

kir registrasi pasti setiap orang di suatu tempat akan dikenakan pajak, 

jika tidak maka suatu waktu yang be rsangkutan akan tertangkap. 

Dalam ketentuan tentang ki r registrasi antara lain disebutkan 

untuk mengadakan registrasi pada setiap tahun dan diberikan 

kartu regstrasi sebaga i bukti penerimaan, bukti penerimaan ini 

harus selalu diperlihatkan oleh pendaftar. Pemenuhan kewajiban 

bukan hanya diawasi oleh para pemimpin dan polisi, tetapijuga oleh 

tentara. Tetapi karena sudah tidak tercatat lagi, seh ingga terjad i 

pelanggaran-pelanggaran atas kir registrasi. Karena itu patroli 

tentara, para pemimpin, dan polisi mempunyai kewajiban yang la in 

dari pada setiap hari untuk menanyakan pada setiap orang yang 

melewati kampungnya. Lagi pula sekarang sudah tiba waktu untuk 
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rnenarik kir registrasi itu, karena perlu mencari sebuah ca ra ba ru yang 

cukup baik untuk menyada rkan orang-orang yang suka mengembara 

tNhadap wajib kerja rodi dan waj ib pajak mereka, jalan keluarnya 

tedah ditentukan .'s8 

Kir registrasi dahulu banyak dipakai untuk me mudah kan 

penagihan pajak. Surat pajak dan kartu reg istra si ditahan oleh 

para kepala kampu ng, sampai se lesa i pembayaran seluruhnya atau 

se·tengahnya saja. Hal ini sebenarnya bukan tujuannya kir dan lag i 

pula tu rut membantu pekerjaan yang t ida k jujur, karena orang 

kampung itutida k menyimpan kartu setelah pembayara nnya. Sud2' 

berkali-ka li gabungan kir reg istrasi da n tagihan pajak dilarang olett 

gubernur dan residen dan sebagai tambahan oleh yang bertanda 

tangan. Tetapi akan berusaha denga n se baik-bai kn ya untu k 

mengawasi pelbagai penyalahgunaan. 

c. Pajak Potong dan Penerimaan Pasar 

Peraturan Zelfbestuur No. 54, t ertanggal 15 Juli 1939, 

mt~netapkan tarif pemotengan hewan sebagai berikuti: kuda (f.3), 

sa pi atau kerbau (f.3), babi dewasa (b), babi masih mud a (h ). Namun 

tarif pemetengan seeker babi di Subafdeling Mamasa dan Subdistrik 

Kalapa Dua dianggap cukup tinggi, sehingga atas ini siatif para 

ke,Jala kampu ng dan kentreli r Mamasa ditentukan f. 1,5e, bukan f. 2. 

Sementara di sana banyak pemetengan dikerjakan e leh pendudu k, 

ha ·ga seekor babi hanya f. 5 atau f. 7, sehingga pajaknya dahul u 

ad31ah sepertiga, seperempat dari harganya seeker babi . Paja k 

pemotongan resmi seeker babi sebesar f. 6, ya ng dipeteng sendiri f. 

5· Sejak pesis i keua ngan Mandar begitu memprihatinkan diterapka n 

-. Registras1 ditcntukan per bcslit tcr1.1nggal 7 )anuari 19l ); deng.m bcslit Zelt1Jestuur 
tcrt. nggal 27 April1938 o. 2170111 tuntutan hukum maksimum dikur.111gi sampili f.SO.­
at.lL dihukum 1 bulan penahanan ringan. 
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dua kali lipat dari ta rifyang ditentukan dalam peraturan tertangga l 

2~ Januari ~932 dan ~4 Desember ~933· lni berarti bahwa sudah 

berhas il dikurangi pajak pemotongan seeker babi. Sebenarnya bab i 

adalah sangat berguna dalam cuaca dingin yang memerlukan kadar 

lemak bagi tubuh (pohon kelapa tidak ada di Mamasa). Lemak babi 

adalah salah satu dari sedikitnya makanan berlemak yang dimakan 

penduduk, juga tidak adil dibanding pajaknya dengan penduduk 

pesisir yang makan ikan dan kambing tanpa membayar cukai. 1sg 

Sementara penerimaan pasar pada tahun-tahun terakhir ini 

hampir tidak berubah. Perlu pengawasan terhadap ket idakadi lan 

pada w aktu penagihan dan pengelapan pada para penagih . 

Dahulu mereka memperoleh delapan persen upah penagihan, 

yang kemudian diturunkan menjadi enam persen, bagian sisa dari 

karcis-karcis itu haruslengkap dan tetap dikontrol oleh para pejabat 

pemerintah. 

d. Susung Romang dan Retribusi 

Susung romang seperti di tempat lain disebutkan sepuluh 

keluar satu dari hasil hutan atau hak untuk mengumpul hasil hutan. 

Harganya sekarang dihitung ~o persen dari ni lai pokok yang belum 

diolah dan dibawa keluar hutan ke masyarakat luas, t etapi hampir 

selalu ditentukan di pelabuhan pada waktu dimuat hasil hutan itu 

ke kapal. Pejabat gubernemen dari kehutanan mengetahui tentang 

penagihannya terhadap nama mereka untuk diberi imbalan j asa. 

JJmlah uang yang diperoleh dikirim ke Makassar dan diterima oleh 

' 5" Selain itu, dapat pula di lakukan pemotongan darurat hanya diizinkan: karena 
clilukai olch binatang liar; pcnyakit ternak menular; cacat bawaan; dan kecel<~kaan yang 
perlu diakhiri dengan pembunuhan. Pada kuda berlaku tarif pemotongan darurat, juga 
berlaku pada kudil akan d1potong \ ang sudah lldak bi sa digunakan untuk pekerjaan 
apapun. U ntuk hak-hal yang khusus lihat kajian yang serba lengkap tentang hal ini dari 
KontrolirVan Schra\cndijk tcrtanggallO Oktobcr 1938 "o. 2921 /L.K. 
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admin istrator keuangan landschap dari dinas pabean, kecuali yang 

kecil-keci l disetor kepada para kepala distrik. Susung romang untuk 

Mandar ditentukan oleh pelbagai peraturan dari tahun J.9 J.2 dan 

J.~l24 pada waktu damar, rotan, dan kayu (papan, kayu ba lok, dan 

kayu itu diolah dalam sampan yang diki rim keluar) dikeluarkan di 

landschap. Selain itu, juga ditentukan suatu retribusi pad a waktu kayu 

dikeluarkan dari landschap menurut peraturan retribus i pada J.924. 

Bagi warga dari zelfbestuur, retri businya adalah f. 7,50 permet er kubik 

untukjati, bayam atau kayu hitam f. 31 50 permeter kubik1 dan untuk 

kc:yu bangunan J.O persen dari ni lainya. Bukan warga zeljbestuurdari 
landschap tidak hanya membayar retribus i pad a waktu pengeluaran

1 

tetapi juga untuk pemakaian sendiri di landschap, kecuali dalam hal 

in1 J.O persen untuk kayu bakar. 

Sesunggu hnya susung romang dan retribus i sama seka li 

dipisah kan antara satu dengan yang lain. Sebab1 susung romang 

jika diperhatikan adalah suatu pajak fiskal yang murni1 sedangkan 

ketentuan retribusi disebabkan oleh adanya keharusan untuk 

melindungi hutan (khusus hutan dengan pohon-pohon yang bernila i 

tingg i). Urgensi dari retribusi ini sang at diharapkan bagi perlindungan 

hutan-hutan ya ng berni lai tinggi, karena pada umumnya terdapat 

kete rangan bahwa terd apat kekuranga n kayu bermutu untuk 

pemakaian sendi ri dala m daerah Mandar. Kekuranga n ini pada 

urnumnya te rdapat pada sepanjang pes1sir kecuali d i bagian utara 

da·i subafde ling Mamuj u. Hanya di sana dimung kinkan diadakan 

suatu eksploitasi hutan untuk ekspor kayu. Namun t idak diperlukan 

pada suatu s1si suatu ketentuan tentang retnbus1 dan pada pos isi 

lainnya mungkin dapat menghalang i pengembangan dari suatu 

usaha pembangunan hutan yang dimungkinkan. Karena itu untuk 

Mamuju Utara pembayaran dua kal i lipat bagi susung romang dan 

retribus i dapat d ihapus dengan t idak memberlakukan ketentuan 
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retribusi untuk penebangan hutan tertentu bagi perusahaan yang 

memberi jaminan bahwa ha l itu tak akan dilaksanakan atas kerugian 

yang akan dialami oleh kekayaan hutan pada umumnya. 

Walaupun kedua ketentuan ini pada dasarnya sangat berbeda 

antara satu dengan yang lain, tetapi dapat disatukan dalam satu 

kesatuan. Terutama karena kedua peraturan itu tidak menyatu dan 

tag ihan atas kayu a pi tidak diatur oleh ketentuan retribusi, tetapi 

oleh susung romang. Selain itu, juga ka rena kedua perat uran yang 

berlaku tidak mengatur tagihan itu seca ra menye luruh . Pertama, 

t erdapat kekosongan yang besar antara penebangan kayu untuk 

pemakaian sendiri dan peng irimannya ke luar (kedua pekerjaan 

itu dikerjakan oleh warga dari zelfbestuur) ti dak diatur. Keb eratan 

tersebut dapat diselesaikan oleh warganya zelfbestuur itu sendiri 

dari landschap dan bukan dengan membayar distribusi kayu pada 

wakt u dikirim keluar, t etapi pada waktu menjua lnya. Pe rubahan itu 

mengandung pengertian dan adalah benar bahwa warga zelfbestuur 

da ri landschap pada waktu membeli kayu juga tidak langsung 

membayar di stribusin ya. Kedua, jika susung romang dan pada 

beberapa ha l juga retribusi itu hanya da pat di bayar bersama-sama 

oleh semua landschap di Manda r pada waktu diekspor. 

e. Penanaman Modal dan Pembebasan Kerja Rodi 

Mandar mempunyai surat -surat berharga seha rg a f. 37-000, 

sa ham sebesar f. 2o.ooo, dan bunganya diterima seca ra teratur. 

Set iap tahun harus disesuaikan denga n anggaran be lanja a ka n 

digunakan sebagi cadangan dari yang sudah disiapkan, tetapi untung 

seka li sampai begitu jauh pada waktu penutupan tahun yang sudah 

disediakan itu tidak diperlukan. Karena penyusunan yang rapidan 

dana yang d isediakan untuk membelanjai pengelu aran tidak dipakai 

habis, dan kas Mandartidak punya hutang . 
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Sementara pembebasan kerja rodi sejak 1.938, ditentukan 

f. •+ untuk Mamuju dan untuk daerah-daerah lainnya f . 5, namun 

pemasukannya yang tidak menentu. Segera sesudah turun harga 

koora, orang-orang pesisir kurang melakukan pembebasan kerja rodi. 

Di Mamasa pembebasan kerja rodi tidak lazim dilakukan . Berikut 

gambaran singkat mengena i sejum lah uang yang diperoleh dari 

pe11bebasan kerja rodi : 1.935 (f. 5·1.57,30); 1.936 (f. 6.1.51.,81.); 1.937 (f. 

1.4.401.,94); 1.938 (f. 26.1.36,97); dan 1.939 s/d Nopember(f. 30.073,53). 

Di sam ping, itu j uga sering kali dinas haminte dibeli, untuk itu telah 

ditentukan harga seragam dari f. 1.,6o. Pembelian dinas haminte ini 

du lu digabungkan dengan pembebasan kerja rodi dan digunakan 

terutama untuk perbaikan jalan raya. Kini uang pembelian dinas 

haminte langsung dimanfaatkan di mana dinas itu dilakukan. Dengan 

ca ra demikian sudah dimulai, walaupun agak sederhana dan untuk 

sebagian saja, memanfaatkan keuangan sendiri pada masyarakat 

hukum rendahan, terutama yang masih diatur oleh pemerintah 

Hirdia Belanda . Di antaranya digunakan untuk menggali sumur, 

karnar mandi, jembatan dalam kampung, menghias masjid dan 

sebanyak mungkin gedung sekolah yang ada seringkal i dipelihara 

dengan keuangan tersebut.' 60 

f. p,~nagihan Pajak 

Penagihan pajak tidak mengalam i kesu litan khusus, ji ka 

per1atian yang diperlukan itu diberikan tanpa berhenti. Penduduk 

di pesisir adalah malas bayar pajak, walaupun begitu sima berha sil 

memasukkan uang sebesar 8 atau 6 persen pad a setiap tahun. Angka 

Oi "lajenc di mana bam a~ sekali diadakan pembeli.ln, bi.J~.1m a Ia ncar 
jalannya, eli lain tempat ~ering kali l..t:!biasaan pemelih.uaan gcdung dib;lllgun olch 
keuangan landschc1p. Semcntara eli Subafdeling Mamas<~ pembelian di nas hamill/c 
dih.1 lang-h,1langi. D1 sana vai tu dalam dinas hamime terdapat scl..itar -oo kilomC'tcr jalan 
setapak kuda \,lng perlu dipclihara, \ilng susah ;,elesa i dikerjilkan, k.1rcna itu pckerjaan 
hammrc itu sa ngat bcrat clan scharga f. 160,- tidak banyak yang d ibcli. 
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itu kemudian diturunkan menjadi 4 atau 3 persen yang menunjukkan 

pada disiplin pembayaran yang baik dari warga kampung pada 

umumnya. Be rdi siplin yang terbaik adalah orang Toraj a dari 

Subafdeling Mamasa dan mereka dari Kalumpang. Sementara 

yang t idak baik adalah Toraja dari Ulu Mandak dan penduduk dari 

bagian utara Mamuju. Terjadi demikian di kedua daerah ini karena 

dibiarkan beg itu oleh pemerintahan kolonial Belanda. Adalah suatu 

keharusan untuk memperhatikannya secara khusus. Kecual i itu tata 

cara penagihan pajak sudah menjadi pusat perhatian, di waktu lalu 

keadaan itu merugikan urusan pemerintahan yang lai n. Berkali-kali 

terjadi bahwa para kepala kampung dinilai semata-mata atas hasil 

penagihan sima mereka, karena terdapat anggapan bahwa sudah 

tidak ada pekerjaan la in lag i dan sudah tidak pe rlu mengadakan 

perjalanan, jika sudah selesai penagihan pajak. 

Pa da ~938 residen memerintahkan bahwa harus leb ih 

memperhatikan tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Hasi lnya 

sangat memuaskan terutama di Po lewali, tetapi terkendala oleh 

administrasi yang sangat jelek di pelbagai subafdeling ya ng pada 

tahun -tahun sebelum ~937· Di Arale diperintahkan oleh ke pala 

kampung bahwa setiap orang harus membayar f. 2,50 untuk pajak­

pajak sebe lumnya, karen a jumlah tunggakan itu kira-kira adalah sam a 

dengan jumlah pembayaran pajak f. 250. Siapa yang menunggak 

pembayarannya, tidak dapat ditemukan lagi. Cukup mengherankan 

adalah bahwa kepala Distrik Tum pang mengantongi sendiri uang 

sebesar f. 250. Biasanya penduduk tidak dapat me nyerahkan su rat 

pajak dan kuitansi lebih dari dua tahun lalu, se hingga tidak dapat 

menyatakan pelanggaran me reka. Juga sudah terjadi s~benarnya 

adalah salah sama sekali, bahwa surat pajak baru itu diberi dengan 

penukaran dan pembayaran yang lama .'6' 

"'' Menu rut Levch bah\\ a administra ... i para kcpala kampung dc~ hu l u dibiarkan begitu 
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Tentang persentase dari tunggakan pada 1939 perlu 

memperhatika n dua faktor yang negatif pengaruhnya: (1) bahwa 

bencana banjir pada 24 Nopember 1938 yang memperlambat 

penentuan pajak, seh ingga menundah penagihannya dan 

menyulitkan penduduk untuk membayar; dan (2) dengan meneruskan 

~;ecara menyeluruh tuntutan bahwa setiap penduduk akan dikenakan 

pembayaran pajak di kampung di mana dia tinggal dan atau pada 

t a hun lalu sudah terdaftar, walaupun orangnya t idak ada di tempat. 

Faktor terakhir ini meningkatkan persentasi tunggakan dengan 

dua atau tiga persen, sebaliknya terjadi peningkatan penentuan 

pajak dengan em pat atau enam persen. Hasilnya yang masuk lebih 

banyak dari sebelumnya. Pada waktu penagihan dibayar upah 

kolektor sebesar delapan perse n yang seluruhnya diterima oleh 

para kepala kampung, dari jumlah terse but dimungkinkan mereka 

untuk membayar pa ra pembantunya sesuai hasil persetujuan anta ra 

rnereka. 162 

9· Pembiayaan Kolonisasi 

Walaupun telah disepakat i pada waktu dimulai dengan 

pekerjaan ko loni sas i bahwa semua penge luaran yang t erkait 

cengannya, akan dibayar oleh gubernemen. Ketentuan ini juga 

masih berlaku, sebab ada beberapa pengeluaran baru yang harus 

~.tja. Pad.1 \\ilktu perganti<Jn pimpina n sering kali buku pajak tidak diserahterimakan. 
Banvak buku pajak tidak rapi pekcrjaannya clan se lal u tertmgga l pencatiltilnnva. Pada 
.1khirnva di sana-smi juga t1d.1k ada buku-bukunya para kepala distrik, juga di lain tempat 
ll• lak lengkap pcncat.1tann) .1, di mana-mana sam a sekali tak beres. Karena itu banyak ya ng 
.1k.m el ih.1pus, sckarang scd.1ng dikcrjakan. 

,., Pada waktu c!Jadakan penagihan untuk lain daerah, jadi vang ditagih Jdalah scca ra 
l)l'rorangan, 1 Jng untuk senwntara \\ aktu berada di lain tempat dan bukan di tempat di mana 
c!JJ dike>nakan pembavaran J).lfilk dan pajaknya ditagih olch para kepala kamrung eli mana 
d i,l sementara ber.:~d.1. mak.1 untuk urusan tersebut berlaku kententuan berikut ini : bahwa 
'>( tcng,,h dori upah pengumpulanm a pad a 11 aktu penginman sisanva dinikmati oleh 
!..!'pal a k,1mpung eli mana eli tempi!tm a membayar pajak itu elikenakan pencntuan pajak. 
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dibayar o leh kas landschap, terutama pengeluaran yang diadakan 

oleh instansi gubernemen khusus oleh komisi kolon isasi . Meskipun 

ini dianggap sebagai sesuat u yang t ida k penting, tetap i setidak­

tida knya teta p diinginkan oleh penguasa setempat, khusus oleh 

pamong praja dan oleh para pejabat penerangan pertan ian . 

Selanjutnya kas Mandar mempunyai sebuah pesanggrahan 

dan sebuah bangunan pasar, yang akan dimanfaatkan, da n tela h 

terpikir untuk mem ba ngun du a buah rumah pegawai. Obat­

obata n dari persediaan landschap yang dipakai oleh kolonisasi, 

yang dispesifikas ikan da lam sebuah daftar yang pada setiap bulan 

dan direstitusi kan oleh gubernemen. Sebaliknya gubernemen tidak 

membantu apa-apa pad a pengeluaran yang diadakan untuk seorang 

dokter landschap. Menurut ketentuan tambahan dip injamkan dan 

pengeluarannya ditanggung 100 persen oleh landschap, di mana 

sel uruh waktu dan pengetahuannya dipa kai untuk kepentingan 

kolon isasi. 

Orang-orang kolon isasi dianggap langsung sebagai kau la 

landschap, pada t ahun-tahun pertama hanya pengeluaran semata­

mata dari landschap, tidak ada keuntungan dar i mereka. Hal in i 

berangsur-angsur menjadi lain, dari 110 orang kolonis yang pad a 1937 

didat angkan, akan pad a 1940 membayar pajak (sebesarf. 2 .40) untuk 

pertama ka li dan mengerjakan rod i. Hal yang terakhir in i, set ida k­

tida knya untu k sementara hanya dipakai ke rja untuk memperbaiki 

j alan dan gedung dalam dae rah kolonisasi. Pada akhirnya dari 

landschap yang melegakan perasaan orang-orang kolonisasi adalah 

dengan mengangkat dua orang menjadi agen polisi semata -mata 

untuk daerah kolonisasi. [] 
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PERTANAHA N 

Penduduk Mandar yang bermatapencaharian sebagai petan i
1 

baik sebagai petani lahan kering yang disebut dengan pangnguma 

maupun sebagai petan i lahan basah yang disebutdenganpattinggas1 

sangat bergantung pada Ia han atau tanah yang disebut dengan /ita 

susuan (tana h tempat m enyusu at au lahan untuk kelangsungan 

hidup). Tanah itu merupakan m il ik banua (negeri) atau kerajaan1 

dan hanya dapat diperol eh apabila diperkenankan oleh pejabat 

yang disebut dengan tomabubeng (orang yang dituakan). Ia 

merupakan perpanjangan tangan dari penguasa atau pemerint ah 

(mara'dia1 pemangku adat1 dan pemimpin banua atau negeri) yang 

diberi wewenang unt uk m engatur dan menentukan lokasi serta 

penempatan seseorang pad a areal tertentu.'63 Lita' susuan itu sering 

juga disebut dengan !ita' tau maidi (t anah untuk semua orang). 

Penduduk yang ingin mengerj akan tanah itu harus memberitahukan 

'"
1 Terutama dalam menentukan lokasi} ang wajar dibcrikan kepada sescorang, baik 

dari lapisan tu runan mara'dia yang disebut dengan todi<~ng laiyan,1 {bangsawan) dan 
turunan pemangku adat atau kaum ada' vang discbut dcngan tau pia {orang pi lihanl, 
maupun dari lapisan tau samar (orang biasa). Selain itu, dalam pcrkembangannya 
tomabubeng j uga d iber i wewenang untuk mcngurus da n menyclesa ikan berbagai 
persoalan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat (Rahman, Darmawan Mas'ud. 1988. 
Puang dan Daeng, Kajian Sistem '\lilai Budaya Orang Balanipa Mandar. Ujung Pandang: 
Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin, hlm.175); ooteboom, C. 19 l 2. ota van 
Toelichting Betreffende het Landschap Balangnipa, cia lam TBG {Tijdschriffvoor lndische 
Taal- Land-en Volkenkunde), uitgegeven door het Bataviaschc Genootschap van Kusten 
en Wetenschappen, No. 54. Batavia: Alberecht M. ijhoff, him. 525. 
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atau mendapat persetujuan dari tomabubeng, dan permintaan itu 

tidak dapat ditolak, se lama tanah di daerah itu masih tersedia. ' 64 

Tanah ya ng diperoleh dari tomabubeng untuk membuka lahan 

garapan baru adalah tanah hutan dan tanah kosong ya ng ditumbuhi 

ila lang, yang dianggap tidak mengganggu keseimbangan alam.'65 

Jika disimak uraia n dari Mallinckrodt tentang pengatu ran 

pembagiantanah di Mandar, bahwa tanah pertama-tama dibagika n 

kepada pa ra pejabat kerajaan ata u banua (negeri). Oleh karena, 

penduduk merasa pe rlu terlebih dahulu menyisihkan tana h bagi 

para pejabat kerajaan atau negeri, untuk memenuhi kebutu ha n 

hidup mereka . Tanah-tanah ya ng masih tersisa setelah pembagi 

itu, kemudian diperuntukkan bagi penduduk lainnya.'66 Di Kerajaa n 

Balanipa misalnya, tanah yang dibe rikan kepada para pejabat it u, 

cli kena l dengan lita palupuoran (tanah jabatan), yang antara lain 

terdi ri atas lita ' arajang, lita apuangan, lita ' pa'bicara, [ita' ana' 

mara'dia, dan lita ' akaliang.'67Tanah-tanah jabatan itu diperuntukka n 

bagi para pejabat, untuk memenuhi kebutuhan hid up mereka selama 

,.,.. Mallinckrodt, ). 1933. Zuid-Cclebes Seric P. ~o. 77. Gcgc\cns over Mandar en 
Andere Landschappcn van Zuid-Celebcs, dalam KITL V (Koninklijk lnstituur voor de Taal, 
Land en Vo/kenkunde van Nederlandsch-lndie) Adatrechtbundels XXXVI. 's Gravenhagc: 
Albcrecht Marti nus ' ijhott, him. 332. 

16
; Kesc imbangan a lam yang dimaksud adalah mengacu kepadi! kerusakan struktur 

t< na h kare n a bcncana, sepcrti banjir, longsor, tcrbatas nya sumbcr air, dan lain-lain 
(F:ahman, op. cit., him. 63); Mallinckrodt, op. cit., him. 336. 

, .. Mallinckrodt, 1933, op. cit. , him. 332. 
,.- Menuurut Lcyds, bahwa yang dimaksud dengan "arajang' di sin i adalah raja a tau 

mara'dia, dan bukan pada ornamen kcrajaan. Karcna itu di Kerajaan Ba lanipa tidak ada 
a tau tidak pcrnah terhitung sebidang tanah untuk scbuah ornamen sepcrti yang te rdapat 
eli daerah Bugis. Uita ' arajang diperuntukkan bagi pemangku ra ja atau maradia; /ita ' 
c1puangan un tuk pcmangku adat papuangan dan pcmimr in atau kcpala banua; /ita' 
p.1'hicara untuk pcmangku adat pa'bic,ua; /ita ' ana ' mara'dia untuk pemangku mara'dia 
matoa', mara'dia malolo, dan pemimpin atau kepala banua; dan /ita ' akaliang untuk 
p1•mangku jabatan kadhi atau kali (Leyds, 1940, op. cit., him. 126; Mallinckrodt, 1933, 
op. cit., him. 331). Namun, mcnurut Rahman bahwa pcmberian laha n kepada kaum 
ada' disebut /ita' susuan ada' (I a han tempat hidup kaum add? dan kcpada kaum daeng 
eli ;cbut dengan /ita ' susuan mara'dia (Ia han tempJt hidup mara'dia) y.mg terdiri atas /ita ' 
m1ppeccei sokko (Ia han bongkok) dan /ita ' nakkinanrei (Ia han untuk kch idup;m sehari­
hari). Rahman, op. cit., him. 65. 
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memangku jabatan. Tanah jabatan itu t idak dapat diwariskan dan 

hanya dapat beral ih dari penguasa yang satu kepada penggantinya 

da n sete rusn ya. Para penguasa atau pemimpin banua kem udian 

membagikan tanah jabatan itu, untuk dikerjakan kepada keturunan, 

kerabat dan pengikut-peng ikutnya atau petani pengga rap yang 

disebut dengan passawal. Umumnya tanah-tanah jabatan itu, 

dikerjakan dengan sistem bagi has il yang disebut dengan tesang. 168 

Selain itu, mara'dia atau pemimpin banua atas kesepakatan 

dengan tomabubeng, juga sering me mbagikan atau memberikan 

hak atas tanah kepada seseorang yang berjasa kepada negeri. Tanah 

~mberian itu disebut dengan /ita ' pamana (tanah yang diberikan) 

da n hak atas tanah itu dapat diwari skan. Jika ha k pemilikan atas 

tanah itu telah melalui beberapa generas i, maka biasanya t anah 

itu disebut dengan /ita ' sosorang (tanah turun temuru n), selama 

ta nah itu tida k pernah dite rl antarka n yang disebut dengan kabo 

(t idak produktif).169 Di sam ping itu, juga terdapat tanah pemberian 

••• Sistem tes<~ng eli Bala nipa biasanya bagi dua atilu bagi tiga. Sistcm bagi dua . 
yaitu pemilik tanah dan penggarap masing-masing mcndapat seperdua dari ha il panen. 

emen-tara sistem hagi tiga, yaitu pcnggarap mendapat dua pertiga dan pemilik tanah 
rnendapat scpertiga dari basil panen ata u biasa juga penggarap mcndapat sepcrtiga dan 
dua pcrtiga dibagi antara pcmil ik Ia han dan pcmdik pcra latan yang dipergunakan untuk 
mcngolah ta nah itu scpert i hcwan bajak da n lain-lain. Mallinckroclt, 1933. op. cit., him. 
34 I; Ma ttulada, 1994. Lingkungan Hidup Manusia. jaka rta : Si nar Harapan, him. I 00; 
Levels, 1940. foe. cit.). 

' 6' Menu rut Le\ ds bahwa baik kerajaan maupun banua dapat mcmberikan sebidang 
tanah kepada seseorang yang telah bcrjasa. Hal..-hak} ang dimiliki si pencrima hadiab 
itu pacla tanah nya sangat bcsil r dan hampir mCil)'Prupai hak mil ik Brtrat. Hak atas tanah 
1tu bisa dijual dan di\\'ariskan, tetapi tidak aJ..an terlaksana, jika tanilh itu tidak cligarap. 
Pemberian ini biasan) a han\ a berlaku pad a tanah 'ang gcrsang. Penggarapa n tanah 
tersebut dimungkin-kan pcmilik t<Jnah men} crahkannya kepada thesanger. tleyds, foe. 
c: •. ); Ma ll inc krodt, op. cit., him. 340. Seme ntar<J mcnurut Rahman bahwa, mcnelan­
tarkan lahan yang sudah digarap. baik disengaja karena pindah lokasi m<1upun tidak 
disengaja, schingga Ia han itumcnjadi f.. abo (tidal.. produktifJ, tomabubeng bcrhak memin­
clahka n hak penggilrapannyJ kcpadJ orang lain lanpa sal ing tuntut-11enun1u1. Hal ini 
dapat lerjadi karcna berdasilrka n kebiasaan ada'vang berbunyi "mua mupelei lit' susuan 
mupellullungi pale limamu mala?', art inya apabila seseor,mg meninggalkan tanah garap­
<ln tempat menyusu (hidupJ, maka dia pergi dengan tangan l..osong (Rahman, op. cit., him. 
6 3l. Bcrd;~sarkan nda' lit<~ ' (peraturan len tang tilnah) el i Balan ipa yang digariskan olc>h 
Maradia Balanipa, Tomatindo Dilanggana !1669-1674 dan 16 76-1690) bahwa "Naiya 
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yang disebut dengan /ita' susuan joa' (tanah yang diperuntukkan 

bagi pasukan pengawal ist ana) dan lita ' susuan pasaboarang (tanah 

yang disediakan bagi para petugas khusus ke rajaan).170 Uta' susuan 

pasaboarang ini biasanya dinama kan sesua i dengan tugas yang 

dikerjakan, misalnya /ita' ganrang (tanah untuk petugas gendang 

kerajaan). Pada umumnya /ita ' susuan pasaboarang di Ba lanipa, 

terletak di dekat perbatasan dari keempat banua kaiyang (Napa, 

Samasundu, Mosso, dan Todatodang). Kedua lita ' susuan itu, baik 

hak atas tanah maupun kewajiban sehubungan dengan tugas-tugas 

yang telah diberikan dapat beralih secara turun temurun, sehingga 

menjadi /ita sosorang (tanah turun temurun). 

Penduduk yang mem ilik i hak pakai atas tanah tersebut, 

berkewajiban menyerahkan sebagian dari hasil nya (umumnya 

sepuluh persen) kepada penguasa. Hak pa kai atas tanah dapat 

d ipindahkan atas izin dari tomabubeng, baik de ngan cara 

pewarisan maupun pemberian karena pengabdian. Jika hak pa kai 

itu dip indahkan, maka beralih pula kewajiban-kewajiban yang 

rnenye rta inya kepada pemakai baru. Ha k pakai h ilang apabila 

pemegang meninggal tanpa pewaris, melalaikan kewajiban yang 

cl itentukan, melakukan kejah atan, dan meninggalkan tanah 

seh ingga menjad i kobo (ba ik dengan suka rela maupun melarikan 

ciri dar i pengadilan). Tanah-tanah yang kehilangan hak pakai itu, 

kembal i berada dalam pengawasan penguasa, dan tomabubeng 

/ita' af..kc1tuwoangannai pc1'banua. Madondong duambongi annanaobai petawun-na, 
ti>amba' papparippinna, memba/i' bomi diassalcwnan(tanah adalah sumber peng-hidupan 
setiap rakvat. Bcsok I usa jika tanah garapannya itu terlantar (/..c1bo), yaitu pcma-tangn1 a 
telah runtu h dan pagarnya telah rusak, maka kcdudukan tanah tersebut kembal i kc asal 
se·mula (Abbas, Ibrahim, "1999. Pendekatan Budc~ya Mandar. Makassar: Hi jrah Grafika, 
him. 2 I 3). Scbagai perband ingan, di Sidenreng, Suppa, dan Rappang misal -nya bahwa 
tanah vang diolah a kan dipandang liar kembali (kabo), kalau pematang-pematang tanah 
itu telah hilang atau sawah tersebut sudah tidak dapat me nampung air lagi (biasanya 
berlangsung lima sampai sepuluh tahun untuk sawah, da n tiga hingga tu juh tahun untu k 
ke·bun). Adatrechtbundel XXXI (1929), him . 146. 

,- Lcvds, op. cit. , him. 12 -. 
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berhak memindahkan hak pakainya kepada orang lain. Ha k pakai 

atas tanah itu, dapat berupa sawah, ladang, dan tambak ikan. '7, 

Tanah-tanah yang tidak ditanami memiliki sifat komunal. 

Setiap anggota masyarakat dapat menggunakan sebagai tempat 

pengembalaan, perburuan, dan pengambilan kayu (baik untuk 

ke perluan perumahan maupun untuk kayu bakar). Pengumpulan 

hasi l hutan ya ng dapat diperdagangkan dikenakan kewajiban 

pajak hasil hutan yang disebut dengan susung romang, ya itu 

sebesar sepulu h persen dari nilai produksi .'7' Ha l ini menunjukkan 

bahwa, selain pendapatan dari hasil tanah jabatan dan sebagian 

dari hasil tanah penduduk di wilayah kekuasaannya, penguasa 

juga memperoleh pajak pendapat dari hasil hutan. Di samping itu, 

penguasa juga masih mendapatkan sumber e konomi lain, baik 

berupa pengawasan langsung atas daerah ongko (yang dikuasai) 

maupun pajak pendapatan lainnya, seperti pajak perdagangan, 

pajak pasar, dan pajak perjudian. Daerah ongko Kerajaan Balanipa, 

anta ra lain terdapat di daerah Mapi lli.'73 Sementara masya rakat, 

terutama petani, tanah merupakan sumberproduksi kebutuhan dan 

pendapatan ekonomi yang penting, termasuk di Ba lan ipa. 

-, Harvc\ , Barbara Siii<Hs, 1989. Pemberontakan Kahar Muzakl..<~r Dari Tradisi Ke 01/ 
T//.I.Jkarta: Pustilka Ut<.~m,, Graiiti, him. 22-2l; Poelinggomang, 200-1,1, op. cit., him. 7--
78; Rahman, op. cit., him. (d-6-l; ' ooteboom, 1912, op. cit., him. 525-526. 

- Level~ op. cit., him. ISO; '\ooteboom, 1912, op. cit., him. 526; Poelinggomang. 

200'-la, op. cit., him. 78; PaEni, •'lul-.hlis, dl-.1-.., 2002, op. cit., him. 16; Har\C\ op. cit .. 
him. 23. 

-, Daer.1h ongko Vil ng dim.1k~udkan eli Mapill i terscbut, tcrnvat,l berup.1 padang 
pcrburuan ru~a. Daerah ongko eli Ralanipa t•ring bf:'rpindah tempat eli manil tcrdapat 
b.1mak rusa Levels, him. 126•. Halmi l..urang lebih sam.1 dengan Jpa yang di~('but oleh 
Mallinckroch dcngan on!!kO jonga rh,lk ala~ p.1dang pNburuan ru~.11 dan ongl-o ,de thai.. 
ala~ hutan) d i Sidenrcng (Mallinckrodt, op. cit., him. 41 0). Dcm ikian pula deng.1n Kcrajaan 
Gnwa, \ ang mc:>miliki hdk penuh <.~las padang p('rburuJn Apeka eli Polomb,1ngkcng dan 
pad,mg perburu<.~n Malas<;orocli Hangl..ala P,1Eni, \lukhlis, dkk., 2002, op. cit. , him. 36-3 -; 
1-..oorcman, P. J., 1883. De rctelijl..t• Toes land in het Gou\ crnemcntsgebcid v,ln Celebes 
en Onclerhnorighede" IG, bag. II, him. 1391. Oleh karcn.1 itu, dacr,1h ongko ti cl,lk hanva 
bt•rupa penguJsaan dan pcngawasJn pengua'>il Jtau r.1ja atas pcrair.1n dan muilrd sungai 
tPoelinggom,mg, 200-la op. cit. him. 81 l('t,lpi juga berupa ongi-ojongadan onbkoale. 
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Pengolahan tanah di Balanipa dapa t dilaksanakan oleh 

pemiliknya sendiri ataupun digarapka n pad a orang lai n dengan sistem 

bagi hasil. Namun, karena tanah-tanah di daerah ini sebagian besar 

cl ikuasai oleh bangsawan, sehingga mereka menggarapkan tanahnya 

kepada petan i penggarap (passawa/) secara tesang (bag i hasil). 

Pad a umumnya petan i menanam padi dan jagung yang merupakan 

tanama n pangan utama penggant i pisang sebagai maka nan pokok. 

Penanaman padi tidak hanya dilakukan di lahan basah ata u sawah, 

tetapi juga di Ia hankering (ladang ata u kebun). Pengolaha n sawah 

masih sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan pera latan 

yang antara lain berupa bi'ung (cangku l) da n bajak yang dita r 

dengan kerbau. Penanaman padi di Ia han ke ring, biasanya dilakukan 

bersamaan dengan penanaman jag ung dan kapas ditanam sebagai 

tanaman kedua. Di samping padi,jagung, dan kapas,juga dihasilkan 

berbagai jenis komoditas lainnya, seperti ub i-ubian, kacang­

k3cangan, dan sayu r-sayuran, serta berbaga i jenis buah-buahan, 

seperti pisang, pepaya, mangga, jambu, nangka, langsat, durian, 

d3n sukun .'74 Berbagai jenis tanaman jangka panjang lainnya yang 

d hasi lkan, adalah kelapa, kopi, kapuk, enau atau are n, dan kemiri. 

Pohon kelapa banyak ditanam di data ra n rendah, terutama di dekat 

pdnta i atau daerah pesisir panta i Man dar, dan hasilnya sang at tingg i 

sehi ngga mernberikan sumber pendapat yang penting, bai k bag i 

pemilik dan petani maupun bagi penguasa.17s 

' '-ooteboom, 1912, op. cit., him. 525; Leycls, op. cit .. him. 60-65; Rahman, op. 
cit. , him. 66-6/. 

Pohon kciapa di cla<•rah ini , ,tela yang dapat mcnghasi ikan 60 sampai -o buah 
pcrpohon seb ii pclik, schingga da iam seta hun dapat mengh.1sii kan 240 sa mpai 2HO buah 
pcrpohon. Padaha i umum nya kcbun-kcbun kciapa kc ias s,ttu ,1da iah 2S sa rnpa i lS buah 
perpohon sekaii petik (LeHis, op. cit .. him. 66); '-ooteboom. 1912 . loc. cit. i\ \('~ki pun 
bcium ada data \ang dapat mcmastikan kapan muncuinv,1 tanam<Hl keiapa eli da('rah 
M«ndar. namun dapat dipa;tikan bahwa keiapa t('iah mcnj.lCli tanaman pcnduduk wjaian 
de1g<1n muncuinva beras scbagai kornoditas cia gang \ dng utdma di MakassM. ~ebab. 
be ·da<.MI..an 1--esaksian seorang Beianda \'ang mengunjungi .\1al..ass.u pada pcrmuiaan 
ab.1d l..c-1 7, mcngungkapkan bah\\ a "Makassar ildaiah dc1l'r,Jh pcrsa\\ahc1n yang 111dah d1 
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Sesungguhnya secara praktis tidak ada ketentuan tentang 

tanaman umur panjang, sebelum adanya perkebunan kelapa, jarang 

sekali ditanam tanaman umur panjang. Tanaman umur panjang itu 

dianggap sebagai tai manu-manu (manu -manu adalah burung) atau 

sebagai bulumai litah (bulu tanah) . Kedua -duanya berarti bahwa 

tanaman umur panjang itu keluar send iri dari dalam tanah dan 

tumbuh di atasnya . Ha k atas sebuah pohon, jika pohon itu dipelihara 

dari kecil. Jika ditemukan sebuah pohon besar, maka pohon itu 

ada lah milik bersama. 

Berikut gambaran singkat tentang jenis-jenis tanah dan hak 

atas tanah tersebut di daerah Manda r: 

a). Tanah ornamen atau tanah-tanah jabatan, yaitu /ita ' palupuoran, 

biasanya juga d isebut /i ta ' arajang, /i ta ' tomabubeng dan 

sebagainya. Pada masyarakat hukum rendahan tanah terse but 

masih ada. Juga tak pernah terhitung seb idang tanah pada 

sebuah ornamen yang biasanya terdapat di dae rah Bugis. Ji ka 

menganggap bahwa tanah ongko itu terhitung kelompok ini, 

maka perlu dinyata kan bahwa tanah ongko itu se lal u berpindah 

tempat . Sebidang tanah di mana terdapat ba nyak rusa , 

dijadika n ta nah ongko. Sela in hak berbu ru, tak ada hak la in pad a 

tanah terse but. 

b). Pemil ikan tanah oleh kaum bangsawan, ba ik landschap seperti 

banua dapat me mberi ke pada ora ng yang telah telah be rjasa 

mana-mana padi tumbuh, hal ini dapat dilihat jika herlarar menclusuri p.1ntai tcrutama 
cia lam bulan Maret ~ampai juni. Pada bul<1n terscbut p<1di belurn dituai ... Ke pcdai.Jman 
lagi , terdapat pcrkcbunan kclapa yang indah, pohon-pohon ditanarn ~e<.ara berjcjer 
dan teratur, claunn\ a rindang melindungi orang-or.1ng clari t<>rikll\ a p.1nas matah,ui " 
<Poelinggomang. 2002, op. cit., hlrn. 15- 161. l'v\cnurut Asba bahwa pacl.1 tahun 1860, 
Jumlah pohon kclapa eli MOJndar 16.502 pohon, d<1n koprOJ tclah mcnJacli komoditas 
\ ang penting khusu~nva pad.1 tahun 1880-an, vaitu ketika pcclagang-pedagang Cina 
menjadikanll\ a seb.1gai komoditas percl,lgangan kc ingapur.1 rAsba. A. Ras' icl, :wo-. 
A.opra Makassar PereiJucan Pu~c11 dan Daerah: Kajic1n ejarah Ef..onomi Polttik Region<~ I di 
Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, him. ~ 3). 
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sebidang tanah. Hak-hak yang dimiliki si penerima hadiah itu 

pada tanahnya adalah sangat besar dan hampir menyerupai 

hak mi lik . Hak miliknya da pat dijual dan diwa riskan, tetap i 

tidak akan terlaksana, jika tanah itu tidak digarap. Selanjutnya, 

biasanya cara ini hanya berlaku pada tanah gersang yang 

diberikan . Penggarapan tanah tersebut dimungkinkan pemilik 

tanah menyerahkannya kepada thesanger. Jika pemiliktersebut 

sudah melalui beberapa generasi, maka bisanya tanah itu 

disebut /ita ' sosorang (tanah pusaka) . Sekali lagi, tanah-tanah 

tersebut kembal i kepada masyarakat dal am keadaan yang 

sudah berubah, dangan la in kata tanah-tanah seperti itu tidak 

pernah dijadikan kabo. 

c). Ta nah-tanah yang menjadi hak bagi raja atau tokoh-tokoh 

masyarakat secara diam-diam dibenarkan oleh adat. Hal ini 

dapat terjadi disebabkan oleh banyak alasan, jauh berbeda 

dengan hasil putusan hakim. Sebaliknya ha l ini adalah sesuatu 

yang biasanya terjad i dalam bentuk menghakimi sendiri da lam 

perka ra pendata . Contohnya, seeker kerbau mil ik raja ditikam 

di suatu tempat dan binatang itu lari menghilang. Semua tanah 

yang dilaluinya dan terdapat percikan darah kerbau tersebut 

dirampas oleh raja. Hukum terse but dijadikan warisa n keluarga . 

Hal ini adalah sama dengan hak milik dan biasanya berhubungan 

dengan tanah garapan, tidak pernah d ij adikan kabo. 

d). Pembe li an ta nah sitaan, yaitu orang-orang yang melakukan 

keja hatan sering kali d ihukum dengan vonis semua harta 

kekayaann ya disita. Pada ting kat pertama yang memil iki 

ta na h adalah yang disebut /ita ' andejowa (yang disebut ande 

jowa adalah seorang fungsionari s ya ng tugasnya adalah sama 

dengan seorang anggota polisi dan mereka terhitung golongan 

tertentu). Semua sitaan itu akan dijual dan hasilnya atas tata car a 
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terte ntu aka n dibag i antara arajang dan hadat. Jika ada orang 

atas dasar itu dimiliki oleh pemilik sebelumnya, j ika pemilikan 

sudah terjadi berulang kali, maka tanah itu disebut /ita' sosorang. 

Hak serupa juga dapat t erjadi, j ika sebuah masyarakat hukum 

rendahan mengeksekusikan sebuah von is, namun tenta ng hal 

ini ta k banyak data yangjelas dapat diperoleh. 

e). Lita' susuana pasaboarang (tanah yang disedia kan bagi para 

petugas khusus kerajaan yang telah berjasa. Pasaboarang ada lah 

semua tugas yang dikerjakan oleh orang-orang tertentu untuk 

ke pen tingan kerajaan atau arajang. Tana h-tanah semacam 

ini biasanya disingkat !ita' susuan, seringkali disebut menu rut 

tugas yang dikerjakan, misa lnya /ita' ganrang . Hak tersebut 

atas tanah-tanah semacam itu diperoleh orang-orang dahulu 

kal a yang mendukung kebesaran arajang. Bai k ha k atas tanah 

maupun kewaj iban sehubungan dengan tugas-tugas yang yang 

telah diberikan adalah turun temurun. Sudah sewajarnya berlaku 

bagi seorang ya ng selama itu tetap t inggal di kampungnya, 

tetapi jika ada keturunan yang sudah pernah tinggalkan tempat 

asalnya kembali, diperole h hak dan kewajiban itu kembali . Jika 

seseorang dihukum dan diturunkan menjadi seorang budak, dia 

kehilangan haknya. Ta nah-tanah itu akan dimiliki oleh orang­

orang lain ya ng akan mengerjakan tugas-tugas itu. Dengan 

sendirinya dalam waktu sing kat berkembang keluarga-keluarga 

itu menjadi besar, pada tugas-tugas yang yang dikerjakan itu, 

terhitung juga turut dalam rombongan arajang yang dengan 

segala ke besarannya berku njung ke tempat lain . Tanah-tanah 

itu t idak dapat pindah tangan, bahkan tidak dapat digadaikan. 

Lita 'susuana pasaboarang dari Balanipa semuanya letak di de kat 

perbatasan dari keempat distrik, yaitu Limboro, Tenggelen, 

Biringlembang, dan Batulaja. 
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Semua tanah yang disebutkan itu terdapat dalam daerah 

11asyarakat hukum rendaha n. Tetapi pada umumnya mereka tidak 

mempunyai kepentingan ata u tugas tertentu, terca tat sebagai 

t anah-tanah khusus. Sebaliknya sebagian besar t anah di Balanipa 

dda lah mi lik dari sa lah satu masyarakat hukum rendahan. Penduduk 

atau penggarap hanya mempunyai hak pakai atas tanah tersebut. 

Hak mereka itu dapat dijual atau dikerjakan oleh seorang thesanger, 

tetapi tanah itu tidak dapat dijual. Lagi pula untuk kepentingan tanah 

terse but di kenai kata kabo dalam pengertian adat. Ha k pakai da lam 

bahasa Mandar disebut akkaresoan da n berlaku turu n temurun 

~ep e rti harta kekayaan dalam keluarga, tetapi tidak pernah tanah 

semacam itu menjadi /ita' sesorang. Pada hakekatnya tanah-tanah 

tersebut adalah sangat sederhana. Tetapi kesulitan mulai timbul 

karen a hak atas tanaman umur panjang adalah berlainan dengan hak 

c:tas tanah dan bawahan tanaman berumur panjang itu (dalamjumlah 

ya ng besar) mula i dimasukkan sewaktu ad at mulai merasa di rintangi 

oleh pemerintah Hindia Belanda yang mulai berkembang di daerah 

Mandar. Juga tentang hak gadai yang belum dapat dikemukakan 

data yang lengkap, sebab pada sisi tertentu hak gadai ini sebagian 

bertentangan dengan hak atas tanah. 

PERTANIAN 

Kehidupan ekonomi suatu masyarakat berkaitan erat dengan 

letak dan keadaan alam suatu daerah atau wilayah . Keadaa n alam 

daerah Mandar terdiri atas data ran tinggi (buttu), dataran rendah 

(lappar), dan pantai yang landa i, serta di mukan ya terbentang laut 

biru. Hal itu mendorong penduduk Mandar melakukan berbagai 

akt ifitas mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

S=cara garis besar mata pencaharian hidup penduduk Mandarterdiri 
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atas petani, pelaut, dan pedagang.'76 Petani dapat dibedakan atas 

petani Ia hankering yang disebut denganpangnguma dan petani Ia han 

basah yang disebut dengan pattinggas. Pangngauma menempati 

dan melakukan aktifitas di daerah ketinggian atau dataran tinggi 

dan sebag ian dataran rendah, sedangkan pattigis menempat i dan 

melakukan aktifitas di daerah data ran rendah dan lembah. '77 

Subafdeling Mamuju menghasilkan cukup makanan untuk 

penduduknya, sehingga pemasukan kebutuhan sehari-hari sedikit 

sekali. Demikian pula di Landschap Binuang (terletak di bag ian timur 

Subafdeling Polewali) menghasilkan lebih dari yang dibutuhkan, 

-ehingga pad i dibawa keluar dengan perahu atau dengan mobil 

ke barat (Balaipa dan Majene). Berbeda dengan di Landschap 

Balanipa dan Subafdel ing Majene baik d i dat aran rendah maupun 

di sebagian bukit-bukit ditanami pohon-pohon kelapa, sehingga 

untuk memelihara tanaman rakyat t idak cukup tersed ia Ia han untuk 

memelihara pangan rakyat dan tidak banyak menarik perhatian. 

Karena itu banyak bahan makanan harus dimasukkan, te rutama 

beras dari Parepare yang didatangkan dengan perahu. 

Sesungguhnya potensi pertanian di daerah Mandar cukup 

menjajikan, khususnya pencetakan sawah. Di Subafdeling Mamasa 

misalnya terdapat lahan persaw ahan sekitar 2500 - 3000 hektar. 

Penduduknya pada waktu itu berjumlah kira-kira 40.000 jiwa dan 

angka it u dapat dipakai dalam perhitungan . Menurut perhitungan 

bahwa hasil setiap hektar sawah adalah sebesar 26 kuintal, sehingga 

dapat diperh itungkan secara kasar 6s.ooo kuintal padi. Jika setiap 

' ooleboom. 1 '11 1 . op. cit .. hi m. ~ 1 ~; t opa. Bah.uuddin. I <182. Hu/..um Laut. 
Pelayaran d<1n Perniagaan. B,mdung: Alumni . him. 19 . 

- Semt'nlarJ pcl.1u1 dan (WdJgang lpedan8[]<111fjl mcnC'mpati cl.tl'rah d .1taran rendah 
,11,1u daerJh pantai v,1ng landai eli -;ekitar Tt·luk M,mdar. l't>l.lllt pun d.1pa1 di iJL·dakan ,,,,,, 
rwla, an a tau pcncari ikiln ' ang disebul dcngan po.sasi dan pel a\ ar ip.lssombah. Rahman. 
op. <it., him. 60-61. 
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jiwa mengkomsumsi tidak lebih dari tigaperempat kati beras sehari, 

maka ekspor beras tidak perlu lagi dilakukan. Sebab berdasarkan 

perhit ungan pemerintah kolonial Belanda bahwa masih tersedianya 

beras untuk de Iapan bu lan. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa 

jika semua pencetakan sawah digunakan untuk persawahan, maka 

luasnya hanya 3077 hektar. Juga karena di Rantebulawan, Mambie, 

dan Aral le memungkinkan dilakukan bendungan untuk irigasi 

pertanian. 178 

Di Subafdel ing Mamasa telah dibuat sej um lah pengairan oleh 

penduduk yang tak dapat dihitung banyaknya, tanpa menuntut 

da na dari keuangan pemerintah. Hal in i banyak kali menimbulkan 

keuangan dari mereka yang telah melihatnya . Anta ra la in telah 

:likerjakan sebuah pengairan yang bagus dari data ran Pana melalui 

ereng-lereng pegunungan ke persawa han di Manipi . Demikian 

pula dengan pelbagai daerah persawahan di daerah-daerah 

pesisir te rcatat empat dam atau bendungan irigasi, yaitu Andau, 

Gamogamo, Tumpiling Besa r, dan Tumpiling Kecil. Keempat 

bendungan irigasi in i diperuntukkan mengairi lahan persawahan 

Kolonisasi Mapilli, transmigrasi, dan penduduk asl i di Subafdel ing 

Polewal i. Selain itu, juga terdapat banyak sawa h tadah hujan di 

~; ej umlah daerah di Campalagian. Karena itu kemungkinan untuk 

perlua san dan perbaikan dengan membuat bendungan dari Sungai 

Mambu, teta pi hal itu akan memakan banyak kepentingan dari 

kerja rodi yang sesudah banjir itu diperlukan sekal i untuk pekerjaan 

13innya. 

Area l persawahan di Subafdeling Majene bertambah sejak 

t ahun 1936 sampai tahun 19 40 dengan so hektar, di Mamuju 

•-• Menurut perki raan potcnsi luas perceta k;~n sawah baru di subafdel ing lainnya 
a·falah: Majcne 404 hektar, Polewali tanpa Kolonisasi 2 705 hcktar, Kolonisasi 430 hektar, 
"tamuju 42 hcktar, dan untuk •'vlandar sekitar 6500 hektar (Leyds, 19-W. Memori van 
Overgave, op. cit., him. 61) 
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bertambah sekitar 20 hektar. Demikian pula di Subafdeling Polewali 

dan Mamasa . Diusahakan semaksimal mungkin semua sawah itu 

dikerjakan. Di Aralle terdapat suatu kesalahan dengan dibiarkan 

sawah itu terlantar tidak ditanami, dengan alasannya karena 

kepindahan pemilik-pemilik sawah ke Suafdeling Mamuju. Karena 

itu pemerintah kolonial Belanda mengadakan penel itian tentang 

perp indahan itu yang menunjukkan kebenaran. Justru karena mereka 

memiliki sawah, seh ingga dengan sendirinya dapat menghidupi 

mereka sendiri, juga se lebihnya masih terdapat cukup lahan di distrik 

itu. Tidak ditanami disebabkan lain -la in alasan semakin menjadi 

kurang, hal-ha l semacam itu terutama berkat aktivitas para pegawai 

pemerintahan dan dinas penerangan pertan ian. 

Sementara pertanian di Ia hankering yang biasa juga disebut 

dengan berladang (pangnguma), pada umumnya masih dikerjakan 

baik di pesi si r maupun di Subafdel ing Mamasa, juga termasuk di 

daerah perbukitan Ulu Mandak dan Kalumpang. Tanaman jangka 

pendek yang penting adalah terutama ketela, pisang, dan jagung 

terutama di Mamasa. Di pesisir, jagungjuga dapat ditanam sepanjang 

tahun, baik sebagai pangan rakyat maupun sebagai makanan hew an 

ternak, khusus makanan kuda penarik bendi. Nenas terutama 

ditanam di Abolang - Pamboang, dan dipasarkan ke Somba dan 

Majene. Selain itu, juga dipropagandakan untuk menanam jenis­

jenis kacang di sela -sela pohon kelapa. 

Se lain tanaman jangka pendek, juga diusahakan tanaman 

j angka panjang seperti kapuk, kelapa, dan kopi. Produk kapuk pada 

tahun-tahun terakhir ini kurang berharga, wa laupun ada kententuan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang melarang menjual kapuk di 

tempat lain, selain di pasar pada hari-hari tertentu yakni hari pasar. 

Pada umumnya penduduk kampung tidak mengetahui cara untuk 

menyikat serat kapuk dengan baik dan juga tidak tahu tentang 
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cara memeliharanya untuk tetap bersih. Jumlah pohon kapuk pada 

!;ejumlah subafdeling di Mandar pada 1939 misalnya; di Subafdeling 

lv1 aj ene tercatat 11.203 pohon, di Subafdeling Polewali sebanyak 

30.282 pohon, di Subafdeling Mamasa sebanyak 1.240 pohon, dan 

di Subafdeling Mamuju sebanyak 2.163 pohon. 179 

Sementara kelapa yang kemudian diolah menjadi kopra 

rnerupakan produk ekspor dari Mandar yang penting dari daerah 

pesisir. Jumlah pohon ke lapa yang dicatat oleh komisi penentuan 

pajak pada sejumlah subafdeling di Mandar pada 1938, ya itu di 

Subafdeling Majene tercatat 170.926 pohon, di Subafdeling Polewali 

sebanyak 331.079 pohon, di Subafdeling Mamasa sebanyak 1.330 

pohon, dan di Mamuju sebanyak 154.865 pohon.18° Kebun-kebun 

kelapa di Polewali dan Majene dimiliki banyak orang, dan kebun­

kebun itu tersebar di sejumlah tempat. Hampir setiap orang memiliki 

pohon kelapa, dari beberapa pohon sampai tiga ratusan . Sementara 

c i Mamuju terdapat banyak pemilik tanah yang luas dalam usaha 

~enanaman kelapa . Terdapat orang-orang yang memiliki lebih dari 

r3tusan, bahkan ribuan pohon kelapa. Pada umumnya pohon kelapa 

di Mandar, t erutama dekat pantai hasilnya kadang kala sangat 

t nggi .lSl 

Penanaman kopi terutama dilakukan di daerah pegunungan, 

namun tidak banyak menga lami peningkatan. Sebab, harga kopi 

yang turun sehingga perhatian ditujukan kepada penanaman pangan 

untuk kehidupan sehari-hari. Jumlah pohon kopi menurut laporan 

-, Levels. 19 .J O. Memori van Overgave. him. 6.J. 

Jumlah scluruhnya ad.1lah 658.22 I pohon kelapa ) ang sedang bcrbuah ) ang 
d1milik1 penduduk pribumi (inheemschc bevel king). Sclain itu, juga terrlapat perus<J haan­
pPru~ahaan bukiln pribumi (n ict - inheemschen) diperkirakan sekitar 25.000 pohon kelapa 
!Le)•rls, 1940, op. cit .. him. 61). 

" Ada pohon 1ang menghasilkan 60-70 buah satu !..ali petik, jacli hasilnva 249 aJ tau 
2110 huah pcrtahun, tctap i pJda umumn} a hasilnya kebun-1-.ebun kclapa kelas I sckitar 
2 'i-35 buah per satu ka l i pctik. 
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dari para kepala subafde ling di Mandar adalahi di Subafdeling Majene 

sebanyak 750 pohon, di Subafdeling Polewali sebanyak 57.054 pohon, 

di Subafdeling Mamasa sebanyak 39J. .224 pohon, dan di Subafdeling 

Mamuju sebanyak 2.846 pohon.'82 

Selain itu, kepala dinas pertanian setempat perlu berunding 

dengan kepala subafdeling, para kepala kampung, para sobok dan 

penduduk untuk bersama-sama mene ntukan wakt u penggarapan 

dan waktu penanaman secara teliti dan cermat dari setiap sawah di 

setiap distrik dan sesudah itu terka it pad a ketentuan terse but. Waktu 

penanaman itu sehubungan dengan datangnya hujan jauh berbeda 

antara satu dengan yang lain. Sebaliknya perlu pad a setiap kompleks 

sawah waktu penanamannya itu diadakan pada waktu yang sama 

untuk mencegah terjadinya serangan hama tikus dan semacamnya. 

Jika ketentuan-ketentauan tersebut tidak diperhatikan, maka bisa 

timbul kekurangan bahan makanan. 

Di subafdeling sepanjang pesisir tugas pemel iharaan itu, tidak 

begitu penting . Oleh karen a kurangnya perhatian dan tidak memi liki 

ketentuan-ketentuan larangan dari masa lalu, maka penanaman 

sawah mereka diusahankan sedini mungkin. Di sam ping itu, budaya 

penanaman padi juga dianggap kurang penting. Karena itu mantri 

pertanian ditugaskan untuk meningkatkan budaya penanaman baik 

pada ha laman-halaman rumah maupun di luar ha laman-ha laman 

rumah, seperti penanaman ubi kayu,jagung, kacang-kacangan, dan 

pisang. Hal untuk dijadikan sebagai basis ketahanan pangan bagi 

orang Mandar, jika musim panen gaga! atau penjualan kopra, kopi, 

dam mar, dan rotan tidak mencapai targetnya . 

Pemeliharaan budidaya penanaman ha laman-halaman rumah 

bukan hanya diadakan di daerah pesisir, tetapi juga di data ran 

'"' Leyds, 1940. Memori van Overgave, hlm.66. 
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tinggi, kemungkinan lebih banyak di antara daerah pe rbukitan, 

antara Kalumpang, Taludu, Ulu Mandak, Tubie, Taramanu, Allu 

bag ian utara, Tanggelang, Mapilli, dan Tapango. Daerah perbukitan 

ini secara ekonomis terlalu lemah dan hampir pada semua segi 

terdapat keadaan yang kurang baik dan tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan mobil atau kendaraan umum. 

Perbaikan jaringan jalan adalah juga syarat utama untuk 

perbaikan dan dengan tugas yang jelas untu k mengadakan 

kunjungan. Hal ini berlaku pula bagi semua pihak. terutam 

petugas pertanian untuk memperbaik i budi daya pen ... rnan kopi 

dengan penanaman pohon-pohon lindung, pembuatan teras dan 

memperkeras lereng perbukitan, perbaikan bibit dan tata cara budi 

daya penanaman di daerah pegununga n. Memberatas penyakit dan 

serangan hama pada semua tum buhan pertanian, baik di daerah 

dataran tinggi ma upun di pesisir, seperti boseen pada bubuk kop i, 

welluts dan brontispa pada pohon kel apa . 

Pad a pekerjaan dinas penerangan pertanian perlu selalu adanya 

perhatian yang ditujukan pada kemungkinan secara intensiftentang 

penggunaan tanah , melarang pengerukan hutan dan mencegah 

terbawanya lapisan humus, dan pemeliharaan hutan. Dari ~930-

~938 di Mandartidak ada seorang pejabat dari dinas kehutanan da n 

pertan ian bersama-sama mengerjaka n t ugas yang amat pent ing . 

Kini sudah ada dinas kehutanan di Mamasa (~939), sementara di 

Ulu Mandak ditempatkan seorang murid pengawas hutan ya ng 

merupakan lulusan sekolah pe rusahaan pertanian di Minake . Ia 

mempunya i tugas rangkap yaitu di samping bertugas sebagai juru 

penerang pertanian di Ulu Mandak, juga bertugassebagai pemelihara 

hutan dan reboisasi . Tentang t ugas yang pertama itu secara teknis 

dipimpin oleh adjumet landbouw - consulent di Majene.'83 

LC) ds, 1940, Memeori van Overgave, him. I 'l-!. 
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Penyuluhan pertan ian bagi kolon isasi orang Jawa jug<" 

tidak luput dari perhatian pemerintah kolonial Belanda. Dengan 

sendirinya sebuah usaha seperti kolonisasi di mana rombongan 

keluarga orang Jawa secara besar-besaran yang saling tidak kenai 

mengenal di transmigrasikan ke sebuah daerah asing dan di sana 

dengan pertanian harus menghidupi keluarganya, perlu penerangan 

pertanian. Penerangan pertanian itu adalah pimpinan sehari -hari, 

asisten wedana dengan Kepalanya, seorang pamong praja Eropa 

diperlukanjuga oleh kolonisasi itu sendiri . Karena itu langsung pada 

awalnya, pertengahan ~937, ditempatkan seorang mantri pertanian 

orang Jawa di sana, dan sekarang sudah ada seorang pembantu ahli 

pertanian, orang Jawa juga. Kerjasama di antara mereka adalah 

sangat baik, dan hasilnyajuga t idak mengecewakan. 

KEHUTANAN 

Kira-kira dari tahun ~925- ~930 pernah dikenal di Mandar hut an 

lindung, kemudian usaha tersebut terhenti karena penghematan 

keuangan. Oleh karena melindungi hutan adalah salah satu tugas 

utama pemerintah, sehingga diusahakan hutan lindung di Mamasa 

pad a ~938. Untuk itu diangkat seseorang yang bernama F.J. Mama hit 

sebaga i kepala kehutanan. Ia tidak mempunyai pendidikan forma l 

atau kursus pendidikan untuk pekerjaan kehutanan, tetapi hanya 

mempunyai pengalaman kerja nyata selama satu tahun di Masamba. 

Walaupun demikian kerjanya baik dan hanya memerlukan pimpinan, 

t erutama dari kepala subafdeling. Orangnya rajin dan cerdas, 

sehingga dia cukup mampu untuk menjalankan tugasnya. la dibantu 

oleh dua orang murid penjaga hutan, satu di antaranya adalah lulusan 

sekolah perusahaan pertanian dan yang lain dari Parepare. Tugas 

pertama yang dibebankan kepadanya adalah, memberi batas pada 
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hutan yang dilindungi dan mengadakan pendekatan dengan para 

k~pala kampung bersam-sama penduduk untuk dapat melaksanakan 

program pemerintah dalam upaya untuk mempertahankan adanya 

hutan, melindungi hutan, dan memimpin pembibitan reboisasi.' 8
4 

Sela in melindungi hutan, pemerintah kolonia l Belanda juga 

b~rupaya untuk menghutankan kemba li lahan-lahan kritis atau 

g Jndul yang disebut reboisasi. Untuk itu dikerjakan reboisasi 

sE~cara kecil-kecilan pada pelbagai daerah dalam Afdeling Mandar 

pada 1925-1930. Di sana sini telah tumbuh hutan jati yang masih 

muda, tetapi tidak subur pertumbuhannya. Pihak pemerintah telah 

mengusulkan supaya para pejabat pertanian turut mengawasi, 

supaya hutan-hutan itu sepanjang diperlukan untuk memeliharanya, 

dan sepanjang dimungkinkan untuk diperluas. Oleh karena Majene 

dan Polewali berada jauh di luar jangkauan dinas kehutanan Mamasa 

dengan para pembantunya. 

Meskipun pegawai kehutanan tidak ada di Mamasa beberapa 

waktu lalu, reboisasi tetap mengalami kemajuan karena dibantu 

oleh para pejabat pertanian dalam mengerjakan penanaman 

somoko. Bahkan penduduk juga menyukainya karena telah 

be rhasil memulihkan persediaan kayu di Mamasa. Sebab, untuk 

keperluan kayu bangunan diperlukan berjalanan puluhan ki lometer 

jauhnya. Karena di sekitarnya semua lahan sudah gundul dan 

sebagai akibatnya bibit tanaman tumbuh dengan mudah dan t idak 

memerlukan banyak perhatian. Pad a 1Januari 1936 diperkirakan oleh 

pembantu konsultan pertanian bahwa telah m enanam 1.322.800 

pohon pada area l se luas 520 hektar. Pada 31 Desember tahun itu 

ju~Ja sudah menanam 4.015.600 pohon seluruhnya. Angka-angka 

ini pasti sudah dilebih-lebihkan, pasti banyak biji ya ng tidaktumbuh 

' Sural Resiclen o. UC./1, tertanggal 9 Maret 1936. tcntang cara-cara bagaimana 
sup3\ a bisa dijadikan sebuah hutan lindung seca ra res mi. 

Penataan Mandar dalam Masa Kolonial Belanda 1905 - 1942 I 153 



dan banyak pohon muda yang mati. Di samping itu, berdasarkan 

keteranganng bahwa daya tumbuh dari biji somako cepat mati, tetapi 

jika ada sepersepuluh yang tumbuh maka itu sudah cukup Ia mayan. 

Dengan send irinya bahwa penanaman somako ini harus dilanjutkan. 

Di luar Subafdeling Mamasa urgens inya adal ah untuk 

memelihara dan memperbaiki hutan, terutama di daerah perbuki tan 

Tubie dan Taramanu, Se lanjutnya di dekat pusat pemukiman 

penduduk, tetapi sayang karena tidak dapat berb icara tentang 

pemeliharaan. Karena itu pelaksanaan reboi sasi hanya dapat 

dilaksanakan di Ulu Mandak dan Kalumpang. Di Ulu Mandak dari 

segi tertentu harus dikerjakan dengan sekuat tenaga sesudah melalui 

periode pembengkalaian, justru karena bekerja keras diperlukan 

seorang pejabat kejutanan. Di sin i sejak 1938 Silas seorang lulusan 

sekolah pertanian ditempatkan sebagai murid pengawas hutan. 

Sangat disayang kan bahwa ia minta diberhentikan karena sakit­

sa kitan pada Maret 1939. Ia kemudian diganti oleh Kare l Pua Iring 

teman lu lusan sekolah yang dapat memenuhi harapan . Karena 

pemimpin dinas kehutanan Jauh tempat tinggalnya, maka beliaulah 

yang pemimpinnya. Murid pengawas hutan ini sebagai pegawai 

kehutanan praktis berada di bawah pimpinan dinas kehutanan, 

sedangkan untuk pekerjaan pertanian yang bertanggung jawab 

untuk itu ada lah adjmet /andbouw- consu/ent dan kontrolir.185 [) 

'' Leyds, 1940, Memori van 01 erg ave, him. 201 . 
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PENDIDIKAN 

Perkembangan pendidikan pada masa kolonial Belanda di 

Mandar, yaitu te rdapat dua buah gouvernementsvervolgschoo /en, 

satu di Tinambung dan yang la in di Campalagian. Kedua sekolah ini 

tercatat sebagai hadiah dari gubernemen. Selanjutnya di Mamasa 

terdapat sebuah gouvernementsvervolgschoolen, juga sam a dengan 

yang ada di Majene dan pada masing-masing terdapat sebuah 

kursus sehari untu k pendidikan guru sekolah rakyat. Dahulu pe rnah 

terdapat sebuah vervolgschoo/en di Polewali, karen a tidak ada murid 

sehingga ditutup. Gedung itu ditempati oleh sebuah sekolah rakyat . 

Hal ini sama juga dengan gedung-gedung gubernemen di Majene 

dan di Campalagian. Ged ung-gedung baru di kedua tempat itu 

dibangun dengan biaya yang semurah mung kin f. ~.260 untuk enam 

ruangan. Salah satu vervo/gschoolen di Majene mempunya i kel as 

VI perdagangan yang berhasil sekali, sehingga banyak murid yang 

ditolak. Sang at disayangkan bahwa kelas terse but ditutup pad a ~940, 

karena tidak disuka i otoritas pendidikan . Asisten residen Mandar 

mengusulkan kepada departemen memb uka hande/skopschoo/ 

dengan dua buah kelas sebagai pengganti, yang akan mengajarkan 

bahasa Belanda sebagai mata pelajaran tambahan.186 

'
8
'' Mcnurut W.J. Leyds bahwa pcrubahan ini secara jujur mcmburuk, dan al..an 

menambah pembiayaan ya ng ditanggung o leh kas landschap dan lagi-lagi ,1k<1n 
menghasilkan banvak lulusan vang berkaval dapat bcrbahasa Belanda tanpa mengenaln)'a 
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Selanjutnya pemerintah membuka sebuah sekolah yang 

disebut schakelschool atau H./.5. (Hollandsch lnlandsche School) 

pada pertengahan 1940, sehingga tersedia banyak kesempatan dan 

kc1rena itu Sekolah Banggai (asuhan swasta) ditutup. Di Mamasa, 

Zending mempunyai sebuah H.I.S. tidak bersubsidi dan sebuah 

asrama kecil . Has rat untuk menempuh pendidikan terutama terdapat 

di daerah int i Mandar, Binuang, dan Mamuju sedikit, sebaliknya 

lebih besar di Mamasa. Pad a umumnya jumlah ketidakhadiran agak 

besar, dan pada orang tua tampaknya tahu tentang kegunaannya 

pe ndidikan, tetapi tidak mau tahu menahu tentang pendid ikan yang 

tetap berjalan. Karena itu diharapkan para kepa la sudafdeling dan 

pe ngawas sekolah untuk mengawasi para guru agar tidak dengan 

mudah memberi izin untuk tidak masuk sekolah. Mereka hanya 

di izinkan untuk sehari penuh meliburkan sekolah selama adanya 

perayaan setempat, seperti perayaan di Napa pada 26 Januari 1940, 

dan di Mamasa libur sekolah jatuh bersama dengan waktu panen. 

Selain itu, juga terdapat lembaga pendidikan rakyat di sejumlah 

subafdeling, di antaranya di Subafdeling Mamasa. Di daerah ini 

te rnyata lebih banyak yang menikmati pendidikan rakyat daripada 

yang diperuntukkan sesuai perhitungan rata -rata bagi Selebes.187 

Sebali knya Subafdeling Polewal i kurang, demikian pula dengan 

Subafdeling Majene dan Mamuju kurang lebih sam a. Sebuah rencana 

lirna tahun disusun, di mana ditetapkan bahwa Polewali pada setiap 

tahun ditambah satu buah sekolah sebagai berikut; di Napo Distrik 

Lirnboro (1938), di Ambopadang Distri Tubie (1939), di Lapeo 

Di !;trik Kenje (1940), dan di Tenggelang Distrik Tenggelang (1941). 

Selanjutnya sekolah Zending di Kunyi, Subafdeling Polewal i disubsidi 

mulai Agustus 1938. Di Subafdeling Majene dibuka sebuah sekolah 

(Memnri van Overgave, him. I 71) 
••· Sural lnspektur Pcndidikan Pribumi dar i Resor V di Milkassar o . 2741 /N.I , 

tert. tnggJI 5 Agustus · 93 7. 
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di Galung pada ~939· Di subafdeling lainnya tidak diberi sekolah 

tambahan atau dibuka sekolah baru. Namun karen a adanya keadaan 

khusus, sehingga ditambah sebua h sekolah ekstra di Kabulun, 

Subafdeling Mamuju .188 

Sekolah rakyat di kalangan Zending pada sejumlah distrik, 

seperti di Lombok Distrik Osango, di Paking Distrik Pana, dan di 

Kalumpang Subdistrik Hau, dihapus dari daftar subsidi pada tahun­

tahun terakhir, dan diganti dengan sekolah di Kunyi yang disebut 

di atas. Menu rurt W.J. Leyds bahwa peninjauan kembali subsidi 

untuk sekolah di Kalumpang dan pada skala kecil dari sekolah di 

Tambingtambing (Tararang) dan diTamalea demi kepentingan umum 

dan perlu dipertahankan. Karena Distrik Osango dan Distrik Pana 

suda h mempunya i sekolah bersubsidi, maka peninjauan kembali 

untuk Lombok dan Pak ing sudah tidak penting. Dali l pemerintah 

kolonial bahwa sebenarnya Zending diuntungkan oleh masyarakat 

Islam pada daerah pesisir sudah tidak dapat dipertahankan lagi, 

karena Subafdeling Mamasa sudah dapat mengatur dirinya sendiri 

dan di Kalumpang send iri ada surplus. Juga Zending tidak membantu 

lagi dengan uang seko lah. 18
9 

Sesungguhnya sejak beberapa tahun lalu sudah ada sebuah 

sekolah Arab di Majene, yang mengajarkan aksara Arab, membaca 

Alquran, sedikit bahasa Arab dan berhitung. Di bawah pimpinan 

Pabbicara Totoli Uki didirikan organisasi Perserikatan Oesaha Negeri 

pada ~937· Kemudian organisasi ini mendirikan sebuah sekolah 

Norma/school Islam, untuk menyaing i Norma/school Islam da ri 

Muhammadiyah yang didirikan di Majene. Dalam perkembangannya 

Perserikatan Oesaha Negeri berubah menjadi Perserikatan Persatuan 

"" Penambahan ini ka re na pesat perkembangann)' Cl , scmcnta ra sebuah sckolah di 
Pasa ngkayu yang akan ditutup, sekarang berkembang kemba li (Levels, 1940, Mcmori van 
Ovcrgave, hlm.l 71. 

169 Leyds, 1940, M emori van Overgave, hlm.l 72. 
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Bangsa Mandar. Atas permintaan Mamuju organ isasi ini kemudian 

din~sm i ka n manjadi Perserikatan Persatuan Pitu Babana Binanga, 

yang bertujuan mempertahankan "Norma/school Islam" di Majene 

yang disebut Banggaische School. Organisasi inilah yang mendi rikan 

lembaga pendidikan yang merupakan sekolah H.I.S swasta di Majene 

dan sekolah H.I.S di Tinambung.'9° 

Sekolah-sekolah tersebut, tidak memiliki seorang guru yang 

mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk mengajar, namun 

dernikia n diusahakan memperbaikinya. Cukup banyak bantuan 

keuangan yang disanggupi, tetapi sewaktu Pabbicara Totoli Uki 

me 1inggal pad a~ Agustus ~939, maka antusias dan day a tahannya 

lanqsung berkurang dan tak ada satupun dari sekian banyaknya 

rencana secara besar-besaran dari organisasi itu yang berhasil. 

Wa au pun dari pihak pemerintah kolonial Belanda banyak membantu 

ata:; dasar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga 

diberikan bantuan penataan organisasi dan administrasi bantuan. 

Oleh karena karena seluruh kepengurusannya berada di bawah 

tanqgungjawab para ze/fbestuurdan anggota mereka yang mung kin 

suatu kekalaha n atau kesalahan yang d ibuat akan merug ikan 

ked udukan mereka.19' 

Lembaga pendidikan (H.I.S) Majene itu pada akhirnya 

mernperoleh seorang guru wan ita dengan berdiploma yang sah ialah 

Ny. Frijn. Tetapi mengenai tenaga guru yang ba iktetap bertatih-tatih 

mencarinya, karena guru-guru yang baik itu tetap akan m engabdi 

pad 3 sekolah-sekolah gubem emen dan agak sui it untuk memperoleh 

seorang guru yang bersed ia datang ke t empat yang agak terasing 

seperti Majene. Agak su lit memperoleh t enaga pendidi k yang 

dibut uhkan . Namun karena sekolah itu cukup menjamin kebutuhan 

,., !hid. ; P<1w i loy, Sarita, dkk. l 'lll2 . Sejarah Pendidikan Oaerah Sulawesi Se/atan. 
j..Jka rl<l : Dt'IKii l..bud. hlm.47. 

l c\d~. 1940, Memeorit•an Overga1 e, hlm.173. 
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yang diperlukan, sehingga H.I.S Mejene t etap didorong sekuat 

mungkin dan perlu d iberi bantuan subsidi, j ika gubernemen t idak 

dapat membuka sebuah H.I.S Majene pada ~940. 

Sementara Norma/school Islam memiliki seorang kepala sekolah 

dari Sumatera Barat yang pernah studi di Ca iro dan memiliki gaj i 

sebesar f. 70, dan beberapa guru bantu dengan gaji yang kurang 

memadai. Program pendidikannya sangat luas, mungkin keingin an 

kepala sekolah itu te rl alu besar. Sebalinya dengan Norma/school 

Islam Muhammadiyah itu semakin menjadi lemah, setelah 

keberangkatan kepala sekolah. Muhammadiyah memilki sekolah 

rakyat di Karama (Distrik Biringlembang), Batubatu (Distrik Allu), 

Onang (Distrik Cenrana). Di Batubatu terdapat pula sebuah sekolah 

dari orang-orang beragama Islam konservatif. Sedangkan di Polewali 

diusahakan berdiri sebuah sekolah Taman Siswa yang didi rikan oleh 

seorang Jawa, di mana program pendidikan HIS diberikan kepada 

sekitar 20 orang murid. Terakhir terdapat beberapa sekolah Cina 

kecil-kecilan di Majene, di Polewali, dan di Mamuju. 

Se lain itu, juga terdapat lembaga pendidikan Zend ing di 

Mamasa yang berasa l dari Christe/ijk Gerejormeerde Kerk sebuah 

persekutuan gereja kecil dari "pemisa h-pemisah" asl i. Tidak ada 

suatu organisasi gerejawi di Negeri Be landa seperti perserikatan 

gereja ini yang memberi begitu banyak bantuan uang kepada pekerja 

Zending per anggota jemaat. Gereja Hindia Beland a mulai bekerja 

dua puluh lima tahun lalu, hampir bersamaan dengan pelaksanaan 

pemerintahan Hindia Belanda di Mamasa. Namun sukses yang 

diperolehnya tidak dapat bertahan lama. Sebab, sejumlah besar 

kepala kampung dan penduduk dibaptis, tetapi pelajarannya tidak 

meresap jauh ke dalam hati, sehingga mereka kemudian kembal i ke 

agama mereka semula. Pada tahun ~929 "lndiche Kerk" diharuskan 

memperkecil pekerjaannya, dan menyerahkan pekerjaannya kepada 
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organisasi tersebut yang sudah mengirim Pendeta Bikker. Kemudia 

tiba Pendeta Geleynse sebagai ternan ke rja pada tahun 1931. 

Pertama-tama ke Mamasa, kemudian menetap di Minake, dekat 

Melaboh (pertengahan 1934). Daerah kerja Pendeta Bikker adala h 

lembah Mamasa mi nus Meladon dan Tandalangan da ri Subafdeling 

M 3masa. Sementara Pendeta Geleynse adalah daerah Melaboh, Pitu 

Uluna Salu, Kalumpang, dan beberapa distrik di Pinrang, dan Kunyi. 

Setelah kejatuhan lndische Kerk, terutama Zend ing telah 

berhasil pada tahun-ta hun terakhir dengan baik. Pada Desember 

1938 bersama dengan peresmian gereja baru di Mamasa, empat 

orang parenge (pemimpin lokal) diteguh kan sebagai anggota jemaat 

dan sebagian besarwarga mereka selama belum pindah agama, kini 

mereka penganut agama Kristen . Tentang pertobatan di Kalum pang, 

pemerintah kolon ial Belanda agak su lit untuk kunjungan ke sana, 

sehingga sui it untuk memelihara mereka yang baru memeluk agama 

Kr sten . Metode kedua pendeta itu berbeda, sebab Pendeta Bikker 

terutama bersandar pada pembantu-pembantu pribuminya yang 

bekerja dengan baik, membantu dan belajar, sementara Pendeta 

Ge leynse terutama berusaha mengadaka n hubungan perorangan, 

sebenarnya hanya perbedaan pada awa l pekerjaan. 

Kebanyakan pembantu pribuminya seka li gus adala h guru 

se kola h rakyat . Jika sekola h itu menerima subsidi, maka berart i 

Ze nding memiliki penginjil-penginj il pribumi yan g dibi ayai 

pemerintah. Terdapatjuga di banyak tempat sekolah kecil-kec il an 

yang tidak menerima subsid i, para gu ru bekerja di te mpat-tempat itu 

da n gaj i mereka yang diberikan Zending adalah keci l. Untuk seorang 

guru adalah suatu promosi, jika ia mengajar pada sebuah sekolah 

bersubsidi, dengan dem ikian kamp ung-kampung yang memi liki 

sekolah bersubsidi selalu memiliki guru yang cakap sekaligus sebaga i 

penginjil. 
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Selain Zend ing dan Christelijk Gereformeerde Kerk, bekerja pula 

"Missie" di Mise le untuk mengkristenkan orang Toraja, dan juga di 

Soppeng Distrik Mesawa . Di sana ada seorang pengajar pribumi 

yang kadang-kadang dikunjungi seorang Pastor dari Makassar 

atau Makale. Kini berdiri dua buah gereja di Kampung Soppeng, 

gedung geraja Protestan yang ba ru menggantikan gedung yang 

lama dan sebuah gereja Kathol ik yang dipakai pula sebaga i sekolah. 

Hal semacam ini da lam bidang kerohanian tidak menguntungkan 

perkembangan dan sangat disayangkan bahwa pihak pemerinta h 

tidak melarang kead aan semacam itu yang sukar dapat dimengerti 

dan dapat menimbulkan kekacauan di antara penduduk. Sebab, di 

antara para penginjil itu sendiri, mereka berlaku seperti kanak-kanak 

dengan ucapan dan tingkah laku yang tidak menyenangkan dan 

dapat menimbulkan kericuhan. Terleb ih karena para penginjil dari 

kedua kelompok itu mulai menampak ke permukaan gejala bahwa 

seorang yang tidak puas yang dari sononya suka menentang. Karen a 

persoalan pribadi, sehingga ia mempunyai sikap antipati terhadap 

seorang penginjil, seorang pengajar pribumi, seorang guru ata u 

seorang kepa la kampung beragama Kri sten yang berpindah agama . 

Namun hal itu seri ng dipakai untuk menciptakan perpecahan yang 

semakin meningkat dan sering kali merugikan wibawa pimpinan. 

Missie berusaha untuk menetap di Paladang yang letaknya agak 

ke barat pada 1938, suatu t itik temu jaringan jalan, tetapi kurang 

penduduknya. Karena t indakannya yang kurang lincah dari pengajar 

Missie pribumi itu tidak berhasil untuk memiliki sebidang tanah yang 

ia ingin memilikinya. Sementara itu karen a sombong tingkah lakunya 

menyebabkan para kepala kampung menjauhkan diri darinya da n 

mengajukan tuntutan yang tidak legis. Atas saran dari pemerintah 

kolonial Be landa, para pimpinannya telah memindahkannya dan 

selanjutnya tentang pembagunan sebuah sekolah atau gereja sudah 
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tidak diperhatikan lagi . 

Pada ~938 seora ng bernama Robert yang berusaha 

nempe ngaruhi orang-orang menjadi anggota pinkstergemeente. 
5ebagai pembantu dan penerjamahnya adalah a nak laki-lak i 

da ri kepa la kampung bernama A. Bombong alias To Gandang . Ia 

pernah menjadi pejabat parenge untuk waktu yang lama, tetapi 

t dak memenuhi ha rapan dan dikenal luas sebagai seorang yang 

berkarakter buruk. Pertama-tama mereka a ktif di Ma masa, dan 

kemud ian di dataran Tawa lian. Ia mengajarkan suatu pe lajaran 

agama yang hampir sama dengan yang di ajarkan oleh Pendeta 

Bi kker, tetapi hanya penekanannya pada sisi lain, yaitu pada ajaran 

s•:ge ra kiamat dunia, dengan tujuan orang-orang Toraja yang 

tidak berpendidikan dan baru saja menganut agama Kristen untuk 

rnenjadi anggota dari "pinksterpgemeente. Karena itu Pendeta Bikker 

rnengundangnya untuk berdebat, namun Robert kalah sehingga ia 

langsung melanjutkan perjalanan nya . Suatu ha l ya ng tidak dapat 

d bayangkan bahwa seo rang penginj il bekerja, tan pa pemikiran 

ya ng masak-masak, dan tingkah laku yang t idak terpuj i dari gereja 

Hindia Belanda, Zending dan ChristelijkGereformeerde yang sudah 25 

t<:hun lamanya menginjil agama Kristen dan selama bertahu n-tahun 

lamanya bekerja sudah memperoleh sejumlah orang yang menganut 

a9ama Kristen. '92 

KE SEHATA N 

Pemerintah kolonial Belanda menempatkan tiga orang dokter 

di Afdel ing Mandari ya itu dr. Van Cordt (dokter gubernemen) di 

Majene untuk daerah Subafdel ing Majene dan Subafdeling Polewa li, 

·•. Robert digarnbarkan o;eor.1ng vang tidal.. panda1, 1 ilng tidak rncrnpun\ ai pendidikan 
diploma, tirlak tenang, yang o;ud,lh -1 kali berpinclah 1..1'\ al.;inan beragam.1111 a 1Lc1 cis, 1940, 
M1•mori van Ot ergave, hlrn.l 77. 
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yang kedua adalah dr. Rollingswier (perwira kesehatan) di Mamuju 

untuk daerah Subafdeling Mamuju; dan terakhir dr. Rotti (seorang 

dokter Jawa) untuk daerah Subafdeling Mamasa yang dipekerjakan 

oleh lending sejak 1. Nopember 1.939. Ketiga dokter itu dibebankan 

dengan tugas dari dinas kesehatan, di daerahnya masing-masing 

dan diberikan tunjangan sebesar f. so sebulan. Selain itu, dokter juga 

terse but diberi tunjangan sebesar f. 1.00 karena tidak berpraktek. 

Pendahulunya adalah dokter Kainama (Jawa) tidak mempunyai 

hak atas tunjangan semacam itu . Sebaliknya dia sebagai seorang 

ahli bedah yang diakui dan Majene yang sejak lama membutuhkan 

seorang ah li bedah diberikan tunjangan sebesar f. l.SO sebulan, 

dengan ri ncian f. so dibayar Mandar dan sisanya dibayar oleh 

landschap-landschap sekit ar Mandar melalui kas Mandar. Sewaktu 

dr. Kainama pergi ke di Utrecht, ada usaha untuk mencari seorang 

pengantinya. Orangnya ditemukan pada waktu ia belum berdinas 

di gubernemen dan kepadanya tidak diberi tunjangan bedah oleh 

dinas kesehatan, tetapi seperdua dari tunjangann ya dibayar oleh 

keuangan daerah-daerah sekitar di Majene. 

Tenaga kesehatan lainnya adalah kebanyakan t idak pend idikan 

di ploma. Untuk memperoleh tenaga dip loma, perlu anak-anak 

muda Mandar dengan kemam puan yang tinggi dikirim ke Jawa dan 

tinggal di sana untuk memperoleh pendidikan selama waktu yang 

ditentukan . Namun hanya sedikit yang tertarik untuk itu, terutama 

t entang anak gadis hampir tidak pernah mendapat izin dari orang 

tua mereka. Demikian pula dengan yang t idak berpendid ikan 

diploma adalah sangat terbatas di Majene. Di samping seorang 

dokter, terdapat 2S orang yang bekerja, dan menjelang akhir tahun 

1.93s tinggal 22 orang. Perlu juga dikemukakan bahwa membuat 

makanan, memperbaiki pakaian dan kelambu dan sebagainya diatur 
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t ersendiri. '93 

Di Majene ada sebuah rumah sa kit besar dengan sebuah ruang 

besar untuk operasi, beberapa sel untuk orang g ila, sebuah ruang 

besar untuk anggota tentara yang sakit. Perabot rumah tangganya 

juga diusahakan oleh tentara, malah sebagian dari pajak mereka juga 

yang membayarnya, dan sebuah ruang cadangan besaryang biasanya 

tidak dipakai, tetapi untuk menggantikan pemanfaatan kegunaan 

agak sulit. Selain itu, di Mamuju juga ada sebuah rumah sakit 

bantuan, yang didirikan dengan bantuan dan dikelola oleh landschap 

serta dilengkapi dengan sebuah kamar untuk militer. Sementara d i 

lv1amasa ada sebuah rumah sakit yang seluruh pembangunannya 

diongkosi Zend ing, sangat praktis dan kira-ki ra menurut denah 

normalnya adalah untuk bangunan dari d inas kesehatan . 

Keseluruhan jumlah pemasukan Keseluruhan jumlah pengeluaran 
tentang perawatan, penjualan dari dinas kesehatan, dikeluarkan 
obat-obatan, operasi, bantuan oleh kas landschap, tentang 

diberikan oleh landschap lainnya pemeliharaan dan pembaharuan 
dan sebagian: tidak termasuk: 

~930 f. 4·498,o8 ~930 f. 57-975,67 

~93~ f. 3-506,57 ~93~ f. 38.982,50 

~932 f. 2-930,06 ~932 f. 57·97~,70 

~933 f. 3-~52,62 ~933 f. 44-086,~6 

~934 f. 2 .550,3~ ~934 f. 25-937,82 

~936 f. 3·852,59 ~936 f. 36·79~,72 

~936 f. 3·975,76 ~936 f.39·333,68 

~937 f. 4.318,95 ~937 f. 40.893,41 

~938 f. 4.027,98 1938 f. 47.849,90 

~939 f. 4.669,20 1939 f. 47·849,38 

'"' Le)•ds, 1940, M emori vnn 0 1 erg,we. hlm.1 78. 
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Pekerj aan yang terpenting dari para dokter di Mandar bukan 

berada di rumah sakit, tet api di kampung. Perlu diusahakan supaya 

para dokter 1tu selalu menghubungi penduduk, karena perlu bantuan 

untuk memberantas penyakit yang diderita pada umumnya. Oleh 

karena paling banyak diderita oleh rakyat bukan hanya dengan 

bantuan perawatan secara pribad i, tetapi terutama diberantas juga 

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hig ienis. 

Malaria adalah penyakit yang pertama-tama yang harus 

dikemukakan di Mandar. Majene sendi ri dan kebanyakan kampung 

di pesisir de kat Majene ham oir be bas dari penvakit terse but, karena 

adanya pengawasan akti f atas pelbagai tambak ikan, genangan 

ai r, dan parit kecil. Sebab j ika diadakan hubungan yang te rbuka 

antara permukaan dari genangan air dengan ai r laut maka akan 

menghambat proses pembiakan nya muk. Tentang raw a-rawa 

dekat Rangas (enam ki lometer dari Majene) yang kadang-kadang 

digenangi air, kadang-kadang juga tidak, sudah tidak berbahaya 

lagi untuk kesehatan . Di sebelah timur laut Kota Majene terdapat 

dataran rendah, diperkirakan dahulu adalah sebuah teluk di antara 

perbukitan. Karena itu dibuat sebuah saluran yang melingkar dan 

sebuah sa luran penyalur ai r, seh ingga se luruh dataran itu sudah 

bebas dari pembiayakan nyamuk. Untuk membersihkan saluran ai r 

itu secara teratur, d iangkat seorang mandor khusus dan dibantu oleh 

beberapa orang wajib kerja haminte. Pada 1939 dilakukan pergantian 

mandor yang lebih baik. 

Sebaliknya di Polewali, Napo, dan Campalagian yang terdapat 

cukup banyak malaria . Tentang Polewali , telah dibuat sebt 1 

sa luran air dan jaringan saluran yang berfungsi dengan bai l- tetdpi 

agak terbatas pemaka iannya. Karena itu keadaan tentang penyakit 

malaria di Polewa li ti dak memuaskan dan tidak mantap. Pada 1940 

tempat pembuangan air di Lontarak selesa i pekerjaannya, dan hal 
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ini diharapkan dapat mengatasi persoalan malaria di daerah itu. Di 

daerah kolonisasi terdapat cukup banyak orang yang menderita 

mcdaria, banyak orang-orang kolon is yang belum pernah menderita 

m<daria, sehingga penyakit itu berkembangan dengan pesatnya. 

ltulah sebabnya daerah kolonisasi yang kosong, di mana penyaluran 

air merupakan suatu masalah yang hampir sama beratnya dengan 

m<:salah pengairan. Di antaranya karena tanahnya tidak rata, 

penuh kolam, saluran air, dan genangan air yang sedang digarap, 

sebenarnya adalah untuk menghindari perkembangan penyakit 

malar ia itu sendiri . 

Pada umumnya penyakit malaria juga terdapat di daerah 

perbukitan dan pegunungan, seperti Ulu Mandak, Pupuring, da n 

Tubie. Bahkan dataran Lakahan juga diserang malaria dengan 

hebatnya. Dataran yang indah di ujung utara dari Pitu Ulunna Salu 

itu, sudah lama ditempati orang Toraja dari pelbagai distrik yang 

kurang cocok atau tidak terdapattanah untuk persawahan, seperti di 

Barn bang. Persoalan penyakit itu terjadi karen a penduduk seringkali 

mengambi l tanah dari sembarang tempat untuk memperlebar 

sebuah jalan atau membikin sebuah tanggul, sehingga menimbulkan 

sebuah lubang atau genangan air yang menjadi tempat pembiakan 

nyamuk. Kepa la subafdeling sudah berulang kali menyatakan bahwa 

menurut perhitungan tanah yang diambil itu hanya dari penggalian 

selokan yang lebih mendalam atau untuk penggalian se lokan untuk 

penyaluran air yang memadai.'9'· 

Sela in malaria, penduduk Mandar juga menderita penyakit 

frarnbusia. Jika semua penduduk mempergunakan kesempatan 

dengan baik unt uk dirawat dengan neo-salversan, maka penyakit 

frarnbusia sudah ti da k muncul lagi atau secara sporad is saja. 

"'' Leyds, 1 1)-10, M emeori van O vergave, him. 183. 

Penataan Mandar dalam Masa Kolonial Belanda 1905 - 1942 I 167 



Sebag ian besar dari kunjungan dokter secara teratur ke tempat­

tempat pol ik linik dan ke tempat-tempat sunt ikan salversan 

sangat membantu penduduk dalam mengatasi persoalan in i. 

Karena itu penderita frambusia tingkat ketiga sebaga i akibat dari 

ket idakpedulian merupakan pengecualian . Tampa knya bahw a 

ketidakpedulian penduduk pesisir yang begitu menyolok seh ingga 

hanya sebagian saja yang dirawat, ba hkan anak-anaknya hampir 

tidak disuruh berobat. ltulah sebabnya dokter melakukan percobaan 

dengan membe baskan biaya penyuntikan bag i anak-anak yang 

sedang menderita penyakit frambusia selama satu waktu tertentu, 

karena penderita kanak-kanak diperkirakan masih cukup besar pada 

1939·'95 

Penyakit lainnya adalah lepra dan jumlah penderita di Mandar 

ada lah cukup besar. Sebab, lebih dari 1 .500 penderita dari jumlah 

300.000 penduduk. Keterlibatan dokterdalam penanganan penyakit 

ini belum begitu intensif, seh ingga perlu diadakan suatu perawatan 

secara sistematis dengan mengisolasikan penderita di kampungnya 

sendiri. Walaupun pada penduduk masih tetap ada pengertian bahwa 

seorang penderita lepra harus diasingkan. Sangat disayangkan 

karena terkadang t idak disadari bahwa penderita itu berada pada 

stad ium menular, dan mengasingkan penderita yang sudah sehat. 

Sementara leproseri dekat Majene, ada lah satu-satunya di Mandar, 

juga untuk sebagian besar dianggap sebagai sebuah lembaga 

sosial. Terdapat 250 orang penderita di leproseri itu . Di leproseri 

itu dibangun poliklinik kecil dengan kamar pemeriksaan dan kamar 

penderita dengan batu bata pada 1939. Selebihnya keseluruhan 

bangunan leproseri dibangun menurut kebiasaan orang kampung. 

Par,1 pendcrita tidak hanva cukup dengan satu sunt1kan saja tetapi diharuskan 
t1ga kal1 suntikan berturut-turut, dan diharusl..an langsung memba\ar Sl.'muanva bia\a 
suntil..an, ~chmgga dengan sendirinya hampir setiap orang mengambil juga ~until..an > ang 
kedua dan ketiga. 
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Ka rena tanahnya kurang subur dan terutama t idak ada pimpinan 

yang efektif, sehingga penghuni tidak banyak yang bercocoktanam 

Jntuk makanan sehari -hari. 196 

Biasanya para penderita lepra yang akan d ibebaskan, 

diharuskan t inggal di leproseri, di mana terdapat dua buah kamar 

vang masing-masing untu k satu orang. Setelah beberapa hari 

rnenempat i kamar itu (se benarnya tidak baik unt uk menggu nakan 

kedua kamar itu, karena tidak ada pengawasannya), kemudian 

rnereka d ibebaskan, namun mereka tidak boleh t inggal kan leproseri . 

Penderita -penderita lain nya boleh. Seharusnya d ibuat sebuah pagar 

yang t idak dapat dilewati atau ditambah dengan penjagaan ya 

clapat d ipercaya d i pintu masuk untuk mencegah mereka kelua r, 

tetapi hal itutidak mungkin karena tidak ada uang. Karena itu asisten 

residen Mandar mengusu lkan pada residen, sehubungan dengan 

adanya kecenderungan kriminalitas pada sejumlah penderita lepra di 

Mandar, untuk membangun sebuah penjara bagi mereka di Makassar 

yang diperuntukkan untuk seluruh keresidenan, tetapi usul terse but 

t dak diterima. Juga hal masuk-keluar para penderita nyatanya tida k 

dapat mengubah jalan pikirannya . Tetapi sebenarnya ada perubahan 

s ;!jak dibangun dua buah kamar dekat penjara Majene, khusus untuk 

penderita lepra. Kedua sel itu dengan pekarangannya yang luas untu k 

berja lan-jalan atas perintah residen akan dipagari dan atapnya harus 

d itutup dengan atap sirap, karen a atap seng di anggap sang at pan as. 

Makanan dan makanan ringan para penderita lepra sama 

dengan biaya makanan seorang tahanan dan ya ng sakit, semuanya 

\ \enurut \\ .]. Levds bah\\ a ha rus ada pcrobahan ,·ang memba'' J perbaikan. Sebab 
p. ril penderita lebih banya k bermalas-malasan, sehingga t1clak menjacli ton toh >•ang b.1 ik. 
Juga adanya kcccndcrunga n bahwa masyarilkat pada umumnya mcnguci lkan mt•rcka 
scmJkin menjacli- jolCii. Di la hun 1938 tcrnvata bahwa kcbanvakan pcnderi ta le pra ilu 
111· •l.1kukan pcntunan di kampung-kampung. clan barang curian m!'reka disimpan di 
leproseri. Oleh karen a term at.1 scorang pcm:uri \·ang wrkenal adal.1h pcndenta lepra. 
dan eli a adalah scorang calo (leyds, Memori t ·an Overgat c, hlm.18-ll. 
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adalah tanggung jawab dokter. Dalam keadaan demikian, para 

penderita lepra untuk masuk dan keluar dengan bebasnya. Karena 

itu pemerintah kolonial Belanda beranggapan bahwa hal itu sangat 

t idak memuaskan. Seperti halnya dengan penderita baru yangjustru 

dikatakan baru saj a t erjangkit, praktis t idak diobat i kecua li mereka 

yang tingga l di leproseri sebagai suatu pengecua lian. 

Demikian pula di Mamasa perlu dilakukan pembangunan sebuah 

leproseri. Sebab penderita lepra dari daerah Totaja tidak diterima 

di leproseri de kat Majene. Mereka juga t idak dapat tinggal dengan 

t enang di pesisir dan mengasi ngkan diri da ri pergau lan dengan 

penduduk di pesisir. Sebaliknya mereka dipandang rendah. Para 

kepala distrik pernah mengajakwarga mereka untuk memperhatikan 

masa lah ini dan beranggapan bahwa ba ik pembangunan maupun 

pengelolaannya ditanggung oleh penduduk. Para keluarga dari 

setiap penderita lepra yang diterima di leproseri tersebut akan 

menyed iakan sejumlah padi pada setiap t ahun sebagai bekal hid up 

bagi mereka yang sa kit. Kebetulan pada waktu itu belum ada dokter 

di Mamasa, sehingga masalah ini ditangguhkan sampai adanya 

seorang dokter. 

Selain itu, penderita penyakitTBCjuga cukup banyak di Mandar, 

khusus ke luarga raja dan keluarga kepala-kepala kampung dalam 

Subafdeling Majene menderit a penyakit tersebut. Di antaranya 

anak laki-laki dari mara'dia Majene dan pabbicara Pengalipangali . 

Bahkan ya ng terakhir disebutkan pernah dirawat di Sanat orium 

Batu se lama satu tahun lebih dan sekarang sudah dapat bekerja 

kembal i. Pabbicara Uki dari Totoli, salah seorang kepala kampung 

yang baik pekerjaannya meninggal akibat penyakit tersebut pada 

1939. Di tempat itu tidak dapat membrantas penyakitTBC dengan 

baik, karena tidak ada ahlinya dan alat-alat khusus. 
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Penyakit ke laminjuga banyak dialami penduduk di Pitu Ulunna 

Salu, terutama orang-orangToraja yang sangat lam bat berkembang 

biak dan t idak banyak anak yang dilahirkan. Terlebih karena belum 

ada seorang dokter dari Mandar yang ditempatkan di daerah Pitu 

Ulunna Salu. Ka rena itu tidak banyak yang diketahui mengenai 

perkembangan penyakit tersebut, dan pasti akan menjadi sa lah 

satu pekerjaan yang penting dari dinas kesehatan, baik dalam hal 

rn t:: ngumpulkan data tentang kelahiran, perkawinan dan kematian 

rnaupun tentang perawatan orang sakit dan usaha untuk mengikut i 

ketentuan-ketent uan med is. Sementara di Mamuju terdapat 

beberapa cnggota mil iter yany menderita penyakit beri-beri pada 

1938. Penduduk pr;::n;mi kurang sekali berpenyakit beri-ber i. 

P·~nanganan awal berpenyakit beri-beri di antara murid sekolah pada 

waktu yang terat dapat diatasi. 

Disentri basil t erdapat di se luruh cia erah Mandar, dengan 

tempat perkembangbiakan khusus, seperti di Kota Majene, daerah 

ko lonisa i, Pupuring, dan Taramanu. Sebaliknya dengan disentri 

arnuba jarang sekali muncul, tetapi tersebar luas. Demikian pula 

dengan tifes jarang sekali munculan. Sedangkan anjing gila, banyak 

terdapat di Mandar. Di Majene dan Polewali selama tiga tahun (1937-

1940) berlaku ketentuan yang cukup tegas tentang pemeliharaan 

anj ing di Mandar. Karena itu, d1 Mamasa dan Mamuju juga harus 

dibuat peraturannya. Anjing yang disangka gila, jika tidak ada 

yc;ng SL 1gguh-sungguh berkeliaran (hal ini jarang sekali terjadi ) 

harus dibunuh. Pembunuhan anjing yang berkel iaran secara teratur 

mengakibatkan sang at berkurangnya dalam jumlah yang signifikan.[] 
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PEMERINTAHAN Su lawesi dan Daerah Bawahannya (Gouvernement 

Celebes Onderhoorigheden) sebelum Ekspedisi Militer Sulawesi 

Selatan (Zuid Celebes Expeditie) 1.905 adalah wilayah kekuasaan 

pemerintah Hindia Belanda yang secara de jure meliputi wi layah 

Prop insi Su lawesi Selatan, Sulawesi Tenggara1 dan Sulawesi Barat 

sekarang. Secara de facto, wilayah yang berada dalam pemerintahan 

langsung yang d isebut gouvernement Ianden hanya meliput i 

Distrik Makassar, Distrik-distrik Bag ian Utara (Noorder Districten) 

yang meliputi Maros dan Pang kajene, Distrik-distrik Bagian 

Selatan (Zuider Districten) yang meliputi Bantaeng, Bulukumba, 

dan Selayar1 Distrik-distrik Bagian Timur (Ooster Districten) yang 

meliputi Sinjai. Sementara wilayah lainnya terbagi atas dua kategori, 

yaitu kerajaan pinjaman (/een vorstendom) dan kerajaan sekutu 

(bondsgenootschappelijke Ianden) . 

Kerajaan pinjaman adalah ke rajaan-kerajaan yang pernah 

ditaklukkan, namun tidak diperintah secara langsung, seperti Ta llo, 

Parepare, Tanete, Wajo, dan Bone. Disebut kerajaan pinjaman karen a 

pelaksanaan pemerintaha n dipinjamkan kepada penguasa lokal 

untuk menyelenggara kan pemerintahan atas nama pemerintah 

kolonial Belanda . Sementa ra kerajaan-kerajaan lainnya disebut 

dengan kerajaan sekutu atau sahabat, antara lain Kerajaan Gowa, 

Luwu, Soppeng, Barru, Sanrobone, Buton, Lima Ajattappareng 
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(Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan Alitta ), Persekutuan 

Massenrempulu (Maluwa, Kassa, Alia, Batu lappa, Buntubatu, 

Enrekang, dan Maiwa), PersekutuanTuratea (Bangkala, Laikang, dan 

Binamu), Persekutuan Mallusetasi (Soreang, Bacikiki, Bojo, Napa, 

dan Palanro), dan Konfederasi Mandar yang terdiri atas Persekutuan 

Pitu Babana Binanga (Balanipa, Sendana, Maj ene, Pamboang, 

Tappa lang, Mamuju, dan Binuang) dan Persekutuan PituUlunnaSalu 

(Tabu lahan, Aralle, Mambi, Rantebulahan, Matangnga, Tabang, dan 

Tu'bi atau Bambang). Kerajaan -kerajaan in i berstatus merdeka dan 

berdaulat, namun harus menempatkan penguasa Belanda sebagai 

pe lindung dan pera ntara sehingga dipandang sebagai wil ayah 

protektorat. 

Ketika J. B. van Heutzs menjadi Gubernur Jenderal Hindia 

Belanda, ia memprogramkan "politik perdamaian" (pasificatie 

politiek) . Inti dari program ini adalah melaksanakan pemerinta han 

langsung te rhadap kerajaan-kerajaan lokal, ba ik yang berstatus 

kerajaan sekutu maupun kerajaan pinjaman. Sehubungan dengan 

itu, maka dikirim ekspedisi militer Sulawesi Selatan pada Juni 

1905. Pasukan ekspedisi ini akhirnya berhasil melakukan tindakan 

oenaklukan dan memaksa kerajaan-kerajaan lokal menandatangani 

''pernyataan pendek" (korte verklaring). lsi pokok dari pernyataan 

pendek itu adalah pernyataan penyerahan kekuasaan sepenuhnya 

kepada pemerintah Hind ia Belanda. lmplikasi dari ekspedisi militer 

itu adalah: :1) sirna kedudukan kerajaan, baik yang berkedudukan 

kerajaan pinjaman maupun ke rajaan sekutu; 2) seluruh wilayah 

kerajaan-kerajaan dijazirah selatan Sulawesi Selatan secara de facto 

telah menjadi wilayah pemerintahan Hindia Be landa; 3) penguasa 

lokal (para bangsawan) keh ilangan kedudukan kekuasaan mereka; 

clan 4) awal dari pemerintahan kolonial Beland a di jazirah selatan 

Su lawesi. 
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Wilayah yang telah dikuasai sepenuhnya itu tetap menggunakan 

penyebutan yang sama, yaitu "Pemerintahan Sulawesi dan Daerah 

Bawa hannya ( Gouvernement Celebes Onderhoorigheden). Pemegang 

kendal i pemeri ntahannya ada lah seorang gubernur (gouverneur). 

Wilayah pemerintahan ini dibagi atas tujuh bagian pemerintahan 

(afdeling), yaitu Afdeling Makassar, Bonthain, Bone, Parepare, 

Luwu, Man dar, Buton dan PesisirTimurSulawesi (Boeton en Oostkust 

Celebes). Setiap afdeling dijabat oleh seorang asisten residen dan 

setiap afdel ing terbagi atas beberapa subafdel ing atau cabang 

pemerintahan (onderajdeeling) . Setiap onderafdee/ing dijabat oleh 

seorang kontrolir (controleur) dan setiap onderafdeeling terbag i 

atas beberapa distrik (district). Setiap distrik dikepalai oleh seorang 

kepala distrik yang penyebutannya terkadang berbeda antara satu 

distrik dengan distrik lainnya, misalnya regen (regent), karaeng, 

arung, papuangan, dan pabbicara. Setiap distrik terbagi pula atas 

beberapa kampung (banua, lembang, bori, dan wanua) dan setiap 

kampung dikepala i oleh seorang kepala kampung. 

Pejabat pemerintahan pada tingkat gubernur hingga kontrolir 

dijabat oleh pegawai Be landa. Sementara pejabat kepala distrik 

dan kepala kampung dijabat oleh pegawai bumiputra. Sehubungan 

denga n itu, wilayah distrik ditentukan berdasarkan pada latar 

kesejarahannya, baik sebagai bekas papuangan maupun banua 

kaiyang. Oleh ka rena itu, maka kesatuan wilayah in i sering disebut 

dengan daerah adat (adat-gemeenschap). Berdasarkan penataan 

ini jelas bahwa bangsawan kerajaan tersisihkan dalam birokrasi 

pemerintahan kolonial atau dengan kata lain bangsawan kerajaan 

kehilangan kedudukan kekuasaan dalam birokrasi kolonial. Hal ini 

berdampak pula pada mereka, yaitu kehilangan sumber-sumber 

ekonomi atau kesejahteraannya yang selama itu berada dalam 

kewenangan mereka. 

17 6 I Muhammad Amtr 



Pengalihan kekuasaan itu menghadapkan pemegang kendali 

kekuasaan baru (pemerintah kolonial Belanda) pada kelompok 

bangsawan kerajaan yang kehilangan kedudukan kekuasaan. Tidak 

dapat dielakkan pihak yang terakhir me rasa dirugikan dan tidak puas 

dengan sistem pemerintahan kolonial . Untuk membendung tindak 

perlawanan atautanggapan penolakan, pemerintah kolonial Belanda 

rnelaksanakan pemerintahan mil iter-sipil untuk memperkuat dan 

rnempertahankan kedudukan kekuasaannya. Selain itu, pemerintah 

kolonial juga mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang 

rnenunjukkan tanggapan penolakan dan bersikap menentang. 

Mereka ditawan dan jika dipandang perlu diasingkan. Sementara 

terhadap kelompok bangsawan yang bersed ia bekerj asama 

cirangkul da n diperbaiki kedudukannya . Pemerintah kolonia l 

berusaha pula memperlemah kedudukan lapisan bangsawan dengan 

mengambil alih tanah penguasa (/ita susuan) ya ng merupakan 

sJmber penghasilan mereka. 

Pelaksanaan pemerintahan militer-sipil itu dilaku kan dengan 

menetapkan dan mengangkat pimpinan pasukan mil iter pendudukan 

menjadi kepa la pemerintahan pada daerah yang ditaklukkannya. 

P?nempatan dan pengangkatan itu jelas menunjukkan bahwa pejabat 

pemerintah kolonial bukan merupakan pejabat yang berpengalaman 

dan memiliki wawasan pengetahuan di bidang pemerintahan. Selain 

itJ, pengangkatan merekajuga dalam hubungan dengan keberhasil 

yang dicapainya dalam usaha penaklukan yang bag inya merupakan 

suatu penghargaan dan penghormatan yang menim bulkan 

perasaan kebanggaan. Hal in ila h yang menyebabkan mereka 

menggantungkan keg iatan pemerintahan pada pegawai bumiputra 

yang diperbantukan kepada mereka yang berakibat ra kyat dan 

pemimpin-pemimpin tradisiona l dirugikan. 
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Kenyataan itu tentunya mempengaruhi langsung keberadaan 

dari yang diperintah (lapisan bangsawan dan orang merdeka) di 

daerah itu. Tindakan penaklukan yang berlangsung pada bulan 

Juni 1905 dan baru berakhir pada awal tahun 1908 menimbulkan 

penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Penguasaan sumber politik 

dan ekonomi berakibat bukan saja lapisan bangsawan kehilangan 

kedudukan politik, ekonomi, dan sosial, tetapi juga sebagian 

orang merdeka yang merupakan pengikut dari bangsawan, yang 

bergantung pada bidang pertanian bangsawan, kehilangan sumber 

pendapatan dan hilangnya sarana jalinan hubungan antara lapisan 

bangsawan dengan lapisan orang merdeka . Sikap pemerintah 

kolonial terhadap lapisan bangsawan menimbulkan persaingan dan 

pertetangan diantara mereka. 

Dalam membina hubungan antara pemerintah kolonial dengan 

kelompok bangsawan yang bersedia bekerjasama, pemerintah 

memberikan bantuan, kemud ahan , keutamaan dan hak-hak 

istimewa. Hal ini menampakkan terjadinya tawar menawar dalam 

hubungan kekuasaan menyangkut jual-beli jasa . Jaminan dan 

kebebasan diberikan kepada yang bersedia bekerjasama di satu pihak, 

dan pemerintah menentukan apa yang ia kehendaki dilakukan oleh 

yang tidak bekerjasama di pihak lain. Perubahan sikap pemerintah 

dan langkah yang ditempuh untuk menanggapi kegagalan menjamin 

hubungan dengan kelompok yang tidak bersedia bekerjasama 

menciptakan kemungkinan bagi yang bekerjasama mencapai 

keuntungan dan yang tidak bekerjasama merasakan penekanan. 

Dalam hal inijurang pemisah antara kelompok-kelompok itu semakin 

Iebar. Selain itu, tanggapan mereka yang tidak bersedia bekerjasama 

dengan pemerintah dan masyarakat lainnya memandang tidak 

adanya kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan. 
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Berdasarkan gambaran da n penjelasan yang te lah dipaparkan 

dalam pokok-pokok bahasan terda hu lu, da pat disim pulkan ba hwa: 

para bangsawan kerajaan kehilanga n kedudukan kekuasaan; para 

bangsawan ke rajaan kehilangan sumber-sumber ekonomi ata u 

kesejahteraan; pejabat pemerintah kolon ial tidak melaksanakan 

tugas dengan ba ik dan han ya menggantungkan kegiatan 

pemerintahan pada kekuatan mi lite r dan pegawai bumiputra; 

pelaksanaan kekuasaan diwa rna i tindakan manipulasi kekuasaan; 

penataan pemerintahan kolon ial Be Ianda tidak mempertimbangkan 

budaya politik loka l yang menempatkan derajat kebangsawanan 

berkaita n sejajar dengan kepangkatan kekuasaan; pemerintah 

rnenciptakan pertentangan antara sesama ke lompok bangsawan 

(3ntara yang bekerjasama dan menolak kerjasama); dan yang 

t erakhir adala h pemerintah selalu mencurigai dan mengawasi 

gerak lang ka h kelompok bangsawan. Ha l inilah mendorong pihak 

pemerintah kolonial membebaskan bangsawan yang di penjarakan 

dengan syarat bersedia bekerjasama dan menjadi mata -mata 

pemerinta h kolonia l Belanda. 

Akhirnya, latar kesejarahan inilah yang mendasari penyebutan 

d3lam penataan pemerintahan kolonia l Belanda di daerah Mandar 

setelah berhasi l memaksakan kerajaan-kerajaan di kawasan itu 

menandatangani pernyataan pendek (korte verklaring) dengan 

rn enyebut wi layah pe rsekutuan Pitu Ulunna Salu sebagai negeri­

nt?geri peda laman Balanipa (bovenlanden van Balanipa) se rta 

Polewali dan Kerajaan Binuang sebagai negeri pesisir dari Balanipa 

(beneden Ianden van Ba/anipa). Dala m penamaan wilayah di 

kawasan itu, tampaknya pemerintah kolonial Belanda mengalami 

kesulitan untuk meyebut berdasarkan nama daerah. Oleh karena 

pembentukan wi layah itu terdiri atas beberapa kerajaan ya ng 

bergabung menjad i satu federasi ataupun berbentuk konfede ras i. 
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ltulah sebabnya pusat pemerintahan dijadikan patokan penamaan 

wilayah di daerah itu, sebagai contoh wilayah Pitu Ulunna Sa/u yang 

berpusat di Mamasa (wilayah Tabulahan) menjadi nama wilayah 

Pitu U/unna Salu. Sementara Balanipa dan Binuang yang berpuat di 

Polewali disebut saja dengan Po lewali.[] 
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